HUKUM ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI INDONESIA by Irawan, Candra


















































Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 
 
Lingkup Hak Cipta 
Pasal 2: 
Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan 
atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa 
mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Ketentuan Pidana 
1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 
masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 
(satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada 
umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
 
 vi 
Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia  
Edisi Revisi 
oleh 
Dr. Candra Irawan, SH., M.Hum 
 
 
17 – HH – 324 
 
 
Copyright © 2017, Penerbit CV. Mandar Maju 
Jl. Sumber Resik No. 71 (4-19) 
Sumbersari Indah, Bandung 40222 
Telp (022) 6018218, Fax (022) 6121762 
E-mail : mandarmaju@bdg.centrin.net.id 
Website : www.mandarmaju.com 
Anggota IKAPI No. 043/JBA/92 
 
 
Tata Layout Isi : Redaksi Mandar Maju 
Editor : Redaksi Mandar Maju 
Design Cover : Agung Wulandana 
 
 














Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. 
Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin 
tertulis dari Penerbit. 
 
 
ISBN : 978-979-538-468-7 
 
 








Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa Pengadilan ternyata 
bukan satu-satunya lembaga penyelesaian sengketa yang tepat, terutama 
bagi kalangan pelaku bisnis. Pengadilan ternyata mengandung banyak 
kelemahan dan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat.  
Ketidakpuasan masyarakat terhadap pengadilan sebagai lembaga 
penyelesaian sengketa memunculkan alternatif penyelesaian sengketa 
(APS) di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution-ADR). Masyarakat 
berharap dengan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan akan men-
dapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam arti yang sebenarnya 
secara efektif dan efisien. Model penyelesaian sengketa di luar pengadilan 
antara lain berbentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, pendapat ahli dan 
arbitrase, yang keberadaannya semakin mantap dengan diundangkannya 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa. 
Fakultas Hukum seluruh Indonesia saat ini telah memasukkan di 
dalam kurikulumnya mata kuliah Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang 
dimaksudkan untuk memberi pengetahuan hukum tentang APS/ADR 
dan membekali mahasiswa dengan keterampilan hukum, sehingga dapat 
menjalani profesi hukum secara profesional. Buku ini setidaknya dapat 
menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam mempelajari penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan (ADR), para praktisi hukum dan kalangan 
umum. Semoga bermanfaat. 
 
 










Pengantar Penulis Edisi Revisi 
 
 
Rasa syukur yang mendalam penulis haturkan kepada Tuhan 
yang maha kuasa, yang maha pengasih dan maha penyayang atas 
terbitnya buku edisi revisi ini. 
 
Sejak terbit tahun 2010, buku yang ini cukup diminati oleh 
masyarakat yang ingin mengetahui aspek hukum dan mekanisme 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Indonesia. Setelah lebih 
kurang 7 tahun berlalu, tentu saja banyak hal yang berkembang dari 
hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Oleh karena itu, 
maka buku ini sepatutnya direvisi sesuai perkembangan terbaru yang 
berkaitan dengan hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 
 
Beberapa hal yang direvisi dari buku sebelumnya, adalah sebagai 
berikut: 
 
1. Judul buku pada edisi revisi ini berubah lebih singkat, yaitu “Hukum 
Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia”. Judul ini lebih tepat, 
karena alternatif penyelesaian sengketa tidak hanya digunakan oleh 
pelaku bisnis tetapi dapat juga digunakan oleh seluruh masyarakat 
untuk menyelesaikan sengketa dalam lapangan hukum perdata 
(sengketa komersial). 
 
2. Sebelumnya peraturan yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia (MARI) terkait dengan mediasi sebagai salah satu 
alternatif penyelesaian sengketa adalah Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2003, direvisi dengan Peraturan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2008, dan 
terakhir direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan. Pada edisi revisi ini, mengenai mediasi di pengadilan 
dibahas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor. 1 Tahun 2016 (terdapat pada Bab II dan Bab VI). 
 ix 
 
3. Penjelasan tentang etika bisnis dalam kaitannya dengan alternatif 
penyelesaian sengketa direformulasi melalui sistematisasi paragraf, 
penambahan sumber literatur (foot note), dan keterkaitannya 
dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1 
Tahun 2016 (terdapat pada Bab III). 
 
4. Pada Bab VI, ada penambahan uraian beberapa lembaga mediasi 
yang ada di Indonesia, yang telah berperan aktif mensosialisasikan 
mediasi sebagai salah satu model alternatif penyelesaian sengketa 
dan melaksanakan fungsi sebagai lembaga mediasi untuk 
menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh masyarakat, antara 
lain: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan 
Indonesia (LAPSPI), Badan Arbitrase & Mediasi Perusahaan 
Penjaminan Indonesia (BAMPPI), dan Badan Mediasi 
Pembiayaan, Pegadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI).  
 
5. Ada penambahan bab (Bab VII) tentang penilaian ahli (expert 
judgment). Pembahasan bab ini berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa (UUAPS), Peraturan Pemerintah Nomor 
29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 Pasal 49 ayat (2) yang 
menyatakan bahwa sengketa yang terjadi dapat diselesaikan 
melalui mediasi atau konsiliasi dan dapat dibantu oleh penilai ahli 
untuk memberikan pertimbangan profesional mengenai hal 
tertentu. 
 
6. Pada Bab VIII (edisi sebelumnya Bab VII), ada penambahan uraian 
tetang Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), alasan-
alasan yang digunakan oleh para pihak dalam mengajukan 
permohonan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan, dan 
penambahan kasus yang diselesaikan oleh lembaga arbitrase 
yang diminta pembatalan ke pengadilan negeri dan putusan 
Mahkamah Agung (Perkara Dr. H. Ikhsan Lahardy Chairudin, 
S.E., M.M., Lawan PT. Bank Syariah Bukopin), dan penambahan 
 x 
kode etik lembaga arbitrase (Peraturan Badan Arbitrase 
Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: Per–02/Bakti/01.2009 
tentang Kode Etik Arbiter Pengurus Badan Arbitrase Perdagangan 
Berjangka Komoditi). 
 
7. Bab VIII (BEBERAPA LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA 
SEKTORAL DI INDONESIA) ditiadakan, karena uraian pada Bab 
tersebut sebagian besar telah ada pada bab VI dan Bab VIII.  
 
8. Revisi lainnya berkaitan dengan penyempurnaan kalimat dan  
sistematisasi paragraf, dan penambahan Daftar Singkatan, Daftar 
Tabel, Daftar Gambar/Bagan, Daftar Glosari, dan Daftar Indeks.  
 
Buku edisi revisi ini akan semakin melengkapi referensi bagi 
mahasiswa fakultas hukum, fakultas ekonomi maupun fakultas 
lainnya, dosen, praktisi hukum dan pihak-pihak yang menekuni kajian 
hukum alternatif penyelesaian sengketa. Mata kuliah yang dapat 
menggunakan buku ini sebagai literatur atau referensi, antara lain: 
ADR/Arbitrase, Hukum Ekonomi, Hukum Bisnis, Hukum Perdata dan 
mata kuliah keterampilan hukum (praktik peradilan perdata). 
 
Penulis berharap, buku ini bermanfaat bagi pembelajaran hukum 
alternatif penyelesaian sengketa dan pembangunan hukum di 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Pengertian Sengketa 
Semua orang tentu tidak ingin bersengketa dengan orang lain. Semua 
orang sesungguhnya berkeinginan hidup dengan damai dan saling 
menghormati. Namun dalam kehidupan masyarakat yang sangat 
kompleks, baik secara etnik, ekonomi, sosial, budaya dan ragam 
keinginan yang berbeda dari setiap orang, konflik atau sengketa sulit 
untuk dihindarkan. Konflik dapat terjadi antara dua pihak secara 
individual, dapat juga secara komunal, bahkan dapat melibatkan banyak 
pihak dan negara, dari konflik yang sederhana sampai yang paling 
krusial. Berbagai sengketa dapat dikelompokkan: 
1. Sengketa keluarga, meliputi masalah waris, perceraian, dan 
perwalian. 
2. Sengketa bisnis, meliputi sengketa perburuhan, kontrak, persaingan 
usaha, sengketa konsumen, perbankan. 
3. Sengketa pertanahan, meliputi permasalahan yang berkaitan 
dengan hak-hak atas tanah. 
4. Sengketa antara masyarakat dan negara, dapat terjadi ketika 
masyarakat merasakan perlakuan yang tidak adil dari negara, 
dan negara beranggapan masyarakat sulit diatur. 
5. Sengketa adat, berkenaan dengan perilaku dan aset-aset yang 
berada dalam otoritas penguasa adat. Terjadi pada masyarakat 
yang masih menganut hukum adat. 
6. Sengketa pers, yaitu sengketa yang timbul sebagai akibat pem-
beritaan pers terhadap seseorang, sekelompok orang dan badan 
hukum.  
7. Sengketa lingkungan, yaitu sengketa yang berkaitan dengan 
persoalan lingkungan hidup. 
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Menurut Priyatna Abdurasyid,1 sengketa juga berhubungan dengan 
hal yang sederhana atau kompleks dan melibatkan berbagai jenis 
persoalan, misalnya: 
1. Kenyataan yang mungkin timbul akibat kredibilitas para pihak itu 
sendiri, atau dari data yang diberikan oleh pihak ketiga termasuk 
penjelasan-penjelasan tentang kenyataan data tersebut. 
2. Masalah hukum yang pada umumnya akibat dari pendapat atau 
tafsiran menyesatkan yang diberikan oleh para ahli hukum. 
3. Akibat perbedaan teknis, termasuk perbedaan pendapat dari ahli 
teknik dan profesional dari para pihak. 
4. Perbedaan pemahaman tentang sesuatu hal yang muncul, misalnya 
dalam penggunaan kata-kata yang membingungkan atau adanya 
perbedaan asumsi. 
5. Perbedaan persepsi mengenai keadilan, konsep keadilan dan 
moralitas, budaya, nilai-nilai dan sikap. 
 
Konflik umumnya berawal dari perbedaan pandangan atau 
kepentingan yang terjadi antara para pihak, yang kemudian dipertajam 
sehingga memunculkan konflik yang sebenarnya. Bisa perbedaan 
pandangan (persepsi) tentang sesuatu hal, gengsi dan perbedaan 
kepentingan yang tajam. Di dalam dunia bisnis, konflik berawal dari 
adanya pertentangan kepentingan antara para pelaku bisnis, yang 
mungkin diakibatkan karena penafsiran berbeda terhadap klausula 
kontrak, wan prestasi, kondisi perekonomian yang berubah drastis, 
adanya iktikad buruk dari salah satu pihak, atau adanya perubahan 
peraturan terkait dengan obyek dari kontrak.  
 
Sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat (persepsi) 
yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena adanya per-tentangan 
kepentingan yang berdampak pada terganggunya pencapaian tujuan 
yang diinginkan oleh para pihak.  
 
Kehidupan bermasyarakat yang ideal adalah kehidupan yang damai, 
apabila terjadi konflik cepat terselesaikan dengan baik dan damai. 
                                                     
1. Priyatna Abdurasyid, 2002, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Suatu 
Pengantar), Jakarta, PT. Fikahati dan BANI, hlm. 5-6.  
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Sehingga konflik tidak berkembang menjadi sengketa. Konflik dalam 
dunia bisnis selalu tidak menguntungkan dan kontra produktif dengan 
tujuan bisnis. Terlalu banyak energi dan sumber daya mubazir yang 
dikeluarkan oleh para pihak untuk saling mempertahankan 
kepentingannya. Oleh karena itu konflik atau sengketa yang terjadi 
harus cepat diselesaikan oleh para pihak dengan menggunakan 
lembaga atau pranata yang tersedia, baik secara formal (melalui 
lembaga litigasi) maupun non formal (non litigasi). 
 
Pada zaman dahulu, masyarakat dalam menyelesaikan sengketa 
menggunakan pranata adat yang tersedia, melalui musyawarah adat, 
menggunakan tetua adat sebagai mediator dan perdamaian adat. 
Contohnya pranata kerapatan kaum, kerapatan suku (kerapatan ninik 
mamak/kerapatan uruang nan apek jinih) pada masyarakat Minang 
di Sumatera Barat, Kutei pada masyarakat Rejang Bengkulu. Pada 
zamannya pranata penyelesaian sengketa tersebut sangat efektif, 
terutama jika sengketa terjadi antara warga yang hidup dalam komunitas 
yang sama secara etnik dan budaya. Namun dalam perkembangannya, 
pranata tersebut semakin terdistorsi dan mulai ditinggalkan. Hal ini  
disebabkan kondisi sosial masyarakat mengalami perubahan yang 
mendasar, baik dari segi etnik, budaya, perilaku, norma sosial dan 
pola kehidupan ekonomi. Perubahan tersebut sebagai akibat logis dari 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan dalam 
segala bidang dan tuntutan kehidupan dunia modern.  
 
Cara penyelesaian sengketa pasca pranata adat yang selama ini 
dikenal dan digunakan oleh masyarakat adalah pengadilan. Mulai dari 
sengketa keluarga (seperti perceraian, pewarisan) sampai sengketa 
bisnis (seperti sengketa kontrak, pertanahan, perbankan) diserahkan 
kepada pengadilan untuk menyelesaikannya.  
 
Namun perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pengadilan 
ternyata bukan satu-satunya lembaga penyelesaian sengketa yang tepat, 
terutama bagi kalangan pelaku bisnis. Pengadilan ternyata mengandung 
banyak kelemahan dan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat.  
Ketidakpuasan masyarakat terhadap pengadilan sebagai lembaga 
penyelesaian sengketa memunculkan lembaga alternatif penyelesaian 
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sengketa (APS) di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution-ADR). 
Masyarakat berharap dengan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan 
akan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam arti yang 
sebenarnya secara efektif dan efisien.  
 
Beberapa istilah baru kemudian muncul setelah APS/ADR mulai 
dikenal masyarakat, seperti small claim court2, fact finding3, 
ombudsman4, dan legal opinion5, aksesibilitas6, kredibilitas7, 
confidential8, fairness9, dan sebagainya.  
                                                     
2. Secara harfiah diterjemahkan pengadilan sengketa (klaim) kecil. Dalam konteks 
APS/ADR diartikan penyelesaian sengketa dengan nilai perkara relatif kecil (di 
bawah 1 juta rupiah) di luar pengadilan (nonlitigasi).  
3. Proses pencarian fakta atau keterangan guna pembuktian kebenaran suatu hal. 
Beberapa metode yang dapat digunakan antara lain investigasi, penelusuran 
dokumen tertulis, deft interview, perbandingan antarfakta atau bukti yang 
ditemukan. 
4. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi 
penyelengga-raan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan penyelenggara 
negara maupun pemerintah. Termasuk di sini pelayanan publik yang 
diselenggarakan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan 
hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas 
menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang sebagian atau seluruh dananya 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. Ombudsman bersifat independen dalam 
menjalankan tugas dan wewe-nangnya yang mengandung asas kebenaran, 
keadilan, nondiskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, transparansi, 
keseimbangan dan kerahasiaan.  
5. Merupakan pendapat hukum dari lembaga yang ditunjuk oleh para pihak yang 
bersengketa sebagai upaya penyelesaian sengketa. Lembaga yang ditunjuk dapat 
berupa lembaga arbitrase, lembaga hukum (pengadilan, kantor bantuan hukum 
(law firm, LBH), Perguruan Tinggi atau lembaga yang dianggap kompeten.  
6. Keterjangkauan lembaga arbitrase oleh masyarakat dilihat dari sisi biaya, jangka 
waktu dan lokasi lembaganya.  
7. Tingkat kepercayaan dan kewibawaan lembaga arbitrase dan para arbiternya, 
yang diakui dan teruji keahliannya, netralitasnya dalam menyelesaikan sengketa 
secara adil dan bertanggung jawab.  
8. Profil para pihak yang bersengketa terlindungi dari publisitas, termasuk pokok 
perkara yang disengketakan, sehingga hal-hal yang sifatnya negatif dari para 
pihak tidak diketahui umum dan nama baiknya terjaga.  
9. Kejujuran dan adil dalam menyelesaikan sengketa. 
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B. Latar Belakang Penggunaan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa di Luar Pengadilan (ADR/APS) dalam 
Penyelesaian Sengketa Bisnis 
Jika saja pengadilan mampu mewujudkan harapan masyarakat untuk 
mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, niscaya tidak akan ada 
cetusan ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap lembaga keadilan. 
Tentu masyarakat dengan senang hati menyerahkan penyelesaian 
setiap sengketa yang terjadi kepada pengadilan.  
 
Secara lebih khusus, kalangan pelaku bisnis yang paling banyak 
mengeluh dengan kinerja pengadilan. Banyak sengketa bisnis yang 
diajukan ke pengadilan tidak menyelesaikan masalah, bahkan 
justru memunculkan masalah baru, misalnya tercemarnya nama baik 
perusahaan kepada publik, pemborosan biaya selama proses pengadilan 
berlangsung karena proses yang lambat, dan tercium adanya indikasi 
ketidaknetralan hakim yang mengadili karena kolusi, korupsi dan 
nepotisme.  
 
Kekecewaan tersebut membuat sebagian masyarakat dan sebagian 
pelaku bisnis mencari cara penyelesaian sengketa yang diharapkan 
lebih menjamin kepentingan dan efektivitas penyelesaian sengketa 
melalui lembaga penyelesaian sengketa swasta (APS/ADR), yang 
meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, legal opinion, dan 
arbitrase.  
 
Beberapa hal yang melatarbelakangi munculnya APS/ADR sebagai 
pranata dalam menyelesaikan sengketa, terutama sengketa bisnis 
adalah adanya ketidakpuasan terhadap pengadilan, perkembangan 
bisnis modern (globalisasi) dan adanya tuntutan masyarakat dalam 







1. Adanya Ketidakpuasan Terhadap Pengadilan  
M. Yahya Harahap,10 merangkum beberapa kritik terhadap 
pengadilan yang terjadi pada berbagai negara, yaitu: 
a. Penyelesaian sengketa lambat 
Lambatnya pengadilan dalam menyelesaikan sengketa tergam-
bar seperti yang terjadi di Jepang, rata-rata berlangsung antara 
10–15 tahun, di Korea Selatan antara 5–7 tahun, demikian juga 
di Indonesia, dari tingkat pertama sampai kasasi rata-rata antara 
7–12 tahun. Hal ini terjadi sebagai akibat dari tidak adanya pem-
batasan mengenai jenis perkara yang boleh diajukan kasasi, 
sehingga semua perkara yang sudah diputus pada tingkat pertama, 
diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Maka tidak terhindarkan 
terjadinya penumpukan perkara di MA, yang berakibat semakin 
lama suatu perkara dapat diselesaikan. Hal tersebut diperparah 
lagi, dengan prinsip bahwa kekalahan adalah ketidakadilan 
tanpa mempersoalkan apakah sebuah putusan itu adil dan benar 
(irrasional). 
 
b. Biaya berperkara mahal 
Berkaitan dengan lambatnya proses pengadilan, maka akan 
semakin besar juga biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak 
yang bersengketa. Biaya yang harus dikeluarkan terdiri dari jasa 
penasihat hukum (lawyer), transportasi, pendaftaran perkara, 
succes fee dan biaya lain yang tidak dapat diduga besarannya. 
Terkadang biaya yang harus dikeluarkan justru lebih besar dari 
harga sebuah perkara. Anekdot yang mengatakan “jika kamu 
kehilangan kambing, maka bersiaplah kehilangan sapi jika ber-
perkara di pengadilan”, terasa tepat.  
 
c. Peradilan pada umumnya tidak responsif 
Tidak responsifnya pengadilan terhadap kepentingan umum, 
ditandai dengan: 
                                                     
10. Dirangkum dan dimodifikasi dari M. Yahya Harahap, 1997, Beberapa Tinjauan 
Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Bandung, Citra Aditya 
Bakti, hlm. 153-158. 
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(1) Seringnya pengadilan mengabaikan kepentingan umum dan 
kebutuhan masyarakat banyak. 
(2) Pengadilan sering memberi perlakuan yang tidak adil atau 
unfair, karena cenderung memberi kesempatan dan kelelua-
saan kepada lembaga besar dan orang-orang kaya. 
(3) Pengadilan kurang tanggap (unresponsive) dalam melayani 
kepentingan rakyat biasa dan kalangan orang miskin (ordinary 
citizen). 
 
d. Kemampuan hakim bersifat generalis 
Hakim adalah sarjana hukum, dan memang itulah persyaratan yang 
harus dipenuhi seseorang untuk dapat menjadi hakim. Sarjana 
hukum tentu saja menguasai ilmu hukum, namun tentu juga tidak 
menguasai ilmu-ilmu lain yang kurang relevansinya dengan ilmu 
hukum, seperti ilmu teknik, pertanian, kehutanan, kimia dan 
sebagainya. Sementara itu perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi telah mendorong terjadinya permasalahan yang multi- 
kompleks yang membutuhkan cara penyelesaian berdasarkan 
keahlian yang profesional. Bagi hakim yang hanya bertitel sarjana 
hukum, pengetahuannya mengenai suatu sengketa hanya bersifat 
umum (general). Dalam hal suatu sengketa berkaitan dengan ilmu 
teknik, sulit diharapkan putusan yang dihasilkan memenuhi unsur 
objektif dan substansial. Meskipun hakim dapat memanggil saksi ahli, 
itu belum cukup, karena secara substansial orang yang bukan men-
dalami ilmu tersebut tetap akan mengalami kesulitan memahaminya.  
 
Dari pendapat di atas, dapat penulis tambahkan dua kritik masyarakat 
terhadap pengadilan, yaitu: 
 
a. Pengadilan sangat menjunjung tinggi formalitas, mementingkan 
prosedural ketimbang substansial 
Semestinya antara formalitas dan substansial dipadukan untuk 
memperoleh kebenaran dan keadilan bagi para pihak. Namun 
yang terlihat adalah formalitas mengalahkan substansi masalah 
yang disengketakan. Salah satunya dalam pembuktian dalam 
persidangan. Bukti yang diakui dan dianggap memiliki kekuatan 
pembuktian sempurna adalah bukti formal (akta autentik), surat 
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resmi (visum at refertum, surat keterangan ahli). Sedangkan bukti 
kualitatif, seperti air yang tercemar dan membahayakan kesehatan, 
lingkungan yang rusak, kemiskinan sebagai akibat dari korupsi, 
tidak diakui oleh pengadilan sebelum dikuatkan dengan bukti 
formal. Maka tidak salah jika dikatakan, bahwa keadilan yang 
didapatkan melalui pengadilan adalah keadilan formal bukan 
keadilan substansial. 
 
b. Pengadilan memposisikan para pihak sebagai lawan (the rival) 
bukan kawan (the partner) 
Penyelesaian sengketa di pengadilan menggambarkan para pihak 
yang menyerang dan saling mempertahankan kepentingannya 
masing-masing. Pihak yang satu merupakan lawan dari pihak lain. 
Bukan titik temu yang saling menguntungkan yang diharapkan, 
tetapi kemenangan yang diharapkan. Akibatnya, para pihak akan 
bertindak dan mencari upaya agar dapat memenangkan sengketa. 
Negatifnya, acapkali cara yang dilakukan justru bertentangan 
dengan hukum dan moralitas, seperti memalsukan bukti-bukti, 
mempengaruhi hakim dengan uang (suap) dan mengintimidasi 
lawan. Pengadilan pada saat memutus perkara, menggunakan 
terminologi kalah (the losser) dan menang (the winner). Pihak yang 
mampu menyakinkan hakim akan dinyatakan sebagai pemenang 
dan pihak yang tidak mampu menyakinkan hakim akan dinyatakan 
sebagai pecundang. Filosofi penyelesaian sengketa yang sama-
sama menguntungkan (win-win solution) dan menghapuskan 
pertentangan tidak tercapai sama sekali. Pihak yang kalah tetap 
menyimpan rasa tidak puas dan dendam, dan pihak yang menang 
akan merasa sebagai orang yang paling benar dan berkuasa. 
2. Perkembangan Ekonomi Global (Globalisasi) 
a. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
memberi pengaruh sangat besar pada kegiatan ekonomi dan 
bisnis. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ditandai dengan 
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terminologi 4-I’s,11 yaitu investment, information, industrial 
costumer dan industry. Sekarang dunia memasuki era baru, yaitu 
era serba cepat, mobile, massal, lintas batas (borderless world) 
dan digital. Jika Alfin Tofler membagi dunia dalam 3 era, yaitu era 
pertanian, era industri dan era informasi, maka Dimitri Mahayana 
berpendapat telah terjadi 3 kali revolusi komunikasi dalam sejarah 
umat manusia, yaitu: 
(1) ditemukannya bahasa pertama di dunia; 
(2) ditemukannya tulisan; 
(3) ditemukannya mesin cetak yang memungkinkan distribusi 
pengetahuan secara cepat dan massal; 
(4) dan sekarang tengah berlangsung revolusi keempat 
cyberspace.12  
Dalam bidang ekonomi Don Tapscott menyebutnya dengan 
istilah ekonomi abad networked intelligence. Menurut Tapscott13 
dunia telah mengalami sepuluh perubahan atau revolusi teknologi, 
yaitu dari analog ke digital, dari semikonduktor tradisional ke 
teknologi mikroprosesor, dari host ke komputasi client/server, 
dari garden path bandwidth ke information highway, dari sarana 
akses lamban menjadi sarana informasi, dari data, teks, suara 
dan citra yang terpisah ke multimedia, dari sistem tertutup ke 
terbuka, dari jaringan yang dungu ke cerdik, dari keterampilan ke 
komputasi objek, dan dari GUI (grafical user interface) ke MUI 
(multimedia user interface).  
 
Kemajuan IPTEK berdampak sangat signifikan bagi perkembangan 
peradaban manusia. Teknologi membuat kehidupan berdenyut 
semakin cepat dan mudah. Kemajuan teknologi informasi semakin 
memudahkan orang mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi 
di belahan dunia lain hanya dalam hitungan detik. Komunikasi 
tidak lagi satu arah tetapi multiarah dan tanpa terhambat oleh 
jarak dan kondisi geografis. Sarana teknologi yang digunakan dapat 
                                                     
11. Dimitri Mahayana, 1999, Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa 
Masyarakat Menuju Era Global, Jakarta, Rosdakarya, hlm. 3.  
12. Dimitri Mahayana, Op.Cit., hlm. 86.  
13. Don Tapscott, 1998. Digital Economy Promise and Peril in the Age of Networked 
Intelligence (Edisi Indonesia), Jakarta, Abdi Tandur, hlm. 113. 
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berupa radio, televisi, telegram, faksimile, telepon/handphone, 
dan jaringan komputer yang terkoneksi (internet). Maka sangat 
tepat jika Kenichi Ohmae mengatakan dunia tanpa batas 
(borderless world) dan tidak ubahnya seperti sebuah desa kecil 
saja.14  
 
Dunia bisnis semakin berkembang dengan munculnya jaringan 
komputer yang terkoneksi (internet). Kegiatan bisnis yang semula 
bersifat langsung (face to face, direct selling) sekarang dapat 
dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet dan 
media elektronik lainnya. Keuntungan yang didapatkan pada 
transaksi elektronik di antaranya penghematan waktu, meniadakan 
halangan transportasi dan lebih murah ketimbang harus bertemu 
secara langsung.  
 
Dewasa ini muncul model bisnis baru yang sebelumnya tidak 
dikenal, seperti electronic commerce, internet banking, credit card, 
computer rental dan warung internet, jasa web design, online 
shop, online transportation, dan sebagainya. Dampaknya dari 
semua itu terjadi kompleksitas dalam kegiatan ekonomi dan 
bisnis, dan sudah menjadi konsekuensi semakin kompleks 
suatu kegiatan maka semakin terbuka kemungkinan terjadinya 
persengketaan. Sengketa bisnis modern yang berbasis ilmu 
pengetahuan dan teknologi umumnya belum memperoleh 
pengaturan hukum yang memadai dan masih kontroversial, 
terutama menyangkut permasalahan yurisdiksi, individualisasi 
kontrak elektronik, alat bukti dan pembuktian dalam persidangan.15 
Hal ini dapat diatasi melalui penggunaan alternatif penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan, misalnya menggunakan mediasi, 
penilaian ahli atau arbitrase.  
 
b. Globalisasi ekonomi dunia 
                                                     
14. Ingin lebih jelas mengenai hal ini baca Kenichi Ohmae, 1991, Dunia Tanpa Batas: 
Kekuatan dan Strategi di Dalam Ekonomi yang Saling Mengait, Binarupa Aksara, 
Jakarta. 
15. Candra Irawan, 2003, Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Elektronik (Makalah 
Seminar Nasional Cyberlaw di FH Universitas Jambi, tanggal 22 Mei 2003). 
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Globalisasi perekonomian dunia didefinisikan sebagai suatu 
keadaan dunia yang kegiatan ekonomi dan bisnis menjadi satu 
komunitas yang saling mempengaruhi antarnegara. Kegiatan 
ekonomi menembus batas-batas negara (borderless world), 
sehingga tidak mungkin lagi sebuah negara menutup diri dari 
negara lain, seperti yang pernah dilakukan oleh Uni Soviet, China, 
termasuk Indonesia pada waktu lampau. Globalisasi menggiring 
perusahaan multinasional melakukan invasi bisnis di berbagai 
negara. Perusahaan tersebut menembus batas teritorial negara. 
Keadaan demikian menyebabkan semakin cepatnya peredaran 
modal, alih teknologi, mobilitas produksi dan distribusi produk 
industrial, dan munculnya aliansi bisnis strategis serta kompetisi 
yang ketat.  
 
Beberapa perubahan mendasar yang mendorong terbentuknya 
satu ekonomi global adalah:16 
a. Perkembangan teknologi telekomunikasi-komputer; 
b. Berakhirnya perang dingin antara dua negara adi-kuasa; 
c. Banyak negara komunis yang berubah menjadi negara demo-
krasi terbuka; 
d. Semakin ketatnya persaingan di pasaran dunia, baik dalam 
perdagangan barang hasil industri, maupun arus dana investasi, 
arus modal pemerintah dan swasta; 
e. Munculnya blok-blok raksasa ekonomi.  
 
Fenomena globalisasi telah menyeret kegiatan ekonomi dan bisnis 
memasuki era baru dengan mengusung 12 (dua belas) tema, 
yaitu ekonomi baru adalah ekonomi pengetahuan, ekonomi digital, 
virtualization, molekulisasi, integrasi antarjaringan, 
disintermediasi, ekonomi berbasis inovasi, presumption, 
globalisasi dan konflik.17 Pernyataan Naisbitt (1994) dalam buku 
Global Paradox, bahwa trend ekonomi secara luar biasa menuju ke 
arah kebebasan dan pembentukan aliansi ekonomi, menurut Sri 
                                                     
16  Dimitri Mahayana, Op.cit., hlm. 58. 
17. Don Tapscott, Op.cit., hlm. 50-79.  
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Rezeki Hartono18 mengakibatkan terjadinya berbagai 
kepentingan yang saling berbenturan. Perbenturan kepentingan 
yang bermotif ekonomi tersebut sangat terbuka peluang 
terjadinya persengketaan yang berdimensi global. Sengketa yang 
terjadi harus cepat diselesaikan karena berpotensi menghambat 
kegiatan perusahaan dan mengurangi potensi keuntungan 
yang diharapkan. Pengadilan sebagai institusi penyelesaian 
sengketa, sejauh ini ternyata belum mampu menyelesaikannya 
karena menghadapi kendala yurisdiksi pengadilan, model 
pembuktian dan penerapan hukum (applicable of law, choice of 
law). Karakter sengketa ekonomi global adalah multipihak, 
melibatkan lebih dari satu sistem hukum, menggunakan sarana 
elektronik (internet) dan lintas negara. Kelemahan tersebut 
mendorong para pelaku bisnis mencari alternatif penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan. Pilihan yang paling umum adalah 
melalui lembaga arbitrase. 
3. Adanya Tuntutan Masyarakat Untuk Menyelesaikan 
Sengketa Secara Cepat, Damai, dan Pasti 
Persengketaan selalu ingin dihindarkan, baik dalam pergaulan 
sosial maupun dalam kegiatan bisnis. Namun memang sengketa kadang 
muncul tanpa diduga terlebih dahulu oleh para pihak. Dalam kegiatan 
bisnis, sengketa menjadi penghambat, juga banyak membuang sumber 
daya (uang, pemikiran, waktu), bahkan dapat menghancurkan per-
usahaan. Oleh karena itu penyelesaian sengketa harus dilakukan secara 
efektif dan efisien. Tuntutan kalangan pelaku bisnis di samping efektif 
dan efisien adalah tanpa publikasi, informal dan win-win solution. 
Harapan tersebut sebenarnya sudah terakomodasikan dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2), “peradilan dilakukan dengan 
sederhana, cepat dan biaya ringan”. Penjelasan dari pasal tersebut 
menyatakan, “peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari 
keadilan, yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil 
                                                     
18. Sri Rezeki Hartono, 2000, Globalisasi di Bidang Ekonomi dan Alih Teknologi, 
Jurnal Syiar Madani Vol. II Nomor 1 FH UNISBA, hlm. 13. 
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dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang 
berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-
tahun, bahkan kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari 
keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga 
dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan 
ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan”.  
 
Ketentuan tersebut tidak hilang dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat pada Pasal 2 ayat (4) 
yang menyatakan “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan 
biaya ringan”. Maksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan 
penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif. Yang 
dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat 
dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, 
dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di 
pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam 
mencari kebenaran dan keadilan. 
 
Kenyataannya, proses peradilan belum seperti ketentuan tersebut, 
meskipun upaya yang dilakukan sudah menunjukkan arah agar dapat 
mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Masih 
terjadi adanya tunggakan perkara di Mahkamah Agung Republik 
Indonesia. Ketua MA menjelaskan bahwa beban penanganan perkara 
tahun 2016 (sampai tanggal 27 Desember 2016) sebanyak 18.514 
perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara yang diterima sebanyak 
14.564 perkara dan sisa perkara tahun 2015 berjumlah 3.950 perkara. 
Dari jumlah beban penanganan perkara tersebut, MA  berhasil 
memutus  sebanyak  15. 964 perkara, sehingga sisa perkara 
berjumlah 2.550 perkara. Jumlah  perkara yang diterima tahun 2016  
meningkat 4,20%  jika dibandingkan tahun 2015 yang menerima 
13.977 perkara. Jumlah perkara yang diputus tahun 2016 
meningkat 10,46% jika dibandingkan  tahun 2015 yang memutus  
14.452 perkara. Sedangkan jumlah sisa perkara tahun 2016 
berkurang 35,44% jika dibandingkan dengan sisa perkara tahun 2015 
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yang berjumlah  3.950 perkara. Sebanyak 80,29% (12.711) 
perkara diputus di bawah 3 bulan.19  
 
 Ditambah lagi terpublikasinya informasi tertentu yang menjadi 
rahasia perusahaan kepada publik, prosedur yang sangat formal 
dan pada akhirnya menempatkan para pihak sebagai pemenang (the 
winner) dan pecundang (the losser) yang jauh dari prinsip win-win 
solution. 
 
Paling tidak terdapat 5 faktor utama yang menjadi alasan 
diperlukannya pengembangan lembaga APS/ADR di Indonesia, 
yaitu:20 
 
1. Sebagai upaya meningkatkan daya saing dalam mengundang 
penanaman modal ke Indonesia. Kepastian hukum termasuk 
ketersediaan sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan 
reliable merupakan faktor penting bagi pelaku ekonomi yang ingin 
menanamkan modalnya di Indonesia. APS/ADR yang didasarkan 
pada prinsip kemandirian dan keprofesionalisme dapat menepis 
keraguan investor mengenai keberadaan forum penyelesaian 
sengketa yang mampu menjamin rasa keadilan; 
 
2. Tuntutan masyarakat terhadap mekanisme yang efisien dan mampu 
memenuhi rasa keadilan; 
 
3. Upaya untuk mengimbangi meningkatnya daya kritis masyarakat 
yang dibarengi dengan tuntutan berperan aktif dalam proses 
pembangunan; 
 
                                                     
19. https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/kegiatan/1407-
penanganan-perkara-mahkamah-agung-tahun-2016-panen-prestasi, diakses 11 
Januari 2017. 
20. Mas Ahmad Sentosa, 1999, Perkembangan Pelembagaan ADR di Indonesia, 
Proceeding Lokakarya Hasil Penelitian Teknik Mediasi Tradisional Tanggal 27 
November 1999, The Asia Foundation, Indonesian Center for Environmental Law 
dan Pusat Kajian Pilihan Penyelesaian Sengketa Universitas Andalas Padang.  
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4. Menumbuhkan iklim persaingan sehat (peer pressure) bagi lembaga 
peradilan. Kehadiran lembaga ADR dan kuasi pengadilan (tribunal) 
apabila sifatnya pilihan (optional), maka akan terjadi proses seleksi 
yang menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 
mekanisme penyelesaian sengketa tertentu. Kehadiran pembanding 
(peer) ini diharapkan mendorong lembaga penyelesaian sengketa 
tersebut meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat. 
 
5. Keinginan para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa 
dapat tertampung pada Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) 
di luar pengadilan dengan berbagai model yang bisa dipilih 
sendiri. Memang sampai saat ini APS/ADR belum terlalu populer 
di Indonesia karena sosialisasi yang kurang, berbeda dengan di 




BAB II  
LANDASAN HUKUM ALTERNATIF 
PENYELESAIAN SENGKETA  
DI INDONESIA 
 
Kehadiran APS/ADR di Indonesia tidak tanpa landasan hukum. 
Jika tidak, tentu saja akan ditolak keberadaannya dan 
dipertanyakan keabsahannya dalam menyelesaikan sengketa. 
Meskipun secara filosofis dan sosiologis model-model APS/ADR 
sudah dikenal dan telah dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia 
sejak ratusan tahun yang lalu. Namun demikian, dalam kerangka 
negara hukum lembaga tersebut harus mendapat legitimasi yuridis, 
dan untuk itu harus ada peraturan perundang-undangan yang 
mengaturnya. Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum 
APS/ADR di Indonesia diuraikan secara singkat berikut ini: 
A. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman (UUKK) dalam beberapa pasal telah mengatur 
keberadaan APS/ADR. Pasal 5, menyatakan bahwa Hakim dan hakim 
konstitusi wajib menggali, mengikuti,dan memahami nilai-nilai hukum 
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini 
membuka cara penyelesaian lain selain melalui proses peradilan, 
sepanjang para pihak memilihnya dan menyakini memperoleh 
penyelesaian perkara secara adil. Selanjutnya pada Pasal 10, 
ditegaskan lagi bahwa penyelesaian perkara melalui proses peradilan 
tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara 
perdamaian, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. 




Secara lebih tegas lagi, penyelesaian sengketa di luar pengadilan 
diatur dalam Pasal 58 – 61 UUKK. Pasal 58 menyatakan bahwa upaya 
penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan 
negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 
58 UUKK). Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa 
perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase 
yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan 
arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan 
mengikat para pihak. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan 
putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan 
perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak 
yang bersengketa (Pasal 59 UUKK). 
 
Selain arbitrase, APS di luar pengadilan yang dapat dipilih oleh 
para pihak adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau 
penilaian ahli. Pilihan tersebut harus dituangkan dalam kesepakatan 
tertulis.  Hasil dari proses APS yang dipilih oleh para pihak bersifat 
final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik 
(Pasal 60 UUKK). 
 
Ketentuan hukum acara perdata memperbolehkan adanya perda-
maian antara para pihak dengan difasilitasi oleh hakim yang mengadili 
perkara. Hakim pada awal persidangan harus berusaha mendamaikan 
para pihak (Pasal 130 HIR, 154 Rbg). Jika para pihak sepakat untuk 
melakukan perdamaian, maka kesepakatan perdamaian tersebut harus 
dituangkan ke dalam akta perdamaian (perjanjian tertulis). Hakim 
selanjutnya mengukuhkan kesepakatan para pihak dengan 
mengeluarkan putusannya (acte van vergelijk) yang isinya 
mewajibkan para pihak menjalankan akta perdamaian. Kekuatan 
putusan perdamaian sama dengan putusan biasa dan dapat 
dilaksanakan seperti putusan lainnya, namun tidak diperkenankan 
banding. 21 
 
                                                     




Dengan berpedoman pada penjelasan Pasal 3 ayat (1), para pihak 
dapat menyelesaikan sengketa tanpa melalui proses peradilan di 
Pengadilan Negeri. Instrumen APS/ADR bebas dipilih oleh para pihak 
sepanjang disetujui bersama tanpa adanya paksaan atau tekanan. 
B. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 
1851 
Penyelesaian sengketa melalui APS/ADR pada dasarnya adalah 
perdamaian. Oleh karenanya harus memperhatikan ketentuan KUH- 
Perdata khususnya aturan mengenai perdamaian pada Bab XVIII 
Pasal 1851–1864. Menurut Pasal 1851 KUHPerdata, “perdamaian 
adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan 
menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri 
suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya 
suatu perkara”.  
 
Oleh karena perdamaian merupakan kehendak para pihak sendiri, 
maka terhadap perdamaian tersebut tidak dimungkinkan lagi adanya 
upaya hukum seperti banding atau kasasi. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdata, “segala perdamaian 
mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan 
hakim dalam tingkat yang penghabisan”. Perdamaian tersebut hanya 
dapat dimintakan pembatalannya apabila secara nyata telah terjadi 
kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai pokok perselisihan, dan 
adanya unsur penipuan dan pemaksaan (Pasal 1859–1863 KUHPerdata). 
C. Kontrak yang Dibuat Oleh Para Pihak 
Kontrak yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang 
membuatnya seperti layaknya sebuah undang-undang (Pasal 1338 
KUHPerdata). Setiap kontrak yang dibuat biasanya selalu mencantumkan 
klausula penyelesaian sengketa.  
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Apabila dalam klausula tersebut dinyatakan bahwa apabila 
terjadi persengketaan dalam pelaksanaan kontrak akan diselesaikan 
melalui arbitrase, maka para pihak terikat untuk mematuhinya. Hal ini 
juga dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 3, 
“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para 
pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase”. Ketentuan ini dikuatkan 
Pasal 11 yang menyatakan: 
 
Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para 
pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda 
pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan 
Negeri. 
Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di 
dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan 
melalui arbitrase, kecuali hal-hal tertentu yang ditetapkan 
dalam undang-undang ini. 
 
Artinya apabila isi kontrak menyebutkan demikian, maka sengketa 
yang terjadi menjadi kewenangan APS (arbitrase) untuk menyelesai-
kannya. Dalam hal ada pihak yang mengajukan sengketa tersebut ke 
Pengadilan Negeri, maka hakim dengan berdasar pada Pasal 3 dan 
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 wajib menolaknya dan 
menyatakan pengadilan tidak berwenang.  
 
Terhadap hal ini M. Yahya Harahap berpendapat bahwa 
penerapan yurisdiksi arbitrase secara generalisasi dan absolut tanpa 
memperhatikan rumusan klausula yang ditetapkan dalam perjanjian 
adalah keliru dan tidak selamanya benar. Menurut M. Yahya Harahap 
kewenangan arbitrase harus dilihat dari rumusan perjanjiannya, jika 
berbentuk umum seperti “segala atau setiap sengketa yang timbul dari 
perjanjian ini, para pihak sepakat diselesaikan oleh arbitrase”, maka 
berlaku kewenangan absolut arbitrase. Namun jika klausula dalam 
perjanjiannya ditetapkan secara terbatas pada sengketa-sengketa 
tertentu dan terinci, maka arbitrase hanya berwenang terhadap 
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sengketa yang disebutkan dalam perjanjian, selebihnya tetap menjadi 
kewenangan Pengadilan Negeri.22 
D. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAPS) 
Sebelum lahirnya Undang-Undang ini, penyelesaian sengketa 
di luar pengadilan khususnya melalui arbitrase bersandar pada 
ketentuan Pasal 615-651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de 
Rechtsvordering-Staatsblad 1847), Pasal 377 Reglemen Indonesia yang 
diperbarui (Het Herzeine Indonesisch Reglement-Staatsbald 1941), 
Pasal 705 Reglemen Acara bagi Daerah Luar Jawa dan Madura 
(Rechtsreglement Buitengewesten-Staatsblad 1927) dan ketentuan 
penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.  
 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sesuai dengan namanya 
lebih banyak mengatur tentang arbitrase. Sementara alternatif penye-
lesaian sengketa di luar pengadilan lainnya hanya disinggung secara 
sekilas saja. Pasal yang menyinggung konsultasi, negosiasi dan mediasi 
serta legal opinion hanya ada 2 (dua) pasal saja, yaitu: 
Pasal 1 ayat (10) 
1. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga 
penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur 
yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar 
pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, 
atau penilaian ahli. 
 
Pasal 6 
2. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan 
oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa 
                                                     
22. Disarikan dari M. Yahya Harahap, 2002, Beberapa Catatan yang Perlu Mendapat 
Perhatian Atas UU Nomor 30 Tahun 1999, Artikel Dalam Jurnal Hukum Bisnis 




yang didasarkan pada itikad baiknya dengan 
mengenyampingkan secara litigasi di Pengadilan Negeri. 
3. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui penye-
lesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak 
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya 
dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. 
4. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas 
kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda 
pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih 
penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. 
5. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 
(empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih 
penasihat ahli maupun melalui seorang mediator tidak 
berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tadi tidak 
berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak 
dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga 
alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang 
mediator. 
6. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau 
lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu 
paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat 
dimulai. 
7. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui 
mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan 
memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 
(tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk 
tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak terkait. 
8. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat 
secara tertulis tadi adalah final dan mengikat para pihak 
untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib 
didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 
30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. 
9. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai 
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dilaksana-kan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) 
hari sejak pendaftaran. 
10. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, 
maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis 
dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga 
arbitrase atau arbitrase ad-hoc. 
 
Meskipun demikian, kehadiran undang-undang ini semakin 
mengukuhkan keberadaan APS/ADR sebagai lembaga/pranata 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan (extra judicial) dalam 
penyelesaian sengketa perdata.  
E. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang 
Persetujuan Indonesia atas Konvensi ICSID 
Indonesia meratifikasi konvensi ICSID (Convention on the 
Settlement of Investment Disputes Between States and National of 
Other States) dilatarbelakangi oleh situasi nasional ketika itu. Indonesia 
sedang giatnya membangun perekonomian nasional dengan cara 
mengundang penanaman modal asing (PMA) secara langsung. Demi 
meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap iklim investasi dan 
kepastian hukum dalam berusaha, terutama dalam menyelesaikan 
sengketa yang mungkin timbul, maka diratifikasilah konvensi ICSID.  
 
Pengakuan dan persetujuan Pemerintah Indonesia atas konvensi 
ICSID, sekaligus merupakan upaya menyakinkan Bank Dunia (World 
Bank) dan Bank Internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan 
(International Bank for Reconstruction and Development) akan 
kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan sengketa 
penanaman modal asing melalui forum arbitrase. Hal ini memberi citra 
bagi Bank Dunia bahwa dalam masalah penanaman modal asing, 
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pihak Indonesia tidak bermaksud mau menang sendiri dengan jalan 
mempertahankan dan memberlakukan sistem tata hukum Indonesia.23 
F. Keppres Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengakuan dan 
Pelaksanaan Putusan Arbitrase  Asing di Indonesia 
Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 yang hanya 
mengakui putusan arbitrase asing yang diputuskan oleh ICSID, Keppres 
Nomor 34 Tahun 1981 memiliki jangkauan yang lebih luas dengan 
mengakui (recognition) seluruh putusan arbitrase asing dan pelaksa-
naannya (enforcement) di wilayah hukum Indonesia. Keppres ini pada 
dasarnya merupakan ratifikasi terhadap isi konvensi New York 1958 
yang bertujuan mendorong kerja sama internasional dalam meningkatkan 
kepedulian terhadap arbitrase dalam menyelesaikan sengketa, mengakui 
dan melaksanakan setiap putusan arbitrase asing di wilayah negara 
masing-masing. Beberapa prinsip pokok yang termuat dalam Keppres 
tersebut, adalah: 24 
1. Pengakuan dan pelaksanaan (recognition and enforcement) 
terhadap putusan arbitrase asing di Indonesia. Putusan arbitrase 
asing dengan sendirinya memiliki daya self execution di Indonesia. 
2. Pelaksanaan putusan arbitrase asing tersebut berdasarkan asas 
resiprositas (reciprocity). Artinya kesediaan negara Indonesia 
mengakui dan mengeksekusi putusan arbitrase asing harus berlaku 
timbal balik dengan pengakuan dan kerelaan negara lain meng-
eksekusi putusan arbitrase yang diminta oleh pihak Indonesia. 
Sikap pengakuan dan kerelaan pihak Indonesia mengeksekusi 
putusan arbitrase asing atas permintaan yang datang dari negara 
lain, harus didasarkan atas asas bilateral atau multilateral. Pihak 
Indonesia tidak terikat untuk mengakui dan melaksanakan putusan 
arbitrase asing, jika negara yang meminta tidak terikat secara 
bilateral atau multilateral dengan Pemerintah RI.  
                                                     
23. M. Yahya Harahap, 2001, Arbitrase, Edisi 2 Cetakan 1, Jakarta, Sinar Grafika, 
hlm. 6.  
24. Ibid., hlm. 18-19.  
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G. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI) Nomor 1 
Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan 
Arbitrase Asing di Indonesia 
Sebelum keluar PERMA Nomor 1 Tahun 1990, eksekusi putusan 
arbitrase di Indonesia masih menemui kendala hukum. UU Nomor 5 
Tahun 1968 dan Keppres Nomor 34 Tahun 1981 belum diakui oleh 
Mahkamah Agung sebagai landasan hukum dalam melaksanakan 
putusan arbitrase asing di Indonesia karena dianggap belum ada 
peraturan pelaksanaannya, terutama di lingkungan MARI. MARI 
sebagai institusi peradilan tertinggi di Indonesia tidak bisa serta merta 
menerapkan ketentuan Keppres Nomor 34 Tahun 1981 yang meng-
adopsi konvensi New York 1958. MARI tidak ingin isi putusan arbitrase 
asing tersebut bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum 
dan menyimpang dari asas-asas sistem hukum Indonesia. Oleh karena 
itu MARI sebelum mengeluarkan perintah eksekusi, perlu dilakukan 
penelitian dan pengkajian terhadap isi putusan arbitrase tersebut.  
 
Putusan arbitrase asing yang dimaksud oleh PERMA Nomor 1 
Tahun 1990 adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase 
ataupun arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, 
ataupun putusan arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut 
hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase 
asing yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres Nomor 
34 Tahun 1981 (Pasal 2). Putusan arbitrase asing yang dapat dieksekusi 
adalah putusan arbitrase sebagaimana ketentuan Pasal 2 di atas, dengan 
persyaratan sebagai berikut: 
1. Putusan itu dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase ataupun arbiter 
perorangan di suatu negara dengan negara Indonesia ataupun 
bersama-sama dengan negara Indonesia terikat dalam suatu 
konvensi internasional perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan 
arbitrase asing.  
2. Pelaksanaan didasarkan atas asas timbal balik (resiprositas). 
3. Putusan arbitrase asing tersebut menurut ketentuan hukum 
Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang. 
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4. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum. 
5. Memperoleh exequatur dari Mahkamah Agung RI. 
H. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI) Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan  
Para pihak perlu diupayakan dan diberikan kesempatan untuk 
dapat menyelesaikan persengketaan secara damai. Sebelum memeriksa 
pokok perkara, hakim selalu menganjurkan para pihak agar berdamai, 
namun anjuran tersebut belum diformalkan dalam bentuk peraturan 
Mahkamah Agung. Pasca kehadiran undang-undang APS/ADR tahun 1999, 
Mahkamah Agung menilai mediasi sebagai salah satu model 
APS/ADR dapat diterapkan dalam proses beracara di pengadilan. 
Maka diterbitkan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan, direvisi melalui PERMA RI Nomor 1 Tahun 
2008, dan terakhir direvisi kembali dengan PERMA RI Nomor 1 
Tahun 2016. Dengan demikian setiap hakim wajib menerapkannya 
dalam proses beracara. Ternyata ada beberapa hal yang belum jelas 
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, 
sehingga perlu disempurnakan. Hal-hal yang menjadi pertimbangan 
yang termuat dalam konsideran PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008, 
adalah: 
 
1. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian 
sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat 
memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak 
menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi 
rasa keadilan. 
 
2. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di 
pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif 
mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta 
memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan 
dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan 




3. Bahwa hukum acara yang berlaku, baik pasal 130 HIR 
maupun pasal 154 RBG, mendorong para pihak untuk 
menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan 
dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam 
prosedurberperkara di Pengadilan Negeri. 
 
4. Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan 
memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam 
mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh 
peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, 
ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para 
pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, 
dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah 
Agung. 
 
5. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 
Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan peraturan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003, 
ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersurnber 
dari peraturan mahkamah agung tersebut, sehingga 
Peraturan Mahkarnah Agung Nomor 2 tahun 2003 perlu 
direvisi clengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi 
yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan. 
 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan diterbitkan untuk lebih mengefektifkan 
dan mengefisienkan penyelesaian sengketa di pengadilan. Hal-hal yang 
belum jelas diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 
2003 diperjelas dan lebih memberikan kepastian hukum kepada para 
pihak yang menerapkan mediasi dalam penyelesian sengketa. Hal-hal 
yang diperbarui, adalah: 
 
1. Jenis perkara yang dikecualikan diselesaikan melalui mediasi 
terdiri dari: perkara yang diselesaikan melalui prosedur 
pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan 
atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan 
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keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 
semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat 
Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui 
perdamaian dengan bantuan mediator (Pasal 4). 
 
2. Mengenai kewajiban mediator yang tersertifikasi dan 
keharusan lembaga yang menyelenggarakan pelatihan 
mediator mendapatkan akreditasi dari Mahkamah Agung RI 
(Pasal 5). 
 
3. Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi 
pelaksanaan mediasi (Pasal 7). 
 
4. Disebutkan pihak yang berhak menjadi mediator disertai 
dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman mediator. 
Pihak yang dapat menjadi mediator adalah hakim bukan 
pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan, 
advokat atau akademisi hukum, profesi bukan hukum yang 
dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam 
pokok sengketa, hakim majelis pemeriksa perkara, gabungan 
antara mediator tersebut (Pasal 8 ayat 1). 
 
5. Pada sidang pertama, para pihak dan/atau kuasa hukum 
wajib berunding guna menentukan mediator pada hari itu 
juga atau paling lambat 2 hari kerja berikutnya (Pasal 11 ayat 
1). 
 
6. Kewajiban bermediasi dengan iktikad baik, dan salah satu 
pihak dapat mundur dari proses mediasi jika pihak lain 
melakukan mediasi dengan iktikad buruk (Pasal 12). 
 
7. Jangka waktu pelaksanaan mediasi berlangsung paling lama 
40 hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk serta dapat 
diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhir masa 




8. Jika diperlukan dan disepakati oleh para pihak dapat 
melakukan mediasi secara jarak jauh dengan menggunakan 
alat komunikasi (Pasal 13 ayat 6). 
 
9. Mediator berwenang untuk menyatakan mediasi telah gagal 
jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya 
telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan 
mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah 
disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri 
pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara 
patut, dan mediator memahami bahwa dalarn sengketa yarrg 
sedang dirnediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau 
kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain 
yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak 
lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu 
pihak dalam proses mediasi (Pasal 14). 
 
10. Keterlibatan ahli dalam pelaksanaan mediasi untuk 
memberikan penjelasan dan pertimbangan yang dapat 
membantu menyelesaikan perbedaan pendapat diantara para 
pihak dengan persetujuan para pihak atas ketentuan 
kekuatan mengikat atau tidak mengikatnya penjelasan dan 
penilaian ahli tersebut dan dengan biaya yang ditanggung 
oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. (Pasal 16). 
 
11. Dimungkinkan tidak dibuatnya akta perdamaian bagi para 
pihak yang telah mencapai kesepakatan dengan mencabut 
gugatan dan atau menyertakan klausula yang menyatakan 
perkara telah selesai dalam akta perdamaian.(Pasal 17). 
 
12. Keterpisahan mediasi dan litigasi (Pasal 19). 
 
13. Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana 
maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses 




14. Mediasi yang mediatornya bukan hakim dapat dilakukan di 
luar pengadilan atas kesepakatan para pihak (Pasal 20 Ayat 
(4)). 
 
15. Mediasi dilakukan pada pengadilan tingkat pertama, banding, 
kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara tersebut 
belum diputus (Pasal 21). 
 
16. Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang 
berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan 
kesepakatan perdamaian dapat mengajukan perdamaian 
tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh 
akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan (Pasal 
23). 
 
17. Insentif bagi hakim yang berhasil mendamaikan para pihak 
melalui mediasi (Pasal 25 Ayat (1)). 
 
Ternyata dalam perkembangannya, PERMA RI Nomor 1 
Tahun 2008 juga masih terdapat kekurangan dan belum 
optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih 
berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi 
di pengadilan, sehingga diterbitkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 
2016. Diharapkan dengan revisi tersebut prosedur mediasi di 
pengadilan menjadi bagian dari hukum acara perdata yang 
semakin memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga 
peradilan dalam penyelesaian sengketa. Termasuk juga secara 
bertahap dapat mengurangi penumpukan perkara sebagai 
akibat dari lamanya proses pengadilan.  
 
Beberapa hal baru yang diatur antara lain: 
 
1. Jangka waktu pelaksanaan mediasi yang lebih singkat, 
sebelumnya 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak 
penetapan perintah melakukan mediasi dan berdasarkan 




2. Penjelasan lebih detail mengenai jenis perkara wajib 
menempuh mediasi diatur pada Pasal 4. Semua sengketa 
perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara 
perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan 
pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden 
verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah 
berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan 
penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain 
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Sengketa yang 
dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi 
meliputi:  
a.  sengketa yang pemeriksaannya di persidangan 
ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi 
antara lain: (1). sengketa yang diselesaikan melalui 
prosedur Pengadilan Niaga; (2). sengketa yang 
diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan 
Industrial; (3). keberatan atas putusan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha; (4). keberatan atas putusan Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen; (5). permohonan 
pembatalan putusan arbitrase; (6). keberatan atas 
putusan Komisi Informasi; (7). penyelesaian perselisihan 
partai politik;   (8). sengketa yang diselesaikan melalui 
tata cara gugatan sederhana; dan (9). sengketa lain 
yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan 
tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan;  
b.  sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya 
penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara 
patut;  
c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga 
dalam suatu perkara (intervensi);   
d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan 
dan pengesahan perkawinan;   
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e. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah 
diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui 
mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang 
terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak 
berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani 
oleh para pihak dan mediator bersertifikat. Berdasarkan 
kesepakatan para pihak, sengketa yang dikecualikan 
kewajiban mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, huruf c, dan huruf e tetap dapat diselesaikan 
melalui mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan 
perkara dan tingkat upaya hukum. 
 
3. Kewajiban para pihak menghadiri pertemuan mediasi (Pasal 
6). Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan 
mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. 
Dalam hal kehadiran para pihak melalui komunikasi audio 
visual jarak jauh dianggap sebagai kehadiran langsung.  
Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses 
mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah, 
meliputi antara lain:  
a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam 
pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;  
b. di bawah pengampuan;  
c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di 
luar negeri; atau  
d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau 
pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. 
 
4. Kewajiban para pihak beriktikad baik dalam proses mediasi 
dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam 
proses mediasi (Pasal 7). Salah satu pihak atau para pihak 
dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad 
baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan:  
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a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali 
berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan 
sah;  
b. menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak 
pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah 
dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa 
alasan sah;  
c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal 
pertemuan mediasi tanpa alasan sah;  
d. menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan 
dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; 
dan/atau  
e. tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian 
yang telah disepakati tanpa alasan sah.  
 
5. Sertifikasi mediator dan akreditasi lembaga (Pasal 13). Setiap 
mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh 
setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan 
sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah 
Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari 
Mahkamah Agung. Tidak semua hakim memiliki sertifikat 
mediator, demi kelancaran proses mediasi di pengadilan, 
berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, hakim tidak 
bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal 
tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator 
bersertifikat.  
 
6. Ketentuan tugas mediator dan pedoman perilaku mediator 
dijabarkan secara lebih detail (Pasal 14 – 15). Tahapan tugas 
dan kegiatan mediator dalam menjalankan fungsinya, adalah:  
a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada 
para pihak untuk saling memperkenalkan diri;  
b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada 
para pihak;  
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c. menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral 
dan tidak mengambil keputusan;  
d. membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para 
pihak;  
e. menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan 
pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak 
lainnya (kaukus);  
f. menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;  
g. mengisi formulir jadwal mediasi.  
h. memberikan kesempatan kepada para pihak untuk 
menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;  
i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan 
pembahasan berdasarkan skala proritas;  
j. memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk: (1). 
menelusuri dan menggali kepentingan para pihak; (2). 
mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi 
para pihak; dan (3). bekerja sama mencapai 
penyelesaian;  
k. membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan 
kesepakatan perdamaian;  
l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan 
dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada 
hakim pemeriksa perkara;   
m. menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad 
baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa 
perkara;   
n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya.  
  
Mediator non hakim selama ini tunduk pada pedoman perilaku 
yang berlaku dalam organisasi profesi atau lembaga tempat 
terdaftarnya nama mediator. Dengan peraturan ini mediator 
juga tunduk pada pedoman perilaku yang ditetapkan oleh MA 
RI.  
 
7. Kewajiban kuasa hukum membantu para pihak dalam 
melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses Mediasi, 




8. Akibat hukum apabila para pihak tidak beriktikad baik dalam 
proses mediasi (Pasal 22 - 23). Apabila penggugat dinyatakan 
tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, gugatan 
dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa 
perkara,  dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi. 
Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad 
baik kepada hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi 
pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarannya dalam 
laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya 
mediasi. Berdasarkan laporan mediator, hakim pemeriksa 
perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan 
akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai 
penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. 
Biaya mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat 
dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran 
tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat 
melalui kepaniteraan pengadilan. Terhadap ttergugat yang 
dinyatakan tidak beriktikad baik dikenai kewajiban 
pembayaran biaya mediasi. Mediator menyampaikan laporan 
tergugat tidak beriktikad baik kepada hakim pemeriksa 
perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan 
perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau 
tidak dapat dilaksanakannya mediasi. Berdasarkan laporan 
mediator, sebelum melanjutkan pemeriksaan, hakim 
pemeriksa perkara dalam persidangan yang ditetapkan 
berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan 
tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk 
membayar biaya mediasi. Biaya mediasi merupakan bagian 
dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan 
akhir. Dalam hal tergugat dimenangkan dalam putusan, amar 
putusan menyatakan biaya mediasi dibebankan kepada 
tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada 
penggugat sebagai pihak yang kalah. Dalam perkara 
perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat dihukum 
membayar biaya mediasi, sedangkan biaya perkara 
dibebankan kepada penggugat. Pembayaran biaya mediasi 
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oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat 
melalui kepaniteraan pengadilan mengikuti pelaksanaan 
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal para 
pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik 
oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh 
hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi. 
 
9. Ruang Lingkup Materi  dalm Pertemuan Mediasi tidak terbatas 
pada posita dan petitum gugatan. Diperbolehkan meluas pada 
hal-hal di luar posita dan petitum gugatan (Pasal 25). 
 
10. Kesepakatan perdamaian sebagian (Pasal 29). Adakalanya 
mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian untuk 
sebagian dari obyek gugatan. Hal yang sudah disepakati 
selanjutnya dihapus dari gugatan. 
 
11. Perdamaian sukarela (Pasal 33 - 34). Pada tiap tahapan 
pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap 
berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga 
sebelum pengucapan putusan. Para pihak atas dasar 
kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada hakim 
pemeriksa perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap 
pemeriksaan perkara. Setelah menerima permohonan para 
pihak untuk melakukan perdamaian, ketua majelis hakim 
pemeriksa perkara dengan penetapan segera menunjuk salah 
seorang hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi 
mediator dengan mengutamakan hakim yang bersertifikat.  
Hakim pemeriksa perkara wajib menunda persidangan paling 
lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak penetapan. 
Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum 
banding, kasasi atau peninjauan kembali, para pihak atas 
dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian 
sukarela. 
 
12. Perdamaian di luar pengadilan (Pasal 36). Para pihak dengan 
atau tanpa bantuan mediator bersertifikat yang berhasil 
menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan membuat 
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akta kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan 
perdamaian kepada pengadilan yang berwenang untuk 
memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan 
gugatan. Gugatan tersebut wajib diputus dan diucapkan oleh 
hakim pemeriksa perkara dalam sidang yang terbuka untuk 




BAB III  
ASPEK ETIKA (MORAL) DAN ALTERNATIF 
PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN 
 
 
Etika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan normatif 
mengenai perilaku manusia. Etika merupakan studi tentang benar atau 
salah tingkah laku manusia.25 Etika merupakan salah satu cabang ilmu 
filsafat yang membicarakan tentang penilaian mengenai tingkah laku 
yang benar dengan mempergunakan predikat kesusilaan, seperti yang 
baik dan yang buruk, benar dan salah.26 Sedangkan moral adalah 
kesesuaian ide-ide dengan tindakan manusia berupa baik dan buruk 
berdasarkan ukuran-ukuran yang diterima umum dalam suatu 
lingkungan sosial tertentu. Perbedaan antara etika dan moral adalah 
etika lebih bersifat teoritis (keilmuan, filsafat), sedangkan moral lebih 
bersifat praktis.27 
 
K. Bertens membedakan etika dalam 3 (tiga) pengertian, 
yaitu:28 
1. Nilai-nilai dan norma-norma moral yang dipakai oleh seseorang 
atau sekelompok orang sebagai pedoman tingkah laku. 
2. Etika merupakan kumpulan prinsip dan nilai moral yang mengatur 
pola perilaku sekelompok orang (profesi tertentu). 
3. Etika adalah ilmu tentang baik dan buruk, apa yang boleh dilakukan 
dan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh manusia.  
 
Etika atau moral selalu berkaitan dengan persoalan baik dan 
buruk, benar dan salah. Hal ini sangat bersesuaian dengan hukum 
yang juga ingin mengkonkretkan suatu persoalan hukum apakah 
                                                     
25. Agus Makmurtomo dan B. Soekarno, 1989, Etika Filsafat Moral, Jakarta, Wirasari, 
hlm. 10.  
26. A.W Wijaya, Etika Administrasi Negara, Bumi Aksara, 1999, hal-17-18.  
27. Ibid, hal 18.  
28. K. Bertens, 2002, Pengantar Etika Bisnis, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 2.  
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benar atau salah melalui prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena 
sikap dan perilaku individu menentukan apakah suatu hukum itu 
secara empiris memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan 
bagi manusia atau masyarakat, maka moral tidak bisa dipisahkan 
dalam proses penegakan hukum. Menurut Kant, Kaedah hukum 
mengarahkan diri seseorang pada perbuatan lahiriah. Jika suatu 
perbuatan sesuai dengan hukum (positif) maka seseorang telah 
berbuat sesuai dengan perilaku yang diperintahkan. Sedangkan 
moral berkaitan dengan alasan-alasan (motivasi) yang mendorong 
dilakukannya suatu perbuatan lahiriah. Seseorang melakukan suatu 
perbuatan yang diperintahkan oleh hukum, karena seseorang itu 
melakukannya dengan motif yang secara moral memang baik/benar. 
Singkatnya hukum berkaitan dengan aspek lahiriah dan moral 
berkaitan dengan aspek batiniah dan lahiriah.29 
 
Etika (moral) merupakan salah satu aspek yang sangat 
penting dalam mengefektifkan penggunaan APS/ADR dalam 
menyelesaikan sengketa. APS/ADR tidak dapat digunakan secara 
efektif apabila para pihak tidak menerapkan etika (moral) dalam 
proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu aspek etika (moral) 
harus menjadi komitmen bersama bagi para pihak sebelum memilih 
APS/ADR sebagai alternatif penyelesaian sengketa.  
 
Etika (moral) yang dimaksud berupa kejujuran dalam 
memberikan data dan fakta, prinsip saling hormat menghormati, 
kemauan menyelesaikan sengketa secara damai dan sama 
menguntungkan, serta adanya komitmen bersama untuk 
melaksanakan keputusan yang disepakati secara sukarela. Dengan 
demikan penyelesaian sengketa akan berjalan dengan efektif dan efisien 
dan tidak perlu melibatkan Pengadilan Negeri untuk melakukan 
eksekusi.  
 
Konsekuensi yang harus dipikul oleh para pihak adalah harus 
bersedia dengan segala kerelaan dan jiwa besar menerima 
                                                     
29. J.J. H. Bruggink (Alih bahasa Arief Sidharta), 1999, Refleksi Tentang Hukum, Citra 
Aditya Bakti, Bandung, hlm 233-234.  
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kesepakatan atau keputusan yang dihasilkan oleh dari proses APS/ADR 
dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan beriktikad 
baik. Hal ini terkait dengan karakteristik dari APS/ADR yang berbeda 
dengan pengadilan, yaitu: 
 
1. APS/ADR bukan merupakan badan peradilan negara yang memi-
liki kewenangan memaksa, seperti Pengadilan Negeri. 
2. APS/ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa swasta yang 
(lembaga ekstra judisial). 
3. APS/ADR dipilih oleh para pihak sebagai pilihan penyelesaian 
sengketa secara sukarela sesuai dengan perjanjian atau 
kesepakatan bersama. 
4. Eksekusi putusan APS/ADR tidak serta merta, tetapi masih 
memerlukan perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri, 
kecuali para pihak dengan menjunjung tinggi etika (moral) 
dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan melaksanakan 
kesepakatan atau putusan tersebut. 
 
PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 yang mengintegrasikan mediasi 
sebagai salah satu APS/ADR dalam Hukum Acara Perdata di 
pengadilan telah mengatur bahwa para pihak yang diwajibkan 
melaksanakan mediasi menjunjung tinggi iktikad baik. Iktikad baik 
merupakan salah satu bentuk dari penerapan etika (moral) dalam 
menyelesaikan sengketa perdata. Bahkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 
2016 mengatur hal-hal yang memperlihatkan bahwa para pihak atau 
kuasa hukum dinyatakan tidak beriktikad baik. Misalnya: tidak hadir 
setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam 
pertemuan Mediasi tanpa alasan sah, menghadiri pertemuan mediasi 
pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya 
meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut 
tanpa alasan sah, ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu 
jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah, menghadiri pertemuan 
mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume 
Perkara pihak lain; dan/atau tidak menandatangani konsep 




BAB IV  
KONSULTASI (CONSULTATION) 
 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak banyak mengatur 
tentang konsultasi. Materi mengenai konsultasi hanya disinggung 
sekilas pada Pasal 1 angka (10), itu pun tanpa memberikan 
penjelasan sedikit pun pengertian konsultasi, mekanisme dan hal-
hal lainnya. Dalam hal ini berlaku asas yang mengatakan, “apabila 
undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang sesuatu hal yang 
diaturnya, maka kalangan akademis atau ahli di bidangnya dapat 
membuat penjelasan atau definisi untuk memperjelas ketentuan 
undang-undang tersebut”.  
 
Black’s Law Dictionary menyatakan, consultation is the act of 
asking the advice or opinion of someone, such as a lawyer29 
(konsultasi adalah suatu tindakan dari seseorang meminta nasihat 
atau pendapat kepada seseorang, seperti yang dilakukan oleh 
penasihat hukum). Orang yang memberi konsultasi disebut sebagai 
konsultan yaitu orang yang karena pendidikan, pengalaman dan 
keahlian mengenai hal tertentu. Konsultasi digunakan untuk 
mencegah atau menyelesaikan suatu konflik/sengketa.  
 
Melengkapi definisi yang diberikan Black’s Law Dictionary, penulis 
berpendapat, konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal 
(pribadi dan tertutup) antara satu pihak tertentu yang disebut klien 
dengan pihak-pihak lain yang memiliki keahlian tertentu yang disebut 
konsultan untuk mendapatkan nasihat atau pendapat/pertimbangan 
mengenai sesuatu hal (masalah) agar memperoleh jalan keluar.  
 
                                                     
29.  Bryan A. Garner (Ed), 2004, Black's Law Dictionary (8th edition), Thomson West, 




Konsultasi dipilih sebagai pranata penyelesaian sengketa yang 
dilakukan oleh satu pihak tidak memiliki keterkaitan secara khusus 
dengan pihak lawan sengketa. Konsultasi dilakukan atas pertimbangan 
demi kepentingan pribadi bagi pihak tersebut. Keinginan untuk 
melakukan konsultasi dengan ahli tidak perlu diketahui atau 
mendapatkan persetujuan pihak lawan sengketa.  
 
Mekanisme yang biasa dilakukan dalam konsultasi, adalah sebagai 
berikut: 
 
1. Pihak yang membutuhkan pendapat/pertimbangan (klien) datang 
langsung kepada konsultan yang dipilih. Tentu saja sebelumnya 
sudah membuat janji terdahulu. Klien harus selektif dalam memilih 
konsultan. Jangan sampai terjebak pada konsultan yang tidak 
profesional. Tidak ada salahnya meminta referensi dari teman/ 
kolega. Pilihlah konsultan yang benar-benar ahli di bidangnya 
yang memiliki track record yang baik. 
 
2. Klien menceritakan seluk beluk permasalahan atau sengketa yang 
dihadapi. Kejujuran dan keterbukaan dari klien sangat penting 
agar konsultan dapat menganalisa dan mengurai masalah sebelum 
memberikan pendapat atau pertimbangan. Jika diperlukan klien 
dapat memberikan dokumen yang relevan untuk memperjelas 
kasus. Pada proses ini seorang konsultan berada pada posisi pasif, 
lebih banyak mendengarkan dan jika dianggap penting dapat 
bertanya kepada klien. Upayakan pada saat klien bercerita, suasana 
dikondisikan nyaman, tenang, dan informal, sehingga klien lebih 
leluasa dan enjoy. Proses dialogis dapat dilakukan sepanjang 
memang diperlukan untuk memperjelas permasalahan.  
 
3. Konsultan mempelajari permasalahan atau kasus sengketa yang 
diajukan klien. Sebelum proses ini, seorang konsultan harus yakin 
bahwa semua informasi yang berkenaan dengan kasus yang 
dimintakan pendapat atau pertimbangan sudah cukup lengkap. 
Jangan pernah memberikan pendapat sebelum semua informasi 
diperoleh dengan lengkap. Jika dirasakan ada informasi yang 
kurang atau tidak jelas, sebaiknya meminta penjelasan lebih lanjut 
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dengan klien. Konsultan dapat meminta waktu kepada klien untuk 
mempelajari kasus. 
 
4. Konsultan memberikan pendapat atau pertimbangan kepada klien. 
Pertimbangan dapat diberikan secara lisan atau tertulis. Sebaiknya 
pertimbangan diberikan secara tertulis dengan memberikan pen-
jelasan secara lisan. 
 
Gambar 1 























Perlu diingat, dalam konsultasi apa pun pendapat atau pertim-
bangan yang diberikan oleh konsultan, klien memiliki kebebasan 
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untuk mengikuti pendapat tersebut atau mengabaikannya. Tidak ada 
keterikatan apa pun bagi klien untuk mematuhinya dan juga tidak ada 
kekuatan apa pun bagi konsultan untuk memaksakan pendapatnya 
kepada klien. Tiga kemungkinan tindakan yang diambil oleh klien, yaitu 
mengikuti pendapat konsultan (seluruh atau sebagian), mengabaikan 
atau menolaknya dan memutuskan sendiri langkah yang ditempuh 
untuk menyelesaikan sengketa. Klien juga boleh berkonsultasi dengan 




BAB V  
NEGOSIASI (NEGOTIATION) 
 
A. Pengertian Negosiasi 
Semua orang pernah melakukan negosiasi. Negosiasi merupakan 
kegiatan sehari-hari dari setiap orang, baik dalam lingkungan keluarga, 
kantor, sekolah/kampus dan dalam pergaulan sehari-hari. Negosiasi 
sebenarnya merupakan kegiatan tawar-menawar untuk saling menda-
patkan sesuatu. Negosiasi dilakukan tidak hanya karena ada sengketa 
saja, tetapi untuk banyak hal seperti jual beli, penentuan gaji pada 
perusahaan, perumusan kontrak dan sebagainya.  
 
Dalam konteks sebagai pilihan dalam menyelesaikan sengketa, 
negosiasi diartikan, “suatu tindakan yang dilakukan oleh para pihak 
yang bersengketa untuk menyatukan 2 (dua) kepentingan yang saling 
bertentangan melalui proses tawar-menawar agar tercapai suatu 
kompromi (perdamaian) yang saling menguntungkan (win-win solution)”. 
 
 Tim Hindle dalam bukunya “Negotiating Skill”, mengatakan 
“negosiasi yang baik adalah usaha 2 (dua) orang (para pihak) untuk 
mencapai penyelesaian yang dapat diterima bersama, tidak mengha-
silkan pemenang dan pecundang”. Inti dari negosiasi adalah tawar- 
menawar antara para pihak. Negosiasi terjadi apabila orang lain memiliki 
apa yang kita inginkan dan kita bersedia menukarnya dengan apa yang 
diinginkan mereka.30 
 
Beberapa hal yang merupakan unsur terpenting dari sebuah 
proses negosiasi, adalah: 
                                                     
30. Tim Hindle, 2001, Negotiating Skill, Jakarta, PT. Dian Rakyat, hlm. 6. 
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1. Para pihak memiliki keinginan yang sama untuk menyelesaikan 
sengketa secara damai dan saling menguntungkan. Cara yang 
dipilih melalui perundingan (negosiasi). Keinginan tersebut dapat 
dilihat dari kontrak yang dibuat oleh para pihak, khususnya pada 
klausul penyelesaian sengketa. Apabila di dalam kontrak tidak 
disebutkan, keinginan bernegosiasi dapat dilakukan secara lisan 
atau disampaikan secara tertulis melalui surat. 
 
2. Adanya keterlibatan aktif dari pihak-pihak yang bersengketa. 
Para pihak harus menunjukkan keinginan menyelesaikan sengketa 
melalui negosiasi dengan cara sama-sama aktif melakukan 
pertemuan dan mengajukan tawaran-tawaran yang bersifat 
solutif. Bersedia duduk satu meja dan saling mendengarkan serta 
menghormati tawaran yang disampaikan pihak lain. 
 
3. Negosiasi diyakini oleh para pihak dapat memecahkan perseng-
ketaan yang terjadi. Para pihak harus yakin bahwa negosiasi 
merupakan pilihan terbaik yang dapat menyelesaikan sengketa 
yang terjadi.  
 
4. Adanya komitmen hasil dari negosiasi akan dilaksanakan dan di-
patuhi oleh para pihak secara sukarela. Komitmen harus ditegaskan 
sejak awal negosiasi. Menjadi sia-sia jika negosiasi menghasilkan 
perdamaian namun tidak ada komitmen untuk merealisasikan. Hal 
ini justru dapat mempertajam sengketa.  
 
Ada dua kemungkinan cara pandang orang atau negosiator dalam 
melakukan proses negosiasi. Cara pandang pertama disebut pendirian 
agresif moderat, yaitu ketika negosiator berusaha mendayagunakan 
seluruh kekuatan (power) yang dimiliki untuk keuntungan diri sendiri. 
Pandangan ini bersandar pada keinginan mendapatkan keuntungan 
yang sebesar-besarnya dari pihak lawan, tanpa mempertimbangkan 
posisi dan kondisi pihak lawan. Cara pandang kedua disebut sama-
sama menang (win-win position), yaitu masing-masing pihak berusaha 
mempertemukan kepentingan yang berbeda untuk memunculkan 
pemecahan yang sama-sama menyenangkan dan menguntungkan. 
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Artinya terbaik bagi pihak kita juga merupakan yang terbaik bagi pihak 
lawan31.  
B. Tahap-tahap dalam Negosiasi dan Strategi Negosiasi 
Proses negosiasi terdiri dari empat tahap, yaitu pranegosiasi, 
negosiasi, penandatanganan hasil negosiasi dan pelaksanaan akta 
perdamaian (acta compromise). Masing-masing tahapan tersebut berisi 
kegiatan-kegiatan yang berbeda.  
 
Secara singkat tahapan tersebut akan diuraikan di bawah ini. 
 
1. Tahap Pranegosiasi 
Pada tahap ini masing-masing pihak melakukan persiapan untuk 
menghadapi proses negosiasi. Kegiatan yang dilakukan bersifat 
internal. Masing-masing pihak tanpa melibatkan pihak lainnya. 
Jika boleh dianalogikan, tahap ini merupakan penyiapan amunisi 
dan logistik serta strategi untuk menuju medan perang. Kita tidak 
boleh berperang tanpa persiapan yang matang, karena kita tidak 
ingin menjadi bulan-bulanan lawan dan mengalami “kekalahan”. 
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain: 
a. Menentukan tujuan dan menetapkan posisi 
Tujuan yang ingin dicapai akan menjadi pengarah dalam 
menentukan langkah-langkah selanjutnya. Tujuan harus 
dirumuskan secara jelas, logis, realistis dan wajar. Dalam 
memetakan tujuan, sebaiknya disusun dalam bentuk skala 
prioritas, yaitu apa yang menjadi tujuan ideal, tujuan yang 
realistis sesuai dengan posisi dan tujuan paling minimum yang 
mungkin dapat dicapai. Apabila tujuan sudah disusun dan 
ditetapkan, baru kemudian disusun rencana dan strategi untuk 
mewujudkan tujuan tersebut serta menegaskan posisi dalam 
negosiasi. Penetapan posisi dalam pranegosiasi dimaksudkan 
                                                     
31. Pendapat ini diilhami dan dimodifikasi dari David Oliver, 2004, How to Negotiate 
Effectively, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, hlm. 4.  
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untuk lebih menyakinkan diri tim negosiator. Posisi yang 
ditetapkan dapat berubah atau bergeser, ketika proses negosiasi 
sudah berlangsung, tergantung perkembangan yang terjadi. 
b. Melengkapi data (baik data pribadi maupun data pihak lawan) 
Ketersediaan data akan memudahkan dalam mendukung  
argumentasi yang diajukan. Gunakan tahap pranegosiasi untuk 
mendapatkan informasi atau data yang selengkap-lengkapnya 
yang berkaitan dengan pokok sengketa yang akan dinegosia-
sikan, termasuk informasi mengenai pihak lawan, seperti 
karakter perusahaan, karakter top manajemen. Data tersebut 
dapat diperoleh melalui brosur, majalah, surat kabar, laporan 
rugi laba, internet, atau melalui wawancara dengan pihak lain 
yang pernah berhubungan dengan pihak lawan. Perlu diper-
hatikan, sekecil apa pun informasi yang diperoleh harus dikaji, 
jangan menganggapnya tidak penting.  
c. Mempersiapkan tim negosiator 
Memilih negosiator yang tepat merupakan bagian dari strategi. 
Negosiator yang dipilih berdasarkan kualifikasi kasus, penga-
laman negosiasi, karakter personal yang baik dan memiliki 
kewenangan untuk memutuskan (decision maker). Hindari 
memilih negosiator karena senioritas dan hal-hal yang tidak 
objektif. Upayakan tim negosiator yang dipilih tidak memiliki 
karakter personal yang seragam dan masing-masing memiliki 
kekuatan karakter personal yang dibutuhkan. Misalnya ada 
anggota tim yang pandai berkomunikasi dan familiar, orang 
yang pandai mengamati situasi dan cepat menganalisis keadaan, 
orang yang sabar atau mungkin juga dibutuhkan orang yang 
tegas dalam berbicara dan bersikap. Jika tim negosiator telah 
ditetapkan, sangat dianjurkan pada tahap pranegosiasi mela-
kukan latihan atau simulasi sekaligus membagi peran. 
Seorang negosiator wajib memiliki beberapa karakter sebagai 
berikut : 
1) Mampu berkomunikasi dengan baik. Bahasa yang mudah 
dimengerti, tidak bombastis, tidak bertele-tele dan efektif. 
2) Tidak emosional dalam bersikap dan bertindak. Mampu 
mengendalikan diri secara wajar, tidak kasar. 
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3) Mampu dengan cepat memahami pembicaraan lawan dan 
menganalisanya. 
4) Tidak mudah “hanyut” dalam pembicaraan lawan. 
5) Mampu membangun team work dalam proses negosiasi. 
Tidak menganggap diri sendiri lebih dominan dan berkuasa 
dari anggota tim lainnya. Masing-masing anggota memiliki 
peran yang sama penting. 
d. Menentukan strategi awal 
Strategi awal maksudnya adalah siasat atau taktik yang akan 
digunakan ketika pertama kali negosiasi berlangsung. Strategi 
awal ditentukan dengan cara memperkirakan kekuatan tim 
negosiator pihak lawan dan kemungkinan strategi yang di-
jalankan. Setelah negosiasi berlangsung, kemungkinan besar 
strategi akan mengalami perubahan atau penyesuaian ter-
gantung perkembangan yang terjadi. 
 
2. Tahap Negosiasi 
Tahap inilah negosiasi yang sesungguhnya. Para pihak bertemu 
dan berhadapan muka di meja perundingan. Tempat yang digu-
nakan berdasarkan kesepakatan para pihak, bisa di hotel, kantor, 
atau rumah. Tahap ini terdiri dari tiga kegiatan, yaitu presentasi 
dari para pihak, proses perundingan atau tawar-menawar solusi, 
merumuskan draf kesepakatan.  
a. Presentasi dari para pihak 
Para pihak secara bergantian menyampaikan presentasinya, 
yang berisi pokok sengketa, harapan, tawaran solusi penye-
lesaian, dan komitmen untuk menyelesaikan sengketa secara 
damai. Presentasi disampaikan secara tertulis dan dibacakan.  
b. Proses perundingan atau tawar-menawar solusi 
Pada proses perundingan ini, para pihak akan menerapkan 
berbagai strategi dalam mencapai tujuannya. Ada banyak 
strategi yang dapat digunakan dalam bernegosiasi. James G 
Petterson menjelaskan ada lima strategi, yaitu withdrawal 
(avoidance), smoothing (accommodation), compromise, force 
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(competition) dan problem solving.32 Di samping mempraktek-
kan strategi. Tim negosiator juga harus mampu mengenali 
strategi atau taktik yang diterapkan pihak lawan dan berusaha 
tidak terjebak. Menurut Tim Hindle,33 memberi beberapa 
kemungkinan taktik yang mungkin digunakan pihak lawan dan 
taktik tandingan yang dapat digunakan agar tidak terjebak, 
sebagai terlihat pada tabel sebagai berikut:  
 
Tabel 1 
Taktik dan Taktik Tandingan dalam Negosiasi 
 
TAKTIK TAKTIK TANDINGAN 
MENGANCAM 
Mengingatkan dampak 
negatif bila kita tidak menye-
tujui ketentuan yang diajukan 
dan menekankan adanya 
sanksi yang harus dihadapi. 
Katakan kita tidak bisa 
bernegosiasi di bawah tekanan 
dan kita hanya bisa menerima 
bila mereka bisa menunjukkan 
keuntungan dari kasusnya. 
Kemukakan pilihan lain. 
MENCEMOOH 
Mempertanyakan kinerja 
perusahaan dan kompetensi 
profesi kita, mengkritik 
kualitas produk atau layanan 
kita. 
Tetap tenang, jangan marah 
atau menyerang balik. Tegaskan 
kembali posisi kita dan 
peringatkan bahwa kita akan 
batalkan negosiasi kalau mereka 
tidak bersikap lebih konstruktif. 
MENGGERTAK 
Mengancam akan bertindak, 
namun tidak secara spesifik, 
mendesak, misalnya dengan 
berkata ada kompetitor yang 
menurunkan harga. 
Tantang gertakan mereka, tolak 
persyaratan mereka dan tunggu 
reaksinya. Pertanyakan 
pernyataan mereka, minta bukti 
atas pernyataan yang 
meragukan. 
                                                     
32. Dalam Joni Emerzon, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: 
Negosiasi, Mediasi, Konsolisiasi, Dan Arbirase, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 
hlm. 57-59.  




Sengaja membuat kita 
menunggu, memberi tempat 
duduk yang tidak nyaman, 
menerima telepon atau tamu 
ketika negosiasi berlangsung. 
Sadari bahwa ini hanyalah 
siasat untuk membuat kita tidak 
percaya diri, jangan lepas 
persyaratan kita, kecuali kita 
mendapatkan imbalan dan 
jangan terdesak untuk 
bersepakat. 
MERUSAK KEKOMPAKAN TIM 
Memanfaatkan potensi 
perselisihan dalam tim kita 
dengan mendekati orang 
yang paling bersimpati 
dengan kasus mereka. 
Arahkan anggota tim 
sebelumnya dan putuskan posisi 
yang dapat diterima semua 
orang. Minta penundaan bila 
timbul perbedaan pendapat 




pertanyaan yang diarahkan 
agar mengakui kelemahan 
posisi kita, mendorong kita 
untuk mengalah. 
Jangan menjawab pertanyaan 
bila kita tidak paham maksud di 
belakangnya. Cek setiap 
pernyataan lawan. Cantumkan 
prasyarat atas setiap konsesi 
yang kita buat. 
MEMINTA BELAS KASIHAN 
Menuduh kita tidak adil 
karena menolak usulan, 
menekankan pengorbanan 
yang mereka lakukan, 
mengaku terhina dengan 
ketidakpercayaan kita. 
Tegaskan komitmen kita untuk 
mencapai penyelesaian yang 
adil. Uji kebenaran pengakuan 
manipulatif. Kembalikan 
pembicaraan pada masalah 
utama. 
MEMAINKAN BATASAN 
Mendapat konsesi tambahan 
melalui pelanggaran kecil atas 
kesepakatan, sehingga 
keuntungannya dalam jangka 
panjang cukup besar. 
Buat pernyataan dengan kata-
kata yang jelas mengenai 
ketentuan yang disetujui dan 





Sebagai perbandingan berikut ini juga disampaikan beberapa 
hal yang menjadi bagian strategi negosiasi menurut Marty 
Latz yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam melaku-
kan negosiasi.34 
1. Evaluate the importance of a future relationship. The more 
you see your long-term interests satisfied with a future 
relationship with your counterpart, the more likely you 
should use Problem-Solving Offer/Concession Strategies. 
Put on your reasonable hat, start at a place that will 
appear credible based on legitimate standards and will not 
offend your counterpart, and look to quickly find a final 
result with a minimum of moves. Proposals to current 
clients fall squarely in this category. On the other hand, if 
you see no value to a future relationship, be aggressive 
and use Competitive Offer/Concession Strategies. When 
you're buying a used car on a sales lot, start with a 
relatively lowball offer and haggle away.  
2. Consider the number of issues on the table. The more 
issues, the more likely you should use Problem-Solving 
Offer/Concession Strategies. The fewer issues, the more 
likely you should be on the Competitive end of the scale.  
If you want to merge your highly complex corporation with 
your competitor and need to resolve a whole host of issues 
to make it work, pull out that reasonable hat again and 
find those legitimate standards. But if you're suing your 
ex-boss for sexual harassment and just want to maximize 
your cash award, start high and only reluctantly move, and 
then only in small chunks. 
3. Assess the zero-sum vs. pie-expanding nature of the 
issues. The more zero-sum the issues (where more for one 
side is necessarily less for the other), the more likely you 
should use Competitive Offer/Concession Strategies. 
4. Make sure your offer/concession strategies invoke reciprocal 
moves. Don't get caught Problem-Solving in the offer/ 
                                                     
34. Marty Latz, 2000, Offer/Concession Strategy Must Reflect Ultimate Goal, 
www.adrinfo.com, download tanggal 15 November 2005.  
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concession stage while your counterpart goes Competitive. 
If you do, you'll get taken. Thus, make sure your counterpart 
acts and reacts in a reciprocal way.  
 
Jika diamati dari berbagai strategi atau taktik yang dikemuka-
kan di atas, terlihat mengarah pada tujuan untuk menekan, 
memenangkan dan mendapat keuntungan dari pihak lawan. 
Padahal esensi dari negosiasi ditujukan pada pemecahan 
masalah tanpa menempatkan salah satu pihak sebagai peme-
nang (the winner) dan salah satunya sebagai pecundang (the 
losser). Memang sangat dilematis.  
Namun menurut penulis sedapat mungkin apa pun strategi 
atau taktik yang diterapkan dalam negosiasi, para pihak harus 
berpijak pada komitmen penyelesaian sengketa yang damai, 
berpijak pada etika bisnis dan win-win solution. 
Sepuluh langkah yang dapat dipedomani agar negosiasi ber-
jalan dengan lancar, baik dan menghasilkan posisi menang-
menang, adalah sebagai berikut:35 
1) Ketahui apa yang anda inginkan dan apa yang mereka 
inginkan. Kalimat itu mudah diucapkan, tapi sulit dikerjakan. 
Apa yang anda inginkan? Jangan sampai pihak mereka 
yang menentukan apa yang anda inginkan. Jika ingin 
kenaikan gaji, berapa besar? Berapa persen? Tulis semua 
yang anda inginkan sebelum memulai negosiasi. 
2) Bersikap sabar. Jika kurang sabar, anda kelihatan seperti 
seorang amatir dan malah merusak negosiasi. Menurut Ed 
Brodow, penulis Negotiate with Confidence, ketidaksabaran 
anda dapat merusak perunding lain, jika mereka melaku-
kannya dengan tergesa-gesa. 
3) Ketahui nilai tawar. Salah satu masalah terbesar dalam 
pelelangan bagi para pembeli adalah bahwa mereka 
terjebak pada antusiasme selama proses tawar-menawar 
dan akhirnya membeli. Bisa jadi angka yang jauh lebih 
tinggi dari yang pernah dibayangkan. Jadi, mereka gagal 
mengetahui tawaran mereka yang semestinya. Ini dapat 
                                                     
35. Harian Umum Republika, Rabu, 13 Agustus 2003 dari Speakingconnection.com.  
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juga terjadi dalam proses negosiasi. Maka, ketahui titik nilai 
tawarnya. 
4) Apa yang menjebak anda. Dalam setiap negosiasi anda perlu 
membuat konsesi. Tentukan dulu konsesi apa yang tidak 
benar-benar penting bagi anda dan apa yang penting bagi 
anda. 
5) Sesuaikan keuntungan anda dengan keinginan mereka. 
Untuk mengharapkan seseorang memberi sesuatu kepada 
anda, anda harus memberi nilai dan keuntungan bagi dia. 
Jika anda tahu apa yang diinginkan orang lain, pelajari ke-
inginan-keinginan anda yang cocok dengan kebutuhannya. 
6) Cari peluang sama-sama menang. Inilah pola pikir yang 
harus diraih. Tidak ada pihak yang lebih kalah atau lebih 
menang dalam sebuah negosiasi. Kedua belah pihak harus 
sama-sama menang, sehingga masing-masing pihak dapat 
mengisi celah yang ada. 
7) Cari kompromi. Ada hal-hal yang anda tidak dapat mene-
rimanya, tapi hal lainnya dapat diterima. Kenali sendiri 
sebelumnya dalam hal apa anda dapat fleksibel, dan 
seberapa fleksibel. 
8) Jangan pernah memangkas nilai anda. Ini mantera dasar 
dari proses negosiasi dan biasanya terjadi saat orang 
menawarkan harga atau syarat-syarat. Jangan sampai 
mengecilkan nilai anda yang seharusnya sepadan dengan 
konsesi. Jika anda rela menerima tanpa mendapatkan 
sesuatu, kredibilitas anda nol, baik sekarang maupun di 
masa mendatang. 
9) Mantapkan posisi anda. Jika anda menawarkan proposal 
yang bagus dan anda tahu itu, pertahankan. Jangan sampai 
ketakutan, konsesi mitra negosiasi anda atau bahasa mereka 
membuat anda mundur dari posisi anda. 
10) Dokumenkan perjanjian segera. Anda telah mendapatkan 
apa yang diinginkan, juga sebaliknya mereka mendapat 
apa yang mereka inginkan. Inilah situasi win-win itu. Segera 





c. Merumuskan draft kesepakatan 
Setelah proses tawar-menawar yang ketat, suatu proses 
negosiasi yang baik akan memunculkan opsi-opsi yang dapat 
dipilih para pihak sebagai jalan keluar dari permasalahan yang 
disengketakan. Pada proses ini para pihak mulai membuat dan 
saling menawarkan proposal kepada pihak lainnya. Isi proposal 
tersebut dinegosiasikan lagi sampai tercapai titik kesamaan 
pendapat dan kepentingan, untuk kemudian dirumuskan ke 
dalam draft akta kesepakatan (akta kompromi atau akta per-
damaian). Draft kesepakatan dikaji secara mendalam sampai 
para pihak memahami betul isinya dan tidak ada lagi mis-
interpretasi terhadap redaksional pasal-pasalnya. Hasilnya adalah 
akta kesepakatan yang siap ditandatangani oleh para pihak 
sebagai akhir dari sengketa. 
 
3. Tahap Penandatanganan Hasil Negosiasi 
Tahap ini merupakan penutup dari proses negosiasi. Para pihak 
yang diwakili oleh orang berwenang membubuhkan tanda tangan 
pada akta kesepakatan (akta perdamaian atau akta kompromi) 
sebagai tanda setuju dan berkomitmen untuk melaksanakan isinya 
secara bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 6 ayat (2) yang 
menyatakan, bahwa penyelesaian sengketa atau beda pendapat 
melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS) dalam pertemuan 
langsung para pihak (negosiasi) diselesaikan dalam waktu paling 
lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis. 
 
4. Tahap Pelaksanaan Akta Perdamaian 
Kemudian Pasal 6 ayat (7), memberi ketentuan, bahwa kesepa-
katan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis 
adalah final dan mengikat para pihak untuk melaksanakannya 
dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri 
dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan, dan 
Pasal 6 ayat (8), menyatakan kesepakatan penyelesaian sengketa 
wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari sejak 
pendaftaran. Dalam hal pelaksanaan akta kesepakatan, sepanjang 
para pihak melaksanakan sendiri secara sukarela maka tidak perlu 
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ada pendaftaran akta kesepakatan di Pengadilan Negeri. Namun 
jika dikhawatirkan ada pihak yang akan melanggar isi kesepakatan, 
maka pendaftaran tersebut perlu dilakukan. 
 
Gambar 2 
































BAB VI  
MEDIASI (MEDIATION) 
 
A. Pengertian Mediasi 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan definisi 
apa pun mengenai mediasi. Pengaturan mediasi dapat ditemukan 
pada ketentuan Pasal 6 ayat (3), ayat (4), ayat (5). Jika diamati, 
ketentuan tersebut, mediasi dimaksudkan sebagai kelanjutan dari 
penyelesaian sengketa apabila konsultasi dan negosiasi tidak 
menghasilkan kesepakatan dalam mengakhiri sengketa 
(perdamaian tidak tercapai). 
 
Menurut Black’s Law Dictionary, “mediation is a method of 
nonbinding dispute resolution involving a neutral third party who tries 
to help the disputing parties reach a mutually agree able solution36 
(mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang menyertakan 
pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mendapatkan 
solusi yang saling menguntungkan).  
 
Mediasi merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di 
luar Pengadilan, selain konsultasi, negosiasi, pendapat hukum, dan 
arbitrase. Mediasi bersifat sukarela, dan tidak dipaksakan kepada para 
pihak. Menurut Laurence Boulle dan Teh Hwee Hwee, mediation is a 
voluntary system in which a neutral controls a process but does not 
intervence in the content of a dispute and which leads to consensual 
outcomes for the parties. Para pihaklah yang menginginkan 
penyelesaian sengketa melalui mediasi karena negosiasi yang telah 
dilakukan sebelumnya gagal. Melalui bantuan mediator yang netral 
dan ahli diharapkan para pihak mendapatkan kesepakatan yang 
                                                     
36  Bryan A. Garner, Op.,Cit hlm.3113. 
57 
 
menjadi jalan keluar dari sengketa yang terjadi, dan tercapai 
perdamaian tanpa harus melanjutkan sengketa ke Pengadilan (win 
win solution). Mediator membantu pelaksanaan isi kesepakatan yang 
dicapai dalam mediasi.37 
 
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan 
dibantu oleh mediator (Pasal 1 Angka 1 PERMA RI Nomor 1 Tahun 
2016). Melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
(PERMA RI) Nomor 2 Tahun 2003 yang diperbarui dengan PERMA RI 
Nomor 1 Tahun 2008 dan terakhir diperbarui dengan PERMA RI 
Nomor 1 Tahun 2016, mediasi yang sebelumnya tidak terintegrasi 
dalam sistem peradilan perdata, menjadi terintegrasi dan diwajibkan 
dilaksanakan oleh hakim dan para pihak yang bersengkata. Tidak 
dilaksanakannya mediasi merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 
HIR dan Pasal 154 Rbg yang berakibat putusan batal demi hukum 
(Pasal 2 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008). Semua perkara perdata 
wajib melaksanakan mediasi, terkecuali yang diatur dalam Pasal 4 
PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016.  
 
Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia 2014 sebagaimana dikutif oleh Candra Irawan, 
keberhasilan mediasi di Peradilan Umum dan Peradilan Agama masih 
mengecewakan. Data keberhasilan mediasi di Peradilan Umum tahun 
2014 hanya mencapai 5,3%  (372 perkara sukses dimediasi), dan 
6.674 perkara yang gagal dimediasi dari 7.046 perkara yang 
dimediasikan. Di Peradilan Agama keberhasilan lebih baik, yaitu 
mencapai 24,73% (32.695 perkara sukses dimediasi), 99.528 
perkara gagal dimediasi, dari keseluruhan 132.223 perkara.38 
Penyebab banyaknya kegagalan dalam proses mediasi di Pengadilan 
Negeri, antara lain:39 
                                                     
37.  Candra Irawan, 2015, Problematika Penerapan Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata 
di Indonesia, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 1 No.2, Juli-Desember 
2015, Airlangga University Press, Hlm.61-62. 
38.  Ibid  




1. Mediator belum bersertifikat mediator (ketidakcakapan 
mediator). Ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008, 
seorang dapat bertindak sebagai mediator apabila telah lulus 
pelatihan mediasi dan memiliki sertifikat mediator. 
Kebanyakan mediator dari kalangan hakim belum mengikuti 
pelatihan mediator dan tidak memiliki sertifikat mediator dari 
lembaga yang terakreditasi MA RI.  
 
2. Mediasi dianggap memperpanjang waktu penyelesaian 
perkara di Pengadilan. Waktu yang diberikan PERMA RI untuk 
melakukan mediasi adalah 30 hari kerja sejak mediator dipilih 
oleh para pihak atau ditunjuk oleh hakim. Bagi sebagian pihak 
hal ini dianggap menambah waktu penyelesaian perkara, 
padahal apabila mediasi berhasil maka penyelesaian perkara 
justru lebih cepat, murah dan final. Hakim pada saat memberi 
waktu kepada para pihak untuk bermediasi perlu memberikan 
penjelasan mengenai manfaat atau keunggulan mediasi 
daripada melalui proses litigasi.  
 
3. Tidak adanya insentif bagi hakim mediator. Motivasi hakim 
menjadi mediator yang baik sepertinya semakin berkurang 
karena tidak dibayar (gratis), sedangkan beban pekerjaan 
bertambah (Pasal 8 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016). Jadi 
cukup beralasan apabila mediator dari kalangan hakim kurang 
bersemangat untuk bertindak sebagai mediator yang baik dan 
menerapkan teknis mediasi yang benar. Sementara itu, para 
pihak lebih suka memilih mediator dari kalangan hakim 
karena tidak perlu dibebankan biaya honorarium, sedangkan 
jika memilih mediator non hakim harus membayar secara 
bersama-sama atau berdasarkan kesepakatan para pihak. 
Sejauh ini belum ada peraturan MA yang mengatur tentang 
kriteria keberhasilan dan insentif bagi hakim dalam 
menyelesaikan perkara melalui mediasi. Sebaiknya peraturan 





4. Keraguan para pihak terhadap eksekusi hasil kesepakatan 
mediasi. Masih ada keraguan dari para pihak yang berperkara 
merupakan hal yang wajar, karena belum memahami secara 
baik proses mediasi dan kekuatan hukum dari kesepakatan 
mediasi. Peran hakim pada sidang pertama sangat penting 
untuk memberi penjelasan yang lengkap mengenai mediasi 
dan kekuatan hukumnya. Memang di dalam PERMA RI Nomor 
1 Tahun 2016 belum dijelaskan secara lengkap mengenai tata 
cara eksekusi kesepakatan/akta perdamaian hasil mediasi. 
Sebetulnya apabila sudah mencapai kesepakatan, maka 
dilanjutkan dengan mengajukan kesepakatan perdamaian 
kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta 
perdamaian, dan selanjutnya hakim menjatuhkan putusan.  
 
5. Budaya hukum bermediasi rendah (hakim, advokad dan para 
pihak). Terlihat budaya hukum pihak-pihak yang terlibat 
dalam proses mediasi masih rendah. Kurang seriusnya hakim 
menerapkan teknis mediasi yang baik, keengganan advokad 
mendorong kliennya agar menyelesaikan sengketa melalui 
mediasi, dan rasa gengsi yang berlebihan dari para pihak 
untuk saling memberi konsesi, mendekatkan kepentingan 
yang sama dan mengakhiri sengketa secara damai melalui 
mediasi merupakan potret  menyedihkan. Padahal mediasi 
sebetulnya justru cara penyelesaian sengketa khas Indonesia 
yang sudah dipraktikkan sejak ratusan tahun yang lalu. 
Misalnya penyelesaian sengketa melalui tokoh/ketua adat 
atau tokoh masyarakat, dan pada waktu itu sangat efektif.  
B. Proses Mediasi 
Proses mediasi terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu pra 
mediasi, pelaksanaan mediasi, penutupan mediasi dan 
pelaksanaan akta perdamaian. Tahapan tersebut akan diuraikan 





Tahap ini berisi kegiatan-kegiatan:  
a. Para pihak bersepakat menunjuk mediator secara tertulis dan 
mediator menerima penunjukan tersebut secara tertulis. 
b. Mediator mulai mengidentifikasi para pihak, menganalisa 
sengketa dan berusaha bertemu dengan para pihak dan 
mempertemukan para pihak, memperkenalkan diri, menegas-
kan posisi sebagai pihak ketiga independen dan membantu 
kedua belah pihak mengakhiri sengketa secara damai, men-
desain bentuk-bentuk pertemuan, merumuskan tata tertib dan 
tata cara mediasi, memastikan komitmen para pihak terhadap 
biaya yang akan dikeluarkan (akomodasi, logistik, honorarium, 
transportasi, komunikasi). 
 
2. Pelaksanaan mediasi 
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, adalah: 
a. Mediator membuka forum mediasi, dengan kegiatan: 
 Perkenalan diri dan mengenal tim dari para pihak. 
 Menawarkan aturan main (tata tertib dan tata cara) mediasi. 
 Meminta komitmen para pihak agar terbuka, jujur dan 
beritikad baik dalam menjalankan mediasi. 
b. Pernyataan (statement) dari masing-masing pihak. Pernyataan 
para pihak antara lain berisi ilustrasi kasus, penegasan posisi, 
keinginan (tujuan), komitmen, dan tawaran-tawaran. 
c. Mediator mengisolasi masalah agar tetap fokus dan tidak 
melebar. 
d. Terjadi proses negosiasi antara para pihak. Para pihak saling 
menawarkan kemungkinan untuk mencapai kesepakatan. 
Mediator berperan mengarahkan, mengingatkan dan berusaha 
menggiring para pihak menemukan solusi yang saling 
menguntungkan. 
e. Mediator memunculkan berbagai kemungkinan solusi yang 
dapat dipilih untuk mempertemukan keinginan masing-masing 
pihak. 
f. Mediator memantapkan pilihan solusi yang disepakati oleh 




g. Mediator menyusun draft akta kompromi untuk dibahas oleh 
para pihak sampai adanya kesepakatan bersama.  
3. Penutupan mediasi 
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah: 
h. Penandatanganan akta kompromi. 
i. Mediator menegaskan komitmen pelaksanaan akta kompromi 
secara sukarela dan bertanggung jawab. 
 
4. Pelaksanaan akta perdamaian 
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, 
Pasal 6 ayat (7) sebelum dilaksanakan akta kompromi harus 
didaftarkan di Pengadilan Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
sejak ditandatangani dan harus sudah dilaksanakan dalam waktu 
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. Hal ini untuk 
mengantisipasi apabila salah satu pihak mengingkari hasil 
kesepakatan mediasi, sehingga dapat dilakukan eksekusi paksa 
seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 
Eksekusi paksa seharusnya tidak terjadi, apabila para pihak 
mengedepankan iktikad baik. Sangat terhormat dan nyaman 
apabila para pihak melaksanakan kesepakatan mediasi secara 


































PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 lebih detail menguraikan 
prosedur mediasi di Pengadilan yang wajib dilaksanakan oleh para 
pihak. Tahapan yang wajib dilaksanakan, sebagai berikut: 
 
1. Pra Mediasi 
Pada sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak, hakim 
mewajibkan para pihak untuk melaksanakan mediasi (Pasal 17). 
Hakim pemeriksa perkara menjelaskan prosedur mediasi sesuai 
PERMA RI, meliputi:  
a. pengertian dan manfaat mediasi;  
b. kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan 
mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad 














c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator 
nonhakim dan bukan pegawai pengadilan;  
d. pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta 
perdamaian atau pencabutan gugatan; dan  
e. kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir 
penjelasan mediasi. 
Para pihak berhak memilih mediator yang tersedia dalam daftar 
mediator di pengadilan, baik mediator berasal dari kalangan 
hakim maupun bukan hakim. Waktu memilih mediator paling 
lama dua hari kerja, dan menyepakati biaya apabila memilih 
mediator bukan hakim.  Apabila para pihak tidak bisa 
menyepakati mediator sampai batas akhir waktu, ketua majelis 
hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara 
yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk 
menjalankan fungsi mediator (Pasal 17-19).   
 
2. Mediasi (Pasal 24-27) 
Diberikan waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak 
penetapan mediator, para pihak dapat menyerahkan resume 
perkara kepada pihak lain dan mediator. Proses mediasi 
berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
penetapan perintah melakukan mediasi, dan atas dasar 
kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat 
diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
berakhir jangka waktu. Mediator atas permintaan para pihak 
mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi 
kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya. 
PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 mengatur obyek yang dibahas 
dalam mediasi dapat lebih luas dan tidak terbatas pada posita 
dan petitum gugatan. Apabila mediasi mencapai kesepakatan 
atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan, 
penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan 
kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Selama proses mediasi 
berlangsung, Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa 
hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, 
tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat untuk 
memudahkan para pihak mencapai kesepakatan. Sebelumnya 
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para Pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang 
kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau 
penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat yang dihadirkan. 
Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan 
bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis 
dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para 
pihak dan mediator. Rumusan kesepakatan perdamaian tidak 
boleh memuat ketentuan yang:  
a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau 
kesusilaan;  
b. merugikan pihak ketiga; atau  
c. tidak dapat dilaksanakan.  
Apabila dalam proses mediasi para pihak yang diwakili oleh 
kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya 
dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara 
tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang 
dicapai.  
 
3. Pasca Mediasi (Pasal 27 ayat (4-6), Pasal 28). 
Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan 
perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan 
dalam akta perdamaian. Para pihak boleh tidak meminta  
kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian oleh 
hakim, dengan ketentuan isi kesepakatan perdamaian wajib 
memuat kewajiban pencabutan gugatan. Meskipun para pihak 
tidak meminta penguatan kesepakatan perdamaian kepada 
hakim pemeriksa perkara, mediator wajib melaporkan secara 
tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara 
dengan melampirkan kesepakatan perdamaian. 
Setelah menerima kesepakatan perdamaian yang dilaporkan oleh 
mediator, hakim pemeriksa perkara segera mempelajari dan 
menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. Apabila 
kesepakatan perdamaian yang diminta dikuatkan dalam akta 
perdamaian belum memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2), 
hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan kesepakatan 
perdamaian kepada mediator dan para pihak disertai petunjuk 
tentang hal yang harus diperbaiki. Perbaikan kesepakatan 
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perdamaian dilakukan dalam pertemuan dengan para pihak. 
Mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian 
yang telah diperbaiki kepada hakim pemeriksa perkara paling 
lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk 
perbaikan. Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima 
kesepakatan perdamaian yang telah memenuhi ketentuan Pasal 
27 ayat (2), hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan 
hari sidang untuk membacakan akta perdamaian.  
 
C. Mengefektifkan Mediasi Dalam Penyelesaian 
Perkara di Pengadilan40 
 
 Cukup sulit untuk mengefektifkan mediasi yang diintegrasikan 
dalam sistem peradilan perdata. Persoalannya bukan hanya 
terletak pada substansi pengaturannya, tetapi lebih pada aktor 
pelaksananya (manusia), yaitu hakim, para pihak dan advokat. 
Mengubah pola pikir, persepsi, sikap dan perilaku yang lebih 
memilih berdamai (mediasi) dalam menyelesaikan 
masalah/sengketa dari pada melalui pengadilan tidak mudah, 
dan membutuhkan waktu yang lama. Tetapi, harus ada upaya 
yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi mediasi saat ini. 
Beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain: 
 
1. Membentuk komisi mediasi di Pengadilan Negeri 
Profesi hakim sangat berbeda dengan mediator, meskipun 
keduanya sama-sama berupaya menyelesaikan suatu 
masalah/perkara. Menurut penulis, hakim tetaplah bekerja 
sebagai hakim, tidak perlu merangkap pekerjaan sebagai 
mediator. Mediator sebaiknya diserahkan kepada profesi lain 
yang memang dilatih, diuji dan disertifikasi sebagai mediator. 
Oleh karena itu, perlu dibentuk semacam komisi mediasi di 
setiap pengadilan negeri, yang diisi oleh mediator profesional 
dari berbagai latar belakang profesi selain hakim. Seperti 
yang dipraktikkan oleh Jepang melalui chotei, dan ternyata 
efektif menyelesaikan sengketa/perkara. Para pihak tidak 
                                                     
40.  Ibid, hlm. 70-72. 
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dibebankan biaya, dan biayanya dibayar oleh negara melalui 
anggaran MA RI yang bersumber dari APBN. 
 
2. Memperbanyak hakim mediator bersertifikat 
PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 memang membolehkan 
hakim sebagai mediator meskipun belum tersertifikasi jika di 
pengadilan tersebut tidak ada mediator yang bersertifikat. 
Maka hakim harus diperbanyak mengikuti pelatihan mediasi 
dan mengikuti ujian sertifikasi mediator. Setidaknya jika 
seorang hakim memiliki sertifikat mediator, cara pikir dan cara 
pandangnya dalam memimpin proses mediasi menjadi lebih 
baik, serta memiliki keterampilan standar mediator. 
 
3. Memberi insentif pada hakim yang berhasil menyelesaikan 
perkara melalui mediasi 
Saat ini tidak ada insentif apapun bagi hakim apabila berhasil 
mendamaikan para pihak melalui mediasi. Hakim tidak boleh 
menerima bayaran dari para pihak ketika ditunjuk sebagai 
mediator. Sedangkan mediator bukan hakim, dibayar oleh 
para pihak sesuai kesepakatan. Hal ini membuat mediator 
bukan hakim sangat jarang dipilih oleh para pihak, dan para 
pihak lebih senang memilih mediator dari hakim. Hakim 
mendapat tambahan pekerjaan tanpa tambahan gaji/insentif, 
sehingga berpengaruh pada komitmennya melakukan proses 
mediasi secara baik dan mengerahkan kemampuannya agar 
berhasil mendamaikan para pihak. Maka mediator dari hakim 
perlu diberi insentif, bisa berupa uang, atau penghargaan 
lainnya (promosi jabatan, fasilitas studi banding, dan 
sebagainya). 
 
4. Mediator bukan hakim dibayar oleh negara 
Keengganan para pihak memilih mediator bukan hakim 
karena wajib membayar jasa mediator secara bersama-sama, 
atau sesuai kesepakatan bersama. Berarti menambah biaya 
berperkara lagi. Maka sebaiknya, mediator bukan hakim 




5. Membangun budaya hukum bermediasi di kalangan Hakim, 
Advokat dan Masyarakat 
Maka merupakan sudah keharusan dalam pendidikan hukum, 
pendidikan profesi dan pelatihan-pelatihan diberikan ilmu 
pengetahuan mengenai mediasi dan budaya mediasi sebagai 
salah satu cara mengurangi penumpukan perkara di 
pengadilan (pengalaman Jepang, Singapore, Belanda, 
Perancis, Amerika Serikat, dan Denmark), dan menciptakan 
kedamaian dalam kehidupan sosial.  
 
Penerapan hukum dalam kenyataannya tercermin dari  
perilaku manusia. Perilaku sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, 
persepsi, dan sikap seseorang atau masyarakat. Mediasi bukan 
sekedar persoalan hukum saja, terbukti meskipun sudah 
dipaksakan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara 
melalui PERMA RI Nomor 2 Tahun 2003, PERMA RI Nomor 1 
Tahun 2008 dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, ternyata lebih 
banyak yang gagal daripada berhasil. Kegagalan mediasi 
tersebut, bukan karena aturan hukumnya tetapi lebih karena 
sikap dan perilaku aktor-aktor, terutama para pihak itu sendiri 
yang memang merasa enggan bermediasi (karena gengsi, harga 
diri, tidak paham mediasi, dianggap memperlama penyelesaian 
perkara), para advokat tidak mendorong para pihak bermediasi 
dan berdamai, dan hakim mediator yang merasa terbebani 
dengan tugas sebagai mediator karena sudah terlalu sibuk 
dengan tugasnya sebagai hakim di pengadilan. Budaya hukum 
menyelesaikan masalah/sengketa/perkara melalui perdamaian 
(mediasi) harus dihidupkan kembali, dibudayakan dalam 
kehidupan bermasyarakat. Seharusnya bangsa Indonesia  tidak 
kalah dengan bangsa Jepang, Singapore dalam hal 
menyelesaikan sengketa melalui perdamaian (mediasi). 
 
D. Keterampilan yang Harus Dimiliki Mediator 
(Mediator Skills) 
 
Mendamaikan para pihak yang bersengketa bukan persoalan 
yang mudah. Mediator wajib memiliki keterampilan menyelesaikan 
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sengketa (mediator skills). Sangat beralasan jika PERMA RI Nomor 1 
Tahun 2016 mewajibkan mediator harus memiliki sertifikat mediator 
yang terakreditasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.  
Keterampilan yang harus dimiliki oleh mediator, terbagi menjadi 
tiga bagian penting, yaitu: a capacity to understand the reality of all 
parties from their perspectives, the ability to reflect to each party this 
understanding of their and others' realities, and particularly skilled 
mediators employ a third ability to help parties develop a new lens 
through which to view their dispute which creates opportunities for 
movement and resolution. Composite skills enable a mediator to "hold 
two realities" include: active listening, empathy (the ability to show 
parties that you understand their interests and concerns - through 
sympathetic explorations of issues, body language, repeating back, 
etc.) and reframing the problem. Keterampilan tersebut tercermin dari 
kemampuan mediator melakukan investigation (kemampuan 
memahami isu, menemukan fakta atas sebuah kasus dan posisi para 
pihak, seorang mediator harus melakukan penyelidikan intensif, 
melakukan eksplorasi melalui serangkaian pertanyaan yang diajukan 
dalam pertemuan gabungan dan pribadi, mengupas lebih dalam hal 
yang diperselisihkan dan membantu mengidentifikasi informasi, 
keinginan, dan perasaan para pihak dalam penyelesaian kasus), 
managing the interaction (menetapkan aturan dasar dalam 
berkomunikasi,     mendorong para pihak mendengarkan secara aktif, 
mengantisipasi dan meredam emosi para pihak, dan  memilih waktu 
yang tepat, kapan dan dengan siapa bertemu dalam 
kaukus), mengelola pertemuan dengan baik saat para pihak 
didampingi oleh pihak lain), invention/problem solving (mediator 
dapat menciptakan suasana kondusif, menggunakan empati, 
investigasi dan persuasi) untuk mendorong para pihak untuk 
menciptakan solusi bagi para pihak sendiri. Mediator dapat 
menawarkan gagasan yang mungkin tidak terpikirkan oleh para 
pihak), persuasion (mediator harus memiliki kekuatan persuasi yang 
baik, kemampuan untuk menyampaikan kesan atau gagasan yang 
mengubah persepsi orang lain tentang situasi tertentu. Seringkali 
mediator menggunakan pendekatan yang semakin persuasif saat 
suatu kasus terjadi, misalnya saat mendorong para pihak untuk 
secara realistis menilai alternatif tertentu atau saat menyampaikan 
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saran untuk menguji kewajaran usulan dari kedua belah pihak), 
realistic assessment of alternatives (para pihak dalam perselisihan 
seringkali tidak memikirkan dengan baik apa yang akan terjadi jika 
mereka tidak menyelesaikan kasus ini. Mediator biasanya akan 
membantu pihak-pihak memilah alternatif penyelesaian, 
memperkirakan seberapa banyak biaya yang dibutuhkan jika tidak 
diselesaikan, termasuk manfaat dari keberhasilan penyelesaian 
perselisihan), generating options (mediator akan membantu para 
pihak untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan penyelesaian), 
reformulating or reframing the problem (para pihak dalam sebuah 
perselisihan biasanya mendefinisikan masalahnya berdasarkan 
kesalahan pihak lain. Ketika salah satu pihak melihat masalahnya 
hanya karena kesalahan pihak lain, dan sulit untuk kemudian bersikap 
fleksibel dalam mencari kesepakatan. Mediator akan membantu para 
pihak untuk mencari definisi yang menurut para pihak lebih dapat 
diterima keduanya dan yang tidak didasarkan pada kesalahan pihak 
lain), managing anger (dalam sebuah negosiasi yang masing-masing 
pihak inginkan lebih dari yang bisa didapatnya. Hal ini bisa 
menyebabkan frustrasi yang bisa mengakibatkan kemarahan. 
Mediator akan membantu pihak-pihak yang mengelola kemarahan 
sehingga tidak mengganggu kemampuan para pihak mencapai 
kesepakatan), distributing the pie (perselisihan mungkin saja terkait 
dengan keinginan mendapat keuntungan yang lebih besar, mediator 
mengarahkan pembagian yang lebih adil), and strategic direction 
(mediator harus membangun dan mengarahkan para pihak agar  




E. Beberapa Lembaga Mediasi Nasional 
 
Merespon Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, banyak ber-
munculan lembaga-lembaga yang mengkhususkan diri bergerak dalam 
bidang penyelesaian sengketa, khususnya sengketa perdata atau bisnis. 
                                                     
41. http://www.themediationgroup.org/news/mediator-skills, diakses 15 Maret 2017. 
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Salah satunya adalah Pusat Mediasi Nasional (PMN) yang bergerak 
dalam jasa penyelesaian sengketa secara mediasi. 
 
1. Pusat Mediasi Nasional (PMN)42 
 
PMN Didirikan pada bulan Agustus, 2003. PMN, adalah sebuah 
yayasan yang tidak mencari keuntungan yang memberikan jasa dan 
pelatihan mediasi. Beranggotakan mediator-mediator yang berpenga-
laman dari bermacam-macam bidang hukum, perbankan dan bisnis, 
PMN berada dalam posisi yang unik untuk memberikan mediator yang 
cocok untuk semua permasalahan. PMN juga melakukan program-
program pelatihan yang disediakan PMN bagi para pengacara dan 
hakim Indonesia yang terkemuka sejak didirikan. PMN merupakan suatu 
lembaga nonpemerintah dan nirlaba yang didirikan untuk mengem-
bangkan penerapan mediasi di Indonesia. Tim inti PMN merupakan 
mediator yang telah berpengalaman sukses dalam memediasi kasus 
utang korporat hingga USD 20.5 miliar yang terdiri dari 96 grup 
perusahaan. Jasa pelayanan PMN meliputi: 
 
1. Memberikan pelayanan mediasi untuk semua kasus perdata 
dari kasus keluarga hingga korporat, baik di luar maupun dalam 
pengadilan. 
2. Memberikan pelatihan mediasi 40 jam bersertifikat bagi hakim 
dan bukan hakim (publik). 
3. Memberikan sosialisasi tentang arti penting mediasi. 
 
Mediasi melalui PMN berdasarkan standar internasional dan 
menurut pedoman-pedoman yang ada. Pedoman-pedoman ini telah 
dikembangkan dari pengalaman Jakarta Initiative Task Force (JITF), 
badan mediasi pemerintah Indonesia yang didirikan yang berhubungan 
dengan krisis keuangan Asia. Sebagian staf tetap PMN adalah orang 
yang berpengalaman di program JITF, dan memiliki pengalaman 
bertahun-tahun di mediasi Indonesia. 
 
                                                     
42. http://www.pmn.org, diakses tanggal 1 September 2009. 
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Pusat Mediasi Nasional (PMN) dan Indonesian Institute for Conflict 
Transformation (IICT) telah mendapat akreditasi dari Mahkamah 
Agung. Mediator yang mendapat sertifikat dari PMN dimungkinkan 
untuk berpraktek di pengadilan. Melalui Surat Keputusan Ketua MA 
No. 044/SK/VII/2004 tanggal 6 Juli 2004, PMN dan IICT mendapat 
akreditasi dari Mahkamah Agung sebagai lembaga penyelenggara 
pelatihan dan pendidikan mediasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pusat 
Mediasi Nasional (PMN).43  
 
Tahapan proses mediasi yang dilakukan oleh PMN, terdiri dari:  
1. Proses Pramediasi  
 Para pihak yang bersengketa mendaftarkan kasusnya ke PMN. 
 Para pihak bersama-sama menunjuk mediator yang sesuai 
dengan sifat perkaranya. 
 Mediator yang ditunjuk mengadakan pertemuan dengan seluruh 
pihak membahas peran mediator, prosedur dan biaya. 
 
2.    Proses Mediasi - Negosiasi  
 Mediator mengadakan pertemuan terpisah dengan para pihak 
dalam mengumpulkan informasi awal. 
 Mediator mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk 
bersama-sama mendefinisikan permasalahan, kepentingan dan 
kebutuhan para pihak yang bersengketa. 
 Mediator membantu para pihak untuk mengembangkan 
alternatif penyelesaian atas permasalahan, kepentingan dan 
kebutuhan yang telah didefinisikan. 
 Para pihak bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan atas 
alternatif penyelesaian yang dipandu oleh mediator. 
 
3.    Proses Akhir Mediasi  
 Apabila tercapai suatu kesepakatan, para pihak akan menan-
datangani sebuah dokumen penyelesaian yang selanjutnya akan 
diproses ke dalam bentuk perjanjian yang mengikat. 
                                                     
43. http://www.hukumonline.com, diakses tanggal 15 Juni 2008.  
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 Bila tidak tercapai suatu kesepakatan, para pihak dapat 
mengakhiri mediasi dengan mengajukan pengunduran diri 
dari proses mediasi. 
 
2. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia 
(LAPSPI)44 
Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa 
Perbankan Indonesia (LAPSPI) didasarkan kepada Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan (POJK) nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga 
Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, yang 
ditindaklanjuti dengan MoU antara 6 (enam) Asosiasi Perbankan, 
yakni Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS), Himpunan Bank Milik 
Negara (HIMBARA), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), 
Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), Perhimpunan Bank-
Bank Internasional Indonesia (PERBINA) dan Perhimpunan Bank 
Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO) tanggal 5 Mei 2014. 
Anggaran Dasar LAPSPI dituangkan dalam akta No. 36 tanggal 
28 April 2015 oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn., dan telah 
mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia vide Surat Keputusan MENKUMHAM nomor AHU-
0004902.AH.01.07 tahun 2015 tanggal 16 September 2015. 
Sesuai POJK nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif 
Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, LAPSPI telah 
dievaluasi oleh Tim Penilai OJK pada tanggal 21 Oktober 2015 dan 
telah memenuhi persyaratan sebagai LAPS resmi yang terdaftar di 
OJK vide surat OJK No. No. S-7/EP.1/2015 tanggal 21 Desember 
2015. 
LAPSPI memiliki 143 anggota, yang terdiri dari 118 Bank Umum 
baik Konvensional maupun Syariah dan 25 perwakilan Bank 
Perkreditan Rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR/BPRS), 
                                                     
44. http://lapspi.org/profile, diakses 15 Oktober 2015. 
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yang terdiri dari 1 Dewan Perwakilan Pusat (DPP) dan 24 Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD) PERBARINDO, yang mewakili +/- 1.600 
BPR/BPRS di seluruh Indonesia. 
Pelayanan yang diberikan, terdiri dari: mediasi, adjudikasi dan 
arbitrase. Prosedur mediasi termuat dalam Peraturan Lembaga 
Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor: 
01/Lapspi-Per/2017 Tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi.45 
 
3. Badan Arbitrase & Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia 
(BAMPPI)46 
Badan Arbitrase & Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia 
(BAMPPI) merupakan sebuah perkumpulan yang didirikan di Jakarta 
pada tanggal 28 April 2015. Para pendiri BAMPPI adalah Lembaga- 
lembaga Jasa Keuangan di sektor usaha penjaminan. Dalam Rapat 
Pendirian Badan Arbitrase & Mediasi Perusahaan Penjaminan 
Indonesia tersebut, telah dihadiri oleh 21 (dua puluh satu) 
perusahaan penjaminan sebagai pendiri sekaligus anggota BAMPPI. 
Badan Arbitrase & Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia 
(BAMPPI), adalah wadah dari dan bagi Perusahaan Penjaminan yang 
telah memperoleh izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia (Kemenkeu RI) atau Badan Pengawas Pasar Modal dan 
Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
Republik Indonesia atau instansi yang berwenang melalui Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga 
Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan. 
Perkumpulan BAMPPI ini dibentuk untuk memenuhi peraturan 
dari OJK tersebut untuk melakukan penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan di Sektor Jasa Keuangan/ Perusahaan Penjaminan yang 
                                                     
45. http://lapspi.org/wp-content/uploads/2017/10/Peraturan-dan-Prosedur-Mediasi-
LAPSPI.pdf, diakses 15 Oktober 2015. 
46. https://bamppi.or.id/, diakses 11 Oktober 2016. 
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sudah sangat dibutuhkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang – Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 
Tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan serta 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang 
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan. 
Dalam upayanya untuk mewujudkan penyelesaian sengketa di 
luar pengadilan yang cepat, berbiaya murah, dengan hasil yang 
obyektif, relevan, dan adil serta bersifat rahasia sebagaimana menjadi 
tujuan pendiriannya, saat ini BAMPPI memiliki 3 (tiga) layanan 
penyelesaian sengketa yang meliputi: mediasi, adjudikasi, dan 
arbitrase. Mediasi  adalah cara penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan melalui proses perundingan di BAMPPI untuk memperoleh 
Kesepakatan Perdamaian dengan dibantu oleh Mediator. Mediator itu 
adalah pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses 
perundingan dalam Mediasi BAMPPI guna mencari berbagai solusi 
penyelesaian, namun Mediator tidak diperbolehkan memutus atau 
memaksakan sebuah penyelesaian. Di BAMPPI, Para Pihak yang 
bersengketa sendiri yang memilih dan menyepakati Mediator yang 
akan membantu proses penyelesaian sengketanya. Adjudikasi  adalah 
penyelesaian Sengketa Ritel dan Kecil di luar Pengadilan yang 
dilakukan melalui proses pemeriksaan yang relatif singkat yang 
dilakukan oleh Adjudikator untuk menghasilkan suatu putusan yang 
dapat diterima oleh Pemohon, sehingga dengan penerimaan tersebut 
maka putusan tersebut mengikat bagi Para Pihak. Klaim Ritel dan 
Kecil sebagaimana dimaksud adalah sebuah sengketa dengan nilai 
tuntutan sengketa sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta 
rupiah). Sementara adjudikator adalah seorang atau lebih yang 
ditunjuk menurut peraturan dan acara adjudikasi BAMPPI untuk 
memeriksa perkara dan memberikan putusan adjudikasi mengenai 
sengketa tertentu yang diajukan penyelesaiannya kepada adjudikasi 
BAMPPI. Pada layanan adjudikasi ini, para pihak memiliki kebebasan 
untuk memilih sendiri ajudikator yang ada di daftar BAMPPI. Arbitrase 
adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum 
yang diselenggarakan di BAMPPI, dengan menggunakan peraturan 
75 
 
dan acara arbitrase BAMPPI yang didasarkan kepada perjanjian 
arbitrase. Proses arbitrase ini akan diputuskan penyelesaiannya oleh 
arbiter atau majelis arbiter. Arbiter adalah seorang atau lebih yang 
merupakan arbiter tetap BAMPPI atau arbiter tidak tetap BAMPPI 
yang ditunjuk menurut Peraturan dan Acara Arbitrase BAMPPI sebagai 
arbiter tunggal/majelis arbitrase untuk memeriksa perkara dan 
memberikan putusan arbitrase terhadap sengketa tertentu yang 
diajukan penyelesaiannya kepada BAMPPI.47 Para Pihak diberikan 
kebebasan untuk memilih seorang arbiter yang ada dalam daftar 
BAMPPI untuk menyelesaikan sengketanya. 
4. Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Ventura Indonesia 
(BMPPVI)48 
 
BMPPVI dalam menjalankan perannya menyelesaikan sengketa 
pembiayaan dan pegadaian selalu mengedepankan upaya mediasi 
dengan tujuan agar tercapai perdamaian antara para pihak yang 
bersengketa, namun apabila bila tidak tercapai maka atas 
kesepakatan untuk atau dalam menempuh mediasi maka BMPPVI 
akan membantu para pihak menyelesaikan sengketa melalui model 
penyelesaian ajudikasi dan arbitrase dimana para ajudikator dan 
arbiter BMPPVI akan memeriksa sengketa yang terjadi dan 
menetapkan putusan berdasarkan fakta, bukti dan pertimbangan 
hukum yang berlaku. Landasan hukum pendirian BMPPVI, adalah: 
a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 
tertanggal 26 Juli 2013  Tentang Perlindungan Konsumen. 
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 
tertanggal 16 Januari 2014 Tentang Lembaga Alternatif 
Penyelesaian Sengketa. 
c. Akta Nomor: 37 Notaris Fatihah Hilmi, SH tertanggal 10 April 
2015 tentang Pendirian BMPPVI. 
                                                     
47. https://bamppi.or.id/jenis-layanan/, diakses 11 Oktober 2016 
48. http://www.bmppvi.com/profil/, diakses 11 Oktober 2016 
76 
 
d. Keputusan Kemenkumham RI Nomor: AHU-
0001486.A.H.01.07. Tahun 2015 Pengesahan Pendirian Badan 
Hukum BMPPVI. 
e. Terdaftar di OJK berdasarkan  surat   OJK Nomor: S-
1/EP.1/2016 tanggal 15 Januari 2016, perihal Penyampaian 
Hasil Penilaian LAPS. 
Prosedur mediasi yang dilaksanakan mengikuti alur proses seperti 
pada bagan/gambar berikut:49 
Gambar 4 
Prosedur Mediasi LAPSPI 
 
5. Biro Media Asuransi Indonesia (BMAI)50 
Sejak 25 September 2006 telah resmi beroperasi Badan Mediasi 
Asuransi Indonesia (BMAI) sebagai lembaga alternatif untuk penyele-
                                                     
49. http://www.bmppvi.com/layanan/, diakses 11 Oktober 2016. 




saian masalah antara nasabah dan perusahaan asuransi di Indonesia. 
BMAI yang independen ini didirikan sebagai jawaban atas dukungan 
yang penuh dari Biro Perasuransian Departemen Keuangan RI sebagai 
regulator kepada nasabah (masyarakat) dalam menyelesaikan perma-
salahan yang mungkin terjadi antara nasabah dengan perusahaan 
asuransi. BMAI yang telah memiliki 152 anggota ini adalah lembaga 
independen dan imparsial yang pembentukannya dipelopori oleh 
asosiasi-asosiasi asuransi di bawah Federasi Asosiasi Perasuransian 
Indonesia (FAPI) yaitu: Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), 
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Jaminan 
Sosial Indonesia (AAJSI). BMAI yang kini diketuai oleh Bpk. Frans Lamury 
dari AAUI terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka baik dalam bidang hukum 
maupun perasuransian, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan 
yang profesional dan transparan, berbasis pada kepuasan dan perlin-
dungan serta penegakan hak-hak Tertanggung dan Pemegang Polis. 
 
BMAI memiliki 2 tahapan proses penyelesaian perselisihan tuntutan 
ganti rugi atau manfaat: 
1. Mediasi, Pada tahap ini BMAI akan menyediakan seorang Mediator 
yang akan membantu Tertanggung/Pemegang Polis dan Perusa-
haan Asuransi untuk dapat menyelesaikan perselisihan klaim yang 
dilaporkan secara damai dan adil bagi kedua belah pihak, selama 
kasus klaim tersebut berada dalam yurisdiksi BMAI. Tertanggung 
dan Perusahaan Asuransi dibebaskan dari semua biaya untuk 
pelayanan ini. 
2. Ajudikasi, Jika perselisihan klaim (tuntutan ganti rugi atau manfaat) 
tidak dapat diselesaikan melalui tahap Mediasi, maka kasus 
sengketa tersebut akan dibawa ke tingkat Ajudikasi, di mana pada 
tahapan ini BMAI akan menunjuk Ajudikator yang dapat membe-
rikan keputusan atas sengketa klaim tersebut berdasarkan dengan 
fakta yang ada. Pada tahapan ini Tertanggung/Pemegang Polis dan 




BAB VII  
PENILAIAN AHLI (EXPERT JUDGMENT) 
 
 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan 
penjelasan apapun mengenai penilaian ahli. Hanya disinggung 
sekilas pada Pasal 1 angka (10), bahwa alternatif penyelesaian 
sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat 
melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di 
luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, 
atau penilaian ahli. Tanpa memberikan penjelasan sedikit pun 
pengertian, mekanisme dan hal-hal lainnya.  
 
Black's Law Dictionary, mendefinisikan ahli (expert) sebagai a 
person who, through education or experience, has developed skill or 
knowledge in a particular subject, so that he or she may form an 
opinion that will assist the fact-finder 51 (seseorang yang telah melalui 
pendidikan atau pengalaman, telah mengembangkan keterampilan 
atau pengetahuan dalam keahlian tertentu, sehingga yang 
bersangkutan dapat memberikan pendapat yang akan membantu 
menemukan fakta tertentu). Berkaitan dengan keahlian yang 
dimilikinya, dalam memberikan pendapat untuk menyelesaikan suatu 
masalah atau sengketa wajib tidak memihak kepada salah satu pihak 
(impartial expert). Misalnya seorang ahli yang ditunjuk oleh 
pengadilan untuk memberikan pendapat yang tidak bias (obyektif). 
 
Black's Law Dictionary mendefinisikan pendapat hukum (legal 
opinion) adalah a written document in which an attorney provides his 
or her understanding of the law as applied to assumed facts.  The 
attorney may be a private attorney or attorney representing the state 
or other governmental entity. Private attorneys frequently render legal 
opinions on the ownership of real estate or minerals, insurance 
                                                     
51.    Bryan A. Garner (Ed), Op.,Cit, hlm.1744. 
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coverage, and corporate transactions. A party may be entitled to rely 
on a legal opinion, depending on factors such as the identity of the 
parties to whom the opinion was addressed, the nature of the 
opinion, and the law governing these opinions 52 (suatu dokumen 
tertulis di mana seorang ahli hukum memberikan penjelasannya 
tentang hukum berkaitan dengan penerapan hukum terhadap fakta-
fakta yang diajukan. Advokad bisa menjadi penasihat pribadi, 
penasihat hukum yang mewakili negara atau badan pemerintah 
lainnya (jaksa). Advokad sering memberikan pendapat hukum 
mengenai kepemilikan real estat, mineral, asuransi, dan transaksi 
korporasi. Salah satu pihak mungkin menggunakan pendapat hukum 
tersebut, tergantung pada faktor-faktor seperti pendapat advokad 
tentang identitas para pihak, sifat dari pendapat, dan undang-undang 
yang mengatur pendapat tersebut). 
 
Secara umum, setiap orang dapat meminta pendapat ahli (legal 
opinion) kepada ahli hukum apabila kepentingannya menghendaki. 
Misalnya terlibat suatu masalah hukum, ingin mengetahui duduk 
persoalan suatu peristiwa dalam perspektif hukum yang berlaku. 
 
Secara akademis dan praktis, kebutuhan atau kegunaan dari 
pendapat hukum (legal opinion), adalah:53 
 
1. Menjabarkan suatu konteks hukum baik implisit maupun 
eksplisit, jika terdapat kontradiksi juridis yang berakibat 
adanya protes masyarakat terhadap penerapan suatu aturan 
hukum, atau terdapat penyimpangan norma-norma kultural 
yang berlaku dalam suatu masyarakat, dan jika hukum 
diterapkan, akan menimbulkan dampak yang luas yang 
berpengaruh pada stabilitas keamanan negara. 
 
2. Memberikan masukan pada legislator agar dapat membuat 
aturan lebih berhati-hati, memperhatikan aspek-aspek 
                                                     
52.     Ibid, hlm.3467 
53.   HF. Abraham Amos, 2004, Legal Opinion Aktualisasi Teoritis dan Empirisme, PT. 
Rajagrafindo Persada, Hlm.6. 
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kehidupan masyarakat, dan tidak menimbulkan konflik 
kepentingan. 
 
3. Berguna untuk menyelesaikan konflik kepentingan dalam 
suatu rancangan peraturan. 
 
4. Penulis menambahkan, juga digunakan untuk menyelesaikan 
konflik atau sengketa yang terjadi dalam hubungan hukum 
dalam masyarakat, hubungan antar lembaga negara dan 
memecahkan persoalan hukum yang terjadi. 
 
Berkaitan dengan hal tersebut Pasal 52 dan Pasal 53 UUAPS, 
menyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk 
memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas 
hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian, dan terhadap 
pendapat yang mengikat tersebut tidak dapat dilakukan perlawanan 
melalui upaya hukum apa pun. Ketentuan ini hanya memberikan 
kewenangan kepada lembaga arbitrase untuk dapat memberikan 
penilaian ahli dalam bentuk pendapat hukum (legal opinion). Dengan 
demikian lembaga selain arbitrase secara normatif juridis tidak 
berwenang memberikan penilaian ahli yang digunakan sebagai 
alternatif penyelesaian sengketa. 
 
Penjelasan Pasal 52 semakin mempertegas kewenangan lembaga 
arbitrase. Tanpa adanya suatu sengketa pun, lembaga arbitrase dapat 
menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu 
perjanjian, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat 
(binding opinion) mengenai suatu persoalan berkenaan dengan 
perjanjian tersebut. Misalnya mengenai penafsiran ketentuan yang 
kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan yang 
berhubungan dengan timbulnya keadaan baru dan lain-lain. Dengan 
diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut kedua belah 
pihak terikat padanya dan salah satu pihak yang bertindak 





Pada bidang jasa konstruksi penilaian ahli dapat diberikan oleh 
profesional, bukan oleh lembaga arbitrase. Penyelesaian sengketa 
yang dilakukan secara mediasi atau konsiliasi dapat dibantu penilai 
ahli untuk memberikan pertimbangan profesional aspek tertentu 
sesuai kebutuhan (Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 
Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 
2010 Pasal 49 ayat (2)). 
 
Pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 
Pasal 36, yang menyatakan: 
 
(1) Kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh 1 (satu) atau 
lebih penilai ahli yang profesional dan kompeten dalam 
bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan 
penilaian secara obyektif, yang harus dibentuk dalam waktu 
paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan mengenai 
terjadinya kegagalan bangunan.  
(2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih, dan 
disepakati bersama oleh penyedia jasa dan pengguna jasa.  
(3) Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu 
apabila kegagalan bangunan mengakibatkan kerugian dan atau 
menimbulkan gangguan pada keselamatan umum, termasuk 
memberikan pendapat dalam penunjukan, proses penilaian dan 
hasil kerja penilai ahli yang dibentuk dan disepakati oleh para 
pihak.  
  
Selanjutnya Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 
2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mempersyaratkan 
penilai ahli tersebut harus memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar 
pada Lembaga tertentu. Penilai ahli, bertugas untuk antara lain:  
 
a. menetapkan sebab-sebab terjadinya kegagalan bangunan;  
b. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan 
bangunan serta tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan;  
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c. menetapkan tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan 
bangunan;  
d. menetapkan besarnya kerugian, serta usulan besarnya ganti rugi 
yang harus dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang melakukan 
kesalahan;  





BAB VIII  
ARBITRASE (ARBITRATION) 
 
A. Pengertian Arbitrase 
Priyatna Abdurasyid54 berpendapat, “arbitrase merupakan 
suatu tindakan hukum di mana ada pihak yang menyerahkan sengketa 
atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua 
kelompok atau lebih kepada seseorang atau beberapa ahli yang 
disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final 
dan mengikat”.  
 
Fathurahman55 dengan mengutip Muhammad Salam Maskur, 
mengatakan, “jika dilihat dari literatur hukum Islam istilah arbitrase 
memiliki kesamaan arti dengan istilah tahkim yang berarti mengangkat 
sebagai wasit atau juru damai”. Secara terminologis menurut Luwis 
Ma’luf,56 tahkim berarti pengangkatan seorang atau lebih sebagai 
wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, 
guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. 
 
Secara sederhana arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk 
menjabarkan suatu bentuk tata cara menyelesaikan sengketa yang 
timbul, sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum 
final dan mengikat. Prasyarat utama terletak pada kewajiban para 
pihak membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase 
                                                     
54. Priyatna Abdurasyid, 2003, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa-Suatu 
Pengantar, Jakarta, Fikahati Aneska, hlm. 76. 





(arbitration clause atau arbitration agreement), dan menyepakati 
hukum dan tata cara yang ditempuh untuk mengakhiri sengketa.57 
 
Secara normatif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 1 
ayat (1) memberikan definisi, “arbitrase adalah cara penyelesaian 
sengketa perdata di luar peradilan umum yang berdasarkan pada 
perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak”.  
 
Arbitrase memiliki beberapa karakteristik, sebagai berikut: 
1. Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan. 
2. Arbitrase dipilih oleh para pihak secara sadar dan pilihan tersebut 
dibuat secara tertulis sebagai alternatif penyelesaian sengketa 
di luar pengadilan. 
3. Lembaga arbitrase bebas dipilih oleh para pihak, sesuai dengan 
isi perjanjian atau klausula perjanjian yang dibuat oleh para 
pihak. 
4. Lembaga arbitrase merupakan lembaga non pemerintah yang 
dibentuk oleh sekelompok masyarakat sebagai lembaga alternatif 
penyelesaian sengketa. 
5. Arbiter (wasit) dipilih sendiri oleh para pihak dengan membuat 
persetujuan secara tertulis. 
6. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah seng-
keta perdata (commercial disputes).  
7. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (final and binding). 
 
Commercial disputes menurut United Nation Commission on 
International Trade Law (UNCITRAL) atau UNCITRAL Rules, “the term 
commercial should be given a wide interpretation so as to cover 
matters arising from all relationships of a commercial in nature, 
whether contractual or not. Relationships of a commercial nature 
include, but are not limited to, the following transactions: any trade 
transaction for the supply or exchange goods or services; distribution 
agreement; commercial representation or agency; factoring; licensing; 
                                                     
57. Susanti Adi Nugroho, 2015, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan 
Hukumnya, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 77. 
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investment; financing; banking; insurance; exploitation agreement or 
concession; joint venture and other forms of industrials or business 
co-operation; carriage of goods or passenger by air, sea, rail, or 
road”. Mengenai hal ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
memberi batasan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, 
Pasal 5 menyatakan: 
(1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya 
sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang 
menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai 
sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. 
(2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya 
sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak 
dapat diadakan perdamaian. 
B. Sejarah Arbitrase 
Telah disinggung pada bab pendahuluan, bahwa secara filosofis 
penyelesaian sengketa di masyarakat Indonesia berpegang pada 
prinsip musyawarah untuk mufakat. Tokoh adat, tokoh masyarakat dan 
tokoh agama berperan sebagai pihak-pihak yang memfasilitasi terjadi 
perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa (sebagai penengah, 
wasit atau arbiter). Namun sejak diperkenalkan oleh Belanda lembaga 
yang bernama pengadilan, masyarakat meskipun tetap menggunakan 
prinsip musyawarah untuk mufakat secara perlahan-lahan dan pada 
akhirnya beranggapan pengadilan lebih efektif menyelesaikan sengketa, 
karena memiliki daya paksa. Selain itu juga dipengaruhi makin mele-
mahnya kewibawaan para tokoh adat, tokoh agama dan tokoh 
masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.  
 
Di zaman penjajahan Belanda, keberadaan lembaga arbitrase 
sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sudah diperkenal-
kan melalui Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan Het Herziene 
Indonesisch Reglement (HIR) ataupun Rechtsreglement Bitengewesten 
(RBg). Ketentuan yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di 
Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara 
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Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan 
Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene 
Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen 
Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement 
Buitengewesten, Staatsblad 1927:227). Pasal 377 HIR dan Pasal 705 
RBg secara umum menyatakan bahwa apabila orang Indonesia atau 
orang timur asing menghendaki persengketaan yang terjadi di antara 
mereka dapat diselesaikan oleh juru pisah (wasit) dengan tunduk 
pada ketentuan pengadilan yang berlaku bagi orang Eropa.  
 
Selanjutnya ketentuan dibolehkan menggunakan arbitrase sebagai 
alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan terdapat dalam 
penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 
disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan 
atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan 
tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah 
memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (executoir) dari 
pengadilan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai pengganti 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 masih mempertahankan Pasal 3 
ayat (1), yang menyatakan “Pasal ini mengandung arti bahwa di samping 
pengadilan negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan 
yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara. Penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit 
(arbitrase) tetap diperbolehkan”. Eksistensi arbitrase semakin kuat, 
setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999.  
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 
Tentang Kekuasaan Kehakiman secara khusus mengatur alternatif 
penyelesaian sengketa pada Pasal 58-61. Berisi ketentuan: 
1. Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar 
pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif 
penyelesaian sengketa.  
2. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa 
perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian 




3. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan 
hukum tetap dan mengikat para pihak.  
4. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase 
secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah 
ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak 
yang bersengketa.  
5. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga 
penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur 
yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar 
pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, 
konsiliasi, atau penilaian ahli.  
6. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian 
sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya 
dituangkan dalam kesepakatan tertulis.  
7. Kesepakatan secara tertulis bersifat final dan mengikat para 
pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.  
C. Keuntungan dan Kelemahan Arbitrase 
Sebagaimana dipaparkan pada Bab I, kehadiran lembaga arbitrase 
sebagai salah satu pranata hukum dalam penyelesaian sengketa 
dipengaruhi oleh kekecewaan masyarakat terutama kalangan pelaku 
bisnis terhadap kinerja pengadilan yang lambat, mahal dan tidak 
menghasilkan win-win solution. Beberapa hal yang menjadi pertim-
bangan kalangan pelaku bisnis memanfaatkan lembaga arbitrase, 
antara lain:58 
1. Para pihak yang bersengketa dapat memilih para arbiternya sendiri 
dan untuk itu tentunya akan dipilih mereka yang memiliki integritas, 
kejujuran, keahlian dan profesionalisme di bidangnya masing-masing 
(dan sama sekali tidak mewakili pihak atau konsultan bagi yang 
memilihnya). 
                                                     
58. Priyatna Abdurasyid, 2002, Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya 
Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Disputes 
Resolution-ADR/Arbitration) Suatu Tinjauan, Jurnal Hukum Bisnis Volume 21 
Oktober-November 2002, hlm. 8. 
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2. Pelaksanaan majelis arbitrase konfidensial dan oleh karena itu 
dapat menjamin rahasia dan publisitas yang tidak dikehendaki. 
3. Putusan arbitrase sesuai dengan kehendak dan niat para pihak 
merupakan putusan final dan mengikat para pihak terhadap 
sengketanya. 
4. Karena putusannya final dan mengikat, tata caranya bisa cepat, 
tidak mahal serta jauh lebih rendah dari biaya-biaya yang harus 
dikeluarkan dalam proses pengadilan. 
5. Tata cara arbitrase lebih informal dari tata cara pengadilan dan 
oleh karena itu terbuka untuk memperoleh dan tersedianya tata 
cara penyelesaian kekeluargaan dan damai (amicable), memberi 
kesempatan luas untuk meneruskan hubungan komersial para 
pihak dikemudian hari setelah berakhirnya proses penyelesaian 
sengketa. 
 
Dibandingkan dengan pengadilan, arbitrase mempunyai 
kelebihan, sebagai berikut:59 
 
1. Sidang arbitrase dilaksanakan tertutup untuk umum, sehingga 
kerahasiaan sengketa para pihak terjamin. 
 
2. Kelambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan 
administratif dapat dihindari. 
 
3. Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang 
menurut keyakinannya mempunyai pengalaman, pengetahuan, 
jujur dan adil, serta latar belakang yang cukup mengenai 
masalah yang disengketakan. 
 
4. Sikap arbiter atau majelis arbiter dalam menangani perkara 
arbitrase didasarkan pada sikap yang mengusahakan win-win 
solution terhadap para pihak yang bersengketa. 
                                                     
59. Grace Henni Tampongangoy, Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam 
Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional, 
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/7081/6594, 
diakses 3 Maret 2017, hlm. 162. 
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5. Pilihan umum untuk menyelesaikan sengketa, proses dan tempat 
penyelenggaraan arbitrase dapat ditentukan oleh para pihak.  
 
6. Putusan arbitrase mengikat para pihak (final and binding) dan 
dengan melalui tata cara sederhana ataupun langsung dapat 
dilaksanakan.  
 
7. Suatu perjanjian arbitrase (klausul arbitrase) tidak menjadi batal 
karena berakhir atau batalnya perjanjian pokok. 
 
8. Dalam proses arbitrase, arbiter atau majelis arbitrase harus 
mengutamakan perdamaian di antara para pihak yang 
bersengketa.  
 
Selain kelebihan tersebut, terdapat juga kelemahan dari   
arbitrase,   yaitu: 
 
1. Putusan     arbitrase ditentukan     oleh kemampuan teknis 
arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan    untuk    
melakukan    rasa keadilan para pihak. 
 
2. Apabila   pihak   yang   kalah   tidak   mau melaksanakan  
putusan  arbitrase,  maka diperlukan    perintah    dari    
pengadilan untuk melakukan eksekusi atas putusan arbitrase 
tersebut.  
 
3. Pada praktiknya pengakuan dan pelaksanaan  keputusan  
arbitrase  asing masih menjadi hal yang sulit.  
 
4. Pada umumnya pihak-pihak yang bersengketa di arbitrase adalah 
perusahaan-perusahaan     besar,     oleh karena     itu     untuk     
mempertemukan kehendak  para  pihak  yang  bersengketa dan  
membawanya  ke  badan  arbitrase tidaklah mudah.60    
5. Arbitrase belum dikenal secara luas, baik oleh masyarakat awam, 
maupun masyarakat bisnis, bahkan oleh masyarakat 
                                                     
60  Ibid 
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akademis. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui 
keberadaan dan kiprah dari lembaga-lembaga seperti BANI, 
BASYARNAS, dan P3BI.  
 
6. Masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai, sehingga 
enggan menggunakan lembaga arbitrase. Hal ini dapat dilihat 
dari sedikitnya perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui 
lembaga arbitrase yang sudah ada.  
 
7. Lembaga arbitrase dan APS/ADR tidak mempunyai daya paksa 
melakukan eksekusi putusannya.  
 
8. Kurangnya kepatuhan para pihak terhadap putusan arbitrase, 
sehingga seringkali mengingkari dengan berbagai cara, baik 
dengan teknik mengulur-ulur waktu, perlawanan, gugatan 
pembatalan ke pengadilan, dan sebagainya.  
 
9. Kurangnya para pihak memegang etika bisnis. Sebagai suatu 
mekanisme extra judicial, arbitrase hanya dapat bertumpu di atas 
etika bisnis, seperti kejujuran dan kewajaran. 61 
 
Selain sembilan kelemahan tersebut, kelemahan lain arbitrase, 
adalah: 
 
1. Masih terjadinya tarik menarik yurisdiksi antara pengadilan negeri 
dan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bisnis 
yang terikat dalam perjanjian arbitrase. Hal ini mengakibatkan 
terjadinya ketidakpastian hukum, dan pada akhirnya para pelaku 
bisnis meragukan efektivitas lembaga arbitrase dalam penyelesaian 
sengketa bisnis secara cepat, efektif, dan efisien serta final. 
 
2. Putusan arbitrase apabila tidak dilaksanakan secara sukarela oleh 
para pihak, membutuhkan perintah eksekusi dari Ketua 
                                                     
61. Bambang Sutiyoso, 2006, Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi 
Bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang, Citra 
Media Hukum, Yogyakarta, hlm.104-105. 
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Pengadilan Negeri setempat sepanjang putusan arbitrase 
tersebut didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Hal ini 
mengesankan putusan arbitrase tidak final dan non eksekutorial. 
Kecuali dengan etikad baik dilaksanakan secara sukarela oleh 
para pihak. 
D. Jenis-jenis Arbitrase 
Dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan 
konvensi internasional, serta dalam kenyataan yang biasa dilakukan 
oleh masyarakat, arbitrase dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu 
arbitrase institusional (tetap, terlembaga secara permanen) dan 
arbitrase ad hoc (tidak tetap dan insidental).  
a. Arbitrase institusional 
Arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase 
yang sengaja dibentuk dan didirikan oleh organisasi tertentu yang 
bersifat nasional maupun internasional sebagai lembaga penyelesaian 
sengketa yang permanen. Oleh karena itu memiliki staf yang tetap dan 
tenaga ahli sesuai dengan bidangnya masing-masing yang siap ditunjuk 
sebagai arbiter apabila ada pihak yang meminta penyelesaian sengketa, 
memiliki prosedur yang baku (standar) dan diterima keberadaannya 
oleh masyarakat sebagai lembaga penyelesaian sengketa.  
 Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau The 
Indonesian National Board of Arbitration62 
BANI adalah lembaga independen yang memberikan jasa 
beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-
bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BANI 
didirikan pada tahun 1977 atas prakarsa tiga pakar hukum 
terkemuka, yaitu almarhum Prof. Soebekti S.H. dan Haryono 
Tjitrosoebono S.H., dan Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid, dan 
dikelola dan diawasi oleh Dewan Pengurus dan Dewan Penasihat 
                                                     
62. http://www.bani-arb.org, diakses 1 September 2009. 
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yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sektor bisnis. 
BANI berkedudukan di Jakarta dengan perwakilan di beberapa 
kota besar di Indonesia termasuk Surabaya, Bandung, Pontianak, 
Denpasar, Palembang, Medan, dan Batam. 
Dalam memberikan dukungan kelembagaan yang diperlukan 
untuk bertindak secara otonomi dan independen dalam penegakan 
hukum dan keadilan, BANI telah mengembangkan aturan dan 
tata cara sendiri, termasuk batasan waktu di mana Majelis Arbitrase 
harus memberikan putusan. Aturan ini dipergunakan dalam arbitrase 
domestik dan internasional yang dilaksanakan di Indonesia.  Pada 
saat ini BANI memiliki lebih dari 100 arbiter berlatar belakang 
berbagai profesi, 30% di antaranya adalah asing. 
 
Urgensi keberadaan BANI, adalah: 
a. Turut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, 
menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat 
yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri dan 
keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif 
penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang-bidang 
Korporasi, Asuransi, Lembaga Keuangan, Fabrikasi, Hak 
Kekayaan Intelektual, Lisensi, Franchise, Konstruksi, Pelayaran/ 
maritim, Lingkungan Hidup, Penginderaan Jarak Jauh, dan 
lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan 
kebiasaan internasional. 
b. Menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian 
sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif 
penyelesaian sengketa lainnya, seperti negosiasi, mediasi, 
konsiliasi dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai 
dengan Peraturan Prosedur BANI atau peraturan prosedur 
lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan. 
c. Bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan 
hukum dan keadilan. 
d. Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program-
program pelatihan/pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif 




BANI sudah banyak menyelesaikan berbagai sengketa bisnis 
di Indonesia. Dapat dikatakan BANI merupakan lembaga arbitrase 
tertua di Indonesia. BANI juga telah mengadakan kerja sama 
dengan beberapa lembaga arbitrase di luar negeri antara lain 
The Japan Commercial Arbitration Association, The Netherlands 
Arbitration Institute, The Korean Commercial Arbitration Board, 
Australian Centre for International Commercial Arbitration, The 
Philippines Dispute Resolution Centre, Hong Kong International 
Arbitration Centre, The Foundation for International Commercial 
Arbitration dan Alternative Dispute Resolution (SICA-FICA). 
 Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)63 
 
Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah 
perubahan dari nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) 
yang merupakan salah satu wujud dari Arbitrase Islam yang 
pertama kali didirikan di Indonesia. Pendirinya diprakarsai oleh 
Majelis Ulama Indonesia (MUI), tanggal 05 Jumadil Awal 1414 H 
bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1993 M. Badan Arbitrase 
Muamalat Indonesia (BAMUI) didirikan dalam bentuk badan 
hukum yayasan sesuai dengan akta notaris Yudo Paripurno, S.H. 
Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993.  
 
Peresmian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) 
dilangsungkan tanggal 21 Oktober 1993. Nama yang diberikan 
pada saat diresmikan adalah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia 
(BAMUI). Peresmiannya ditandai dengan penandatanganan akta 
notaris oleh dewan pendiri, yaitu Dewan Pimpinan Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) pusat yang diwakili K.H. Hasan Basri dan 
H.S. Prodjokusumo, masing-masing sebagai Ketua Umum dan 
Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI). 
Sebagai saksi yang ikut menandatangani akta notaris masing-
masing H.M. Soejono dan H. Zainulbahar Noor, S.E. (Dirut Bank 
Muamalat Indonesia) saat itu. BAMUI tersebut diketuai oleh 
H. Hartono Mardjono, S.H. sampai beliau wafat tahun 2003. 
                                                     




Kemudian selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Badan 
Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menjalankan perannya, dan 
dengan pertimbangan yang ada bahwa anggota Pembina dan 
Pengurus Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sudah 
banyak yang meninggal dunia, juga bentuk badan hukum yayasan 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2001 tentang Yayasan sudah tidak sesuai dengan kedudukan 
BAMUI tersebut, maka atas keputusan rapat Dewan Pimpinan 
Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 
Desember 2003 nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) 
diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) 
yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil RAKERNAS MUI pada 
tanggal 23-26 Desember 2002. Badan Arbitrase Syariah Nasional 
(BASYARNAS) yang merupakan badan yang berada di bawah MUI 
dan merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia 
(MUI). Diketuai oleh H. Yudo Paripurno, S.H. 
 
Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) 
sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena 
dilatarbelakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk 
melaksanakan syariat Islam, melainkan juga lebih dari itu adalah 
menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan 
ekonomi dan keuangan di kalangan umat. Karena itu, tujuan 
didirikan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai 
badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan 
kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam 
hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain di 
kalangan umat Islam.  Berdirinya Badan Arbitrase Syariah Nasional 
(BASYARNAS) ini tidak terlepas dari konteks perkembangan kehi-
dupan sosial ekonomi umat Islam, kontekstual ini jelas dihubungkan 
dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank 
Perkreditan Rakyat berdasarkan Syariah (BPRS) serta Asuransi 
Takaful yang lebih dulu lahir.  
 
Perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya 
sektor perbankan, oleh karena itu dibuatlah Undang-Undang 
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Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang 
mengatur tentang perbankan syariah yang telah melegalisir 
keberadaan bank-bank yang beroperasi secara syariah, sehingga 
lahirlah bank-bank baru yang beroperasi secara syariah. Dengan 
adanya bank-bank yang baru ini maka dimungkinkan terjadinya 
sengketa-sengketa antara bank syariah tersebut dengan nasa-
bahnya sehingga Dewan Syariah Nasional menganggap perlu 
mengeluarkan fatwa-fatwa bagi lembaga keuangan syariah, agar 
didapat kepastian hukum mengenai setiap akad-akad dalam 
perbankan syariah, di mana di setiap akad itu dicantumkan klausula 
arbitrase yang berbunyi: “Jika salah satu pihak tidak menunaikan 
kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak 
maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.  
 
Dengan adanya fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut 
di mana setiap bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam 
setiap produk akadnya harus mencantumkan klausula arbitrase, 
maka semua sengketa-sengketa yang terjadi antara perbankan 
syariah atau lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya maka 
penyelesaiannya harus melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional 
(BASYARNAS).  
 
Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berdiri secara 
otonom dan independen sebagai salah satu instrumen hukum 
yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dari 
dalam lingkungan bank syariah, asuransi syariah, maupun pihak 
lain yang memerlukannya. Bahkan, dari kalangan nonmuslim 
pun dapat memanfaatkan Badan Arbitrase Syariah Nasional 
(BASYARNAS) selama yang bersangkutan mempercayai kredibili-
tasnya dalam menyelesaikan sengketa. 
 
Dasar hukum pendiriannya, adalah: 
a. Al-Qur’an 
1) Surat Al-Hujurat ayat 9, “Dan kalau ada dua golongan dari 
mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu 
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damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar 
perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar 
perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada 
perintah Allah. Kalau dia Telah surut, damaikanlah antara 
keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku 
adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang 
berlaku adil”. 
2) Surat An-Nisa ayat 35, “Dan jika kamu khawatirkan ada 
persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang 
hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 
keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud 
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada 




Hadis riwayat An-Nasa’i menceritakan dialog Rasulullah 
dengan Abu Syureih. Rasulullah bertanya kepada Abu 
Syureih: “Kenapa kamu dipanggil Abu Al-Hakam?” Abu 
Syureih menjawab: “sesungguhnya kaumku apabila 
bertengkar, mereka datang kepadaku, meminta aku 
menyelesaikannya, dan mereka rela dengan keputusanku itu”. 
Mendengar jawaban Abu Syureih itu Rasulullah berkata: 
“Alangkah baiknya perbuatan yang demikian itu”. Demikian 
Rasulullah membenarkan bahkan memuji perbuatan Abu 
Syureih, Sunnah yang demikian disebut Sunnah Taqririyah. 
 
c. Ijma’ 
Banyak riwayat menunjukkan bahwa para ulama dan sahabat 
Rasulullah sepakat (ijma’) membenarkan penyelesaian sengketa 
dengan cara arbitrase. Misalnya, diriwayatkan tatkala Umar 
bin Khattab hendak membeli seekor kuda. Pada saat Umar 
menunggang kuda itu untuk uji coba, kaki kuda itu patah. 
Umar hendak mengembalikan kepada pemilik. Pemilik kuda itu 
menolak. Umar berkata: “Baiklah, tunjuklah seseorang yang 
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kamu percayai untuk menjadi hakam (arbiter) antara kita 
berdua. Pemilik kuda berkata: “Aku rela Abu Syureih untuk 
menjadi hakam”. Maka dengan menyerahkan penyelesaian 
sengketa itu kepada Abu Syureih. Abu Syureih (hakam) yang 
dipilih itu memutuskan bahwa Umar harus mengambil dan 
membayar harga kuda itu. Abu Syureih berkata kepada 
Umar bin Khattab: “Ambillah apa yang kamu beli (dan bayar 
harganya) atau kembalikan kepada pemilik apa yang telah 
kamu ambil seperti semula tanpa cacat”. Umar menerima baik 
putusan itu.  
 
d.  Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 
Arbitrase menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah 
cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum, 
sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh 
para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan 
mengenai sengketa itu. Badan Arbitrase Syari’ah Nasional adalah 
lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud UU No. 30/1999. 
 
e.  SK MUI 
SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 Tanggal 
30 Syawwal 1424 H (24 Desember 2003) tentang Badan 
Arbitrase Syari’ah Nasional. 
 
f.  Fatwa DSN-MUI 
Semua fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
(DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa 
diakhiri dengan ketentuan: “Jika salah satu pihak tidak menu-
naikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara 
kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 
Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan 
melalui musyawarah. (Lihat Fatwa No. 05 tentang, jual beli 
saham, Fatwa No. 06 tentang jual beli istishna, Fatwa No. 07 
tentang pembiayaan mudharabah, Fatwa No. 08 tentang 
pembiayaan musyarakah, dan seterusnya). 
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Tujuan Badan Arbitrase Syari’ah Nasional, adalah: 
 
a. Menyelesaikan perselisihan/sengketa-sengketa keperdataan 
dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian/islah. 
b. Lahirnya Badan Arbitrase Syari’ah Nasional ini, menurut  
Mariam Darus Badrulzaman, sangat tepat karena melalui 
Badan Arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang 
operasionalnya menggunakan hukum Islam dapat diselesaikan 
dengan mempergunakan hukum Islam. 
c. Adanya Badan Arbitrase Syari’ah sebagai suatu lembaga per-
manen, berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya 
sengketa perdata di antara bank-bank syariah dengan para 
nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya dan 
antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-
hubungan keperdataan yang menjadikan syariat Islam sebagai 
dasarnya pada umumnya adalah merupakan suatu kebutuhan 
yang sungguh-sungguh nyata. 
d. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-
sengketa muamalah/perdata yang timbul dalam bidang 
perda-gangan, industri, jasa dan lain-lain. 
 
Ruang lingkup kewenangannya Badan Arbitrase Syari’ah 
Nasional (BASYARNAS) adalah: 
 
a. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah 
(perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, 
industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan 
perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang 
bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk 
menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai 
dengan prosedur BASYARNAS. 
b. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para 
pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan ber-
kenaan dengan suatu perjanjian. 
 
Eksistensi BASYARNAS semakin kuat setelah berlakunya 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
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Syari’ah. Ketentuan Pasal 55 Ayat (2) menyebut bahwa dalam hal 
para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa 
penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Maksud 
dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi 
akad” adalah berbagai upaya penyelesaian sengketa melalui: 
musyawarah, mediasi perbankan, melalui BASYARNAS atau 
lembaga arbitrase lain, dan/atau melalui pengadilan dalam 
lingkungan Peradilan Umum. 
 
Ketentuan Pasal 55 Ayat (2) dan penjelasannya 
menimbulkan konflik hukum (dualisme) dan menimbulkan 
ketidakpastian hukum. Sebab membuka peluang bagi dua 
lembaga peradilan (peradilan agama dan peradilan umum) 
berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syari’ah. 
Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 93/PUU-X/2012 
memutuskan Pasal 55 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 
dengan demikian sepenuhnya kembali pada ketentuan Pasal 55 
ayat (1) yang menyatakan bahwa terhadap sengketa perbankan 
syari’ah sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama. 
Tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat 3 penyelesaian di 
luar pengadilan tetap terbuka sepanjang tidak bertentangan 
dengan prinsip syari’ah. Artinya jika isi akadnya menyatakan 
pilihan penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase 
(BASYARNAS), maka Pengadilan Agama kehilangan kewenangan 
untuk mengadili sengketa tersebut, dan sepenuhnya menjadi 
kewenangan BASYARNAS. 
 
Prosedur penyelesaian sengketa melalui  BASYARNAS terdiri 
dari: adanya surat permohonan untuk mengadakan arbitrase, 
penetapan arbiter, acara pemeriksaan, perdamaian, 
pembuktian dan saksi/ahli, berakhirnya pemeriksaan, pengambilan 
putusan, perbaikan putusan, pembatalan putusan, pendaftaran 
putusan, pelaksanaan putusan (eksekusi), biaya arbitrase. Basyarnas 
sejak berdirinya pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2006 baru 
menyelesaikan perkara sebanyak 14 perkara dari berbagai perkara 
yang telah diajukan. Adapun banyaknya perkara yang ditolak, 
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dikarenakan perkara yang diajukan kurang memenuhi persyaratan, 
dari 14 perkara tersebut yang paling banyak terjadi adalah pada 
akad mudharabah dan murabahah dengan sistem profit and loss 
sharing. Persengketaan yang terjadi seperti: 
a. Tidak memenuhi kewajiban, baik itu jangka pendek maupun jangka 
panjang seperti tidak membayar pada saat jatuh tempo. 
b. Kewajiban-kewajiban nasabah kepada bank, terutama nasabah-
nasabah besar. 
 Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)64 
Pendirian BAPMI tidak terlepas dari keinginan pelaku Pasar 
Modal Indonesia untuk memiliki sendiri lembaga penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan, khusus di bidang Pasar Modal yang 
ditangani oleh orang-orang yang memahami Pasar Modal, 
dengan proses yang cepat dan murah, hasil yang final dan 
mengikat serta memenuhi rasa keadilan.  
Di dukung Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), maka 
selanjutnya pada tahun 2002 Self Regulatory Organizations 
(SROs) di lingkungan Pasar Modal yaitu PT Bursa Efek Jakarta 
(BEJ) dan PT Bursa Efek Surabaya (BES) [kini PT Bursa Efek 
Indonesia (BEI)], PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) 
dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bersama-sama 
dengan 17 asosiasi di lingkungan Pasar Modal Indonesia 
menandatangani MOU (Akta No. 14, dibuat oleh Notaris Fathiah 
Helmy SH) untuk mendirikan sebuah lembaga Arbitrase yang 
kemudian diberi nama Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, 
disingkat "BAPMI". Akta Pendirian BAPMI (Akta No. 15, dibuat 
oleh Notaris Fathiah Helmy SH) ditandatangani di Jakarta oleh PT 
BEJ dan PT BES (kini PT BEI), PT KPEI dan PT KSEI pada tanggal 
9 Agustus 2002 Selanjutnya BAPMI memperoleh pengesahan 
sebagai badan hukum melalui Keputusan Menteri Kehakiman dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: C-2620 HT.01.03.TH 
2002, tanggal 29 Agustus 2002. Pengesahan itu telah 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 
                                                     
64. http://www.bapmi.org/in/about_establishment.php, diakses 11 Maret 2017. 
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Oktober 2002, Nomor 84/2002, dan Tambahan Berita Negara 
Nomor 5/PN/2002.  
BAPMI memberikan jasa penyelesaian sengketa apabila 
diminta oleh pihak-pihak yang bersengketa melalui mekanisme 
penyelesaian di luar pengadilan (out of court dispute settlement). 
Namun tidak semua persengketaan dapat diselesaikan melalui 
BAPMI. Adapun persengketaan yang bisa diselesaikan oleh 
BAPMI harus memenuhi syarat sebagai berikut:  
a. hanyalah persengketaan perdata yang timbul di antara para 
pihak di bidang atau terkait dengan Pasar Modal;  
b. terdapat kesepakatan di antara para pihak yang 
bersengketa bahwa persengketaan akan diselesaikan 
melalui BAPMI; 
c. terdapat permohonan tertulis (pendaftaran perkara) dari 
pihak-pihak yang bersengketa kepada BAPMI;  
d. persengketaan tersebut bukan merupakan perkara dalam 
ruang lingkup hukum pidana dan atau hukum administratif. 
BAPMI menyediakan 4 jenis layanan penyelesaian sengketa di 
luar pengadilan yang dapat dipilih oleh para pihak yang 
bersengketa, yaitu: Pendapat Mengikat, Mediasi, Adjudikasi, dan 
Arbitrase.  
Menjalankan fungsinya sebagai lembaga alternatif 
penyelesaian sengketa, BAPMI menjamin kemandirian dan 
imparsialitasnya. Hal ini dapat dilihat bahwa tidak seorangpun 
diperkenankan oleh BAPMI untuk bertindak sebagai Mediator/ 
Adjudikator/Arbiter atas suatu persengketaan apabila yang 
bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan kasus 
yang ditangani atau dengan salah satu pihak yang bersengketa 
atau kuasa hukumnya. Jika keadaan benturan kepentingan baru 
diketahui kemudian, maka Mediator/ Adjudikator/ Arbiter itu 




Syarat terpenting untuk dapat mengajukan permohonan 
penyelesaian sengketa kepada Arbitrase BAPMI adalah adanya 
terlebih dahulu suatu Perjanjian Arbitrase antara para pihak yang 
bersengketa. Tanpa adanya Perjanjian Arbitrase maka 
persengketaan tidak dapat diajukan kepada BAPMI. Model 
Klausula Arbitrase: "Setiap sengketa yang timbul dari dan/ atau 
sehubungan dengan Perjanjian ini dan/ atau pelaksanaan 
Perjanjian ini, baik mengenai cidera janji maupun perbuatan 
melawan hukum, termasuk mengenai pengakhiran dan/ atau 
keabsahan perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus melalui 
Arbitrase BAPMI di Jakarta, dalam suatu Majelis Arbitrase yang 
beranggotakan 3 (tiga) Arbiter, berdasarkan Peraturan-peraturan 
BAPMI, dan Putusan Arbitrase tersebut bersifat final dan 
mengikat."  
Secara umum tahapan pemeriksaan dalam Arbitrase BAPMI 
adalah sebagai berikut:  
1. sidang pertama dan upaya damai;  
2. penyerahan Jawaban Replik-Duplik;  
3. penyerahan dan pencocokan bukti-bukti;  
4. sidang mendengar keterangan masing-masing Pihak;  
5. penyerahan keterangan tertulis saksi-saksi (fakta maupun 
ahli);  
6. sidang mendengar keterangan saksi-saksi (fakta maupun 
ahli);  
7. penyerahan bukti/ saksi tambahan jika ada;  
8. penyerahan Kesimpulan masing-masing Pihak;  
9. sidang pembacaan putusan;  
10. pendaftaran putusan di pengadilan negeri;  
11. pelaksanaan putusan.  
Persidangan Arbitrase BAPMI berlangsung di tempat yang 
ditetapkan oleh BAPMI atau tempat lain yang telah ditentukan 
oleh Pemohon dan Termohon. Bahasa yang dipergunakan selama 
persidangan adalah Bahasa Indonesia, kecuali disepakati lain oleh 
Pemohon, Termohon dan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, 
tetapi tetap putusan harus dalam bahasa Indonesia. Dalam 
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persidangan para pihak mempunyai hak yang sama dalam 
mengemukakan dan mempertahankan pendapat serta 
kepentingannya.  
Pemeriksaan dalam pokok perkara akan berlangsung paling 
lama 180 hari terhitung sejak Arbiter Tunggal ditunjuk/Majelis 
Arbitrase terbentuk, tanpa dihitung keperluan pemeriksaan atas 
eksepsi dan tuntutan provisionil lainnya jika ada. Arbiter Tunggal/ 
Majelis Arbitrase dapat memperpanjang jangka waktu tersebut 
berdasarkan alasan tertentu atau dengan persetujuan Pemohon 
dan Termohon. Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, 
pemeriksaan segera ditutup dan Arbiter menetapkan hari sidang 
untuk mengucapkan Putusan Arbitrase paling lama 30 hari sejak 
pemeriksaan berakhir. Apabila pemeriksaan sengketa telah 
selesai, pemeriksaan segera ditutup dan Arbiter menetapkan hari 
sidang untuk mengucapkan Putusan Arbitrase. Putusan Arbitrase 
akan diucapkan dalam sidang yang tertutup untuk umum dalam 
waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup, dengan 
atau tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa.  
Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan 
hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian 
terhadap Putusan Arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi 
atau peninjauan kembali. Dalam waktu paling lama 30 hari sejak 
tanggal diucapkan, lembar asli/ salinan otentik Putusan Arbitrase 
diserahkan dan didaftarkan oleh BAPMI (dalam hal ini Arbiter 
Tunggal/ Majelis Arbitrase atau kuasanya) kepada Panitera 
pengadilan negeri. Pendaftaran ini merupakan faktor terpenting 
dalam pelaksanaan Putusan Arbitrase, tanpa pendaftaran akan 
berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan. Dalam proses 
pendaftaran dan permohonan perintah eksekusi, Ketua 
pengadilan negeri tidak memeriksa kembali alasan atau 
pertimbangan dari Putusan Arbitrase. Hal ini merupakan 
perlindungan dan jaminan yang diberikan oleh Undang-undang 




Apabila ada pihak yang tidak bersedia melaksanakan Putusan 
Arbitrase secara sukarela, maka:  
1. Putusan Arbitrase akan dilaksanakan berdasarkan perintah 
eksekusi Ketua pengadilan negeri setempat atas permohonan 
salah satu pihak yang berkepentingan;  
2. pihak yang berkepentingan dan/ atau BAPMI dapat 
menyampaikan pengaduan kepada pengurus dari asosiasi/ 
organisasi di mana ia menjadi anggota;  
3. asosiasi/ organisasi di mana pihak yang berkepentingan 
menjadi anggota dan/ atau BAPMI dapat menyampaikan 
pengaduan kepada otoritas Pasar Modal dan seluruh anggota 
BAPMI.  
 Court of Arbitration of International Chamber of Commerce  
 
ICC International Court Arbitration adalah institusi dunia yang 
dibentuk untuk menyelesaikan masalah perdagangan internasional. 
Didirikan pada tahun 1923. Lembaga ini telah mengembangkan 
mekanisme penyelesaian sengketa secara khusus  dalam bidang  
bisnis dalam konteks internasional. Lembaga ini juga  
menyediakan pengaturan yang fleksibel dan netral untuk 
penyelesaian sengketa. Menjamin kerahasiaan dan kebebasan 
yang luas bagi para pihak untuk memilih model menyelesaikan 
sengketa. Penyelesaian sengketa diselesaikan oleh arbiter 
independen, yang di bawah pengawasan lembaga arbitrase dan 
selalu meningkatkan kualitas proses dan penegakan 
penghargaan. Tidak ada pembatasan mengenai pihak-pihak  
yang dapat menggunakan ICC International Court Arbitration  
atau yang dapat bertindak sebagai arbiter. Hal ini tercermin 
dalam meningkatnya jumlah negara yang menfaatkan ICC 
International Court Arbitration. Sejak awal, lembaga arbitrase 
telah menyelesaikan sengketa lebih dari 20.000 kasus yang 






 The International Centre for Settlement of Investment 
Disputes (ICSID)  
 
ICSID (International Center for the Settlement of Investment 
Dispute) adalah lembaga arbitrase yang menyelesaikan sengketa 
penanaman modal asing. Berdirinya lembaga ini diprakarsai 
oleh Bank Dunia (World Bank) berdasarkan Konvensi Washington 
(World Bank Convention) yang ditandatangani di Washington D.C, 
tanggal 18 Maret 1965 dan mulai berlaku tanggal 14 Oktober 
1966. Terbentuknya konvensi ini adalah sebagai akibat dari situasi 
perekonomian dunia (tahun 1950–1960-an), ketika beberapa negara 
berkembang melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing 
yang berada di negaranya dengan alasan untuk kepentingan 
ekonomi nasional. Tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya 
konflik ekonomi yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi 
sengketa politik atau bahkan perang.65 
ICSID menawarkan pelayanan penyelesaian sengketa 
internasional, terutama antara investor dan negara, termasuk 
juga sengketa antar negara. Selain itu, ada juga jasa pencarian 
fakta untuk mencegah terjadinya timbulnya sengketa. 
Penyelesaian sengketa meliputi: arbitrase berdasarkan Konvensi 
ICSID, arbitrase dengan fasilitas tambahan, konsiliasi 
berdasarkan Konvensi ICSID, konsiliasi dengan fasilitas 
tambahan, tindakan pencari fakta, mediasi, alternatif 
penyelesaian sengketa, dan arbitrase non-ICSID (misalnya 
berdasarkan  UNCITRAL Arbitration Rules). Sekretaris Jenderal 
memiliki otoritas untuk menunjuk arbiter, konsiliator dan 
mediator, dan memutuskan menerima atau menolak 
permohonan yang diajukan, mendiskualifikasi seorang arbiter 
yang menjalankan tugasn tidak mengkiuti peraturan Konvensi 
                                                     




ICSID atau aturan tambahan.66 Pada Mei 2016, ada 162 negara 
yang menyatakan setuju dan tunduk pada Konvensi ICSID.67 
b. Arbitrase ad hoc (voluntary arbitration) 
Arbitrase ad hoc (voluntary arbitration) adalah arbitrase yang 
dibentuk secara insidental untuk menyelesaikan sengketa tertentu 
dalam jangka waktu tertentu dan apabila sengketa tersebut sudah 
diselesaikan, dengan sendirinya arbitrase menjadi bubar/dibubarkan. 
Arbitrase ad hoc sering digunakan oleh masyarakat hukum adat, 
sengketa pertanahan, ganti rugi, sengketa perburuhan. Menurut 
Gunawan Widjaja,68 para pihak dapat mengatur sendiri bagaimana 
pelaksanaan pemilihan arbiter, kerangka kerja, prosedur arbitrase dan 
aparatur administratif dari arbitrase ad hoc. Namun dalam pelaksa-
naannya, arbitrase ad hoc ini mengalami kesulitan, antara lain kesulitan 
melakukan negosiasi dan menetapkan aturan prosedural arbitrase, 
kesulitan dalam merencanakan metode pemilihan arbitrase yang 
dapat diterima kedua belah pihak. Oleh karena itu lebih sering dipilih 
arbitrase institusional. 
E. Perjanjian Arbitrase  
Perjanjian arbitrase dan kompetensi arbitrase memiliki kaitan yang 
sangat penting. Tanpa adanya perjanjian arbitrase, maka arbitrase 
kehilangan kompetensi untuk dapat menyelesaikan sengketa dari 
para pihak yang bersengketa. Yurisdiksi arbitrase didasarkan pada 
adanya perjanjian arbitrase. Jika perjanjian arbitrase tidak ada, maka 
penyelesaian sengketa tersebut tunduk pada kompetensi Pengadilan 
Negeri. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) undang-undang arbitrase, 
“perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula 
                                                     
66. https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/services/Pages/default.aspx, diakses 
22 Januari 2016. 
67. https://icsid.worldbank.org/en/Pages/about/Database-of-Member-States.aspx, 
diakses 22 Januari 2016. 
68. Gunawan Widjaja, 2001, Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa, 
Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 106. 
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arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat 
oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase 
tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa”. Dari 
ketentuan tersebut perjanjian arbitrase dapat dibedakan menjadi 2, 
yaitu: 
1. Perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum terjadinya sengketa. 
Hal ini lazim dikenal dengan istilah pactum de compromittendo. 
Para pihak telah melakukan antisipasi terhadap kemungkinan 
terjadinya sengketa di kemudian hari. Ada 2 pilihan dapat dilakukan 
dalam membuat pactum de compromittendo, yaitu menempatkan 
perjanjian arbitrase dalam perjanjian pokok yang umumnya 
terdapat pada klausul penyelesaian sengketa, atau membuat 
perjanjian yang terpisah namun tetap merupakan satu kesatuan 
dengan perjanjian pokok. Contoh klausul perjanjian arbitrase 
antara lain sebagai berikut: 
b. Versi BANI 
“semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan disele-
saikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia 
(BANI) menurut peraturan BANI, yang keputusannya mengikat 
kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan dalam 
tingkat pertama dan terakhir”. 
Versi Klausula BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia) 
BAPMI merekomendasikan kepada para pihak yang 
bermaksud memilih cara penyelesaian Mediasi BAPMI di 
dalam kontraknya menggunakan Klausula Mediasi standar 
sebagai berikut:  
Ayat 1: Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan 
dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah 
untuk mufakat di antara para pihak.  
Ayat 2: Apabila upaya musyawarah untuk mufakat tidak 
berhasil, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan 
melalui Mediasi BAPMI berdasarkan Peraturan-peraturan BAPMI.  
Ayat 3: Apabila Mediasi juga mengalami kegagalan, para pihak 
sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Arbitrase 
BAPMI berdasarkan Peraturan-peraturan BAPMI sebagai putusan 
yang mengikat, pertama dan terakhir bagi para pihak. Arbitrase 
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berbentuk majelis yang berjumlah 3 (tiga) Arbiter. Para pihak 
menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan, 
gugatan, atau permohonan dalam bentuk apa pun kepada 
Pengadilan Negeri atau badan peradilan lain tentang segala 
sesuatu yang berhubungan dengan perselisihan yang disele-
saikan dan diputus melalui Arbitrase BAPMI, kecuali untuk 
maksud pelaksanaan dari putusan Arbitrase tersebut.  
Versi ICC (International Chamber of Commerce) 
“All dispute arising in connection with the present contract 
shall be finally settled under the Rules of Conciliation and 
Arbitration of the International Chamber of Commerce by one 
or more arbitrators appointed in accordance with the said 
rules”. 
Versi UNCITRAL 
“Any dispute, controversy or claim arising out of relating to 
this contract, or the breach, termination or invalidity there of 
shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL 
Arbitration Rules as at present in force. The appointing authority 
shall be the ICC acting in accordance with the rules adopted 
by the ICC for this purpose”. 
Versi Technical Assistance and License Agreement 
“Any dispute and difference between Licensor and Licensee 
hereto which arised out of or in connection with this agreement 
or subject matter of this agreement (whether or not but without 
prejudice to the generality of the foregoing alternatives, 
touching on the legality, validity or enforceability of this 
agreement) shall be referred to and finally settled by 
Arbitration to be held in Jakarta under Rules of Conciliation 
and Arbitration Act the International Chamber of Commerce in 
Paris by one or more arbitrator appointed accordance with the 
said rules, and whose award shall be final and binding upon 
the parties”. 
 
2. Perjanjian arbitrase yang dibuat setelah terjadinya sengketa. Hal 
ini lazim disebut acta compromise. Apabila dalam perjanjian 
awalnya belum ada klausul yang mengatur mengenai perjanjian 
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arbitrase dan terjadi persengketaan, para pihak dapat mengajukan 
penyelesaian sengketa kepada arbitrase dengan terlebih dahulu 
membuat perjanjian arbitrase secara tertulis dan ditandatangani 
oleh kedua belah pihak (akta kompromi). Tata cara pembuatan 
akta kompromi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 9 UU Nomor 
30 Tahun 1999, yang selengkapnya menyatakan: 
1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui 
arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal 
tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang 
ditandatangani oleh para pihak. 
2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut 
harus dibuat dalam bentuk akta notaris. 
3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus 
memuat: 
a. masalah yang dipersengketakan; 
b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; 
c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbiter; 
d. tempat arbiter atau majelis arbiter akan mengambil keputusan; 
e. nama lengkap sekretaris; 
f. jangka waktu penyelesaian sengketa; 
g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan 
h. pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk 
menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian 
sengketa melalui arbitrase. 
4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) batal demi hukum. 
F. Yurisdiksi Arbitrase 
Yurisdiksi arbitrase disandarkan pada ketentuan Pasal 3 UU Nomor 
30 Tahun 1999 yang menyatakan, “Pengadilan Negeri tidak berwenang 
untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian 
arbitrase”.  
Ketentuan tersebut melahirkan kompetensi absolut dari arbitrase 
dan menghapus kompetensi dari Pengadilan Negeri, tanpa melihat 
bunyi klausula yang dicantumkan oleh para pihak dalam perjanjian 
110 
 
arbitrase. Terhadap hal ini, M. Yahya Harahap69 berpendapat bahwa 
penerapan ketentuan Pasal 3 tersebut secara generalisasi dan absolut 
tanpa memperhatikan klausula yang disepakati dalam perjanjian 
arbitrase dapat menimbulkan kekeliruan karena alasan-alasan sebagai 
berikut: 
1. Penerapan ketentuan Pasal 3 secara generalisasi dan absolut 
adalah keliru atau tidak selamanya benar. 
2. Penerapan secara generalisasi dan absolut tanpa 
mempersoalkan ruang lingkup sengketa yang disebutkan dan 
tercantumkan dalam klausula adalah keliru, karena secara 
teori dan praktek hukum sendiri membenarkan cara 
perumusan klausula yang berbentuk umum dan bentuk 
terbatas (parsial). Kata kunci untuk menentukan klausula umum 
dapat dilihat dari penggunaan kata segala, semua atau setiap 
atau all disputes. Pada klausula ini arbitrase memiliki 
kewenangan mutlak dan Pengadilan Negeri tidak 
berwenang mengadilinya. Sedangkan klausula terbatas 
(parsial) dapat dilihat dari pembatasan jenis sengketa 
tertentu saja yang akan disele-saikan melalui arbitrase. 
Artinya di luar sengketa yang disebutkan dan tercantumkan 
dalam perjanjian arbitrase menjadi kewenangan Pengadilan 
Negeri.  
 
Sedikit berbeda dengan M. Yahya Harahap, penulis berpendapat 
bahwa ketentuan Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 sudah tepat dan 
tidak perlu ada kekhawatiran mengenai penerapannya secara absolut 
atau generalisasi dapat menimbulkan kekeliruan. Ketentuan tersebut 
memang menegaskan kewenangan absolut arbitrase dan menghapus 
kewenangan Pengadilan Negeri sepanjang perjanjian yang dibuat oleh 
para pihak menyatakan arbitrase berwenang menyelesaikan sengketa 
yang terjadi antara mereka.  
 
Agar kewenangan arbitrase tidak membias menyelesaikan sengketa 
yang bukan menjadi kompetensi arbitrase dapat dirujuk pada ketentuan 
Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan, 
                                                     
69. M. Yahya Harahap, 2002, Op.,Cit, hlm. 17.  
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“sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa 
di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan 
peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang 
bersengketa”. Artinya meskipun klausula perjanjian arbitrase bersifat 
umum (general) atau terbatas (parsial, enumeratif) jika bertentangan 
dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) maka arbitrase tidak memiliki 
kompetensi untuk menyelesaikannya. Sebaliknya jika sesuai dengan 
ketentuan Pasal 5 ayat (1) maka sepenuhnya menjadi kompetensi 
arbitrase. 
 
Tetapi dalam perkembangan arbitrase di Indonesia masih terjadi 
tarik menarik kewenangan antara arbitrase dan Pengadilan Negeri. 
Banyak putusan arbitrase dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dan 
Pengadilan Negeri menyatakan berwenang mengadili sengketa yang 
telah diputus oleh arbitrase yang terikat pada perjanjian arbitrase. 
Seperti yang terjadi pada kasus sengketa PT. Pura Barutama lawan 
Perum PERURI. Objek sengketa adalah mengenai pasokan kertas 
uang pecahan Rp 1.000,00 dan Rp 5.000,00 dari PT. Pura Barutama 
dianggap tidak sesuai dengan spesifikasi yang dicantumkan dalam 
kontrak dengan Perum PERURI. Sengketa tersebut diselesaikan 
melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI pada 
tanggal 4 Juli 2002 No. 147/IV/ARB-BANI memutuskan menerima 
gugatan Perum PERURI dan menyatakan PT. Pura Barutama 
melakukan wan prestasi dan wajib membayar denda sebesar Rp 16,5 
milyar kepada Perum PERURI. PT. Pura Barutama tidak puas atas 
putusan tersebut dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri 
Kudus. Pengadilan Negeri Kudus dalam putusannya membatalkan 
putusan BANI dan menghukum Perum PERURI membayar biaya 
perkara sebesar Rp 149.000,00. Majelis Hakim dalam perkara ini 
juga masuk dalam wilayah substansi dari perkara yang sudah diputus 
oleh Majelis Arbitrase.70 
 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memang memberikan 
kemungkinan bagi pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimaksudkan 
untuk menguji agar putusan arbitrase tersebut benar-benar memenuhi 
                                                     
70. Putusan Mahkamah Agung Nomor 320K/PDT/2007 Tahun 2007. 
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perasaan keadilan bagi para pihak dan tidak melanggar ketentuan 
hukum arbitrase.  
 
Para pihak yang merasa ada ketidakadilan atau kejanggalan 
dalam proses arbitrase dapat mengajukan keberatan dan pembatalan 
putusan arbitrase tersebut ke Pengadilan Negeri setempat. Pembatalan 
putusan arbitrase diatur dalam Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999, 
yang menyatakan: “Terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat 
mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga 
mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah 
putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; 
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat 
menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; 
3. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu 
pihak dalam pemeriksaan sengketa”.  
 
Pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri sebenarnya 
bukan merupakan tindakan yang salah, sepanjang pertimbangan-
pertimbangan hukum yang dijadikan sandaran putusan Pengadilan 
Negeri tersebut sesuai dengan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 1999 
Pasal 70. Namun jika pertimbangan hukum yang digunakan dalam 
putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah 
Agung di luar ketentuan Pasal 70, maka pengadilan telah melampaui 
kewenangannya. Dari beberapa kasus yang telah  dikemukakan di 
atas terlihat pengadilan tidak menjadikan Pasal 70 sebagai landasan 
untuk menjatuhkan putusan pembatalan putusan arbitrase dan 
mengabaikan klausula arbitrase yang telah dibuat oleh para pihak. 
 
Alasan-alasan yang digunakan oleh para pihak dalam 
mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke PN, 
adalah: (1) putusan arbitrase diambil berdasarkan Pasal 70 UUAAPS, 
(2) Lembaga arbitrase tidak memiliki kewenangan memeriksa, 
mengadili dan memutus sengketa para pihak, sebagai akibat kurang 
jelas dan tegasnya klausula arbitrase dalam kontrak (Kasus Yemen 
Airways melawan PT. Comarindo Expres Tama Tour & Travel), 
Sementara majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara 
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permohonan pembatalan putusan arbitrase yang amar putusannya 
membatalkan putusan arbitrase menggunakan pertimbangan hukum, 
antara lain: (1) putusan arbitrase diambil berdasarkan tipu muslihat 
salah satu pihak, (2)  berdasarkan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 57 
UUAAPS, (3) berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUAAPS, (4) 
berdasarkan alasan-alasan di luar ketentuan Pasal 70 UUAAPS, 
misalnya arbitrase tidak memiliki kewenangan memeriksa dan 
memutus sengketa (Kasus Yemen Airways melawan PT. Comarindo 
Expres Tama Tour & Travel). Sebelum majelis hakim memeriksa 
pokok permohonan pembatalan putusan arbitrase sebaiknya majelis 
hakim mencermati dan menggunakan ketentuan UUAAPS Pasal 1 ayat 
(3) mengenai keharusan adanya perjanjian arbitrase yang dibuat 
secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, Pasal 3 mengenai 
tidak berwenangnya Pengadilan Negeri mengadili sengketa para pihak 
yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, Pasal 4 mengenai 
kewenangan arbitrase dan arbiter menjatuhkan putusan, Pasal 5 Ayat 
(1) mengenai Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase 
hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang 
menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai 
sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, Pasal 9 Ayat (1) mengenai 
keharusan membuat perjanjian tertulis apabila para pihak memilih 
penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, dan 
Pasal 11 mengenai tiadanya hak para pihak mengajukan 
penyelesaian sengketa dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri, dan 
Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di 
dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui 
arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam 
Undang-undang ini. Dengan demikian sejak awal sudah dapat 
dipastikan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut 
menjadi kewenangan PN atau bukan.71 Kekuatan klausula arbitrase 
dan yurisdiksi arbitrase dalam menyelesaikan sengketa sangat kuat 
dan sudah jelas diatur dalam hukum positif Indonesia (Undang-
                                                     
 
71. Candra Irawan, 2015, Mempersoalkan Kekuatan Klausula Penyelesaian Sengketa 
Melalui Arbitrase Di Indonesia (Telaah Law In Book Dan Law In Action), Paper 
pada Konferensi Asosiasi Pengajar Hukum Perdata (APHK) III, Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya, Malang tanggal 19-21 Oktober 2015. hlm.7 
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undang Nomor 30 Tahun 1999). Implementasinya sangat ditentukan 
adanya etikad baik para pihak, kejelasan rumusan klausula atau 
perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan konsistensi 
pengadilan (PN, MA) dalam menegakkan UUAAPS.72 
 
Pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri akan 
menambah ketidakberdayaan arbitrase dalam menjalankan tugasnya 
sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan yang pada seharusnya berkontribusi dalam mengurangi 
beban pengadilan yang telah begitu berat untuk menyelesaikan perkara 
yang semakin menumpuk. Lebih dari itu, fakta tersebut akan semakin 
menghilangkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan baik lokal 
maupun internasional terhadap kepastian hukum di Indonesia. Tidak 
tepat bila pengadilan Indonesia menganggap lembaga arbitrase sebagai 
saingan yang akan memudarkan pamor peradilan Indonesia. Sebaliknya 
pengadilan dalam hal ini harus melihat lembaga arbitrase sebagai mitra 
yang membantu pengadilan untuk mewujudkan keadilan.73   
 
Menurut Erman Rajagukguk, sebagian besar putusan Mahkamah 
Agung RI konsisten dengan kompetensi absolut lembaga arbitrase yang 
tercantum klausula arbitrase. Contoh putusan Mahkamah Agung RI 
tersebut antara lain: 74  
 
1. Perkara Ahju Forestry Company Limited (Penggugat) lawan 
Sutomo/Direktur Utama PT. Balapan Jaya (Tergugat). Pengadilan 
Negeri Jakarta Utara dalam putusan No. 113/1980 mengabulkan 
sebagian gugatan Penggugat. Kemudian Pengadilan Tinggi Jakarta 
dengan putusan tanggal 7 Mei 1981 No. 57/1981/PT. Perdata 
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Namun 
dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan 
Pengadilan Tinggi Jakarta dengan menyatakan bahwa Pengadilan 
                                                     
72. Ibid, hlm 8. 
73. Ricardo Simanjuntak, 2002, Konflik Yurisdiksi Antara Arbitrase dan PN Dalam 
Memeriksa dan Memutuskan Perkara yang Mengandung Klausula Arbitrase di 
Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 2 Oktober-November 2002, hlm. 84.   
74. Lebih lengkap baca Erman Rajagukguk, 2001, Arbitrase Dalam Putusan 
Pengadilan, Jakarta, Chandra Pratama, hlm. 19-26.  
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Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini. 
Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa 
ketentuan Dewan Arbitrase dalam Pasal 15 Basic Agreement for 
Joint Venture telah mengikat para pihak sebagai undang-undang 
(Pasal 1338 KUHPerdata). Oleh karena itu putusan judex factie 
telah bertentangan dengan Pasal 615 dan dengan demikian telah 
melanggar ketentuan tentang kompetensi absolut. 
 
2. Perkara PT. Asuransi Royal Indrapura (Tergugat) lawan Sohandi 
Kawilarang (Penggugat). Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui 
putusan tanggal 14 Juli 1980 No. 869/1980 mengabulkan gugatan 
Penggugat dan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya 
tanggal 4 November 1981 No. 225/1980/PT. Perdata menguatkan 
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mahkamah Agung dalam 
putusannya menerima permohonan kasasi Tergugat (PT. Asuransi 
Royal Indrapura) dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta. Mahkamah Agung 
menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili 
perkara ini dan dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan 
bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum. Berda-
sarkan Polis asuransi No. 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978 
di bawah bagian conditions telah diuraikan bahwa “all differences 
arising out of this policy shall be referred to decision of an 
arbitration to be appointed in writing by parties in difference or if 
they cannot agree upon a single arbitration”. Dengan demikian 
perkara tersebut secara absolut berada pada kewenangan arbitrase 
bukan pada lembaga peradilan biasa. 
 
Contoh yang lebih baru yang menunjukkan konsistensi Mahkamah 
Agung Republik Indonesia terhadap gugatan pembatalan putusan 
arbitrase, adalah: 
 
1. Perkara PT. Pura Barutama lawan Perum PERURI.75 Objek 
sengketa adalah mengenai pasokan kertas uang pecahan Rp 
                                                     




1.000,00 dan Rp 5.000,00 dari PT. Pura Barutama dianggap tidak 
sesuai dengan spesifikasi yang dicantumkan dalam kontrak 
dengan Perum PERURI. Sengketa tersebut diselesaikan melalui 
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI pada tanggal 4 
Juli 2002 No. 147/IV/ARB-BANI memutuskan menerima gugatan 
Perum PERURI dan menyatakan PT. Pura Barutama melakukan 
wan prestasi dan wajib membayar denda sebesar Rp 16,5 milyar 
kepada Perum PERURI. PT Pura Barutama tidak puas atas putusan 
tersebut dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kudus. 
Pengadilan Negeri Kudus dalam putusannya tanggal 2 Juli 1999 
Nomor 30/Pdt.P/2002/PN.Kudus yang isinya membatalkan putusan 
BANI dan menghukum Perum PERURI membayar biaya perkara 
sebesar Rp 149.000,00. Mahkamah Agung RI melalui putusan 
Nomor 1/Banding/Wasit/2003 tanggal 11 Februari 2004 yang antara 
lain menyatakan: 
a. Menetapkan PT. Pura Barutama telah melakukan wan 
prestasi. 
b. Menghukum PT. Pura Barutama untuk membayar 
denda keter-lambatan penyerahan kertas uang 
sebesar USD 276,883,64 ekuivalen Rp 2.630.394,75. 
c. Menghukum termohon (PT. Pura Barutama) untuk 
membayar kepada pemohon sejumlah uang sebesar 
yang tercantum dalam Bank Garansi yang sesuai 
dengan perjanjian menjadi kewajiban termohon untuk 
memperpanjangnya untuk pecahan Rp 1000,00 (S/TE 
2000) sebesar USD 214,717,545 ekuivalen Rp 
2.039.816.667,50, pecahan Rp 5000,00 (U/TE 2000) 
sebesar USD 154,460,14 ekuivalen Rp 1.467.376.080 
yang semuanya berjumlah USD 369,177,685 
ekuivalen Rp 3.507.192.747,50 yang sesuai dengan 
pertimbangan majelis diputus menjadi sebesar USD 
276.883,36 ekuivalen Rp 2.630.394.560,63. 
d. Menghukum PT. Pura Barutama untuk memusnahkan 
kertas uang yang dimaksud sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku atas biaya termohon. 
e. Menghukum termohon (PT. Pura Barutama) untuk 
mengem-balikan seluruh pembayaran yang telah 
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dilakukan oleh Pemohon dan diterima oleh Termohon 
sebesar: 
1) Pecahan kertas uang Rp 1000,00 (S/TE 2000) 
sebesar Rp 8.689.166.902,20. 
2) Pecahan kertas uang Rp 5000,00 (U/TE 2000) 
sebesar Rp 13.094.402.731,20. 
3) Total seluruhnya Rp 21.783.569.633,70 yang 
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, 
Majelis putuskan menjadi Rp 16.337.677.355,3. 
2. Perkara Dr. H. IKHSAN LAHARDY CHAIRUDIN, S.E., 
M.M., lawan PT. BANK SYARIAH BUKOPIN.76 
Sengketa tersebut diajukan penyelesaiannya melalui 
Badan Arbitrase Syariah Nasional telah memberikan 
putusan Nomor 21/Tahun 2015 / BASYARNAS / Put / 
Ka.Jkt tanggal 26 November 2015 yang amarnya 
antara lain:  
a. Menyatakan bahwa Termohon dan Turut Termohon yang 
telah dipanggil dengan sah dan sepatutnya untuk menghadap 
dipersidangan akan tetapi tidak pernah hadir, oleh karena itu 
putusan ini dilakukan diluar hadir Termohon dan Turut 
Termohon (verstek);  
b.Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; 
c. Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan ingkar 
janji (wanprestasi);  
d.Menghukum Termohon membayar kepada Pemohon 
kewajibannya per 31 Oktober 2014 sebesar 
Rp.8.292.116.261,00 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh 
dua juta seratus enam belas ribu dua ratus enam puluh satu 
rupiah) secara tunai dan sekaligus;  
 Terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional 
Nomor 21/Tahun 2015/BASYARNAS/Put/Ka.Jkt tanggal 26 
November 2015 tersebut, Dr. H. IKHSAN LAHARDY 
CHAIRUDIN, S.E., M.M., telah mengajukan permohonan 
pembatalan di Pengadilan Negeri Tangerang. Alasan yang 
diajukan, antara lain: 
                                                     
76.  Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 700 B/Pdt.Sus-Arbt/2017 
118 
 
a. Termohon (PT. Bank Syariah Bukopin) secara sengaja 
tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 8 Undang-undang Arbitrase. Dalam hal timbul 
sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat 
tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail atau dengan 
buku ekspedisi kepada Termohon bahwa syarat arbitrase 
yang diadakan oleh pemohon atau Termohon berlaku; 
b. Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah mendapat 
pemberitahuan apapun dari Termohon terkait rencananya 
menggugat Pemohon melalui Badan Arbitrase Syariah 
Nasional (BASYARNAS) apalagi mendapat pemberitahuan 
dalam bentuk surat pemberitahuan yang berisikan poin-
poin sebagaimana perintah Pasal 8 Undang-Undang 
Arbitrare; 
c. Pemberitahuan terkait penyelenggaraan arbitrase tersebut 
ternyata dilakukan dengan menggunakan jasa kurir 
swasta yakni TIKI; 
Terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan 
Negeri Tangerang telah memberikan putusan Nomor 
641/Pdt.Sus-Arb/2016/PN.Tng tanggal 5 Desember 2016 yang 
amarnya sebagai berikut: 
a. Menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase 
seluruhnya;  
b. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara 
yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp721.000,00 
(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah). 
 Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor 
700 B/Pdt.Sus-Arbt/2017:  
a. Menyatakan permohonan banding dari Pemohon: Dr. H. 
IKHSAN LAHARDY CHAIRUDIN, S.E., M.M., tersebut 
tersebut tidak dapat diterima;  
b. Menghukum Pemohon/Pemohon Pembatalan Putusan 
Arbitrase untuk membayar biaya perkara pada semua 
tingkat peradilan, yang dalam tingkat terakhir ditetapkan 
sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 
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G. Penunjukan Arbiter 
Arbiter adalah orang atau pihak yang ditunjuk atau dipilih oleh 
para pihak yang bersengketa atau oleh ketua Pengadilan Negeri untuk 
membantu menyelesaikan sengketa melalui proses arbitrase. Arbiter 
yang ditunjuk terdiri dari satu orang atau lebih.  
 
Tidak semua orang dapat menjadi arbiter, karena harus memenuhi 
kriteria-kriteria tertentu. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 
12 ayat (1) menyatakan orang yang dapat ditunjuk dan diangkat 
sebagai arbiter harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
1. Cakap melakukan tindakan hukum. 
2. Berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun. 
3. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai 
dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. 
4. Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain atas 
putusan arbiter. 
5. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya 
paling sedikit 15 (lima belas) tahun.  
 
Sebagai lembaga peradilan swasta, maka orang yang dapat men-
jadi arbiter tidak boleh dari kalangan pejabat peradilan seperti hakim, 
jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya. Hal ini dimaksudkan 
untuk lebih menjamin objektivitas dari proses arbitrase. 
 
Penunjukan arbiter dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu: 
1. Ditunjuk sendiri oleh para pihak yang bersengketa berdasarkan 
kesepakatan tertulis. 
2. Ditunjuk oleh badan arbitrase tertentu atas dasar permintaan 
dari para pihak yang bersengketa secara tertulis. Hal ini dapat 
merujuk dari bunyi klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase. 
3. Diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri. Ketua PN menunjuk arbiter, 
apabila terjadi situasi sebagai berikut: 
a. Para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk memilih arbiter. 
Dalam hal mengangkat arbiter ad hoc, ketua PN dapat menunjuk 
arbiter atas permohonan yang diajukan oleh para pihak yang 
bersengketa (Pasal 13). Dalam hal para pihak sepakat bahwa 
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sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter 
tunggal dan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) 
hari sejak Termohon menerima usul Pemohon dan tidak tercapai 
kesepakatan, maka atas permohonan salah satu pihak, ketua 
PN dapat mengangkat arbiter tunggal (Pasal 14 ayat (3)). 
Arbiter yang diangkat tersebut berdasarkan daftar nama yang 
disampaikan oleh para pihak atau dari lembaga arbitrase 
tertentu.  
b. Dalam hal para  pihak telah menunjuk 2 (dua) orang arbiter 
dan arbiter yang ditunjuk diberi kewenangan untuk menunjuk 
arbiter ke 3 (tiga) sebagai ketua majelis. Namun dalam jangka 
waktu 14 (empat belas) hari setelah arbiter terakhir ditunjuk 
tidak berhasil menunjukkan arbiter ke 3 (tiga). Maka atas per-
mohonan dari salah satu pihak, ketua PN dapat mengangkat 
arbiter tersebut (Pasal 15 ayat (4)). 
  
Arbiter yang ditunjuk oleh para pihak atau diangkat oleh ketua PN 
memiliki hak untuk menerima atau menolak menjadi arbiter. Pernyataan 
menerima atau menolak tersebut harus dilakukan secara tertulis dan 
ditujukan kepada para pihak yang bersengketa dalam jangka waktu 
14 (empat belas) hari sejak penunjukan atau pengangkatan.  
 
Jika arbiter menerima penunjukan atau pengangkatan tersebut, 
maka antara arbiter dan para pihak yang bersengketa terjadi perjanjian 
perdata. Artinya antara arbiter dan para pihak yang bersengketa timbul 
perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban, tetapi undang-undang 
tidak menyebutkan apa saja hak dan kewajiban tersebut. Di dalam 
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, 
“Dalam hal arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang sah tidak 
memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, 
arbiter dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang 
diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada para pihak”. Namun 
arbiter dilindungi oleh ketentuan Pasal 21 yang menyatakan, “arbiter 
atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum 
apa pun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan 
berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis 
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arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan 
tersebut”. 
 
Para pihak yang bersengketa diberikan hak oleh undang-undang 
untuk mengajukan keberatan atau pengingkaran terhadap arbiter yang 
sudah ditunjuk dan diangkat (hak ingkar). Hak ingkar didasarkan pada 
alasan, jika dirasakan adanya keraguan terhadap arbiter tertentu akan 
melakukan tugasnya tidak bebas dan akan cenderung berpihak pada 
salah satu pihak, atau diketahui arbiter tersebut memiliki hubungan 
kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau 
kuasanya. Hak ingkar dapat diajukan oleh para pihak dalam jangka 
waktu 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya alasan-alasan tersebut. 
Jika hak ingkar tersebut ditujukan pada arbiter yang diangkat oleh 
ketua PN, maka hak ingkar diajukan pada ketua PN tersebut. 
H. Kode Etik Arbiter 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai 
kode etik arbiter, pedoman kerja arbiter, kapan berakhirnya tugas 
arbiter. Undang-undang hanya mengatur mengenai syarat arbiter, 
pengangkatan arbiter, dan hak ingkar terhadap arbiter. Kode etik 
arbiter merupakan tanggung jawab dari lembaga arbitrase. Setiap 
lembaga arbitrase telah menetapkan kode etik arbiter yang berlaku 
secara internal. 
 
Berikut ini disajikan beberapa kode etik arbiter dari lembaga 
arbitrase yang ada di Indonesia, antara lain: kode etik Badan Arbitrase 




Kode Etik Arbiter BANI 
Tertuang Dalam Peraturan Prosedur Arbitrase 








Yang Berhak Menjadi Arbiter 
 
1. Majelis Arbitrase 
Kecuali dalam keadaan-keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (2) di bawah ini, hanya mereka yang diakui termasuk dalam 
daftar arbiter yang disediakan oleh BANI dan/atau memiliki sertifikat 
ADR/Arbitrase yang diakui oleh BANI dapat bertindak selaku arbiter 
berdasarkan Peraturan Prosedur ini yang dapat dipilih oleh para pihak.  
Daftar arbiter BANI tersebut terdiri dari para arbiter yang memenuhi 
syarat yang tinggal di Indonesia dan di berbagai yurisdiksi di seluruh 
dunia, baik pakar hukum maupun praktisi dan pakar nonhukum seperti 
para ahli teknik, para arsitek dan orang-orang lain yang memenuhi 
syarat. Daftar arbiter tersebut dari waktu ke waktu dapat ditinjau 
kembali, ditambah atau diubah oleh Badan Pengurus. 
2. Arbiter Luar 
Dalam hal para pihak, memerlukan arbiter yang memiliki suatu keahlian 
khusus yang diperlukan dalam memeriksa suatu perkara arbitrase yang 
diajukan ke BANI, permohonan dapat diajukan kepada Ketua BANI guna 
menunjuk seorang arbiter yang tidak terdaftar dalam daftar arbiter BANI 
dengan ketentuan bahwa arbiter yang bersangkutan memenuhi persya-
ratan yang tercantum dalam ayat 1 di atas dan ayat 3 di bawah ini. 
Setiap permohonan harus dengan jelas menyatakan alasan diperlukannya 
arbiter luar dengan disertai data riwayat hidup lengkap dari arbiter yang 
diusulkan. Apabila Ketua BANI menganggap bahwa tidak ada arbiter 
dalam daftar arbiter BANI dengan kualifikasi profesional yang dibutuhkan 
itu sedangkan arbiter yang dimohonkan memiliki kualifikasi dimaksud 
memenuhi syarat, netral dan tepat, maka Ketua BANI dapat, berdasarkan 
pertimbangannya sendiri menyetujui penunjukan arbiter tersebut.  
Apabila Ketua BANI tidak menyetujui penunjukan arbiter luar tersebut, 
Ketua harus merekomendasikan, atau menunjuk, dengan pilihannya 
sendiri, arbiter alternatif yang dipilih dari daftar arbiter BANI atau seorang 
pakar yang memenuhi syarat dalam bidang yang diperlukan namun 
tidak terdaftar di dalam daftar arbiter BANI. Dewan Pengurus dapat 
mempertimbangkan penunjukan seorang arbiter asing yang diakui 
dengan ketentuan bahwa arbiter asing itu memenuhi persyaratan kuali-
fikasi dan bersedia mematuhi Peraturan Prosedur BANI, termasuk 
ketentuan mengenai biaya arbiter, di mana pihak yang menunjuk 
berkewajiban memikul biaya-biaya yang berhubungan dengan 
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penunjukan arbiter asing tersebut. 
3. Kriteria-kriteria 
Di samping memiliki sertifikat ADR/Arbitrase yang diakui oleh BANI seperti 
dimaksud dalam ayat 1 di atas, dan/atau persyaratan kualifikasi lainnya 
yang diakui oleh BANI semua arbiter harus memiliki persyaratan sebagai 
berikut: 
a. berwenang atau cakap melakukan tindakan-tindakan hukum; 
b. sekurang-kurangnya berusia 35 tahun; 
c. tidak memiliki hubungan keluarga berdasarkan keturunan atau per-
kawinan sampai dengan keturunan ketiga, dengan setiap dari para 
pihak bersengketa; 
d. tidak memiliki kepentingan keuangan atau apa pun terhadap hasil 
penyelesaian arbitrase; 
e. berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dan menguasai secara 
aktif bidang yang dihadapi;  
f. tidak sedang menjalani atau bertindak sebagai hakim, jaksa, panitera 
pengadilan, atau pejabat pemerintah lainnya; 
g. Pernyataan Tidak Berpihak. Arbiter yang ditunjuk untuk memeriksa 
sesuatu perkara sesuai ketentuan Peraturan Prosedur BANI wajib 





ETIKA PERILAKU (CODE OF CONDUCT) 
ARBITER/MEDIATOR 
BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA 
 
BAB I 




Etika Perilaku Terhadap Lembaga dan Profesi 
 
Arbiter/Mediator BAPMI senantiasa: 
(1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi 
Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945; 
(2) bersikap jujur, profesional, objektif, hati-hati, dan bertanggung jawab 
124 
 
dalam melaksanakan tugasnya; 
(3) berorientasi kepada penegakan keadilan; 
(4) menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di 
dalam masyarakat, khususnya masyarakat Pasar Modal; 
(5) bersikap independen dan tidak memihak; 
(6) mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan 
rasa keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono); 
(7) bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik 
dalam ucapan maupun perbuatan; 
(8) menjaga kewibawaan dan ketenteraman persidangan; 
(9) menghormati hak para pihak untuk didengar keterangannya; menjaga 
kerahasiaan data dan informasi yang diterima, diketahui, diperoleh 
dari atau sehubungan dengan pemeriksaan sengketa atau beda pen-
dapat yang diselesaikan melalui Arbitrase/Mediasi di BAPMI; menghin-
darkan diri dari adanya benturan kepentingan pada saat melaksanakan 
tugasnya; 
(10) berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan putusan dalam 
waktu yang telah disepakati atau ditentukan. 
 
Pasal 2 
Etika Perilaku Hubungan Kerja 
 
Arbiter/Mediator BAPMI senantiasa: 
 
 
(1) menjaga kehormatan, martabat, nama baik dan reputasi rekan-rekan 
Arbiter/Mediator lain, lembaga Arbitrase/Mediasi, dan BAPMI baik di 
dalam maupun di luar persidangan; 
(2) memiliki kesadaran, kesetiaan dan penghargaan terhadap profesi 
Arbiter/Mediator, lembaga Arbitrase/Mediasi dan BAPMI; 
(3) menjaga dan memupuk hubungan kerja yang baik dan saling meng-
hormati dengan sesama Arbiter/Mediator BAPMI dan Pengurus BAPMI 
serta Dewan Kehormatan BAPMI. 
 
Pasal 3 
Etika Perilaku Menjaga Integritas Diri 
 
Arbiter/Mediator BAPMI tidak: 
(4) melakukan perbuatan yang dapat merugikan atau bertentangan dengan 
kepentingan dan ketertiban umum; 




(6) menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau 
golongan; 
(7) menjalankan profesi atau pekerjaan yang bertentangan dengan harkat 
dan martabat seorang Arbiter/Mediator; 
(8) memangku sesuatu jabatan lain yang mengganggu kebebasan dan 
kemandiriannya di dalam menjalankan tugas sebagai Arbiter/Mediator; 
(9) menerima bantuan atau pemberian dalam bentuk apa pun, baik secara 
langsung maupun tidak langsung, yang dimaksudkan atau diduga untuk 
atau dapat mempengaruhi putusannya; 
(10) mencari publisitas dari sengketa atau beda pendapat yang ditanganinya. 
 
BAB II 




(11) Dewan Kehormatan menerima dan memeriksa pengaduan mengenai 
dugaan pelanggaran Etika Perilaku yang dilakukan oleh Arbiter/Mediator 
BAPMI. 
(12) Pelanggaran terhadap Etika Perilaku ini dikenakan sanksi oleh Ketua 




(13) Sanksi atau hukuman terhadap Arbiter/Mediator yang terbukti mela-
kukan pelanggaran Etika Perilaku ini dapat berupa: 
a. teguran, baik lisan maupun tertulis; 
b. peringatan secara tertulis; 
c. pemberhentian sementara sebagai Arbiter/Mediator BAPMI; 
d. pemberhentian selamanya sebagai Arbiter/Mediator BAPMI. 
(14) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan atas pelanggaran 
Etika Perilaku ini menjadi beban BAPMI. 
(15) Tentang tata cara penyampaian laporan/pengaduan atas dugaan 
pelanggaran Etika Perilaku, proses pemeriksaan, pengambilan dan 
pelaksanaan putusan diatur di dalam Hukum Acara sebagaimana ter-









(16) Etika Perilaku ini disahkan dalam Rapat Umum Anggota Tahunan 
BAPMI yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2004 
dan dinyatakan berlaku sejak tanggal ditutupnya Rapat tersebut. 
(17) Hal-hal yang belum diatur dalam Etika Perilaku dan/ataupun penyem-
purnaannya diserahkan kepada Dewan Kehormatan untuk membuat 
dan mengesahkannya dengan kewajiban melaporkannya kepada Rapat 
Umum Anggota yang berikutnya, sesuai dengan prosedur berikut: 
a. Anggota BAPMI, anggota Pengurus, dan/atau anggota Dewan 
Kehormatan berhak mengajukan usulan perubahan dan/atau 
penambahan Etika Perilaku. 
b.  Anggota BAPMI, anggota Pengurus, dan/atau anggota Dewan 
Kehormatan yang bermaksud mengajukan usulan perubahan dan/ 
atau penambahan Etika Perilaku, harus menyampaikannya secara 
tertulis disertai alasan dan konsep perubahan dan/atau penam-
bahannya kepada Ketua BAPMI. Usulan perubahan dan/atau 
penambahan Etika Perilaku dari anggota Pengurus kepada Ketua 
BAPMI kemudian dibahas dan diputus dalam Rapat Pengurus. 
c. Ketua menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh anggota 
Dewan Kehormatan mengenai usulan perubahan dan/atau penam-
bahan Etika Perilaku sebagaimana dimaksud di atas paling lambat 
5 (lima) hari kerja setelah menerima usulan tersebut. 
d. Dewan Kehormatan, dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja 
setelah menerima pemberitahuan dari Ketua sebagaimana 
dimaksud di atas, harus sudah memulai rapat pertama untuk 
membahas usulan perubahan dan/atau penambahan Etika 
Perilaku. 
e. Dewan Kehormatan berwenang sepenuhnya untuk menerima 
dengan perubahan atau menolak usulan perubahan dan/atau 
penambahan Etika Perilaku. 
f. Keputusan dimaksud di atas diambil berdasarkan musyawarah 
mufakat atau voting berdasarkan suara terbanyak biasa (lebih dari 
satu perdua jumlah anggota Dewan Kehormatan yang hadir). 
Keputusan dapat juga diambil melalui keputusan sirkuler (circular 
resolution) asalkan disetujui dan ditandatangani oleh seluruh Ang-








BENTURAN KEPENTINGAN DAN AFILIASI 
BAGI ARBITER DAN MEDIATOR 
BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA 
 
1. Dalam rangka menciptakan Arbiter atau Mediator yang independen, 
maka setiap Pihak yang akan ditunjuk sebagai Arbiter atau Mediator 
dalam suatu beda pendapat atau sengketa wajib terlebih dahulu 
memastikan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki Benturan Kepen-
tingan terhadap permasalahan yang menjadi sengketa atau beda 
pendapat. 
2. Seorang calon Arbiter atau calon Mediator dianggap memiliki Benturan 
Kepentingan atau hubungan Afiliasi apabila yang bersangkutan: 
a. Baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki perbedaan 
kepentingan ekonomis terhadap permasalahan yang sedang men-
jadi sengketa atau beda pendapat yang diajukan penyelesaiannya 
melalui BAPMI; 
b. Memiliki hubungan kerja yang bersifat jangka pendek, dan/atau 
hanya untuk kasus tertentu yang tidak berkelanjutan, termasuk 
180 (seratus delapan puluh) hari sesudahnya, sejak berakhirnya 
hubungan kerja yang bersifat jangka pendek dan/atau hanya untuk 
kasus tertentu yang tidak berkelanjutan tersebut. 
3. Dalam hal calon Arbiter atau calon Mediator memiliki hubungan kerja 
jangka panjang, yang bersifat umum dan secara berkelanjutan tersebut 
secara berkelanjutan, dengan salah satu Pihak yang bersengketa atau 
berbeda Pendapat, maka calon Arbiter atau calon Mediator juga tidak 
dapat ditunjuk sebagai Arbiter atau Mediator oleh Pihak lawan untuk 
menyelesaikan sengketa atau beda pendapat sampai dengan jangka 
waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah berakhirnya jangka 
waktu hubungan kerja jangka panjang yang bersifat umum. 
4. Seorang calon Arbiter atau calon Mediator dianggap memiliki hubungan 
Afiliasi, apabila yang bersangkutan: 
c. Memiliki hubungan keluarga dengan salah satu Pihak yang ber-
sengketa atau berbeda pendapat, karena: 
1) Perkawinan sampai dengan derajat kedua baik secara vertikal 
maupun horizontal, yaitu: suami atau istri; orang tua dari suami/ 
istri atau suami/istri dari anak; kakek/nenek dari suami/istri atau 
suami/istri dari cucu; saudara dari suami/istri atau; suami atau 
istri dari saudara orang yang bersangkutan; 
2) Keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara vertikal 
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maupun horizontal, yaitu: orang tua atau anak; kakek/nenek 
atau cucu; adik/kakak atau saudara.  
d. Memiliki hubungan sebagai pegawai atau direktur atau komisaris 
dengan salah satu Pihak yang bersengketa atau berbeda pendapat; 
e. Memiliki hubungan karena kedudukannya sebagai direksi dan/atau 
dewan komisaris Perusahaan dari salah satu Pihak atau lebih yang 
bersengketa atau berbeda pendapat; 
f. Memiliki hubungan pengendalian baik langsung maupun tidak 
langsung dengan salah satu Pihak yang bersengketa atau berbeda 
pendapat; 
g. Hubungan karena kedudukannya sebagai Pemegang Saham Utama 
dari salah satu Pihak yang bersengketa atau berbeda pendapat. 
5. Bahwa yang dimaksud dengan pengendalian adalah kemampuan 
untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan 
cara apa pun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan perusahaan. 
6. Bahwa yang dimaksud dengan Pemegang Saham Utama adalah Pihak 
yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-
kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham 
yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan 
atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh 
BAPEPAM. 
7. Seseorang tidak dapat ditunjuk menjadi Arbiter dalam acara Arbitrase 
BAPMI atau Mediator dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa BAPMI 
apabila yang bersangkutan adalah merupakan Orang Dalam atau 
memiliki Informasi Orang Dalam dari Pihak lawan bersengketa atau 
berbeda pendapat. 
8. Seorang calon Arbiter atau calon Mediator dianggap memiliki Informasi 
Orang Dalam apabila yang bersangkutan merupakan: 
h. komisaris, direktur, atau pegawai salah satu Pihak yang berseng-
keta atau berbeda pendapat; 
i. pemegang saham utama salah satu Pihak yang bersengketa atau 
berbeda pendapat; 
j. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau 
karena hubungan usahanya dengan salah satu Pihak yang ber-
sengketa atau berbeda pendapat sehingga memungkinkan yang 
bersangkutan memperoleh Informasi Orang Dalam; 
k. Mereka yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi 
menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a atau butir b. 
atau butir c di atas. 
 
9. Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Orang Dalam adalah Informasi 
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Material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk 
umum. 
10. Setelah memastikan bahwa calon Arbiter atau Calon Mediator tidak 
memiliki Benturan Kepentingan atau tidak memiliki hubungan Afiliasi, 
atau bahkan bukan merupakan Orang Dalam atau Pihak yang memiliki 
Informasi Orang Dalam sebagaimana diatur dalam Pedoman ini, calon 
Arbiter atau Mediator wajib membuat dan menandatangani Surat 
Pernyataan Tidak Mempunyai Benturan Kepentingan atau Hubungan 
Afiliasi. 
11. Surat Pernyataan Tidak Mempunyai Benturan Kepentingan atau 
Hubungan Afiliasi dimaksud wajib disampaikan kepada BAPMI dengan 
salinannya disampaikan semua Pihak yang bersengketa atau berbeda 
pendapat. 
12. Arbiter atau Mediator bertanggung jawab penuh atas segala risiko 
hukum yang timbul dari kebenaran Surat Pernyataan Tidak Mempunyai 
Benturan Kepentingan atau Hubungan Afiliasi yang dibuat dan 
ditandatanganinya tersebut. 
13. Setiap Pihak yang bersengketa atau berbeda pendapat berhak untuk 
mengajukan sanggahan atau Hak Ingkar dengan mengajukan bukti-
bukti apabila Surat Pernyataan yang dibuat oleh calon Arbiter atau 
calon Mediator tersebut ternyata tidak benar. 
14. Sanggahan atau Hak Ingkar tersebut wajib disampaikan ke BAPMI 
dengan salinan disampaikan kepada Pihak-Pihak yang bersengketa 
atau berbeda pendapat sebelum ditetapkannya Putusan Arbitrase atau 
Kesepakatan Alternatif Penyelesaian Sengketa ditandatangani. 
15. Dalam hal sangahan atau pengajuan Hak Ingkar sebagaimana dimaksud 
dalam butir 14 di atas terbukti atau diterima, maka Arbiter atau Mediator 
yang bersangkutan harus segera mengundurkan diri sesuai dengan 





PERATURAN BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI 
NOMOR: PER–02/BAKTI/01.2009  
TENTANG KODE ETIK ARBITER 
PENGURUS BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN  
BERJANGKA KOMODITI 
 
Pasal 1  
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Kode Etik Arbiter BAKTI  
3. Setiap Arbiter dalam melaksanakan tugas harus menaati Kode Etik 
Arbiter sebagai berikut:  
a. menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;  
b. berorientasi kepada penegakan keadilan;  
c. melaksanakan semua peraturan BAKTI yang telah disahkan oleh 
Pengurus;  
d. jujur, profesional, objektif, hati-hati, dan bertanggung jawab;  
e. independen dan tidak memihak;  
f. taat pada ketentuan mengenai afiliasi dan benturan kepentingan;  
g. bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik 
dalam ucapan maupun perbuatan; 
h. menghormati hak para Pihak untuk didengar keterangannya;  
i. menjaga kewibawaan dan tata tertib persidangan; 
j. menjaga kehormatan, martabat, nama baik dan reputasi Arbiter 
dan lembaga Arbitrase, di dalam maupun di luar persidangan; 
k. memiliki kesadaran, kesetiaan dan penghargaan terhadap profesi 
Arbiter dan lembaga Arbitrase; l. menjaga dan memupuk hubungan 
kerja yang baik dan saling menghormati dengan sesama Arbiter 
BAKTI, Pengurus BAKTI, Penasehat BAKTI dan Anggota BAKTI; 
l. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diterima, diketahui, 
diperoleh dari atau sehubungan dengan pemeriksaan sengketa;  
m. tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan atau 
bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum;  
n. tidak melakukan perbuatan yang dapat membuat cacat hukum 
pada putusan yang diambilnya;  
o. tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi 
atau kelompok tertentu;  
p. tidak menjalankan profesi atau pekerjaan yang bertentangan 
dengan harkat dan martabatnya sebagai seorang Arbiter;  
q. tidak memangku sesuatu jabatan lain yang mengganggu kebebasan 
dan kemandiriannya dalam menjalankan tugas sebagai Arbiter;  
r. tidak menerima bantuan atau pemberian dalam bentuk apapun, 
baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dimaksudkan 
atau diduga untuk atau dapat mempengaruhi putusannya;  
s. tidak mencari publisitas dari sengketa yang ditanganinya.  
 
2. Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas berlaku untuk 
Arbiter tetap maupun Arbiter tidak tetap BAKTI. 
 
Pasal 2  
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Penegakan Kode Etik Arbiter  
1) Penasehat BAKTI menjalankan fungsi sebagai satu Dewan 
Kehormatan untuk Penegakan Kode Etik.  
2) Dewan Kehormatan menerima dan memeriksa pengaduan mengenai 
dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Arbiter, sebagai 
instansi pertama dan terakhir. 
 
Pasal 3 Laporan dan Pemanggilan  
1. Dewan Kehormatan menerima pengaduan tertulis dari Pengurus atau 
pihak lain melalui Pengurus (selanjutnya disebut "Pengadu") mengenai 
dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik yang dilakukan Arbiter 
(selanjutnya disebut 
"Teradu"), dengan menyebutkan nama dan kepentingan Pengadu, 
nama Arbiter yang menjadi Teradu, jenis pelanggaran yang diduga 
dilakukan Teradu, waktu terjadinya pelanggaran, dan bukti-bukti yang 
mendukung dugaan tersebut.  
2. Paling lambat 10 hari setelah Dewan Kehormatan menerima 
pengaduan, Dewan Kehormatan sudah harus dapat menetapkan hari 
sidang pertama dan menyampaikan surat panggilan melalui surat 
tercatat atau kurir kepada Pengadu dan Teradu dengan tembusan 
kepada Ketua BAKTI.  
3. Surat panggilan sudah harus disampaikan paling lambat 5 hari sebelum 
tanggal sidang pertama tanpa menghitung tanggal pengiriman dan 
tanggal sidang, dengan mencantumkan alasan panggilan sidang, waktu 
dan tempat sidang, dan permintaan kepada Teradu menyerahkan 
jawaban pada sidang pertama. 
 
Pasal 4 Pemeriksaan  
1. Apabila Pengadu tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang 
pertama, pengaduan dinyatakan gugur.  
2. Dalam hal Teradu tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang 
pertama, Dewan Kehormatan akan melakukan panggilan kembali 
dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan. Apabila 
Teradu tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan akan 
diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Teradu. 
3. Pada sidang pertama, Teradu harus memberikan jawabannya secara 
tertulis, disertai bukti-bukti yang dianggapnya perlu. Dalam hal Teradu 
tidak memberikan jawaban tertulis pada sidang pertama, Dewan 
Kehormatan dapat memberikan kesempatan untuk menyampaikan 
jawaban pada sidang kedua dalam waktu yang ditetapkan oleh Dewan 
132 
 
Kehormatan. Jika Teradu tetap tidak memberikan jawaban, maka ia 
dianggap telah melepaskan hak jawabnya dan pengaduan akan 
diperiksa dan diputus tanpa jawaban Teradu.  
4. Pengadu dan Teradu datang sendiri dalam sidang dan boleh 
didampingi penasehat hukumnya.  
5. Di hadapan sidang, kedua belah pihak dapat mengemukakan dan/atau 
dapat diminta oleh Dewan Kehormatan untuk mengemukakan alasan 
pengaduan dan pembelaan, bukti-bukti dan saksi-saksi, dengan 
ketentuan biaya untuk menunjukkan bukti dan menghadirkan saksi 
menjadi beban biaya pihak yang mengajukan bukti dan saksi yang 
bersangkutan itu sendiri. 
 
Pasal 5 Pengambilan Putusan  
1. Sidang-sidang untuk memproses pengaduan adanya dugaan 
pelanggaran Kode Etik dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan sebagai 
majelis yang dihadiri/diwakili secara sah oleh lebih dari satu per dua 
anggota Dewan Kehormatan.  
2. Arbiter yang juga menjadi anggota Dewan Kehormatan tidak dapat 
menghadiri sidang Dewan Kehormatan yang memeriksa pengaduan 
terhadap dirinya selaku pihak Teradu.  
3. Sidang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan atau, dalam hal Ketua 
berhalangan, salah satu anggota Dewan Kehormatan yang dipilih oleh 
dan di antara anggota Dewan Kehormatan yang hadir.  
4. Anggota Dewan Kehormatan yang berhalangan hadir hanya dapat 
diwakili oleh Anggota Dewan Kehormatan lainnya dengan surat kuasa, 
tetapi seorang Anggota Dewan Kehormatan hanya dapat mewakili 
sebanyakbanyaknya seorang Anggota Dewan Kehormatan lainnya.  
5. Persidangan dilakukan secara tertutup dengan dihadiri oleh anggota 
Dewan Kehormatan, Pengadu, Teradu dan masing-masing dapat 
didampingi oleh penasehat hukumnya, saksi-saksi, dan Pengurus BAKTI.  
6. Putusan harus sudah dapat diambil oleh Dewan Kehormatan paling 
lambat 30 hari terhitung sejak tanggal sidang pertama.  
7. Sidang dapat mengambil keputusan yang sah apabila hadir atau diwakili 
secara sah lebih dari satu per dua anggota Dewan Kehormatan.  
8. Putusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau voting 
berdasarkan suara terbanyak biasa (lebih dari satu per dua) dan 
ditandatangani oleh semua anggota Dewan Kehormatan yang hadir.  
9. Putusan harus memuat pertimbangan yang menjadi dasarnya dan 
menunjuk pada ketentuan mengenai Kode Etik yang dilanggar.  
10. Putusan dibacakan oleh Dewan Kehormatan dalam sidang terbuka.  
11. Dalam waktu paling lambat 10 hari setelah putusan diucapkan, salinan 
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putusan tersebut disampaikan kepada Teradu, Pengadu, dan Pengurus 
BAKTI. 
 
Pasal 6 Sanksi  
1. Pelanggaran terhadap Kode Etik dikenakan sanksi atau hukuman yang 
ditetapkan oleh Dewan Kehormatan dan dilaksanakan oleh Pengurus 
sesuai dengan tingkat pelanggarannya.  
2. Sanksi atau hukuman terebut dapat berupa: a. teguran, lisan dan/atau 
tertulis; b. peringatan tertulis; c. penggantian Arbiter; d. pembekuan 
yang bersangkutan sebagai Arbiter tetap; e. pembatalan atau 
pemberhentian yang bersangkutan sebagai Arbiter tetap atau Arbiter 
tidak tetap BAKTI.  
 
Pasal 7 Penutup  
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 
segala sesuatunya akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya 
apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. 
 
I. Hukum Acara Arbitrase 
Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, hukum acara 
arbitrase diatur pada Pasal 27-51. Dilihat dari acaranya, tidak jauh 
berbeda dengan hukum acara perdata. Hukum acara yang diatur 
tersebut menganut sistem terbuka, artinya para pihak dapat menentukan 
sendiri acaranya atau jika menggunakan suatu lembaga arbitrase 
institusional tertentu, maka mengikuti tata cara dari lembaga tersebut.  
 
Jika para pihak tidak menentukan acaranya sendiri maka tunduk 
pada hukum acara pada undang-undang arbitrase. Dalam hal para pihak 
menentukan sendiri hukum acaranya, kesepakatan tersebut dituangkan 
secara tertulis dan dinyatakan secara tegas dan tidak boleh bertentangan 
dengan ketentuan undang-undang arbitrase.  
 
Secara singkat hukum acara yang diatur dalam undang-undang 




1. Pemeriksaan Sengketa Secara Tertutup 
Pemeriksaan secara tertutup ini menyimpang dari 
ketentuan persidangan perdata biasa di Pengadilan Negeri 
yang dilakukan secara terbuka untuk umum. Jika di Pengadilan 
Negeri berlaku asas publisitas, maka dalam acara arbitrase 
berlaku asas nonpublisitas atau bersifat rahasia 
(confidential). Hal ini yang menjadi salah satu pertimbangan 
bagi para pihak terutama pelaku bisnis memilih menyelesaikan 
sengketa melalui arbitrase. Informasi yang dianggap penting 
bagi para pihak misalnya informasi yang menjadi rahasia 
perusahaan atau pribadi, kondisi keuangan dan lainnya 
tidak menjadi konsumsi publik. Karena dikhawatirkan jika 
publik mengetahui informasi tersebut, maka akan merugikan 
good will perusahaan dan menurunkan kredibilitas perusahaan. 
Sifat tertutup berlaku mutlak bagi semua jenis perkara tanpa 
pengecualian, sebagaimana ketentuan Pasal 27, “semua 
pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase 
dilakukan secara tertutup”. Dalam pemeriksaan, bahasa yang 
digunakan adalah bahasa Indonesia. Dalam hal para pihak 
sepakat dan arbiter atau majelis arbitrase menyetujui dapat 
digunakan bahasa lain (Pasal 28).  
 
Keterlibatan Para Pihak 
Para pihak memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam 
menge-mukakan pendapat, dan dapat diwakili oleh kuasanya 
masing-masing. Dalam hal ada pihak ketiga di luar perjanjian 
arbitrase yang mempunyai unsur kepentingan terkait dapat 
mengajukan diri untuk turut serta atas persetujuan para pihak 
dan arbiter atau majelis arbiter. 
 
3. Pilihan Acara Arbitrase yang Digunakan 
Para pihak bebas menentukan acara arbitrase yang akan 
digunakan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam hal para pihak 
tidak menentukan sendiri acara arbitrase, maka acara yang 
digunakan adalah ketentuan yang termuat dalam Undang-




4. Gugatan Pemohon dan Jawaban Termohon 
Pemohon mengajukan gugatan atau tuntutannya kepada 
Termohon melalui arbiter atau majelis arbiter. Selanjutnya 
arbiter atau majelis arbiter menyerahkan salinannya kepada 
Termohon dengan disertai perintah agar Termohon menjawab 
tuntutan atau gugatan tersebut dalam jangka waktu 14 hari 
sejak diterimanya tuntutan atau gugatan tersebut. Dalam 
jawabannya Termohon dapat mengajukan tuntutan balik 
kepada Pemohon. 
 
5. Upaya Perdamaian 
Arbiter sebelum sampai pada tahap pemeriksaan pokok 
sengketa, mengupayakan agar terjadi perdamaian antara 
Pemohon dan Termohon. Dalam hal perdamaian tercapai, 
arbiter atau majelis arbiter membuat akta perdamaian yang 
bersifat final dan mengikat para pihak. Jika perdamaian 
gagal, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok 
sengketa. 
 
6. Putusan Provisi 
Atas permohonan dari salah satu pihak, arbiter atau majelis 
arbiter dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela 
untuk mengatur tertibnya pemeriksaan sengketa dan 
penetapan sita jaminan serta memerintahkan penitipan 
barang kepada pihak ketiga atau menjual barang yang 
mudah rusak. 
 
7. Pemeriksaan Alat-alat Bukti 
a. Bukti Surat 
Sesuai dengan prinsip pemeriksaan yang bersandar pada 
pemeriksaan tertulis, maka bukti surat merupakan alat bukti 
yang cukup penting. Dalam hal dokumen atau surat tidak 
dalam bahasa Indonesia, arbiter atau majelis arbiter dapat 
memerintahkan agar bukti surat disertai dengan terjemahannya 
dalam bahasa Indonesia. Bukti surat dapat dibedakan akta 
autentik dan akta biasa. 
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b. Saksi dan Saksi Ahli 
Saksi atau saksi ahli dapat dipanggil untuk memberikan 
keterangan atas permintaan para pihak dan atas inisiatif arbiter 
atau majelis arbiter. Saksi ahli dapat dipanggil oleh arbiter 
atau majelis arbiter bisa lebih dari satu, sepanjang memang 
dibutuhkan untuk memperjelas mengenai suatu persoalan 
khusus yang berkaitan dengan pokok sengketa. Pemeriksaan 
saksi dilakukan seperti dalam persidangan biasa, mengucapkan 
sumpah sebelum memberikan keterangan. Semua keterangan 
saksi dan saksi ahli dicatat oleh sekretaris arbiter atau majelis 
arbiter, yang selanjutnya salinan keterangan tersebut diteruskan 
kepada para pihak untuk ditanggapi secara tertulis. Biaya 
pemanggilan saksi dan saksi ahli dibebankan pada pihak yang 
memintanya. 
c. Pemeriksaan Setempat 
Dalam hal dianggap penting, arbiter atau majelis arbitrase 
dapat melakukan pemeriksaan setempat, atau cek lokasi yang 
terkait dengan persoalan pokok sengketa. 
 
Beberapa lembaga arbitrase nasional merumuskan sendiri prosedur 
penanganan perkara yang masuk ke lembaga masing-masing. Meskipun 
sebenarnya secara substansial prosedur tersebut relatif sama. Guna 
memudahkan pemahaman terhadap hukum acara arbitrase atau 
prosedur beracara arbitrase, ada baiknya diketahui juga yang diterapkan 
oleh BANI, BAPMI dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), 
dapat dipelajari pada lampiran buku ini. 
J. Putusan Arbitrase 
Menurut ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
1999, pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling 
lama 180 hari terhitung sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. 
Namun apabila para pihak memberikan persetujuan dan memang 
diperlukan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak 
dan arbiter atau majelis arbitrase. Apabila pemeriksaan sengketa telah 
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selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk 
pengucapan putusan arbitrase. Putusan arbitrase diucapkan dalam waktu 
paling lama 30 hari terhitung sejak pemeriksaan dinyatakan selesai dan 
ditutup. 
Putusan arbitrase harus memuat: 
a. Kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA”. 
b. Nama lengkap dan alamat para pihak. 
c. Uraian singkat sengketa. 
d. Pendirian para pihak. 
e. Nama lengkap dan alamat arbiter. 
f. Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase 
mengenai keseluruhan sengketa. 
g. Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terjadi perbedaan pendapat 
dalam majelis arbitrase (dicenting opinion). 
h. Amar putusan. 
i. Tempat dan tanggal putusan. 
j. Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase. 
 
Putusan arbiter atau majelis arbitrase didasarkan atas ketentuan 
hukum, keadilan dan kepatutan. Di dalam putusan arbitrase ditetapkan 
jangka waktu putusan tersebut harus sudah dilaksanakan oleh para 
pihak. Setelah putusan diucapkan, para pihak dapat mengajukan 
permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan 
koreksi apabila ditemukan kekeliruan administratif, seperti kesalahan 
pengetikan atau kekeliruan dalam menulis nama, alamat para pihak 
atau arbiter yang tidak mengubah substansi putusan dan/atau 
menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan. Para pihak 
dapat mengemukakan keberatan terhadap isi putusan, apabila putusan 
tersebut dianggap: 
a. Telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan. 
b. Tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus; atau 




K. Pelaksanaan Putusan Arbitrase 
Dilihat dari karakteristik APS/ADR, arbitrase sebagai lembaga 
penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak sendiri, untuk 
pelaksanaan putusan arbitrase tidak memerlukan formalitas hukum, 
seperti pendaftaran di Pengadilan Negeri. Semestinya putusan 
tersebut dilaksanakan secara sukarela, tanpa perlawanan. Persoalan 
empiris akan muncul apabila hanya mengharapkan kesadaran dan 
kesukarelaan para pihak. Undang-undang mengantisipasinya dengan 
mengatur hal tersebut pada Pasal 59, dengan ketentuan:  
(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik 
putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau 
kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. 
(2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada 
bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan 
Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan 
catatan tersebut merupakan akta pendaftaran. 
(3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar 
asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada 
Panitera Pengadilan Negeri. 
(4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. 
(5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta 
pendaftaran dibebankan kepada para pihak. 
 
Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Negeri 
Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Negeri diatur pada Pasal 
59–64 UU Nomor 30 Tahun 1999. Terhadap putusan arbitrase dalam 
negeri proses yang harus dilalui untuk dapat melaksanakannya adalah 
sebagai berikut: 
 
a. Terhitung paling lama 30 hari sejak putusan arbitrase diucapkan, 
arbiter atau kuasanya menyerahkan dan mendaftarkan putusan 
tersebut ke Panitera Pengadilan Negeri, dengan menyerahkan 
lembar asli atau salinan otentik putusan yang bersangkutan, selain 
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itu juga arbiter wajib melampirkan lembar asli pengangkatannya 
sebagai arbiter atau salinan otentiknya. Penyerahan dan pendaf-
taran tersebut dicatatkan dan ditandatangani pada bagian akhir 
atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter 
atau kuasanya yang mendaftarkan. Catatan tersebut merupakan 
akta penyerahan. Proses ini menjadi sangat penting, jika tidak 
dipenuhi maka berakibat putusan arbitrase tersebut tidak bisa 
dilaksanakan.  
b. Biaya pendaftaran akta pendaftaran putusan arbitrase dibebankan 
pada para pihak yang bersengketa. 
c. Para pihak wajib melaksanakan isi putusan tersebut secara suka-
rela.  
 
Dalam hal putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela, 
atas permohonan salah satu pihak Ketua Pengadilan Negeri memberikan 
perintah eksekusi. Perintah eksekusi diberikan dalam jangka waktu 
paling lama 30 hari sejak putusan arbitrase didaftarkan. Perintah 
eksekusi ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase. 
Pelaksanaan eksekusi dilakukan sesuai dengan kelaziman dalam perkara 
perdata biasa yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Perintah 
eksekusi Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada selembar kertas asli 
dan salinan otentik putusan arbitrase yang bersangkutan. Selanjutnya 
putusan arbitrase tersebut berlaku sebagaimana halnya putusan 
pengadilan negeri. Upaya eksekusi paksa dapat saja dilakukan dengan 
bantuan juru sita pengadilan negeri. Hal ini bertujuan agar jangan 
sampai putusan arbitrase diabaikan atau dianggap tidak memiliki  
kekuatan eksekutorial oleh para pihak yang bersengketa.  
Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing 
Putusan arbitrase asing sudah dapat dilaksanakan di Indonesia sejak 
Indonesia meratifikasi Convention on the Recognition and Enforcement 
of Foreign Arbitral Award 1958 melalui Keputusan Presiden Nomor 34 
Tahun 1981. Para pihak yang bersengketa juga bebas memilih lembaga 
arbitrase yang ada di negara mana pun. Adapun faktor-faktor yang 
biasanya menjadi pertimbangan dalam memilih lembaga arbitrase, 
antara lain kecepatan, terbatas dan efektifnya campur tangan pengadilan 
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konvensional, netralitas prosedur, biaya yang reasonable, terbatasnya 
review pengadilan terhadap putusan arbitrase, integritas arbiter dan 
sebagainya.77 
 
Sebelum adanya undang-undang arbitrase 1999, hal ini diatur 
dalam PERMA Nomor 1 Tahun 1990 yang pada pokoknya berisi tentang 
persyaratan, bahwa putusan arbitrase internasional yang dapat 
dieksekusi di Indonesia, jika putusan dari arbitrase dari tersebut terikat 
pada Convention of New York 1958, eksekusi dilaksanakan dengan asas 
resiprositas (timbal balik), ruang lingkup sengketa hanya pada bidang 
hukum perdagangan, misalnya perbankan, HKI, penanaman modal 
(investasi), kontrak dagang, asuransi, dan sebagainya.  
 
Di dalam  UU Nomor 30 Tahun 1999 hal ini diatur pada Pasal 65–69. 
Pengadilan yang berwenang untuk memberi pengakuan dan pelaksanaan 
terhadap putusan arbitrase asing adalah Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat.  
 
Berdasarkan Pasal 66 undang-undang arbitrase, tidak semua 
putusan arbitrase asing diakui dan dapat dilaksanakan di Indonesia, 
karena harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan-persyaratan 
yang harus dipenuhi bagi putusan arbitrase asing, yaitu: 
 
a) Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis 
arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat 
pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai 
pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional; 
b) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum 
Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan; 
c) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada 
putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum; 
                                                     
77. Munir Fuady, 2000, Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, 
Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 190.  
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d) Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia 
setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat; dan 
e) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai 
salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah 
memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia 
yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat. 
 
Prosedur yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut: 
a. Arbiter atau kuasanya mengajukan permohonan pelaksanaan dan 
mendaftarkan putusan yang bersangkutan pada Panitera Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat, dengan menyerahkan dokumen-dokumen:  
1) Lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase asing yang 
dimohonkan dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa 
Indonesia. 
2) Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi 
dasar Putusan Arbitrase Asing (internasional) dan naskah 
terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia. 
3) Keterangan dari perwakilan diplomatik Negara Republik 
Indonesia di negara tempat putusan arbitrase internasional 
diputuskan, yang isinya menyatakan bahwa negara pemohon 
terikat dalam perjanjian, baik secara bilateral maupun multi-
lateral dengan Negara Republik Indonesia perihal pengakuan 
dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. 
b. Setelah meneliti kebenaran putusan arbitrase asing tersebut, Ketua 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi, 
yang pelaksanaannya dilimpahkan pada Ketua Pengadilan Negeri 
yang secara relatif berwenang melaksanakannya. 
c. Terhadap perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 
tidak dapat diajukan banding, namun dapat diajukan kasasi dan 
terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung tidak dapat diajukan 
upaya perlawanan lagi. 
 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai lembaga berwenang yang 
ditunjuk undang-undang melaksanakan putusan arbitrase asing pada 
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dasarnya memiliki dua kewenangan, yaitu menolak pelaksanaan putusan 
arbitrase internasional di Indonesia atau melaksanakannya, dan tidak 
berwenang membatalkan putusan arbitrase internasional. Pasal 70 
undang-undang arbitrase hanya berlaku terhadap putusan arbitrase 
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Acta compromise : Perjanjian arbitrase yang dibuat setelah 
terjadinya sengketa.  
 
Aksesibilitas : Keterjangkauan lembaga arbitrase oleh 
masyarakat dilihat dari sisi biaya, jangka 






: 1. Lembaga penyelesaian sengketa atau 
beda pendapat melalui prosedur yang 
disepakati oleh para pihak, yakni 
penyelesaian di luar pengadilan dengan 
cara konsultasi, negosiasi, mediasi, 
konsiliasi, atau penilaian ahli, atau 
arbitrase. 
 
Arbiter : Orang atau pihak yang ditunjuk atau 
dipilih oleh para pihak yang bersengketa 
atau oleh ketua Pengadilan Negeri untuk 
membantu menyelesaikan sengketa 
melalui proses arbitrase. 
 
Arbitrase : Cara penyelesaian sengketa perdata di 
luar peradilan umum yang 
berdasarkan pada perjanjian arbitrase 
yang dibuat secara tertulis oleh para 
pihak. 
 
Arbitrase ad hoc 
(voluntary arbitration)  
: arbitrase yang dibentuk secara 
insidental untuk menyelesaikan 
sengketa tertentu dalam jangka waktu 
tertentu dan apabila sengketa tersebut 
sudah diselesaikan, dengan sendirinya 







: Merupakan lembaga atau badan 
arbitrase yang sengaja dibentuk dan 
didirikan oleh organisasi tertentu yang 
bersifat nasional maupun internasional 
sebagai lembaga penyelesaian sengketa 
yang permanen. 
 
Confidential : Profil para pihak yang bersengketa 
terlindungi dari publisitas, termasuk 
pokok perkara yang disengketakan, 
sehingga hal-hal yang sifatnya negatif 
dari para pihak tidak diketahui umum 
dan nama baiknya terjaga.   
 
Etika (Moral) : Salah satu cabang ilmu pengetahuan 
normatif mengenai perilaku manusia. 
Etika merupakan studi tentang benar 
atau salah tingkah laku manusia. 
 
Fact finding : Proses pencarian fakta atau keterangan 
guna pembuktian kebenaran suatu hal. 
Beberapa metode yang dapat digunakan 
antara lain investigasi, penelusuran 
dokumen tertulis, deft interview, 
perbandingan antarfakta atau bukti 
yang ditemukan. 
 





: Suatu keadaan dunia yang kegiatan 
ekonomi dan bisnis menjadi satu 
komunitas yang saling mempengaruhi 
antarnegara. 
 
Konsultasi : Suatu tindakan yang bersifat personal 
152 
 
(pribadi dan tertutup) antara satu pihak 
tertentu yang disebut klien dengan 
pihak-pihak lain yang memiliki keahlian 
tertentu yang disebut konsultan untuk 
mendapatkan nasihat atau 
pendapat/pertimbangan mengenai 
sesuatu hal (masalah) agar memperoleh 
jalan keluar. 
 
Kredibilitas  : Tingkat kepercayaan dan kewibawaan 
lembaga arbitrase dan para arbiternya, 
yang diakui dan teruji keahliannya, 
netralitasnya dalam menyelesaikan 
sengketa secara adil dan bertanggung 
jawab. 
 
Legal opinion : Merupakan pendapat hukum dari 
lembaga yang ditunjuk oleh para pihak 
yang bersengketa sebagai upaya 
penyelesaian sengketa. Lembaga yang 
ditunjuk dapat berupa lembaga arbitrase, 
lembaga hukum (pengadilan, kantor 
bantuan hukum (law firm, LBH), 
Perguruan Tinggi atau lembaga yang 
dianggap kompeten. 
 
Mediasi  : Suatu cara penyelesaian sengketa yang 
menyertakan pihak ketiga yang netral 
untuk membantu para pihak 
mendapatkan solusi yang saling 
menguntungkan).  
 
Mediator : Hakim atau pihak lain sebagai pihak 
netral yang membantu para pihak dalam 
proses perundingan guna mencari 
berbagai kemungkinan penyelesaian 
sengketa tanpa menggunakan cara 
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memutus atau memaksakan sebuah 
penyelesaian.  
Negosiasi : Suatu tindakan yang dilakukan oleh para 
pihak yang bersengketa untuk 
menyatukan 2 (dua) kepentingan yang 
saling bertentangan melalui proses 
tawar-menawar agar tercapai suatu 
kompromi (perdamaian) yang saling 
menguntungkan (win-win solution). 
 
Ombudsman : Lembaga negara yang mempunyai 
kewenangan mengawasi penyelengga-
raan pelayanan publik, baik yang 
diselenggarakan penyelenggara negara 




: Perjanjian arbitrase yang dibuat 
sebelum terjadinya sengketa.  
 
Pendapat ahli (expert 
judgment) 
: Seseorang yang telah melalui 
pendidikan atau pengalaman, telah 
mengembangkan keterampilan atau 
pengetahuan dalam keahlian tertentu, 
sehingga yang bersangkutan dapat 
memberikan pendapat yang akan 




: Suatu dokumen tertulis di mana seorang 
ahli hukum memberikan penjelasannya 
tentang hukum berkaitan dengan 
penerapan hukum terhadap fakta-fakta 
yang diajukan.  
 
Perdamaian  : Suatu perjanjian dengan mana kedua 
belah pihak dengan menyerahkan, 
menjanjikan atau menahan suatu 
barang, mengakhiri suatu perkara yang 
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sedang bergantung ataupun mencegah 
timbulnya suatu perkara.  
 
Perjanjian arbitrase : Suatu kesepakatan berupa klausula 
arbitrase yang tercantum dalam suatu 
perjanjian tertulis yang dibuat oleh para 
pihak sebelum timbul sengketa atau 
suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang 
dibuat oleh para pihak setelah timbul 
sengketa 
 
Sengketa : Perselisihan atau perbedaan pendapat 
(persepsi) yang terjadi antara dua pihak 
atau lebih karena adanya per-tentangan 
kepentingan yang berdampak pada 
terganggunya pencapaian tujuan yang 
diinginkan oleh para pihak.  
 
Small claim court : Pengadilan sengketa (klaim) kecil. 
Dalam konteks APS/ADR diartikan 
penyelesaian sengketa dengan nilai 
perkara relatif kecil (di bawah 1 juta 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 30 TAHUN 1999 
TENTANG 
ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
1. Menimbang :  
1) bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan 
umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif 
penyelesaian sengketa; 
2) bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penye-
lesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya; 
3) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan b, perlu membentuk Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa;  
 
2. Mengingat :  
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951); 
 
Dengan persetujuan  




UNDANG-UNDANG TENTANG ARBITRASE 








Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat 
secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 
2. Para pihak adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun 
hukum publik. 
3. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase 
yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak 
sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang 
dibuat para pihak setelah timbul sengketa. 
4. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya 
meliputi tempat tinggal termohon. 
5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian 
sengketa melalui arbitrase. 
6. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa 
melalui arbitrase. 
7. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang 
bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga 
arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang 
diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. 
8. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang 
bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; 
lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat 
mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul 
sengketa. 
9. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh 
suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum 
Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter 
perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap 
sebagai suatu putusan arbitrase internasional. 
10. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa 
atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni 
penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, 
konsiliasi, atau penilaian ahli.  
 
Pasal 2 
Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar 
para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan 
perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau 
beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan 
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hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif 
penyelesaian sengketa. 
Pasal 3 
Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang 
telah terikat dalam perjanjian arbitrase. 
 
Pasal 4 
Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan 
diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, 
maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan 
kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.  
Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditanda-tangani 
oleh para pihak.  
Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam 
bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail 
atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu 
catatan penerimaan oleh para pihak.  
 
Pasal 5 
(1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di 
bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan 
peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang 
bersengketa.  
(2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah 




ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA 
 
Pasal 6 
(1)  Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak 
melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad 
baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di 
Pengadilan Negeri.  
(2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penye-
lesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan 
dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 
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(empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan 
tertulis.  
(3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para 
pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang 
atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. 
(4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) 
hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui 
seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator 
tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak 
dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif 
penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.  
(5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga 
alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari 
usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.  
(6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kera-
hasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai 
kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua 
pihak yang terkait.  
(7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis 
adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad 
baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.  
(8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. 
(9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai 
dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan 
kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya 
melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc. 
 
BAB III 
SYARAT ARBITRASE, PENGANGKATAN ARBITER, 




Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi 






(1) Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan 
surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail atau dengan buku 
ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan 
oleh pemohon atau termohon berlaku.  
(2) Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan jelas:  
nama dan alamat para pihak; 
penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku; 
perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa; 
dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada; 
cara penyelesaian yang dikehendaki; dan 
perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila 
tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan 
usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil. 
 
Pasal 9 
(1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase 
setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat 
dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.  
(2)  Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus 
dibuat dalam bentuk akta notaris. 
(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat:  
a. masalah yang dipersengketakan; 
b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; 
c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase; 
d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan; 
e. nama lengkap sekretaris; 
f. jangka waktu penyelesaian sengketa; 
g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan 
h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung 
segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui 
arbitrase. 
(4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam 





Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan ter-
sebut di bawah ini: 
1) meninggalnya salah satu pihak; 
2) bangkrutnya salah satu pihak; 
3) novasi; 
4) insolvensi salah satu pihak; 
5) pewarisan; 
6) berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok; 
7) bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak 
ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase 
tersebut; atau 
8) berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.  
 
Pasal 11 
(1)  Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak 
untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang 
termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.  
(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di 
dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui 




Syarat Pengangkatan Arbiter 
 
Pasal 12 
(1) Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi 
syarat:  
a. cakap melakukan tindakan hukum;  
b. berumur paling rendah 35 tahun;  
c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda 
sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak 
bersengketa;  
d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas 
putusan arbitrase; dan  
e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya 
paling sedikit 15 tahun.  
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(2) Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat 
ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.  
 
Pasal 13 
(1) Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai 
pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai 
pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter 
atau majelis arbitrase.  
(2) Dalam suatu arbitrase ad-hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam 
penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat 
mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk 
menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian 
sengketa para pihak.  
 
Pasal 14 
(1) Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul 
akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak wajib 
untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter 
tunggal. 
(2) Pemohon dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail 
atau dengan buku ekspedisi harus mengusulkan kepada pihak 
termohon nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal.  
(3) Apabila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah 
termohon menerima usul pemohon sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, atas 
permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat 
mengangkat arbiter tunggal.  
(4) Ketua Pengadilan Negeri akan mengangkat arbiter tunggal 
berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak, atau 
yang diperoleh dari organisasi atau lembaga arbitrase sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34, dengan memperhatikan baik 
rekomendasi maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak 
terhadap orang yang bersangkutan.  
 
Pasal 15 
(1) Penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang 
kepada dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter 
yang ketiga.  
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(2) Arbiter ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat 
sebagai ketua majelis arbitrase.  
(3) Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah 
pemberi-tahuan diterima oleh termohon sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (1), dan salah satu pihak ternyata tidak 
menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, 
arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai 
arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak.  
(4) Dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak 
seba-gaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil menunjuk 
arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah 
arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, 
Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga.  
(5) Terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua 
Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak dapat 
diajukan upaya pembatalan.  
 
Pasal 16 
(1) Arbiter yang ditunjuk atau diangkat dapat menerima atau menolak 
penunjukan atau pengangkatan tersebut.  
(2) Penerimaan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
wajib diberitahukan secara tertulis kepada para pihak dalam waktu 
paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 
penunjukan atau pengangkatan.  
 
Pasal 17 
(1) Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para 
pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh 
seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara 
pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi 
suatu perjanjian perdata. 
(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan 
bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara 
jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para 
pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti 







(1) Seorang calon arbiter yang diminta oleh salah satu pihak untuk 
duduk dalam majelis arbitrase, wajib memberitahukan kepada para 
pihak tentang hal yang mungkin akan mempengaruhi kebebasannya 
atau menimbulkan keberpihakan putusan yang akan diberikan. 
(2) Seseorang yang menerima penunjukan sebagai arbiter sebagaimana 




(1) Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau 
pengang-katan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka yang 
bersangkutan tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para 
pihak.  
(2) Dalam hal arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang 
telah menerima penunjukan atau pengangkatan, menyatakan 
menarik diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada para pihak. 
(3) Dalam hal para pihak dapat menyetujui permohonan penarikan 
diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka yang 
bersangkutan, dapat dibebaskan dari tugas sebagai arbiter.  
(4) Dalam hal permohonan penarikan diri tidak mendapat persetujuan 
para pihak, pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua 
Pengadilan Negeri.  
 
Pasal 20 
Dalam hal arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang sah tidak memberikan 
putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, arbiter dapat dihukum 
untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan 
tersebut kepada para pihak. 
 
Pasal 21 
Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum 
apa pun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan ber-
langsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, 









(1) Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat 
cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan 
bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan 
akan berpihak dalam mengambil putusan. 
(2) Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan 
apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau 
pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya. 
 
Pasal 23 
(1) Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan 
Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan. 
(2) Hak ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang 
ber-sangkutan. 
(3) Hak ingkar terhadap anggota majelis arbitrase diajukan kepada 
majelis arbitrase yang bersangkutan. 
 
Pasal 24 
(1) Arbiter yang diangkat tidak dengan penetapan pengadilan, hanya 
dapat diingkari berdasarkan alasan yang baru diketahui pihak yang 
mempergu-nakan hak ingkarnya setelah pengangkatan arbiter yang 
bersangkutan. 
(2) Arbiter yang diangkat dengan penetapan pengadilan, hanya dapat 
diingkari berdasarkan alasan yang diketahuinya setelah adanya 
penerimaan penetapan pengadilan tersebut. 
(3) Pihak yang berkeberatan terhadap penunjukan seorang arbiter 
yang dilakukan oleh pihak lain, harus mengajukan tuntutan ingkar 
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengangkatan. 
(4) Dalam hal alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan 
(2) diketahui kemudian, tuntutan ingkar harus diajukan dalam waktu 
paling lama 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya hal tersebut. 
(5) Tuntutan ingkar harus diajukan secara tertulis, baik kepada pihak 
lain maupun kepada pihak arbiter yang bersangkutan dengan 
menyebutkan alasan tuntutannya. 
(6) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak 
disetujui oleh pihak lain, arbiter yang bersangkutan harus 
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mengundurkan diri dan seorang arbiter pengganti akan ditunjuk 
sesuai dengan cara yang diten-tukan dalam Undang-undang ini. 
 
Pasal 25 
(1) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak 
disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak 
bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat 
mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang 
putusannya mengikat kedua pihak, dan tidak dapat diajukan 
perlawanan. 
(2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri memutuskan bahwa tuntutan 
seba-gaimana dimaksud dalam ayat (1) beralasan, seorang arbiter 
pengganti harus diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku 
untuk pengang-katan arbiter yang digantikan. 




(1) Wewenang arbiter tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya 
arbiter dan wewenang tersebut selanjutnya dilanjutkan oleh 
penggantinya yang kemudian diangkat sesuai dengan Undang-
undang ini. 
(2) Arbiter dapat dibebastugaskan bilamana terbukti berpihak atau 
menun-jukkan sikap tercela yang harus dibuktikan melalui jalur 
hukum. 
(3) Dalam hal selama pemeriksaan sengketa berlangsung, arbiter 
meninggal dunia, tidak mampu, atau mengundurkan diri, sehingga 
tidak dapat melaksanakan kewajibannya, seorang arbiter pengganti 
akan diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku bagi 
pengangkatan arbiter yang bersangkutan. 
(4) Dalam hal seorang arbiter tunggal atau ketua majelis arbitrase 
diganti, semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang 
kembali. 
(5) Dalam hal anggota majelis yang diganti, pemeriksaan sengketa 
hanya diulang kembali secara tertib antararbiter. 
 
BAB IV 
ACARA YANG BERLAKU 










Bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, 
kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih 





(1) Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang 
sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing. 
(2) Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan 
surat kuasa khusus. 
 
Pasal 30 
Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan 
diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat 
unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para 
pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang 
memeriksa sengketa yang bersangkutan.  
 
Pasal 31 
(1) Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas 
untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam 
pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan dalam Undang-undang ini. 
(2) Dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai 
acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, dan arbiter 
atau majelis arbitrase telah terbentuk sesuai dengan Pasal 12, Pasal 
13, dan Pasal 14, semua sengketa yang penyelesaiannya 
diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa 
dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-undang ini. 
(3) Dalam hal para pihak telah memilih acara arbitrase sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), harus ada kesepakatan mengenai 
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ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase dan 
apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter 
atau majelis arbitrase yang akan menentukan. 
 
Pasal 32 
(1) Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase 
dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk 
mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk 
penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada 
pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak. 
(2) Jangka waktu pelaksanaan putusan provisionil atau putusan sela 
lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dihitung dalam 
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. 
 
Pasal 33 
Arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu 
tugasnya apabila:  
 
1) diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus 
tertentu;  
2) sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya; 
atau  




(1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan meng-
gunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan 
kesepakatan para pihak. 
(2) Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang 
dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak. 
 
Pasal 35 
Arbiter atau majelis arbitrase dapat memerintahkan agar setiap dokumen atau 
bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan oleh arbiter 






(1) Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara 
tertulis.  
(2) Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para 
pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase.  
 
Pasal 37 
(1) Tempat arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, 
kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak. 
(2) Arbiter atau majelis arbitrase dapat mendengar keterangan saksi 
atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu pada tempat 
tertentu di luar tempat arbitrase diadakan. 
(3) Pemeriksaan saksi dan saksi ahli di hadapan arbiter atau majelis 
arbitrase, diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara 
perdata. 
(4) Arbiter atau majelis arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan 
setempat atas barang yang dipersengketakan atau hal lain yang 
berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dan dalam 
hal dianggap perlu, para pihak akan dipanggil secara sah agar 
dapat juga hadir dalam pemeriksaan tersebut. 
 
Pasal 38 
(1) Dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis 
arbitrase, pemohon harus menyampaikan surat tuntutannya kepada 
arbiter atau majelis arbitrase. 
(2) Surat tuntutan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya: 
a. nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para 
pihak; 
uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti; dan isi 
tuntutan yang jelas.  
 
Pasal 39 
Setelah menerima surat tuntutan dari pemohon, arbiter atau ketua majelis 
arbitrase menyampaikan satu salinan tuntutan tersebut kepada termohon 
dengan disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan 
jawabannya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari 






(1) Segera setelah diterimanya jawaban dari termohon atas perintah 
arbiter atau ketua majelis arbitrase, salinan jawaban tersebut 
diserahkan kepada pemohon. 
(2) Bersamaan dengan itu, arbiter atau ketua majelis arbitrase 
memerintahkan agar para pihak atau kuasa mereka menghadap di 
muka sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 (empat belas) 
hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu. 
 
Pasal 41 
Dalam hal termohon setelah lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 39 tidak menyampaikan jawabannya, termohon akan dipanggil 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2). 
 
Pasal 42 
(1) Dalam jawabannya atau selambat-lambatnya pada sidang pertama, 
termohon dapat mengajukan tuntutan balasan dan terhadap 
tuntutan balasan tersebut pemohon diberi kesempatan untuk 
menanggapi. 
(2) Tuntutan balasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperiksa 
dan diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase bersama-sama 
dengan pokok sengketa. 
 
Pasal 43 
Apabila pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 
ayat (2) pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap, 
sedangkan telah dipanggil secara patut, surat tuntutannya dinyatakan gugur 
dan tugas arbiter atau majelis arbitrase dianggap selesai. 
 
Pasal 44 
(1) Apabila pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 40 ayat (2), termohon tanpa suatu alasan sah tidak 
datang meng-hadap, sedangkan termohon telah dipanggil secara 
patut, arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan 
sekali lagi. 
(2) Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima 
ter-mohon dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang 
menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa 
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hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, 
kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum. 
 
Pasal 45 
(1) Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah 
ditetapkan, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu 
mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. 
(2) Dalam hal usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta 
perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan 
para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut. 
 
Pasal 46 
(1) Pemeriksaan terhadap pokok sengketa dilanjutkan apabila usaha 
per-damaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tidak 
berhasil. 
(2) Para pihak diberi kesempatan terakhir kali untuk menjelaskan secara 
tertulis pendirian masing-masing serta mengajukan bukti yang 
dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya dalam jangka waktu 
yang dite-tapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. 
(3) Arbiter atau majelis arbitrase berhak meminta kepada para pihak 
untuk mengajukan penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen 
atau bukti lainnya yang dianggap perlu dalam jangka waktu yang 
ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase. 
 
Pasal 47 
(1) Sebelum ada jawaban dari termohon, pemohon dapat mencabut 
surat permohonan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. 
(2) Dalam hal sudah ada jawaban dari termohon, perubahan atau 
penam-bahan surat tuntutan hanya diperbolehkan dengan 
persetujuan termohon dan sepanjang perubahan atau penambahan 
itu menyangkut hal-hal yang bersifat fakta saja dan tidak 
menyangkut dasar-dasar hukum yang menjadi dasar permohonan. 
 
Pasal 48 
(1) Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling 




(2) Dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan sesuai 
ketentuan Pasal 33, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dapat diperpanjang.  
 
Bagian Kedua 
Saksi dan Saksi Ahli 
 
Pasal 49 
(1) Atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas permintaan 
para pihak dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau seorang 
saksi ahli atau lebih, untuk didengar keterangannya. 
(2) Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli dibebankan 
kepada pihak yang meminta. 





(1) Arbiter atau majelis arbitrase dapat meminta bantuan seorang atau 
lebih saksi ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu 
persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa. 
(2) Para pihak wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan 
oleh para saksi ahli. 
(3) Arbiter atau majelis arbitrase meneruskan salinan keterangan saksi 
ahli tersebut kepada para pihak agar dapat ditanggapi secara tertulis 
oleh para pihak yang bersengketa. 
(4) Apabila terdapat hal yang kurang jelas, atas permintaan para pihak 
yang berkepentingan, saksi ahli yang bersangkutan dapat didengar 
keterangan-nya di muka sidang arbitrase dengan dihadiri oleh 
para pihak atau kuasanya. 
 
Pasal 51 
Terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase dibuat berita acara 
pemeriksaan oleh sekretaris. 
 
BAB V 




Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang 




Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 
tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apa pun. 
 
Pasal 54 
(1) Putusan arbitrase harus memuat: 
a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA"; 
b. nama lengkap dan alamat para pihak; 
c. uraian singkat sengketa; 
d. pendirian para pihak; 
e. nama lengkap dan alamat arbiter; 
f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase 
mengenai keseluruhan sengketa; 
g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan 
pendapat dalam majelis arbitrase; 
h. amar putusan; 
i. tempat dan tanggal putusan; dan 
j. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase. 
(2) Tidak ditandatanganinya putusan arbitrase oleh salah seorang 
arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi 
kekuatan berlakunya putusan. 
(3) Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) harus dicantumkan dalam putusan. 
(4) Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut 
harus dilaksanakan.  
 
Pasal 55 
Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan 
ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase. 
 
Pasal 56 
(1) Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan 
ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. 
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(2) Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku 
terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul 
antara para pihak. 
 
Pasal 57 




Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para 
pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase 
untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan/atau menambah 










(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 
putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan 
arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya 
kepada Panitera Pengadilan Negeri. 
(2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian 
akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan 
arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut 
merupakan akta pendaftaran. 
(3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar 
asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada 
Panitera Pengadilan Negeri. 
(4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. 
(5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta 





Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan 
mengikat para pihak. 
 
Pasal 61 
Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, 
putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas 
permohonan salah satu pihak yang bersengketa. 
 
Pasal 62 
(1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi 
didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. 
(2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih 
dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 
Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban 
umum. 
(3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri 
menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan 
Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apa 
pun. 
(4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan 
dari putusan arbitrase. 
 
Pasal 63 
Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik 
putusan arbitrase yang dikeluarkan. 
Pasal 64 
Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, 
dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata 








Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan 
Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 
 
Pasal 66 
Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah 
hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
1) Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis 
arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada 
perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan 
dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional; 
2) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia ter-
masuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan; 
3) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak 
bertentangan dengan ketertiban umum; 
4) Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah 
memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan 
5) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak 
dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh ekse-
kuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya 
dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 
 
Pasal 67 
(1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional 
dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh 
arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat. 
(2) Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan: 
a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, 
sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah 
terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia; 
b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar 
Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal 
otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya 
dalam bahasa Indonesia; dan 
c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di 
negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut 
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ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat 
pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan 
negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan 
Putusan Arbitrase Internasional. 
 
Pasal 68 
(1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui 
dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat 
diajukan banding atau kasasi. 
(2)  Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak 
untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase 
Internasional, dapat diajukan kasasi. 
(3) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap 
penga-juan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam 
jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah 
permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung. 
(4) Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 66 huruf e, tidak dapat diajukan upaya perlawanan. 
 
Pasal 69 
(1)  Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah 
eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, maka pelaksanaan 
selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara 
relatif berwenang melaksanakannya. 
(2)  Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik 
termohon eksekusi. 
(3)  Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara 
sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata. 
 
BAB VII 
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE 
 
Pasal 70 
Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pem-




1) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan 
dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; 
2) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, 
yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau 
3) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu 
pihak dalam pemeriksaan sengketa.  
 
Pasal 71 
Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan 
pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. 
 
Pasal 72 
(1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua 
Pengadilan Negeri. 
(2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, 
Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan 
seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. 
(3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan 
Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima. 
(4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding 
ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. 
(5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan 
banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 





BERAKHIRNYA TUGAS ARBITER 
 
Pasal 73 
Tugas arbiter berakhir karena: 
1) putusan mengenai sengketa telah diambil; 
2) jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau 
sesudah diperpanjang oleh para pihak telah lampau; atau  





(1)  Meninggalnya salah satu pihak tidak mengakibatkan tugas yang telah 
diberikan kepada arbiter berakhir. 
(2)  Jangka waktu tugas arbiter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 




(1)   Dalam hal arbiter meninggal dunia, dikabulkannya tuntutan ingkar atau 
pemberhentian seorang atau lebih arbiter, para pihak harus mengangkat 
arbiter pengganti. 
(2)  Apabila para pihak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak 
mencapai kesepakatan mengenai pengangkatan arbiter pengganti seba-
gaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Ketua Pengadilan Negeri atas 
permintaan dari pihak yang berkepentingan, mengangkat seorang atau 
lebih arbiter pengganti. 
(3)  Arbiter pengganti bertugas melanjutkan penyelesaian sengketa yang 







(1)   Arbiter menentukan biaya arbitrase. 
(2)   Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : 
a. honorarium arbiter;  
b. biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter;  
c. biaya saksi dan/atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan 
sengketa; dan 
d. biaya administrasi. 
 
Pasal 77 
(1)   Biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah. 
(2)   Dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian, biaya arbitrase 











Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diajukan 
kepada arbiter atau lembaga arbitrase tetapi belum dilakukan pemeriksaan, 
proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Undang-undang ini. 
 
Pasal 79 
Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diperiksa 
tetapi belum diputus, tetap diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang lama. 
 
Pasal 80 
Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diputus dan 
putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan 







Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen 
Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan 
Pasal 377 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch 
Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah 
Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227), 




(1)   Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan 
dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut merupakan 
induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas peradilan serta 
pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer 
dan peradilan tata usaha negara yang masing-masing diatur dalam Undang-
undang tersendiri. 
Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 
disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas 
dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi 
putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh 
izin atau perintah untuk dieksekusi (executoir) dari pengadilan. 
Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia 
adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement 
op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia 
yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) 
dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura 
(Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227). 
Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan 
lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain: 
1) dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;  
2) dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan 
administratif; 
3) para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai 
pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai 
masalah yang disengketakan, jujur dan adil;  
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4) para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan 
masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan 
5) putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan 
dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung 
dapat dilaksanakan.  
Pada kenyataannya apa yang disebutkan di atas tidak semuanya benar, sebab 
di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses 
arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat 
kerahasiaannya karena keputusannya tidak dipublikasikan. Namun demikian 
penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, 
terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional. 
Dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang 
perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum 
pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata 
(Reglement op de Rechtvordering) yang dipakai sebagai pedoman arbitrase 
sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan karena pengaturan dagang 
yang bersifat internasional sudah merupakan kebutuhan conditio sine qua 
non sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam Reglemen Acara Perdata 
(Reglement op de Rechtvordering). Bertolak dari kondisi ini, perubahan yang 
mendasar terhadap Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtvordering) 
baik secara filosofis maupun substantif sudah saatnya dilaksanakan. 
Arbitrase yang diatur dalam Undang-undang ini merupakan cara penyelesaian 
suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis 
dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan 
melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut 
hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar 
kata sepakat mereka. 
Hal ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai penyelesaian sengketa 
melalui arbitrase menjadi berlarut-larut. Berbeda dengan proses pengadilan 
negeri di mana terhadap putusannya para pihak masih dapat mengajukan 
banding dan kasasi, maka dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase 
tidak terbuka upaya hukum banding kasasi maupun peninjauan kembali.  
Dalam rangka menyusun hukum formil yang utuh, maka Undang-undang ini 
memuat ketentuan tentang pelaksanaan tugas arbitrase nasional maupun 
internasional. 
Bab VI menjelaskan mengenai pengaturan pelaksanaan putusan sekaligus 
dalam satu paket, agar Undang-undang ini dapat dioperasionalkan sampai 
pelaksanaan putusan, baik yang menyangkut masalah arbitrase nasional 
maupun internasional dan hal ini secara sistem hukum dibenarkan.  
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Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan 
karena beberapa hal, antara lain : 
1) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan 
dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu; 
2) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan 
yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau 
3) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu 
pihak dalam pemeriksaan sengketa.  
Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan 
Negeri dan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut hanya dapat diajukan 
permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat 
pertama dan terakhir. 
Selanjutnya pada Bab VIII diatur tentang berakhirnya tugas arbiter, yang 
dinyatakan antara lain bahwa tugas arbiter berakhir karena jangka waktu tugas 
arbiter telah lampau atau kedua belah pihak sepakat untuk menarik kembali 
penunjukan arbiter. Meninggalnya salah satu pihak tidak mengakibatkan tugas 
yang telah diberikan kepada arbiter berakhir. 
Bab IX dari Undang-undang ini mengatur mengenai biaya arbitrase yang 
ditentukan oleh arbiter. 
Bab X dari Undang-undang ini mengatur mengenai ketentuan peralihan 
terhadap sengketa yang sudah diajukan namun belum diproses, sengketa yang 
sedang dalam proses atau yang sudah diputuskan dan mempunyai kekuatan 
hukum tetap. 
Sedangkan dalam Bab XI disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-
undang ini maka Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata 
(Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 
Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, 
Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa 
dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227) dinyatakan 
tidak berlaku. 
 



































huruf c  
Yang dimaksud dengan "novasi" adalah pembaharuan utang. 
huruf d  
Yang dimaksud dengan "insolvensi" adalah keadaan tidak mampu 
membayar. 




huruf f  
Cukup jelas. 
huruf g  
Cukup jelas. 










Tidak dibolehkannya pejabat yang disebut dalam ayat ini menjadi 
arbiter, dimaksudkan agar terjamin adanya objektivitas dalam 





Dengan adanya ketentuan ini, maka dihindarkan bahwa dalam 
praktek akan terjadi jalan buntu apabila para pihak di dalam syarat 
arbitrase tidak mengatur secara baik dan seksama tentang acara 






































Sebelum mengangkat arbiter, para pihak tentu sudah memperhi-
tungkan adanya kemungkinan yang menjadi alasan untuk memper-
gunakan hak ingkar. Namun apabila arbiter tersebut tetap diangkat 
oleh para pihak, maka para pihak dianggap telah sepakat untuk tidak 
menggunakan hak ingkar berdasarkan fakta-fakta yang mereka 
ketahui ketika mengangkat arbiter tersebut. Namun ini tidak menutup 
kemungkinan munculnya fakta-fakta baru yang tidak diketahui 
sebelumnya, sehingga memberikan hak kepada para pihak untuk 






Dalam ayat ini diatur tentang pengajuan tuntutan ingkar dan 
jangka waktunya. 
Jangka waktu ini dipandang perlu agar tidak sewaktu-waktu dapat 










Putusan Ketua Pengadilan Negeri dalam tuntutan ingkar mengikat 



















Jika hanya seorang anggota arbiter saja yang diganti, pemeriksaan 
dapat diteruskan berdasarkan berita acara dan surat yang ada, cukup 
oleh para arbiter yang ada. 
 
Pasal 27 
Ketentuan bahwa pemeriksaan dilakukan secara tertutup adalah 
menyimpang dari ketentuan acara perdata yang berlaku di 
Pengadilan Negeri yang pada prinsipnya terbuka untuk umum. Hal 










Sesuai dengan ketentuan umum mengenai acara perdata, diberikan 
kesempatan kepada para pihak untuk menunjuk kuasa dengan surat 











Para pihak dapat menyetujui sendiri tempat dan jangka waktu 
yang dikehendaki mereka. Apabila mereka tidak membuat sesuatu 









Yang dimaksud dengan "hal khusus tertentu" misalnya karena ada-
nya gugatan antara atau gugatan insidentil di luar pokok sengketa 










Ayat (2)  
Ayat ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih 
peraturan dan acara yang akan digunakan dalam penyelesaian 
sengketa antara mereka, tanpa harus mempergunakan peraturan 









Pada prinsipnya acara arbitrase dilakukan secara tertulis. Jika ada 
persetujuan para pihak, pemeriksaan dapat dilakukan secara lisan.  
Juga keterangan saksi ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, 
dapat berlangsung secara lisan apabila dianggap perlu oleh arbiter 





Ketentuan mengenai tempat arbitrase ini adalah penting terutama 
apabila terdapat unsur hukum asing dan sengketa menjadi suatu 
sengketa hukum perdata internasional. Seperti lazimnya tempat 
arbitrase dilakukan dapat menentukan pula hukum yang harus 
dipergunakan untuk memeriksa sengketa tersebut jika para pihak 
tidak menentukan sendiri maka arbiter yang dapat menentukan 
tempat arbitrase. 
Ayat (2) 
Dalam ayat (2) pasal ini diberi kemungkinan untuk mendengar saksi 
di tempat lain dari tempat diadakan arbitrase, antara lain 










Huruf a  
Cukup jelas. 
Huruf b 
Salinan perjanjian arbitrase harus juga diajukan sebagai 
lampiran. 
Huruf c 
Isi tuntutan harus jelas dan apabila isi tuntutan berupa uang, 














Pasal ini mengatur mengenai tuntutan rekonvensi yang diajukan 





Sesuai dengan hukum acara perdata sengketa menjadi gugur 

















Penentuan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagai 
jangka waktu bagi arbiter menyelesaikan sengketa bersangkutan 
melalui arbitrase adalah untuk menjamin kepastian waktu penyele-















Tanpa adanya suatu sengketa pun, lembaga arbitrase dapat 
menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu 
perjanjian, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat 
(binding opinion) mengenai suatu persoalan berkenaan dengan 
perjanjian tersebut. Misalnya mengenai penafsiran ketentuan yang 
kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan yang 
berhubungan dengan timbulnya keadaan baru dan lain-lain. 
Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut 
kedua belah pihak terikat padanya dan salah satu pihak yang 
bertindak bertentangan dengan pendapat itu akan dianggap 













Pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk 
menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berda-
sarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan 




Dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan 
berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-
undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, 
hukum memaksa (dwingende regels) harus diterapkan dan tidak 
dapat disimpangi oleh arbiter. 
Dalam hal arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan 
putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya 
dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil seba-
gaimana dilakukan oleh hakim. 
Ayat (2) 
Para pihak yang bersengketa diberi keleluasaan untuk menentukan 
hukum mana yang akan diterapkan dalam proses arbitrase. Apabila 
para pihak tidak menentukan lain, maka hukum yang diterapkan 






Yang dimaksud dengan "koreksi terhadap kekeliruan administratif" 
adalah koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan pengetikan 
ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, alamat para pihak atau 
arbiter dan lain-lain, yang tidak mengubah substansi putusan. 
Yang dimaksud dengan "menambah atau mengurangi tuntutan" 
adalah salah satu pihak dapat mengemukakan keberatan 
terhadap putusan apabila putusan, antara lain: 
a. telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan; 
b. tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus; atau 






Pasal 60  
Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian 















Tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase 
oleh Ketua Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase tersebut benar-















Yang dimaksud dengan "ruang lingkup hukum perdagangan" adalah 




- penanaman modal; 
- industri; 





Huruf d  
Suatu Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilaksanakan 
dengan putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam bentuk 














Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan 
arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan 
permohonan pem-batalan yang disebut dalam pasal ini harus 
dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan 
menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak 
terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai 












Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan 
pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari 
pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase ber-
sangkutan. 
Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan 
pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa 
kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu 




Yang dimaksud dengan "banding" adalah hanya terhadap pembatalan 











































PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  1  TAHUN 2016 
 
TENTANG 
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : a. bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa 
secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka 
akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk 
memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta 
berkeadilan; 
b. bahwa  dalam  rangka  reformasi  birokrasi  Mahkamah 
Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi 
terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung, salah 
satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen 
untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan 
sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan 
yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;  
c. bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, 
Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar 
Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het 
Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, 
Staatsblad 1927:227) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia 
yang diperbaharui (Het Herziene Inlandsch Reglement, 
Staatsblad 1941:44) mendorong Para Pihak untuk 
menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan 
melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam 
prosedur berperkara di Pengadilan; 
d. bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian 
hukum acara perdata dapat memperkuat dan 
mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam 
penyelesaian sengketa;  
e. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan 
pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu 
meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan;  
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f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu 
menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan.  
 
Mengingat  : 1. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan                         
Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In                            
De Gewesten Buiten  Java  En  Madura,  Staatsblad                           
1927:227); 
2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene 
Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44);  
3.  Undang-Undang   Nomor   3   Tahun   2009   tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4958);  
4. Undang-Undang   Nomor   48   Tahun   2009   tentang 
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran 




Menetapkan  :  PERATURAN  MAHKAMAH  AGUNG  TENTANG PROSEDUR   







Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: 
1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 
untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh 
Mediator.  
2. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator 
sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses 
perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian 




3. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah 
Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah 
Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus 
pelatihan sertifikasi Mediasi.  
4. Daftar  Mediator  adalah  catatan  yang  memuat  nama Mediator  yang  
ditunjuk  berdasarkan  surat  keputusan Ketua Pengadilan yang 
diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum.  
5. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan 
membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh 
penyelesaian.  
6. Biaya Mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses Mediasi sebagai 
bagian dari biaya perkara, yang di antaranya meliputi biaya pemanggilan 
Para Pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran 
nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan 
dalam proses Mediasi. 
7. Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat oleh Para Pihak yang 
memuat duduk perkara dan usulan perdamaian.  
8. Kesepakatan   Perdamaian   adalah   kesepakatan   hasil Mediasi dalam 
bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang 
ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.  
9. Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak 
penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan 
kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara 
dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses 
Mediasi.  
10. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan 
putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.  
11. Hakim adalah hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan 
peradilan umum dan peradilan agama.  
12. Hakim Pemeriksa Perkara adalah majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua 
Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara.  
13. Pegawai Pengadilan adalah panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru 
sita, juru sita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya.  
14. Pengadilan adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan 
peradilan umum dan peradilan agama.  
15. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding dalam lingkungan 
peradilan umum dan peradilan agama.  













(1) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah 
Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam 
lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.  
 
(2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi 
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan 





(1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib 
mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.  
 
(2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib 
menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui 
Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator.  
 
(3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk 
menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah 
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai Mediasi di Pengadilan.  
 
(4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka 
Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan 
sela memerintahkan Pengadilan  Tingkat  Pertama  untuk  melakukan  
proses Mediasi.  
 
(5) Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim 




(6) Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling 
lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan 
putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.  
(7) Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil Mediasi berikut berkas 
perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke Pengadilan Tinggi atau 
Mahkamah Agung.  
(8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Hakim 
Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung 
menjatuhkan putusan.  
 
Bagian Kedua 




(1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara 
perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak 
berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap 
pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib 
terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali 
ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.  
 
(2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
 
a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang 
waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:  
 
1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;  
2. sengketa  yang  diselesaikan  melalui  prosedur Pengadilan 
Hubungan Industrial;  
3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;  
4. keberatan  atas  putusan  Badan  Penyelesaian Sengketa 
Konsumen;  
5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;  
6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;  
7. penyelesaian perselisihan partai politik;  




9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan 
tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan;  
 
b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat 
atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;  
 
c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu 
perkara (intervensi);  
 
d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan 
pengesahan perkawinan;  
 
e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan 
penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan 
Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi 
dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani 
oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.  
 
(3) Pernyataan ketidakberhasilan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf e dan salinan sah Sertifikat Mediator dilampirkan dalam surat 
gugatan.  
 
(4) Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sengketa yang dikecualikan 
kewajiban Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, 
dan huruf e tetap dapat diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap 
pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.  
 
Bagian Ketiga 




(1) Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak 
menghendaki lain.  
 
(2) Penyampaian laporan Mediator mengenai pihak yang tidak beriktikad 
baik dan ketidakberhasilan proses Mediasi kepada Hakim Pemeriksa 




(3) Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio 
visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan 
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.  
 
Bagian Keempat 




(1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi 
dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.  
 
(2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai 
kehadiran langsung.  
 
(3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya 
dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.  
 
(4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:  
 
a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan 
Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;  
 
b. di bawah pengampuan;  
 
c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; 
atau  
 
d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang 
tidak dapat ditinggalkan.  
 
Bagian Kelima 




(1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi 







(2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat 
dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang 
bersangkutan:  
 
a.  tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-
turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;  
 
b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir 
pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 
2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;  
 
c.  ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal 
pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;  
 
d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau 
tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau  
 
e.  tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah 










(1) Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya.  
 
(2) Biaya jasa Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan 
ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.  
 
Paragraf 2 






(1) Biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri proses Mediasi 
dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar 
biaya perkara.  
 
(2) Biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 
pada perhitungan biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri 
sidang.  
 
(3) Dalam hal Para Pihak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian, 
biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung 
bersama atau sesuai kesepakatan Para Pihak.  
 
(4) Dalam hal Mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil 
mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan Para Pihak dibebankan 
kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di lingkungan 




Biaya lain-lain di luar biaya jasa Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 dan biaya pemanggilan Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
dibebankan kepada Para Pihak berdasarkan kesepakatan. 
 
Bagian Ketujuh 




(1) Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain 
di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak.  
 
(2) Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan 
Mediasi di luar Pengadilan.  
 
(3) Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau 
ditunjuk bersama-sama dengan Mediator  
 
(1) Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib 












(1) Untuk mendukung pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Mahkamah 
Agung menetapkan tata kelola yang di antaranya meliputi:  
 
a. perencanaan kebijakan, pengkajian dan penelitian Mediasi di 
Pengadilan;  
 
b. pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Mediasi di 
Pengadilan;  
 
c. pemberian akreditasi dan evaluasi lembaga sertifikasi Mediasi 
terakreditasi;  
 
d. penyebarluasan informasi Mediasi; dan  
 
e. pengembangan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak 
lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam 
bidang Mediasi.  
 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola sebagaimana dimaksud 










(1) Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah 
mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang 




(3) Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari 
Mahkamah Agung.  
 
(2) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat 
dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat 
keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat. 
 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator 
dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan 
dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.  
 
Bagian  Kedua 




Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas: 
 
a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak 
untuk saling memperkenalkan diri;  
 
b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;  
 
c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak 
mengambil keputusan;  
 
d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;  
 
e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan 
satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);  
 
f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;  
 
g. mengisi formulir jadwal mediasi.  
 
h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan 
permasalahan dan usulan perdamaian;  
 
i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan 




j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:  
 
1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;  
 
2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; 
dan  
 
3. bekerja sama mencapai penyelesaian;  
 
k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan 
Perdamaian;  
 
l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak 
dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;  
 
m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan 
menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;  
 
n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya  
 
Bagian Ketiga 




(1) Mahkamah Agung menetapkan Pedoman Perilaku Mediator.  
 
(2) Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati Pedoman 




Ketua Pengadilan wajib menyampaikan laporan kinerja Hakim atau Pegawai 
Pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui Mediasi kepada 











(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, 
Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh 
Mediasi.  
 
(2) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan panggilan yang sah dan patut.  
 
(3) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat 
dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum 
acara.  
 
(4) Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan 
setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak 
seluruh pihak hadir.  
 
(5) Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak 
signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi.  
 
(6) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada 
Para Pihak.  
 
(7) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:  
 
a.  pengertian dan manfaat Mediasi;  
 
b. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan 
Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik 
dalam proses Mediasi;  
 
c.  biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator 
nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;  
 
d. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta 
Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan  
 





(8) Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi 
kepada Para Pihak yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak:  
 
a.  memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari 
Hakim Pemeriksa Perkara;  
 
b. memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan  
 
c.  bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik.  
 
(9) Formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah 
memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan 
satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas 
perkara.  
(10) Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan 
penandatanganan formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang.  
 
Bagian Kedua 




(1) Kuasa hukum wajib membantu Para Pihak melaksanakan hak dan 
kewajibannya dalam proses Mediasi.  
 
(2) Kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di 
antaranya meliputi:  
 
a.  menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) kepada Para Pihak;  
 
b. mendorong Para Pihak berperan langsung secara aktif dalam 
proses Mediasi;  
 
c.  membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan 




d. membantu Para Pihak merumuskan rencana dan usulan 
Kesepakatan Perdamaian dalam hal Para Pihak mencapai 
kesepakatan;  
 
e.  menjelaskan kepada Para Pihak terkait kewajiban kuasa hukum.  
 
(3) Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat 
mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan 
surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk 
mengambil keputusan.  
 
(4) Kuasa hukum yang bertindak mewakili Para Pihak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) wajib berpartisipasi dalam proses Mediasi 
dengan iktikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan 
pihak lain atau kuasa hukumnya. 
 
Bagian Ketiga 




(1) Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat 
dalam Daftar Mediator di Pengadilan.  
 
(1) Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang Mediator, 
pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para 
Mediator.  
 
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Daftar Mediator sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.  
 
Bagian Keempat 




(1) Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan 




(1) 17 ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak pada 
hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding 
guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat 
pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai 
Pengadilan.  
 
(2) Para Pihak segera menyampaikan Mediator pilihan mereka kepada 
Hakim Pemeriksa Perkara.  
 
(3) Apabila  Para  Pihak  tidak  dapat  bersepakat  memilih Mediator dalam 
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua majelis 
Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk Mediator Hakim atau 
Pegawai Pengadilan.  
 
(4) Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan 
pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang bersertifikat, ketua 
majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim 
Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan 
mengutamakan Hakim yang bersertifikat. 
 
(5) Jika Para Pihak telah memilih Mediator sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) atau ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk 
Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), ketua 
majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang 
memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjuk Mediator.  
 
(6) Hakim Pemeriksa Perkara memberitahukan penetapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) kepada Mediator melalui panitera pengganti.  
 
(7) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda proses persidangan untuk 
memberikan kesempatan kepada Para Pihak menempuh Mediasi.  
 
Bagian Kelima 




(1) Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi, setelah 




(2) Dalam hal Mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, Mediator atas 
kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui  
 
(1) Panitera melakukan pemanggilan Para Pihak dengan bantuan juru sita 
atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi.  
 
(2) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah demi hukum tanpa 
perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa ada instrumen tersendiri dari 
Hakim Pemeriksa Perkara, juru sita atau juru sita pengganti wajib 
melaksanakan perintah Mediator Hakim maupun nonhakim untuk 
melakukan panggilan.  
 
Bagian Keenam 




(1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses 
Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan 
dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. 
 
(2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya 
Mediasi.  
 
(3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik 
kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan 
Biaya Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan 
ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.  
 
(4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan 
putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai 
penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.  
 
(5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil 
dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat 








(1) Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.  
 
(2) Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada 
Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya 
Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan 
atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.  
 
(3) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam 
persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan 
penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan 
menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.  
 
(4) Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian 
dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.  
 
(5) Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi 
dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap 
dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.  
 
(6) Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya 
Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.  
 
(7) Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada 
penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan 
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.  
 
(8) Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak 
beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima 
oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.  
 
BAB V 
TAHAPAN PROSES MEDIASI 
 
Bagian Kesatu 







(1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat 
menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator. 
 
(2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung 
sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.  
 
(3) Atas  dasar  kesepakatan  Para  Pihak,  jangka  waktu Mediasi dapat 
diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir 
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  
 
(4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan 
perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.  
 
Bagian Kedua 




(1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan 
petitum gugatan. 
 
(2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar 
sebagaimana diuraikan pada ayat 
 
(1) (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan 










(1) Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat 
menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh 
agama, atau tokoh adat.  
 
(2) Para Pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang 
kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau 
penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1).  
 
Bagian Keempat 




(1) Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan 
bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis 
dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak 
dan Mediator.  
 
(2) Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian,  Mediator  
wajib  memastikan  Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan 
yang:  
 
a.  bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau 
kesusilaan;  
 
b. merugikan pihak ketiga; atau  
 
c.  tidak dapat dilaksanakan.  
 
(3) Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, 
penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan 
apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat 
persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.  
 
(4) Para   Pihak   melalui   Mediator   dapat   mengajukan Kesepakatan 
Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam 




(5) Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan 
dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat 
pencabutan gugatan.  
 
(6) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi 





(1) Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (6), Hakim Pemeriksa Perkara segera 
mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.  
 
(2) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diminta dikuatkan dalam Akta 
Perdamaian belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib 
mengembalikan Kesepakatan Perdamaian kepada Mediator dan Para 
Pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki.  
 
(3) Setelah mengadakan pertemuan dengan Para Pihak, Mediator wajib 
mengajukan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki 
kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung 
sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2).  
 
(4) Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian 
yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari 
sidang untuk membacakan Akta Perdamaian.  
 
(5) Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian 
tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan.  
 
Bagian Kelima 




(1) Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat 
dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan 
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tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai 
kesepakatan sebagai pihak lawan.  
 
(2) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh penggugat 
dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan 
Mediator.  
 
(3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian  sepanjang  tidak  
menyangkut  aset,  harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang 
tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat 
(2). 
 
(4) Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang 
tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).  
 
(5) Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat 
mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, 
tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak 
bersedia mengubah gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.  
 
(6) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perdamaian 
sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum 




(1) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari 
seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan 
Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan 
ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai 
lampiran laporan Mediator.  
 
(2) Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek 





(3) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara 
atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat 
Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan 
amar putusan.  
 
(4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku pada perdamaian sukarela tahap 
pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau 




(1) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama 
yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika 
Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, 
Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.  
 
(2) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam 
Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula 
keterkaitannya dengan perkara perceraian.  
 
(3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim 
Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah 
berkekuatan hukum tetap.  
 
(4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara 
menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama 
proses pemeriksaan perkara.  
 
Bagian Keenam 




(1) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai 
kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim 




a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu 
paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); 
atau  
 
b. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.  
 
(2) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan 
memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, 
dalam hal:  
 
a. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-
nyata berkaitan dengan pihak lain yang:  
 
1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak 
lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak 
dalam proses Mediasi;  
 
2. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal 
pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak 
hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam 
proses Mediasi; atau  
 
3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal 
pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di 
persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses 
Mediasi.  
 
b. melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat 
pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang 
tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang 
terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh 
persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau 
Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan 
dalam proses Mediasi.  
 
c. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana 




(3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan 
penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan 










(1) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara 
tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga 
sebelum pengucapan putusan.  
 
(2) Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan 
kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada 
tahap pemeriksaan perkara.  
 
(3) Setelah menerima permohonan Para Pihak untuk melakukan 
perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua majelis 
Hakim Pemeriksa Perkara dengan penetapan segera menunjuk salah 
seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator 
dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.  
 
(4) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda persidangan paling lama 14 
(empat belas) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3).  
 
Bagian Kedua 
Perdamaian Sukarela pada Tingkat Upaya Hukum 




(1) Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, 
kasasi atau peninjauan kembali, Para Pihak atas dasar kesepakatan 




(2) Jika dikehendaki, Para Pihak melalui ketua Pengadilan mengajukan 
Kesepakatan Perdamaian secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa 
Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk 
diputus dengan Akta Perdamaian sepanjang memenuhi ketentuan 
Pasal 27 ayat (2). 
 
(3) Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 
memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada.  
 
(4) Akta Perdamaian ditandatangani oleh Hakim Pemeriksa Perkara tingkat 
banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu paling lama 30 
(tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya Kesepakatan Perdamaian.  
 
(5) Apabila berkas perkara banding, kasasi, atau peninjauan kembali 
belum dikirimkan, berkas perkara dan Kesepakatan Perdamaian 








(1) Terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi dan 
penunjukan Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), 
jangka waktu proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 33 ayat (4) tidak termasuk jangka 
waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam kebijakan 
Mahkamah Agung mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan 
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan 
peradilan.  
 
(2) Terhadap Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (8) 
serta penetapan penghukuman Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum.  
 
(3) Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan 
pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan 




(4) Catatan Mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses 
Mediasi.  
 
(5) Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara 
yang bersangkutan.  
(6) Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun 
perdata atas isi Kesepakatan Perdamaian hasil Mediasi.  
 
BAB VIII 




(1) Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang 
berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan 
Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian 
kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta 
Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.  
 
(2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat 
bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek 
sengketa.  
 
(3) Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan 
menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika 
Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2).  
 
(4) Akta  Perdamaian  atas  gugatan  untuk  menguatkan Kesepakatan 
Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan 
oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk 
umum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan 
didaftarkan.  
 
(5) Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib 
disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan 






(1) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diajukan untuk dikuatkan dalam 
bentuk Akta Perdamaian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib 
memberikan petunjuk kepada Para Pihak tentang hal yang harus 
diperbaiki.  
 
(2) Dengan tetap memperhatikan tenggang waktu penyelesaian 
pengajuan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
ayat (4), Para Pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan 
kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim 







Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
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Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis 
sepakat membawa sengketa yang timbul di antara mereka sehubungan dengan 
perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase di hadapan 
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”), atau menggunakan Peraturan 
Prosedur BANI, maka sengketa tersebut diselesaikan di bawah penyelenggaraan 
BANI berdasarkan Peraturan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para pihak, sepanjang  
tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa 
dan kebijaksanaan BANI. Penyelesaian sengketa secara damai melalui Arbitrase 




Prosedur yang Berlaku 
Peraturan Prosedur ini  berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh 
BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan Prosedur BANI untuk 
penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut 
dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui 
Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, 
dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase 







Kecuali secara khusus ditentukan lain, maka istilah-istilah di bawah ini berarti: 
a. “Majelis Arbitrase BANI” atau “Majelis”, baik dalam huruf besar atau huruf 
kecil, adalah Majelis yang dibentuk menurut Prosedur BANI dan terdiri 
dari satu atau tiga atau lebih arbiter; 
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b. “Putusan”, baik dalam huruf besar atau huruf kecil, adalah setiap putusan 
yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase BANI, baik putusan sela ataupun 
putusan akhir/final dan mengikat; 
c. “BANI” adalah Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia; 
d. “Dewan” adalah Badan Pengurus BANI; 
e. “Ketua” adalah Ketua Badan Pengurus BANI, kecuali dan apabila jelas 
dinyatakan bahwa yang dimaksud adalah Ketua Majelis Arbitrase. Ketua 
BANI dapat menunjuk Wakil Ketua atau Anggota Badan Pengurus yang 
lain untuk melaksanakan tugas-tugas Ketua sebagaimana ditetapkan dalam 
Peraturan Prosedur ini, termasuk dalam hal tertentu untuk menunjuk 
satu atau lebih arbiter, dalam hal mana rujukan kepada Ketua dalam 
Peraturan ini berlaku pula terhadap Wakil Ketua atau Anggota Badan 
Pengurus yang lain yang ditunjuk tersebut; 
f. “Pemohon” berarti dan menunjuk pada satu atau lebih pemohon atau 
para pihak yang mengajukan permohonan arbitrase; 
g. “Undang-Undang” berarti dan menunjuk pada Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa; 
h. “Termohon” berarti dan menunjuk pada satu atau lebih Termohon atau 
para pihak terhadap siapa permohonan arbitrase ditujukan; 
i. “Para Pihak” berarti Pemohon dan Termohon; 
j. “Peraturan Prosedur” berarti dan menunjuk pada ketentuan-ketentuan 
Peraturan Prosedur BANI yang berlaku pada saat dimulainya penyeleng-
garaan arbitrase, dengan mengindahkan adanya kesepakatan tertentu 
yang mungkin dibuat para pihak yang bersangkutan yang satu dan lain 
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1; 
k. “Sekretariat” berarti dan menunjuk pada organ administratif BANI yang 
bertanggung jawab dalam hal pendaftaran permohonan arbitrase dan hal-
hal lain yang bersifat administratif dalam rangka penyelenggaraan arbitrase; 
l. "Sekretaris Majelis” berarti dan menunjuk pada sekretaris majelis yang 
ditunjuk oleh BANI untuk membantu administrasi penyelenggaraan 
arbitrase bersangkutan; dan 
m. “Tulisan”, baik dibuat dalam huruf besar atau huruf kecil, adalah  dokumen-
dokumen yang ditulis atau dicetak di atas kertas, tetapi juga dokumen-
dokumen yang dibuat dan/atau dikirimkan secara elektronis, yang meliputi 
tidak saja perjanjian-perjanjian tetapi juga pertukaran korespondensi, 
catatan-catatan rapat, telex, telefax, e-mail dan bentuk-bentuk komunikasi 
lainnya yang demikian; dan tidak boleh ada perjanjian, dokumen kores-
pondensi, surat pemberitahuan atau instrumen lainnya yang dipersyaratkan 
untuk diwajibkan secara tertulis, ditolak secara hukum dengan alasan 





Pengajuan, Pemberitahuan Tertulis  
dan Batas Waktu 
1. Pengajuan komunikasi tertulis dan jumlah salinan 
Semua pengajuan komunikasi tertulis yang akan disampaikan setiap 
pihak, bersamaan dengan setiap dan seluruh dokumen lampirannya, harus 
diserahkan kepada Sekretariat BANI untuk didaftarkan dengan jumlah 
salinan yang cukup untuk memungkinkan BANI memberikan satu salinan 
kepada masing-masing pihak, arbiter yang bersangkutan dan untuk 
disimpan di Sekretariat BANI. Untuk maksud tersebut, para pihak dan/atau 
kuasa hukumnya harus menjamin bahwa BANI pada setiap waktu memiliki 
alamat terakhir dan nomor telepon, faksimili, e-mail yang bersangkutan 
untuk komunikasi yang diperlukan. Setiap komunikasi yang dikirim 
langsung oleh Majelis kepada para pihak haruslah disertai salinannya 
kepada Sekretariat dan setiap komunikasi yang dikirim para pihak kepada 
Majelis harus disertai salinannya kepada pihak lainnya dan Sekretariat.  
2. Komunikasi dengan Majelis 
Apabila Majelis Arbitrase telah dibentuk, setiap pihak tidak boleh melaku-
kan komunikasi dengan satu atau lebih arbiter dengan cara bagaimanapun 
sehubungan dengan permohonan arbitrase yang bersangkutan kecuali: 
(i) dihadiri juga oleh atau disertai pihak lainnya dalam hal berlangsung 
komunikasi lisan; (ii) disertai suatu salinan yang secara bersamaan diki-
rimkan ke para pihak atau pihak-pihak lainnya dan kepada Sekretariat 
(dalam hal komunikasi tertulis). 
3. Pemberitahuan 
Setiap pemberitahuan yang perlu disampaikan berdasarkan Peraturan 
Prosedur ini, kecuali Majelis menginstruksikan lain, harus disampaikan 
langsung, melalui kurir, faksimili atau e-mail dan dianggap berlaku pada 
tanggal diterima atau apabila tanggal penerimaan tidak dapat ditentukan, 
pada hari setelah penyampaian dimaksud. 
4. Perhitungan Waktu 
Jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan Prosedur ini atau 
perjanjian arbitrase yang bersangkutan, dimulai pada hari setelah tanggal 
di mana pemberitahuan atau komunikasi dianggap berlaku, sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Prosedur Pasal 4 ayat (3) di atas. Apabila 
tanggal berakhirnya suatu pemberitahuan atas batas waktu jatuh pada 
hari Minggu atau hari libur nasional di Indonesia, maka batas waktu 
tersebut berakhir pada hari kerja berikutnya setelah hari Minggu atau 
hari libur tersebut. 
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5. Hari-hari Kalender 
Penunjukan pada angka-angka dari hari-hari dalam Peraturan Prosedur 
ini menunjuk kepada hari-hari dalam kalender. 
6. Penyelesaian Cepat 
Dengan mengajukan penyelesaian sengketa kepada BANI sesuai Peraturan 
Prosedur ini maka semua pihak sepakat bahwa sengketa tersebut harus 
diselesaikan dengan itikad baik secepat mungkin dan bahwa tidak akan 
ditunda atau adanya langkah-langkah lain yang dapat menghambat proses 
arbitrase yang lancar dan adil. 
7. Batas Waktu Pemeriksaan Perkara 
Kecuali secara tegas disepakati para pihak, pemeriksaan perkara akan 
diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari 
sejak tanggal Majelis selengkapnya terbentuk. Dalam keadaan-keadaan 
khusus di mana sengketa bersifat sangat kompleks, Majelis berhak 
memperpanjang batas waktu melalui pemberitahuan kepada para pihak. 
 
Pasal 5 
Perwakilan Para Pihak 
1. Para Pihak dapat diwakili dalam penyelesaian sengketa oleh seseorang 
atau orang-orang yang mereka pilih. Dalam pengajuan pertama, yaitu 
dalam Permohonan Arbitrase Pemohon dan demikian pula  dalam Jawaban 
Termohon atas Permohonan tersebut, masing-masing pihak harus men-
cantumkan nama, data alamat dan keterangan-keterangan serta kedudukan 
setiap orang yang mewakili pihak bersengketa dan harus disertai surat 
kuasa khusus asli bermaterai cukup serta dibuat salinan yang cukup 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) di atas yang memberikan 
hak kepada orang tersebut untuk mewakili pihak dimaksud.  
2. Namun demikian, apabila suatu pihak diwakili oleh penasihat asing atau 
penasihat hukum asing dalam suatu perkara arbitrase mengenai seng-
keta yang tunduk kepada hukum Indonesia, maka penasihat asing atau 
penasihat hukum asing dapat hadir hanya apabila didampingi penasihat 






1. Prosedur arbitrase dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian Per-
mohonan Arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase (“Pemohon”) 
pada Sekretariat BANI. 
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2. Penunjukan Arbiter 
Dalam Permohonan Arbitrase Pemohon dan dalam Jawaban Termohon 
atas Permohonan tersebut Termohon dapat menunjuk seorang Arbiter 
atau menyerahkan penunjukan tersebut kepada Ketua BANI. 
3. Biaya-biaya 
Permohonan Arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran dan 
biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BANI.  
Biaya administrasi meliputi biaya administrasi Sekretariat, biaya pemeriksaan 
perkara dan biaya arbiter serta biaya Sekretaris Majelis. 
Apabila pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase turut serta dan mengga-
bungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase seperti 
yang dimaksud oleh pasal 30 Undang-Undang No. 30/1999, maka pihak 
ketiga tersebut wajib untuk membayar biaya administrasi dan biaya-biaya 
lainnya sehubungan dengan keikutsertaannya tersebut.   
4. Pemeriksaan perkara arbitrase tidak akan dimulai sebelum biaya admi-




1. Setelah menerima Permohonan Arbitrase dan dokumen-dokumen serta 
biaya pendaftaran yang disyaratkan, Sekretariat harus mendaftarkan 
Permohonan itu dalam register BANI.  
2. Badan Pengurus BANI akan memeriksa Permohonan tersebut untuk 
menentukan apakah perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase dalam 
kontrak telah cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk 




1. Apabila Badan Pengurus BANI menentukan bahwa BANI berwenang 
memeriksa, maka setelah pendaftaran Permohonan tersebut, seorang 
atau lebih Sekretaris Majelis harus ditunjuk untuk membantu pekerjaan 
administrasi perkara arbitrase tersebut. 
2. Sekretariat harus menyampaikan satu salinan Permohonan Arbitrase dan 
dokumen-dokumen lampirannya kepada Termohon, dan meminta 
Termohon untuk menyampaikan tanggapan tertulis dalam waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari. 
3. Tanggapan 
Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima 
penyampaian Permohonan Arbitrase, Termohon wajib menyampaikan 
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Jawaban. Dalam Jawaban  itu, Termohon dapat menunjuk seorang Arbiter 
atau menyerahkan penunjukan itu kepada Ketua BANI. Apabila, dalam 
Jawaban tersebut, Termohon tidak menunjuk seorang Arbiter, maka 
dianggap bahwa penunjukan mutlak telah diserahkan kepada Ketua BANI. 
4. Perpanjangan Waktu 
Ketua BANI berwenang, atas permohonan Termohon, memperpanjang 
waktu pengajuan Jawaban dan/atau penunjukan arbiter oleh Termohon 
dengan alasan-alasan yang sah, dengan ketentuan bahwa perpanjangan 






Yang Berhak Menjadi Arbiter 
1. Majelis Arbitrase 
Kecuali dalam keadaan-keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (2) di bawah ini, hanya mereka yang diakui termasuk dalam 
daftar arbiter yang disediakan oleh BANI dan/atau memiliki sertifikat ADR/ 
Arbitrase yang diakui oleh BANI dapat bertindak selaku arbiter berdasarkan 
Peraturan Prosedur ini yang dapat dipilih oleh para pihak.  
Daftar arbiter BANI tersebut terdiri dari para arbiter yang memenuhi syarat 
yang tinggal di Indonesia dan di berbagai yurisdiksi di seluruh dunia, 
baik pakar hukum maupun praktisi dan pakar nonhukum seperti para 
ahli teknik, para arsitek dan orang-orang lain yang memenuhi syarat. 
Daftar arbiter tersebut dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, 
ditambah atau diubah oleh Badan Pengurus. 
2. Arbiter Luar 
Dalam hal para pihak, memerlukan arbiter yang memiliki suatu keahlian 
khusus yang diperlukan dalam memeriksa suatu perkara arbitrase yang 
diajukan ke BANI, permohonan dapat diajukan kepada Ketua BANI guna 
menunjuk seorang arbiter yang tidak terdaftar dalam daftar arbiter BANI 
dengan ketentuan bahwa arbiter yang bersangkutan memenuhi persyaratan 
yang tercantum dalam ayat 1 di atas dan ayat 3 di bawah ini. Setiap 
permohonan harus dengan jelas menyatakan alasan diperlukannya arbiter 
luar dengan disertai data riwayat hidup lengkap dari arbiter yang diusulkan. 
Apabila Ketua BANI menganggap bahwa tidak ada arbiter dalam daftar 
arbiter BANI dengan kualifikasi profesional yang dibutuhkan itu sedangkan 
arbiter yang dimohonkan memiliki kualifikasi dimaksud memenuhi syarat, 
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netral dan tepat, maka Ketua BANI dapat, berdasarkan pertimbangannya 
sendiri menyetujui penunjukan arbiter tersebut.  
Apabila Ketua BANI tidak menyetujui penunjukan arbiter luar tersebut, 
Ketua harus merekomendasikan, atau menunjuk, dengan pilihannya 
sendiri, arbiter alternatif yang dipilih dari daftar arbiter BANI atau seorang 
pakar yang memenuhi syarat dalam bidang yang diperlukan namun 
tidak terdaftar di dalam daftar arbiter BANI. Dewan Pengurus dapat 
mempertimbangkan penunjukan seorang arbiter asing yang diakui dengan 
ketentuan bahwa arbiter asing itu memenuhi persyaratan kualifikasi dan 
bersedia mematuhi Peraturan Prosedur BANI, termasuk ketentuan 
mengenai biaya arbiter, di mana pihak yang menunjuk berkewajiban 
memikul biaya-biaya yang berhubungan dengan penunjukan arbiter asing 
tersebut. 
3. Kriteria-kriteria 
Di samping memiliki sertifikat ADR/Arbitrase yang diakui oleh BANI seperti 
dimaksud dalam ayat 1 di atas, dan/atau persyaratan kualifikasi lainnya 
yang diakui oleh BANI semua arbiter harus memiliki persyaratan sebagai 
berikut: 
a. berwenang atau cakap melakukan tindakan-tindakan hukum; 
b. sekurang-kurangnya berusia 35 tahun; 
c. tidak memiliki hubungan keluarga berdasarkan keturunan atau per-
kawinan sampai dengan keturunan ketiga, dengan setiap dari para 
pihak bersengketa; 
d. tidak memiliki kepentingan keuangan atau apa pun terhadap hasil 
penyelesaian arbitrase; 
e. berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dan menguasai secara 
aktif bidang yang dihadapi;  
f. tidak sedang menjalani atau bertindak sebagai hakim, jaksa, panitera 
pengadilan, atau pejabat pemerintah lainnya.  
4. Pernyataan Tidak Berpihak 
Arbiter yang ditunjuk untuk memeriksa sesuatu perkara sesuai ketentuan 
Peraturan Prosedur BANI wajib menandatangani Pernyataan Tidak Berpihak 
yang disediakan oleh Sekretariat BANI. 
5. Hukum Indonesia 
Apabila menurut perjanjian arbitrase penunjukan arbiter diatur menurut 
hukum Indonesia, sekurang-kurangnya seorang arbiter, sebaiknya namun 
tidak diwajibkan, adalah seorang sarjana atau praktisi hukum yang 








1. Arbiter Tunggal 
Apabila Majelis akan terdiri dari hanya seorang arbiter, Pemohon dapat, 
dalam Permohonan Arbitrase, mengusulkan kepada Ketua, seorang atau 
lebih yang memenuhi syarat untuk direkomendasikan menjadi arbiter 
tunggal. Apabila Termohon setuju dengan salah satu calon yang diajukan 
Pemohon, dengan persetujuan Ketua, orang tersebut dapat ditunjuk 
sebagai arbiter tunggal. Namun apabila tidak ada calon yang diusulkan 
Pemohon yang diterima Termohon, dengan kekecualian kedua pihak 
sepakat mengenai suatu Majelis yang terdiri dari tiga arbiter, Ketua BANI 
wajib segera menunjuk orang yang akan bertindak sebagi arbiter tunggal, 
penunjukan mana tidak dapat ditolak atau diajukan keberatan oleh masing-
masing pihak kecuali atas dasar alasan yang cukup bahwa orang tersebut 
dianggap tidak independen atau berpihak. Apabila para pihak tidak setuju 
dengan arbiter tunggal, dan/atau Ketua menganggap sengketa yang 
bersangkutan bersifat kompleks dan/atau skala dari sengketa bersangkutan 
ataupun nilai tuntutan yang disengketakan sedemikian rupa besarnya 
atau sifatnya sehingga sangat memerlukan suatu Majelis yang terdiri dari 
tiga arbiter, maka Ketua memberitahukan hal tersebut kepada para pihak 
dan diberi waktu 7 (tujuh) hari kepada mereka untuk masing-masing 
menunjuk seorang arbiter yang dipilihnya dan apabila tidak dipenuhi, maka 
ketentuan Pasal 10 ayat (3) di bawah ini akan berlaku. 
2. Kelalaian Penunjukan 
Dalam setiap hal di mana masing-masing pihak tidak dapat mengangkat 
atau menunjuk seorang arbiter dalam batas waktu yang telah ditentukan, 
maka dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan atau per-
mohonan untuk menunjuk arbiter, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 
8 ayat (3), Ketua berwenang menunjuk atas nama pihak bersangkutan. 
3. Dalam Hal Tiga Arbiter 
Apabila Majelis terdiri dari tiga arbiter, dalam hal para pihak telah menunjuk 
arbiter mereka masing-masing, maka Ketua BANI menunjuk seorang 
arbiter yang akan mengetuai Majelis.  
Penunjukan arbiter yang akan mengetuai Majelis itu dilakukan dengan 
mengindahkan usul-usul dari para arbiter masing-masing pihak, untuk itu 
arbiter yang ditunjuk oleh para pihak masing-masing dapat mengajukan 
calon yang dipilihnya dari daftar para arbiter BANI.   
4. Jika Jumlah Tidak Ditentukan 
Apabila para pihak tidak sepakat sebelumnya tentang jumlah arbiter 
(misalnya satu atau tiga arbiter), Ketua berhak memutuskan, berdasarkan 
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sifat, kompleksitas dan skala dari sengketa bersangkutan, apakah perkara 
yang bersangkutan memerlukan satu atau tiga arbiter dan, dalam hal 
demikian, maka ketentuan-ketentuan pada ayat-ayat terdahulu Pasal 10 
ini berlaku. 
5. Banyak Pihak 
Dalam hal terdapat lebih daripada dua pihak dalam sengketa, maka semua 
pihak yang bertindak sebagai Pemohon (para pemohon) harus dianggap 
sebagai satu pihak tunggal dalam hal penunjukan arbiter, dan semua pihak 
yang dituntut harus dianggap sebagai satu Termohon tunggal dalam hal 
yang sama. Dalam hal pihak-pihak tersebut tidak setuju dengan penunjukan 
seorang arbiter dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka pilihan 
mereka terhadap seorang arbiter harus dianggap telah diserahkan kepada 
Ketua BANI yang akan memilih atas nama pihak-pihak tersebut. Dalam 
keadaan-keadaan khusus, apabila diminta oleh suatu mayoritas pihak-
pihak bersengketa, ketua dapat menyetujui dibentuknya suatu Majelis yang 
terdiri lebih daripada 3 arbiter. Pihak-pihak lain dapat bergabung dalam 
suatu perkara arbitrase hanya sepanjang diperkenankan berdasarkan 
ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 30/1999. 
6. Kewenangan Ketua BANI 
Keputusan atau persetujuan akhir mengenai penunjukan semua arbiter 
berada di tangan Ketua BANI. Dalam memberikan persetujuan, Ketua 
dapat meminta keterangan tambahan sehubungan dengan kemandirian, 
netralitas dan/atau kriteria para arbiter yang diusulkan. Ketua juga dapat 
mempertimbangkan kewarganegaraan arbiter yang diusulkan sehubungan 
dengan kewarganegaraan para pihak yang bersengketa dengan mem-
perhatikan syarat-syarat baku yang berlaku di BANI.  
Ketua harus mengupayakan bahwa keputusan sehubungan dengan 
penunjukan arbiter diambil atau disetujui dalam waktu paling lama 7 
(tujuh) hari sejak hal tersebut diajukan kepadanya. 
7. Penerimaan Para Arbiter 
Seorang calon arbiter, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak 
ditunjuk, harus menyampaikan kepada BANI riwayat hidup/pekerjaannya 
dan suatu pernyataan tertulis tentang kesediaan bertindak sebagai arbiter. 
Apabila diperlukan, arbiter yang ditunjuk harus menerangkan setiap 
keadaan yang mungkin dapat menjadikan dirinya diragukan sehubungan 








Setiap arbiter dapat diingkari apabila terdapat suatu keadaan tertentu 
yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas dan/atau kemandirian 
arbiter tersebut. Pihak yang ingin mengajukan pengingkaran harus 
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BANI dalam waktu paling 
lama 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan identitas arbiter tersebut, 
dengan melampirkan dokumen-dokumen pembuktian yang mendasari 
pengingkaran tersebut. Atau, apabila keterangan yang menjadi dasar juga 
diketahui pihak lawan, maka pengingkaran tersebut harus diajukan dalam 
waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah keterangan tersebut 
diketahui pihak lawan. 
2. Penggantian 
BANI wajib meneliti bukti-bukti tersebut melalui suatu tim khusus dan 
menyampaikan hasilnya kepada arbiter yang diingkari dan pihak lain 
tentang pengingkaran tersebut. Apabila arbiter yang diingkari setuju untuk 
mundur, atau pihak lain menerima pengingkaran tersebut, seorang arbiter 
pengganti harus ditunjuk dengan cara yang sama dengan penunjukan 
arbiter yang mengundurkan diri, berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal 
10 di atas. Atau jika sebaliknya, BANI dapat, namun tidak diharuskan, 
menyetujui pengingkaran tersebut, Ketua BANI harus menunjuk arbiter 
pengganti.  
3. Kegagalan Pengingkaran 
Apabila pihak lain atau arbiter tidak menerima pengingkaran itu, dan Ketua 
BANI juga menganggap bahwa pengingkaran tersebut tidak berdasar, 
maka arbiter yang diingkari harus melanjutkan tugasnya sebagai arbiter. 
4. Pengingkaran Pihak yang Menunjuk 
Suatu pihak dapat membantah arbiter yang telah ditunjuknya atas dasar 
bahwa ia baru mengetahui atau memperoleh alasan-alasan untuk peng-
ingkaran setelah penunjukan dilakukan. 
 
Pasal 12 
Penggantian Seorang Arbiter 
1. Kematian atau Cacat 
Dalam hal seorang arbiter meninggal dunia atau tidak mampu secara 
tegas untuk melakukan tugasnya, selama jalannya proses pemeriksaan 
arbitrase, seorang arbiter pengganti harus ditunjuk berdasarkan ketentuan 
yang sama menurut Pasal 10 seperti halnya yang berlaku terhadap 
penunjukan atau pemilihan arbiter yang diganti. 
2. Pengunduran Diri Arbiter 
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Calon atau arbiter yang mempunyai pertentangan kepentingan (conflict 
of interest) dengan perkara atau para pihak yang bersengketa wajib untuk 
mengundurkan diri.  
Sebaliknya apabila Majelis telah terbentuk maka tidak seorang pun arbiter 
boleh mengundurkan diri dari kedudukannya kecuali terjadi penging-
karan terhadap dirinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan 
Prosedur ini dan peraturan perundang-undangan. 
3. Kelalaian Bertindak 
Dalam hal seorang arbiter lalai dalam melakukan tugasnya, baik secara 
de jure atau de facto, satu dan lain atas pertimbangan Ketua BANI sehingga 
tidak mungkin bagi dirinya menjalankan fungsinya, sebagaimana ditentukan 
Ketua, maka prosedur sehubungan dengan pengingkaran dan penggan-
tian seorang arbiter sesuai ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 berlaku. 
4. Pengulangan Pemeriksaan 
Apabila berdasarkan Pasal 11, 12 (1), atau 12 (3), seorang arbiter tunggal 
diganti maka pemeriksaan perkara, termasuk sidang-sidang yang telah 
diselenggarakan sebelumnya harus diulang. Apabila Ketua Majelis diganti, 
setiap sidang kesaksian sebelumnya dapat diulang apabila dianggap perlu 
oleh para arbiter lainnya. Apabila seorang arbiter dalam Majelis diganti, 
maka para arbiter lainnya harus memberikan penjelasan kepada arbiter 
yang baru ditunjuk dan sidang-sidang sebelumnya tidak perlu diulang 
kecuali dalam keadaan-keadaan khusus di mana, Majelis menurut pertim-
bangannya sendiri menganggap perlu berdasarkan alasan-alasan keadilan. 
Apabila terjadi pengulangan sidang-sidang berdasarkan alasan-alasan di 
atas, Majelis dapat mempertimbangkan perpanjangan waktu pemeriksaan 







1. Kewenangan Majelis 
Setelah terbentuk atau ditunjuk berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam 
Bab III di atas, Majelis Arbitrase akan memeriksa dan memutus sengketa 
antara para pihak atas nama BANI dan karenanya dapat melaksanakan 
segala kewenangan yang dimiliki BANI sehubungan dengan pemeriksaan 
dan pengambilan keputusan-keputusan atas sengketa dimaksud. Sebelum 
dan selama masa persidangan Majelis dapat mengusahakan adanya per-
damaian di antara para pihak. Upaya perdamaian tersebut tidak mem-
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pengaruhi batas waktu pemeriksaan di persidangan yang dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (7). 
2. Kerahasiaan 
Seluruh persidangan dilakukan tertutup untuk umum, dan segala hal 
yang berkaitan dengan penunjukan arbiter, termasuk dokumen-dokumen, 
laporan/catatan sidang-sidang, keterangan-keterangan saksi dan putusan-
putusan, harus dijaga kerahasiaannya di antara para pihak, para arbiter 
dan BANI, kecuali oleh peraturan perundang-undangan hal tersebut tidak 
diperlukan atau disetujui oleh semua pihak yang bersengketa. 
3. Dasar Keadilan 
Sesuai ketentuan Peraturan Prosedur ini dan hukum yang berlaku, Majelis 
Arbitrase dapat menyelenggarakan arbitrase dengan cara yang dapat 
dianggap benar dengan ketentuan para pihak diperlakukan dengan 
persamaan hak dan diberi kesempatan yang patut dan sama pada setiap 
tahap pemeriksaan perkara. 
4. Tempat Sidang 
Persidangan, diselenggarakan di tempat yang ditetapkan oleh BANI dan 
kesepakatan para pihak, namun dapat pula di tempat lain jika dianggap 
perlu oleh Majelis dengan kesepakatan para pihak. Majelis Arbitrase 
dapat meminta diadakan rapat-rapat untuk memeriksa, asset-asset, 
barang-barang lain atau dokumen-dokumen pada setiap waktu dan di 
tempat yang diperlukan, dengan pemberitahuan seperlunya kepada para 
pihak, guna memungkinkan mereka dapat ikut hadir dalam pemeriksaan 
tersebut. Rapat-rapat internal dan sidang-sidang Majelis dapat diadakan 
pada setiap waktu dan tempat, termasuk melalui jaringan internet, apabila 




1. Dalam hal para pihak tidak menyatakan sebaliknya, proses pemeriksaan 
perkara diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, kecuali dan apabila 
Majelis, dengan menimbang keadaan (seperti adanya pihak-pihak asing 
dan/atau arbiter-arbiter asing yang tidak dapat berbahasa Indonesia, 
dan/atau di mana transaksi yang menimbulkan sengketa dilaksanakan 
dalam bahasa lain), menganggap perlu digunakannya bahasa Inggris atau 
bahasa lainnya. 
2. Bahasa Dokumen 
Apabila dokumen asli yang diajukan atau dijadikan dasar oleh para pihak 
dalam pengajuan kasus yang bersangkutan dalam bahasa selain Indonesia, 
maka Majelis berhak untuk menentukan dokumen-dokumen asli tersebut 
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apakah harus disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia, atau dari 
bahasa Indonesia ke bahasa lain. Namun demikian, apabila para pihak 
setuju, atau Majelis menentukan, bahwa bahasa yang digunakan dalam 
perkara adalah bahasa selain bahasa Indonesia, maka Majelis dapat 
meminta agar dokumen-dokumen diajukan dalam bahasa Indonesia 
dengan disertai terjemahan dari penerjemah tersumpah dalam bahasa 
Inggris atau bahasa lain yang digunakan. 
3. Penerjemah 
Apabila Majelis dan/atau masing-masing pihak memerlukan bantuan 
penerjemah selama persidangan, hal tersebut harus disediakan oleh BANI 
atas permintaan Majelis, dan biaya penerjemah harus ditanggung oleh 
para pihak yang berperkara sesuai yang ditetapkan oleh Majelis. 
4. Bahasa Putusan 
Putusan harus dibuat dalam bahasa Indonesia, dan apabila diminta oleh 
suatu pihak atau sebaliknya dianggap perlu oleh Majelis, dalam bahasa 
Inggris atau bahasa lainnya. Dalam hal bahwa naskah asli Putusan dibuat 
dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya, suatu terjemahan resmi harus 
disediakan oleh BANI untuk maksud-maksud pendaftaran, dan biaya untuk 
itu harus ditanggung oleh para pihak berdasarkan penetapan Majelis. 
 
Pasal 15 
Hukum Yang Berlaku 
1. Hukum Yang Mengatur 
Hukum yang mengatur materi sengketa adalah hukum yang dipilih dalam 
perjanjian komersial bersangkutan yang menimbulkan sengketa antara 
para pihak. Dalam hal oleh para pihak dalam perjanjian tidak ditetapkan 
tentang hukum yang mengatur, para pihak bebas memilih hukum yang 
berlaku berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam hal kesepakatan itu 
tidak ada, Majelis berhak menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang 
dianggap perlu, dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang 
menyangkut permasalahannya. 
2. Ketentuan-ketentuan Kontrak 
Dalam menerapkan hukum yang berlaku, Majelis harus mempertimbang-
kan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian serta praktek dan kebiasaan 
yang relevan dalam kegiatan bisnis yang bersangkutan. 
 
3. Ex Aequo et Bono 
Majelis dapat menerapkan kewenangan yang bersifat amicable compositeur 
dan/atau memutuskan secara ex aequo et bono, apabila para pihak telah 





Surat Permohonan Arbitrase 
1. Pengajuan 
Surat Permohonan Arbitrase, yang berisi Tuntutan Pemohon yang 
disampaikan kepada BANI, oleh BANI, setelah Majelis terbentuk, diteruskan 
kepada setiap anggota Majelis dan pihak lain (para pihak). 
2. Syarat-syarat 
Surat Permohonan Arbitrase harus memuat sekurang-kurangnya: 
a. Nama dan alamat para pihak; 
b. Keterangan tentang fakta-fakta yang mendukung Permohonan 
Arbitrase; 
c. Butir-butir permasalahannya; dan 
d. Besarnya tuntutan kompensasi yang dituntut. 
3. Dokumentasi 
Pemohon harus melampirkan pada Surat Permohonan tersebut suatu 
salinan perjanjian bersangkutan atau perjanjian-perjanjian yang terkait 
sehubungan sengketa yang bersangkutan dan suatu salinan perjanjian 
arbitrase (jika tidak termasuk dalam perjanjian dimaksud), dan dapat 
pula melampirkan dokumen-dokumen lain yang oleh Pemohon dianggap 
relevan. Apabila dokumen-dokumen tambahan atau bukti lain dimaksudkan 




Surat Jawaban Atas Tuntutan 
1. Pengajuan 
Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Termohon harus menga-
jukan Surat Jawaban kepada BANI untuk disampaikan kepada Majelis 
dan Pemohon. 
2. Syarat-syarat 
Termohon harus, dalam Surat Jawabannya, mengemukakan pendapatnya 
tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dan (c) Pasal 16 
ayat (2) di atas. Termohon juga dapat melampirkan dalam Surat 
Jawabannya, dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai dasar atau 
menunjuk pada setiap dokumen-dokumen tambahan atau bukti lain 
yang akan diajukan kemudian. 
3. Tuntutan Balik 
a. Apabila Termohon bermaksud mengajukan suatu tuntutan balik 
(rekonvensi) atau upaya penyelesaian sehubungan dengan sengketa 
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atau tuntutan yang bersangkutan sebagaimana yang diajukan 
Pemohon, Termohon dapat mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) 
atau upaya penyelesaian tersebut bersama dengan Surat Jawaban 
atau selambat-lambatnya pada sidang pertama. Majelis berwenang, 
atas permintaan Termohon, untuk memperkenankan tuntutan balik 
(rekonvensi) atau upaya penyelesaian itu agar diajukan pada suatu 
tanggal kemudian apabila Termohon dapat menjamin bahwa penun-
daan itu beralasan sesuai ketentuan-ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan 
(2) dan Pasal 16 ayat (2) dan (3).  
b. Atas tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut 
dikenakan biaya tersendiri sesuai dengan cara perhitungan pem-
bebanan biaya administrasi yang dilakukan terhadap tuntutan pokok 
(konvensi) yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak berdasarkan 
Peraturan Prosedur dan daftar biaya yang berlaku yang ditetapkan 
oleh BANI dari waktu ke waktu. Apabila biaya administrasi untuk 
tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut telah 
dibayar para pihak, maka tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya 
penyelesaian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus secara 
bersama-sama dengan tuntutan pokok.   
c. Kelalaian para pihak atau salah satu dari mereka, untuk membayar  
biaya administrasi sehubungan dengan tuntutan balik atau upaya 
penyelesaian tidak menghalangi ataupun menunda kelanjutan penye-
lenggaraan arbitrase sehubungan dengan tuntutan pokok (konvensi) 
sejauh biaya administrasi sehubungan dengan tuntutan pokok 
(konvensi) tersebut telah dibayar, seolah-olah  tidak ada tuntutan balik 
(rekonvensi) atau upaya penyelesaian tuntutan. 
4. Jawaban Tuntutan Balik 
Dalam hal Termohon telah mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi) 
atau upaya penyelesaian, Pemohon (yang dalam hal itu menjadi Ter-
mohon), berhak dalam jangka waktu 30 hari atau jangka waktu lain 
yang ditetapkan oleh Majelis, untuk mengajukan jawaban atas tuntutan 
balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut berdasarkan 





Majelis berhak menyatakan keberatan atas pernyataan bahwa ia tidak 
berwenang, termasuk keberatan yang berhubungan dengan adanya 
atau keabsahan perjanjian arbitrase jika terdapat alasan untuk itu. 
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2. Klausul Arbitrase Independen 
Majelis berhak menentukan adanya atau keabsahan suatu perjanjian di 
mana klausula arbitrase merupakan bagian. Suatu klausula arbitrase yang 
menjadi bagian dari suatu perjanjian, harus diperlakukan sebagai suatu 
perjanjian terpisah dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian 
yang bersangkutan. Keputusan Majelis bahwa suatu kontrak batal demi 
hukum tidak dengan sendirinya membatalkan validitas klausula arbitrase.   
3. Batas Waktu Bantahan 
Suatu dalih berupa bantahan bahwa Majelis tidak berwenang harus 
dikemukakan sekurang-kurangnya dalam Surat Jawaban atau, dalam hal 
tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian dalam jawaban 
terhadap tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut. 
4. Putusan Sela 
Dalam keadaan yang biasa, Majelis akan menetapkan putusan yang 
menolak masalah yurisdiksi sebagai suatu Putusan Sela. Namun, apabila 
dipandang perlu Majelis dapat melanjutkan proses arbitrase dan memu-
tuskan masalah tersebut dalam Putusan akhir. 
 
Pasal 19 
Dokumen-dokumen dan Penetapan-Penetapan 
1. Prosedur Persidangan 
Setelah menerima berkas perkara, Majelis harus menentukan, atas 
pertimbangan sendiri apakah sengketa dapat diputuskan berdasarkan 
dokumen-dokumen saja, atau perlu memanggil para pihak untuk datang 
pada persidangan. Untuk maksud tersebut Majelis dapat memanggil untuk 
sidang pertama di mana mengenai pengajuan dokumen-dokumen jika 
ada atau mengenai persidangan jika diadakan, ataupun mengenai masalah-
masalah prosedural, dapat dikomunikasikan dengan para pihak secara 
langsung ataupun melalui Sekretariat BANI.      
2. Penetapan-penetapan prosedural 
Majelis, berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, berhak penuh menentukan 
prosedur dan membuat penetapan-penetapan yang dianggap perlu, 
di mana penetapan-penetapan tersebut mengikat para pihak. Apabila 
dipandang perlu, Majelis dapat membuat ikhtisar masalah-masalah yang 
akan diputus (terms of reference) yang ditandatangani Majelis dan para 
pihak. Setidak-tidaknya Sekretaris Majelis harus membuat berita acara 
pemeriksaan dan penetapan-penetapan prosedural dari Majelis, berita 
acara mana, setelah ditandatangani oleh Majelis, menjadi dokumen 




Dalam hal masing-masing pihak ingin membuat suatu catatan sendiri 
mengenai pemeriksaan atau sebagian dari pemeriksaan, atas persetujuan 
Majelis, pihak yang bersangkutan dapat meminta jasa petugas pencatat 
atau sekretaris independen untuk hal tersebut yang akan menyampaikan 
catatannya kepada Majelis untuk diteruskan kepada para pihak. Biaya 
pembuatan catatan itu adalah atas tanggungan pihak atau pihak-pihak 
yang meminta, dan biaya tersebut harus dibayar di muka kepada BANI 
untuk dibayarkan kemudian kepada petugas bersangkutan setelah 
menerima bukti penagihan.   
4. Biaya harus dibayar 
Pemeriksaan atas perkara dan atau sidang tidak akan dilangsungkan 
sebelum seluruh biaya-biaya arbitrase, sebagaimana diberitahukan oleh 
Sekretariat kepada para pihak berdasarkan besarnya skala dari tuntutan 
dan daftar biaya yang dari waktu ke waktu diumumkan oleh BANI, telah 
dibayar lunas oleh salah satu atau kedua belah pihak. 
5. Putusan Sela 
Majelis berhak menetapkan putusan provisi atau putusan sela yang 
dianggap perlu sehubungan dengan penyelesaian sengketa bersangkutan, 
termasuk untuk menetapkan suatu putusan tentang sita jaminan, 
memerintahkan penyimpanan barang pada pihak ketiga, atau penjualan 
barang-barang yang tidak akan tahan lama. Majelis berhak meminta 
jaminan atas biaya-biaya yang berhubungan dengan tindakan-tindakan 
tersebut.  
6. Sanksi-sanksi 
Majelis berhak menetapkan sanksi atas pihak yang lalai atau menolak 
untuk menaati aturan tata-tertib yang dibuatnya atau sebaliknya melakukan 
tindakan yang menghambat proses pemeriksaan sengketa oleh Majelis. 
  
Pasal 20 
Upaya Mencari Penyelesaian Damai 
1. Penyelesaian Damai 
Majelis pertama-tama harus mengupayakan agar para pihak mencari jalan 
penyelesaian damai, baik atas upaya para pihak sendiri atau dengan 
bantuan mediator atau pihak ketiga lainnya yang independen atau dengan 
bantuan Majelis jika disepakati oleh para pihak.  
2. Putusan Persetujuan Damai 
Apabila suatu penyelesaian damai dapat dicapai, Majelis akan menyiapkan 
suatu memorandum mengenai persetujuan damai tersebut secara tertulis 
yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak serta 




3. Kegagalan Menyelesaikan Secara Damai 
Apabila tidak berhasil dicapai penyelesaian damai, Majelis akan melan-




1. Kelalaian Pemohon 
Dalam hal Pemohon lalai dan/atau tidak datang pada sidang pertama 
yang diselenggarakan oleh Majelis tanpa suatu alasan yang sah, maka 
Majelis dapat menyatakan Permohonan Arbitrase batal. 
2. Kelalaian Termohon 
Dalam hal Termohon lalai mengajukan Surat Jawaban, Majelis harus 
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Termohon dan dapat 
memberikan perpanjangan jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat 
belas) hari untuk mengajukan Jawaban dan/atau datang ke persidangan. 
Dalam hal Termohon juga tidak datang ke persidangan setelah dipanggil 
secara patut dan juga tidak mengajukan Jawaban tertulis, Majelis harus 
memberitahukan untuk kedua kalinya kepada Termohon agar datang atau 
menyampaikan Jawaban. Apabila Termohon lalai menjawab untuk kedua 
kalinya tanpa alasan yang sah, Majelis serta-merta dapat memutuskan 
dan mengeluarkan putusan berdasarkan dokumen-dokumen dan bukti 
yang telah diajukan Pemohon. 
 
Pasal 22 
Perubahan-perubahan dan  
Pengajuan-pengajuan Selanjutnya 
1. Perubahan-perubahan 
Apabila pengajuan-pengajuan sebagaimana dimaksud di atas telah 
lengkap, dan apabila sidang pertama telah dilangsungkan, para pihak 
tidak berhak mengubah tuntutan dan/atau jawaban mereka sepanjang 
menyangkut materi perkara, kecuali Majelis dan para pihak menyetujui 
perubahan tersebut. Namun demikian, tidak diperkenankan mengubah 
tuntutan yang keluar dari lingkup perjanjian arbitrase. 
 
2. Pengajuan-pengajuan Lebih Lanjut 
Majelis harus memutuskan tentang bukti-bukti tambahan dan/atau 
keterangan tertulis tambahan, selain Surat Permohonan Arbitrase yang 
merupakan surat tuntutan dan Surat Jawaban, yang diperlukan dari para 
pihak atau diajukan para pihak, di mana Majelis harus menetapkan jangka 
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waktu untuk penyampaian hal-hal tersebut. Majelis tidak wajib memper-




Bukti dan Persidangan 
1. Beban Pembuktian 
Setiap pihak wajib menjelaskan posisi masing-masing, untuk mengajukan 
bukti yang menguatkan posisinya dan untuk membuktikan fakta-fakta 
yang dijadikan dasar tuntutan atau jawaban. 
2. Ringkasan Bukti-bukti 
Majelis dapat, apabila dianggap perlu, meminta para pihak untuk mem-
berikan penjelasan atau mengajukan dokumen-dokumen yang dianggap 
perlu dan/atau untuk menyampaikan ringkasan seluruh dokumen dan 
bukti lain yang telah dan/atau akan diajukan oleh pihak tersebut guna 
mendukung fakta-fakta dalam Surat Permohonan Tuntutan atau Surat 
Jawaban, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Majelis. 
3. Bobot Pembuktian 
Majelis harus menentukan apakah bukti-bukti dapat diterima, relevan 
dan menyangkut materi permasalahan dan memiliki kekuatan bukti. 
4. Saksi-saksi 
Apabila Majelis menganggap perlu dan/atau atas permintaan masing-
masing pihak, saksi-saksi ahli atau saksi-saksi yang berkaitan fakta-fakta 
dapat dipanggil. Saksi-saksi tersebut oleh Majelis dapat diminta untuk 
memberikan kesaksian mereka dalam bentuk tertulis. Majelis dapat 
menentukan, atas pertimbangannya sendiri atau atas permintaan masing-
masing pihak, apakah perlu mendengar kesaksian lisan saksi-saksi tersebut. 
5. Biaya Para Saksi 
Pihak yang meminta pemanggilan seorang saksi atau saksi ahli harus 
membayar di muka seluruh ongkos yang diperlukan berhubung dengan 
kehadiran saksi tersebut. Untuk maksud tersebut Majelis dapat meminta 
agar terlebih dahulu disetorkan suatu deposit kepada BANI 
6. Sumpah 
Sebelum memberikan kesaksian mereka, para saksi atau saksi-saksi ahli 
tersebut dapat diminta untuk diambil sumpahnya atau mengucapkan 
janji. 
7. Penutupan Persidangan 
Jika pengajuan bukti, kesaksian dan persidangan telah dianggap cukup 
oleh Majelis, maka persidangan mengenai sengketa tersebut ditutup oleh 
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Ketua Majelis yang kemudian dapat menetapkan suatu sidang untuk 





Sepanjang Majelis belum mengeluarkan putusannya, Pemohon berhak 
mencabut tuntutannya melalui pemberitahuan tertulis kepada Majelis, 
pihak lain dan BANI. Namun demikian apabila Termohon telah mengajukan 
Surat Jawaban, dan/atau tuntutan balik (rekonvensi), maka tuntutan hanya 
dapat dicabut kembali dengan persetujuan Termohon. Apabila para pihak 
sepakat untuk mencabut tuntutan/perkara setelah sidang dimulai, maka 
pencabutan tersebut dilakukan dengan penetapan putusan oleh Majelis. 
2. Pengembalian Pembayaran Biaya-biaya 
Dalam hal persidangan belum dimulai, seluruh ongkos yang dibayar, kecuali 
biaya pendaftaran, dikembalikan kepada Pemohon di mana dilakukan 
perhitungan dengan biaya-biaya administrasi Sekretariat BANI yang telah 
dikeluarkan. Apabila persidangan atau rapat-rapat musyawarah telah 
dimulai, maka biaya administrasi, termasuk ongkos-ongkos yang menjadi 
hak para arbiter yang dianggap wajar oleh Ketua BANI, setelah berkon-







Majelis wajib menetapkan Putusan akhir dalam waktu paling lama 30 hari 
terhitung sejak ditutupnya persidangan, kecuali Majelis mempertimbangkan 




Selain menetapkan Putusan akhir, Majelis juga berhak menetapkan putusan-






1. Apabila Majelis terdiri dari tiga (atau lebih) arbiter, maka setiap putusan 
atau putusan lain dari Majelis, harus ditetapkan berdasarkan suatu 
putusan mayoritas para arbiter. 
2. Apabila terdapat perbedaan pendapat dari arbiter mengenai  bagian ter-
tentu dari putusan, maka perbedaan tersebut harus dicantumkan dalam 
Putusan. 
3. Apabila di antara para arbiter tidak terdapat kesepakatan mengenai 
putusan atau bagian dari putusan yang akan diambil, maka putusan Ketua 




Untuk hal-hal yang bersifat prosedural, apabila tidak terdapat kesepakatan 
mayoritas, dan apabila Majelis menguasakan untuk hal tersebut, Ketua Majelis 




1. Putusan harus dibuat tertulis dan harus memuat pertimbangan-pertim-
bangan yang menjadi dasar Putusan tersebut, kecuali para pihak setuju 
bahwa pertimbangan-pertimbangan itu tidak perlu dicantumkan. 
2. Putusan Majelis ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum 




Putusan harus ditandatangani para arbiter dan harus memuat tanggal dan 
tempat dikeluarkannya. Apabila ada tiga Arbiter dan satu dari mereka tidak 




Dalam waktu 14 (empat belas) hari, Putusan yang telah ditandatangani para 
arbiter tersebut harus disampaikan kepada setiap pihak, bersama 2 (dua) lembar 
salinan untuk BANI, di mana salah satu dari salinan itu akan didaftarkan oleh 
BANI di Pengadilan Negeri yang bersangkutan. 
Pasal 32 
Final dan Mengikat 
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1. Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak menjamin 
akan langsung melaksanakan Putusan tersebut. 
2. Dalam Putusan tersebut, Majelis menetapkan suatu batas waktu bagi 
pihak yang kalah untuk melaksanakan Putusan di mana dalam Putusan 
Majelis dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga 
dalam jumlah yang wajar apabila pihak yang kalah lalai dalam melak-




Kerahasiaan proses arbitrase tidak berarti mencegah pendaftaran Putusan pada 
Pengadilan Negeri ataupun pengajuannya ke Pengadilan Negeri di mana pun 





Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah Putusan diterima, 
para pihak dapat mengajukan permohonan ke BANI agar Majelis memperbaiki 
kesalahan-kesalahan administratif yang mungkin terjadi dan/atau untuk 
menambah atau menghapus sesuatu apabila dalam Putusan tersebut sesuatu 




Biaya arbitrase ditetapkan dalam suatu daftar terpisah dan terlampir pada 
Peraturan Prosedur ini. Daftar tersebut dapat diperbaiki atau diubah dari 




1. BANI harus menagih kepada setiap pihak setengah dari estimasi biaya 
arbitrase, dan memberikan jangka waktu secepatnya untuk membayarnya. 
Apabila suatu pihak lalai membayar bagiannya, maka jumlah yang sama 
harus dibayarkan oleh pihak lain yang kemudian akan diperhitungkan 
dalam Putusan dengan kewajiban pihak yang lalai membayar tersebut. 
2. BANI atas permintaan Majelis yang bersangkutan dapat meminta 
penambahan biaya dari waktu ke waktu selama berlangsungnya 
arbitrase apabila Majelis menganggap bahwa perkara yang sedang diperiksa 
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1. Majelis berwenang menentukan pihak mana yang harus bertanggung 
jawab untuk membayar, atau melakukan pengembalian pembayaran 
kepada pihak lain, untuk seluruh atau sebagian biaya-biaya itu, pembagian 
mana harus dicantumkan dalam Putusan.  
2. Pada umumnya apabila salah satu pihak sepenuhnya berhasil dalam 
tuntutannya maka pihak lawannya memikul seluruh biaya dan apabila 
masing-masing pihak berhasil memperoleh sebagian dari tuntutannya, 
biaya-biaya menjadi beban kedua belah pihak secara proporsional. 
 
Pasal 38 
Biaya-biaya Jasa Hukum 
Kecuali dalam keadaan-keadaan khusus, biaya-biaya jasa hukum dari masing-
masing pihak harus ditanggung oleh pihak yang memakai jasa hukum tersebut 
dan biasanya tidak akan diperhitungkan terhadap pihak lainnya. Namun apabila 
Majelis menentukan bahwa suatu tuntutan menjadi rumit atau bahwa suatu 
pihak secara tidak sepatutnya menyebabkan timbulnya kesulitan-kesulitan atau 
hambatan-hambatan dalam kemajuan proses arbitrase, maka biaya jasa hukum 




Biaya-biaya eksekusi Putusan ditanggung oleh pihak yang kalah dan yang 




PERATURAN DAN ACARA 







(1) Semua kata dan/atau istilah yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) 
Peraturan dan Acara BAPMI (selanjutnya disebut “Peraturan dan Acara”) 
berlaku juga bagi seluruh Peraturan BAPMI, dan ketentuan pelaksanaannya. 
(2) Dalam Peraturan dan Acara yang dimaksud dengan: 
a. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian seng-
keta atau beda pendapat yang berkaitan dengan kegiatan pasar 
modal di Indonesia yang disediakan oleh BAPMI melalui prosedur yang 
disepakati para Pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan 
cara antara lain mediasi atau penilaian ahli sesuai dengan Peraturan 
dan Acara. 
b. Arbiter adalah orang perorangan yang terdaftar dalam Daftar Arbiter 
BAPMI yang dapat dipilih oleh para Pihak yang bersengketa atau yang 
ditunjuk oleh BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara, baik dalam 
kapasitas selaku Arbiter Tunggal maupun anggota Majelis Arbitrase, 
untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan putusan mengenai 
sengketa tersebut melalui Arbitrase. 
c. Arbitrase adalah lembaga penyelesaian sengketa perdata yang ber-
kaitan dengan kegiatan di bidang pasar modal di Indonesia di luar 
peradilan umum yang disediakan oleh BAPMI yang didasarkan pada 
Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para Pihak yang 
bersengketa sesuai dengan Peraturan dan Acara. 
d. BAPMI adalah Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia yang didirikan 
berdasarkan akta pendirian nomor 15 dibuat di hadapan Ny. Fathiah 
Helmi, S.H., notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari 
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan 
surat keputusan nomor C- 2620 HT 01.03.TH 2002 tanggal 29 Agustus 
2002 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 
18 Oktober 2002, Nomor 84/2002, Tambahan Berita Negara Nomor 
5/PN/2002. 




f. Majelis Arbitrase adalah suatu majelis tidak tetap BAPMI yang dibentuk 
sesuai dengan kebutuhan atas dasar Peraturan dan Acara untuk 
memeriksa dan memberikan putusan atas suatu sengketa melalui 
Arbitrase yang timbul di antara para Pihak. 
g. Pemohon adalah Pihak atau semua Pihak, mana yang relevan, yang 
mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang me-
nyangkut dirinya melalui BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara. 
h. Pendapat Mengikat adalah suatu pendapat yang diberikan BAPMI 
sesuai dengan Peraturan dan Acara atas permintaan para Pihak 
mengenai sengketa atau beda pendapat berkenaan dengan perjanjian 
atau transaksi berkaitan dengan kegiatan di bidang pasar modal di 
Indonesia. 
i. Peraturan BAPMI adalah peraturan atau ketentuan yang ditetapkan 
oleh BAPMI, serta ketentuan pelaksanaannya. 
j. Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan di antara para Pihak 
yang memuat ketentuan mengenai Arbitrase, yang secara tegas 
menyebutkan bahwa semua sengketa yang timbul dari hubungan 
hukum di antara para Pihak akan diselesaikan melalui Arbitrase sesuai 
Peraturan dan Acara, yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis 
yang dibuat para Pihak sebelum atau setelah timbulnya sengketa. 
k. Pihak adalah subjek hukum, baik subjek hukum perdata maupun 
hukum publik yang seluruh atau sebagian usaha atau jasa profesinya 
berkaitan dengan kegiatan di bidang pasar modal di Indonesia, 
termasuk bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga 
penyimpanan dan penyelesaian, emiten, perusahaan publik, perusa-
haan efek, lembaga penunjang pasar modal, orang perorangan yang 
terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal, orang perorangan 
pemegang izin, wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang 
efek, wakil manajer investasi dan yang melakukan investasi di pasar 
modal di Indonesia. 
l. Putusan Arbitrase adalah putusan yang dijatuhkan oleh Arbiter 
Tunggal atau Majelis Arbitrase atas suatu sengketa yang timbul di 
antara para Pihak yang dilakukan sesuai dengan Peraturan dan Acara. 
m. Tempat Arbitrase adalah tempat yang ditetapkan para Pihak, atau 
dalam hal para Pihak tidak menentukan, ditetapkan oleh BAPMI. 
n. Termohon adalah Pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian 
sengketa melalui Arbitrase sesuai dengan Peraturan dan Acara 
Arbitrase ini. 
o. UUAAPS adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan 
penjelasannya, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu. 
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p. UUPM adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
1995 tentang Pasar Modal dan penjelasannya, sebagaimana diubah 
dari waktu ke waktu. 
 
Pasal 2 
(1) Peraturan dan Acara mengatur tata cara penyelesaian sengketa atau beda 
pendapat yang timbul di antara para Pihak sehubungan dengan kegiatan 
di bidang pasar modal di Indonesia, yang berdasarkan kesepakatan para 
Pihak akan diselesaikan melalui Pendapat Mengikat, Alternatif Penyelesaian 
Sengketa, atau Arbitrase. 
(2) Sengketa atau beda pendapat yang dapat diselesaikan BAPMI hanya 
sengketa atau beda pendapat yang timbul di antara para Pihak yang 
berhubungan dengan kegiatan di bidang pasar modal di Indonesia dan 
mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dikuasai sepenuhnya oleh para Pihak. 
(3) Sengketa atau beda pendapat yang diselesaikan berdasarkan Peraturan 
dan Acara mengikat para Pihak yang bersengketa atau yang berbeda 
pendapat sebagai kesepakatan bersama atau sebagai putusan dalam 
tingkat pertama dan terakhir. 
(4) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat berdasarkan Peraturan 
dan Acara dilakukan atas dasar itikad baik dengan mengesampingkan 
kemungkinan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri. 
(5) Konsultan hukum yang dapat menjadi kuasa dari para Pihak yang ber-
sengketa atau berbeda pendapat dalam beracara di BAPMI baik melalui 
Pendapat Mengikat, atau Alternatif Penyelesaian Sengketa maupun 
Arbitrase harus telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal selaku 
profesi penunjang pasar modal dan menjadi anggota Himpunan Konsultan 









(1) BAPMI dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para Pihak untuk 
memberikan suatu Pendapat Mengikat mengenai suatu sengketa atau 
beda pendapat berkenaan dengan perjanjian dan/atau pelaksanaan per-
janjian berkaitan dengan kegiatan di bidang pasar modal di Indonesia. 
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(2) Pendapat Mengikat yang diberikan oleh BAPMI bersifat final dan mengikat 
para Pihak yang memintanya dan terhadap Pendapat Mengikat itu tidak 
dapat diajukan perlawanan atau bantahan. 
(3) Setiap tindakan dari salah satu Pihak yang bertentangan dengan Pendapat 
Mengikat merupakan cidera janji. 
 
Bagian Kedua 
Tata Cara dan Proses 
 
Pasal 4 
(1) Pendapat Mengikat diberikan oleh BAPMI berdasarkan permohonan 
tertulis yang ditandatangani oleh semua Pihak yang bersengketa atau 
berbeda pendapat, yang diajukan kepada BAPMI. 
(2) Permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) 
Peraturan dan Acara, sekurang-kurangnya memuat/menyebutkan: 
a. Kesepakatan dari para Pihak yang bersengketa atau berbeda pen-
dapat untuk menunjuk dan meminta BAPMI memberikan Pendapat 
Mengikat sehubungan dengan adanya sengketa atau beda pendapat 
di antara mereka; 
b. Penjelasan rinci mengenai sengketa atau beda pendapat; 
c. Pendapat yang diinginkan oleh masing-masing Pihak yang bersengketa 
atau berbeda pendapat; 
d. Perjanjian dan/atau dokumen yang relevan dari masing-masing Pihak 
(jika ada);  
e. Pernyataan tegas bahwa semua Pihak akan terikat dengan dan akan 
melaksanakan semua ketentuan dalam Pendapat Mengikat; 
f. Telah melunasi biaya dan/atau imbalan sebagaimana diatur dalam 
pasal 9 Peraturan dan Acara. 
(3) Setiap permohonan Pendapat Mengikat yang diajukan setelah memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4 Peraturan dan 
Acara, dicatat pada Sekretariat BAPMI dan akan diberikan tanda pen-
daftaran apabila sudah dianggap lengkap oleh BAPMI. 
 
Pasal 5 
(1) BAPMI dapat meminta dokumen tambahan yang diperlukan dalam rangka 
pemberian Pendapat Mengikat, dan dalam hal demikian tanggal tanda 
pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) baru akan 




(2) BAPMI dapat menolak permohonan Pendapat Mengikat yang tidak atau 
belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 
pasal 4 Peraturan dan Acara, dan/atau karena hal-hal lain yang menurut 
pertimbangan BAPMI permohonan Pendapat Mengikat tersebut tidak 
relevan dan/atau tidak dapat dikabulkan karena di luar kewenangan BAPMI. 
(3) Penolakan permohonan Pendapat Mengikat disampaikan secara tertulis 
kepada semua Pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah 
tanggal Pendaftaran. 
(4) Kecuali biaya pendaftaran, semua biaya dan/atau imbalan yang telah 
diterima oleh BAPMI berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan dan Acara 
akan dikembalikan kepada Pemohon jika permohonan sebagaimana 
dimaksud ayat (2) ditolak. 
 
Pasal 6 
(1) BAPMI memeriksa semua dokumen yang disampaikan dalam rangka 
permohonan Pendapat Mengikat yang diajukan oleh para Pihak, selambat-
lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal pelunasan biaya pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) dan pasal 5 ayat (1) 
Peraturan dan Acara. 
(2) Jika Pihak yang bersangkutan tidak menyampaikan semua dokumen yang 
diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) 
Peraturan dan Acara dengan alasan yang dapat diterima oleh BAPMI 
dan/atau tidak memberikan keterangan langsung, kepada Pihak yang 
bersangkutan akan diberikan kesempatan 1 (satu) kali lagi untuk mem-
berikan keterangan dan/atau menyampaikan semua dokumen tambahan 
yang dimaksud. 
(3) Jika setelah diberikannya kesempatan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 6 ayat (2) yang bersangkutan tetap tidak hadir dan/atau tidak 
menyampaikan semua dokumen tambahan yang dibutuhkan, BAPMI berhak 
memeriksa dan memberikan Pendapat Mengikat. 
 
Pasal 7 
(1) Proses pemeriksaan dalam rangka pemberian Pendapat Mengikat dilakukan 
secara tertutup dan bersifat rahasia serta kepada semua Pihak tidak 
diberikan salinan berita acara proses pemeriksaan dan pemberian Pendapat 
Mengikat. 
(2) Jika dianggap perlu sebelum memberikan Pendapat Mengikat, BAPMI 





Pemberian, Sifat dan Sanksi 
 
Pasal 8 
(1) BAPMI memberikan Pendapat Mengikat selambat-lambatnya dalam waktu 
30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah tanggal dimulainya pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan dan Acara. 
(2) Pendapat Mengikat diterbitkan secara tertulis setelah ditandatangani 
oleh Ketua BAPMI dan disampaikan kepada semua Pihak yang berbeda 
pendapat atau kuasanya dengan surat tercatat. 
 
Pasal 8 a 
(1) Jika dalam jangka waktu 30 hari sejak ditetapkannya tanggal pendapat 
mengikat salah satu pihak tidak mematuhi dan/atau melaksanakan 
penetapan sebagaimana dimaksud dalam pendapat mengikat, pihak yang 
berkepentingan menyampaikan pemberitahuan mengenai hal tersebut 
secara tertulis kepada pengurus asosiasi, himpunan, ikatan atau organisasi 
di mana pihak-pihak lain menjadi anggota. 
(2) Dalam jangka waktu tertentu sejak diterimanya pemberitahuan sebagai-
mana dimaksud ayat (1), asosiasi, himpunan, ikatan atau organisasi di 
mana para Pihak menjadi anggota mengirimkan fotokopi dari pemberita-
huan tadi kepada Badan Pengawasan Pasar Modal, asosiasi, himpunan, 
ikatan atau bentuk organisasi lain yang merupakan maupun yang tidak 




Biaya dan Imbalan 
 
Pasal 9 
(1) Untuk mendapatkan Pendapat Mengikat, para Pihak dikenakan biaya 
dan imbalan yang besarnya ditentukan dari waktu ke waktu oleh BAPMI 
dalam daftar biaya dan imbalan BAPMI, yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan dan Acara. 
(2) Biaya dan imbalan Pendapat Mengikat terdiri dari: 
a. Biaya pendaftaran; 
b. Biaya pemeriksaan; dan 
c. Imbalan Pendapat Mengikat, termasuk imbalan untuk penilaian ahli. 
(3) Biaya dan imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
harus telah dilunasi, dengan ketentuan sebagai berikut: 
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a. Biaya pendaftaran: pada saat pengajuan permohonan Pendapat 
Mengikat ke sekretariat BAPMI; 
b. Biaya pemeriksaan: sebelum pemeriksaan dilakukan oleh BAPMI; 
c. Imbalan Pendapat Mengikat: sebelum dikeluarkannya Pendapat 
Mengikat oleh BAPMI. 
(4) Pembayaran biaya dan imbalan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan 
dengan cara penyetoran ke rekening atas nama BAPMI pada bank yang 
ditunjuk oleh BAPMI. 
 
BAB III 






(1) Para Pihak dapat mempergunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu 
mediasi atau penilaian ahli, baik sebelum atau selama proses penyelesaian 
sengketa melalui Arbitrase berlangsung. 
(2) Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesudah adanya proses 
Arbitrase tidak menunda jalannya Arbitrase, kecuali disepakati oleh para 




Tata Cara dan Proses 
 
Pasal 11 
(1) Alternatif Penyelesaian Sengketa dilakukan berdasarkan permohonan 
tertulis dari semua Pihak yang bersengketa atau berbeda pendapat, yang 
diajukan kepada BAPMI. 
(2) Setiap permohonan mempergunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa 
didaftar pada Sekretariat BAPMI setelah memenuhi persyaratan sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini. 
(3) Pengajuan permohonan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sekurang-
kurangnya memuat/mencantumkan: 
a. kesepakatan dari para Pihak untuk melakukan penyelesaian sengketa 
atau beda pendapat mereka melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa; 
b. penjelasan rinci mengenai sengketa atau beda pendapat yang terjadi 
antara para Pihak; 
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c. perjanjian dan/atau dokumen lain yang relevan yang diajukan oleh 
masing-masing Pihak; 
d. usulan nama mediator bagi proses Alternatif Penyelesaian Sengketa 
dari masing-masing Pihak, jika ada; 
e. pernyataan tegas bahwa para Pihak akan terikat tunduk dan melak-
sanakan setiap dan semua ketentuan dalam kesepakatan yang dicapai; 
dan 
f. bukti pelunasan pembayaran biaya dan imbalan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan dan Acara. 
 
Pasal 11 a 
(1) BAPMI dapat menolak permohonan untuk menyelesaikan sengketa yang 
diajukan, jika kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) 
huruf a tidak tercapai. 
(2) Putusan tentang penolakan untuk menyelesaikan sengketa melalui Alternatif 
Penyelesaian Sengketa diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon 
dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung 




(1) Terhadap sengketa atau beda pendapat yang diselesaikan melalui Alternatif 
Penyelesaian Sengketa terlebih dahulu diupayakan penyelesaian langsung 
oleh para Pihak dengan: a) diadakannya pertemuan langsung antara para 
Pihak yang bersengketa atau mempunyai beda pendapat dalam waktu 
paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja sejak pendaftaran sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 11 ayat (2); dan b) dibuatnya hasil kesepakatan 
secara tertulis. 
(2) Apabila setelah lampaunya waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak 
tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) tidak 
tercapai kesepakatan di antara para Pihak, penyelesaian dapat dilakukan 
dengan bantuan mediator, atau melalui penilaian ahli. 
(3) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat dengan bantuan mediator 
atau penilaian ahli dimaksud harus menghasilkan kesepakatan dalam 
waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal penunjukan mediator 
atau penilai ahli. 
(4) Apabila setelah lampaunya waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai kesepakatan, sengketa tersebut 





(1) Dalam hal para Pihak tidak mengusulkan calon mediator pilihan mereka 
sendiri, sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (3) huruf d Peraturan dan 
Acara, BAPMI akan mengajukan daftar nama mediator sedikitnya 5 (lima) 
orang calon, lengkap dengan keterangan mengenai keahlian serta latar 
belakang dari masing-masing calon. 
(2) Para Pihak harus sudah menentukan pilihan yang disetujui bersama dalam 
waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diajukannya daftar 
calon mediator oleh BAPMI. 
(3) Jika setelah lampaunya jangka waktu tersebut pada ayat (2) di atas para 
Pihak tidak/belum menentukan mediator, BAPMI akan menunjuk salah 
satu dari lima calon mediator tersebut sebagai mediator. 
 
Pasal 14 
(1) Proses Alternatif Penyelesaian Sengketa bersifat rahasia dan kepada para 
Pihak tidak diberikan salinan berita acara proses Alternatif Penyelesaian 
Sengketa. 
(2) Mediator tidak diperbolehkan bertindak sebagai Arbiter, memberikan 
pendapat ahli, dan/atau bertindak sebagai saksi dalam perkara yang sama. 
(3) Alternatif Penyelesaian Sengketa BAPMI dengan cara mediasi harus sudah 




(1) Para Pihak menetapkan tempat mediasi. 
(2) Dalam hal para Pihak tidak menetapkan tempat mediasi, BAPMI mene-
tapkan tempat mediasi tersebut. 
 
Bagian Ketiga 
Kesepakatan Penyelesaian Sengketa  
atau Beda Pendapat 
 
Pasal 16 
Atas rekomendasi yang disepakati oleh para Pihak, BAPMI akan membuatkan 
berita acara penyelesaian sengketa atau beda pendapat untuk ditandatangani 







(1) Kesepakatan para Pihak sebagai hasil mediasi bersifat final dan meng-
ikat para Pihak serta didaftarkan di pengadilan negeri oleh BAPMI dalam 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penandatanganan 
kesepakatan. 
(2) Dengan didaftarkannya kesepakatan para Pihak sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) di pengadilan negeri, peran dan tugas mediator BAPMI 
selesai. 
(3) Setiap tindakan dari salah satu pihak yang bertentangan dengan kese-




(1) Jika dalam jangka waktu 30 hari sejak didaftarkan kesepakatan seperti 
di atas dalam pasal 17 ayat (2) salah satu Pihak tidak mematuhi dan/ 
atau tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat oleh para Pihak, 
Pihak yang berkepentingan menyampaikan pemberitahuan mengenai hal 
tersebut secara tertulis kepada pengurus asosiasi, himpunan, ikatan atau 
organisasi di mana pihak-pihak lain menjadi anggota 
(2) Dalam jangka waktu tertentu sejak diterimanya pemberitahuan sebagai-
mana dimaksud ayat (1), asosiasi, himpunan, ikatan atau organisasi di 
mana para Pihak menjadi anggota mengirimkan fotokopi dari pemberi-
tahuan tadi kepada Badan Pengawasan Pasar Modal, asosiasi, himpunan, 
ikatan atau bentuk organisasi lain yang merupakan maupun yang tidak 




Biaya dan Imbalan 
 
Pasal 19 
(1) Untuk penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, para Pihak 
dikenakan biaya dan imbalan yang besarnya ditentukan dari waktu ke 
waktu oleh BAPMI dalam daftar biaya dan imbalan BAPMI, yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan dan Acara. 
(2) Biaya dan imbalan Alternatif Penyelesaian Sengketa terdiri dari: 
a. Biaya pendaftaran; 
b. Biaya pemeriksaan; serta 
c. Imbalan mediator dan/atau untuk pemberian penilaian ahli. 
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(3) Biaya dan imbalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus 
telah dilunasi dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Biaya pendaftaran: pada saat pengajuan Permohonan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa ke Sekretariat BAPMI; 
b. Biaya Pemeriksaan: sebelum pemeriksaan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa dimulai oleh BAPMI; 
c. Imbalan mediator: sebelum ditandatanganinya berita acara penyele-
saian sengketa; 
d. Imbalan untuk pemberian penilaian ahli: sebelum pemberian penilaian 
ahli diberikan. 
(4) Pembayaran biaya dan imbalan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan 
dengan cara penyetoran ke rekening atas nama BAPMI pada bank yang 









(1) BAPMI memeriksa dan memutus sengketa yang timbul di antara para 
Pihak melalui Arbitrase: 
a. jika para Pihak sudah menetapkan dalam Perjanjian Arbitrase bahwa 
penyelesaian atas sengketa yang terjadi di antara para Pihak akan 
diselesaikan melalui Arbitrase BAPMI; atau 
b. jika belum diperjanjikan sebelumnya, para Pihak menyepakati untuk 
menyelesaikan sengketa dimaksud melalui Arbitrase dan selanjutnya 




(1) BAPMI dapat menolak permohonan untuk menyelesaikan sengketa yang 
diajukan, jika Perjanjian Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 
dianggap tidak cukup kuat untuk menjadi dasar kewenangan BAPMI untuk 
memeriksa dan menyelesaikan sengketa yang diajukan tersebut. 
(2) Putusan tentang penolakan untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase 
diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon dalam waktu selambat-
lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak diterimanya 
permohonan Pemohon oleh BAPMI. 
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(3) Kecuali biaya pendaftaran, semua biaya dan/atau imbalan yang telah 
diterima oleh BAPMI berdasarkan ketentuan pasal 52 Peraturan dan Acara 
akan dikembalikan kepada Pemohon jika permohonan sebagaimana 
dimaksud ayat (1) ditolak. 
 
Bagian Kedua 
Tata Cara dan Proses 
 
Pasal 22 
(1) Arbitrase dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari Pemohon kepada 
BAPMI dengan tembusan dikirim kepada Termohon mengenai adanya 
sengketa di antara mereka. 
(2) Setiap permohonan Arbitrase akan didaftar pada Sekretariat BAPMI setelah 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini. 
(3) Pengajuan permohonan Arbitrase oleh Pemohon sekurang-kurangnya 
memuat/mencantumkan: 
a. Perjanjian Arbitrase di antara mereka baik yang dibuat sebelum 
maupun sesudah timbulnya sengketa; 
b. nama lengkap, dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak; 
c. penjelasan rinci mengenai masalah yang dipersengketakan oleh para 
Pihak; 
d. perjanjian dan/atau dokumen lain yang relevan yang diajukan 
Pemohon; 
e. usulan nama Arbiter dari Pemohon; 
f. daftar nama calon saksi dan/atau saksi ahli yang akan diajukan; 
g. gugatan/tuntutan ganti rugi dengan rinciannya; 
h. pernyataan tegas dari Pemohon, bahwa Pemohon akan terikat dan 
tunduk serta melaksanakan putusan Arbiter Tunggal atau Majelis 
Arbitrase dan tidak akan mengajukan perlawanan dan/atau upaya 
hukum lain atas sengketa yang sama di pengadilan negeri; 
i. keterangan telah dilunasinya pembayaran dan/atau imbalan berda-
sarkan Peraturan BAPMI. 
 
Pasal 23 
BAPMI berwenang memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk 
memperbaiki Perjanjian Arbitrase apabila BAPMI berpendapat bahwa isi 
Perjanjian Arbitrase yang ada belum cukup untuk dijadikan dasar oleh BAPMI 









(1) Yang dapat ditunjuk sebagai Arbiter adalah Arbiter yang terdaftar dalam 
daftar Arbiter BAPMI. 
(2) Pihak lain di luar daftar Arbiter BAPMI dapat ditunjuk sebagai arbiter 
anggota Majelis Arbitrase dalam proses Arbitrase sepanjang yang ber-
sangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan 
BAPMI tentang Arbiter BAPMI dan mendapat persetujuan BAPMI. 
(3) Untuk memperoleh persetujuan BAPMI dalam rangka penunjukan arbiter 
yang tidak terdaftar dalam daftar Arbiter BAPMI pihak yang bersangkutan 
harus mengajukan permohonan persetujuan kepada BAPMI dan meme-
nuhi ketentuan sebagai berikut : 
a. penunjukan arbiter yang bersangkutan harus dilakukan dan/atau 
disetujui oleh Pemohon dan Termohon; 
b. penunjukan arbiter dimaksud disampaikan kepada BAPMI dengan 
melampirkan data dan informasi lengkap calon Arbiter yang sekurang-
kurangnya memuat : 
1. riwayat hidup lengkap; 
2. pernyataan bahwa calon arbiter memahami Peraturan dan Acara 
dengan mengisi formulir yang disediakan oleh BAPMI; 
3. pernyataan dari calon arbiter bahwa yang bersangkutan bersedia 
menjadi Arbiter dalam Arbitrase; 
4. pernyataan dari calon arbiter bahwa yang bersangkutan tidak 
mempunyai konflik kepentingan dengan para Pihak yang ber-
sengketa dan dengan masalah yang disengketakan; 
5. pernyataan dari calon arbiter bahwa yang bersangkutan 
independen; dan 
6. pernyataan dari calon arbiter bahwa yang bersangkutan akan 
mematuhi Peraturan dan Acara. 
(4) Persetujuan atau penolakan atas arbiter sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) disampaikan oleh BAPMI secara tertulis kepada para Pihak 
selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterimanya surat 
penunjukan yang disampaikan oleh para Pihak. 
 
Pasal 25 
(1) Arbiter yang ditunjuk oleh para Pihak atau oleh BAPMI berhak menentukan 
sikapnya untuk menerima atau menolak penunjukan tersebut. 
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(2) Penerimaan atau penolakan itu wajib disampaikan secara tertulis dalam 
jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal 
diterimanya surat penunjukan selaku Arbiter kepada Pihak yang menun-
juknya dengan tembusan kepada BAPMI atau jika yang menunjuk adalah 
BAPMI, penerimaan atau penolakan tersebut disampaikan kepada BAPMI 
dengan tembusan kepada para Pihak. 
(3) Jika terjadi penolakan oleh calon Arbiter, dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja 
terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tentang penolakan tersebut, 
Pihak yang berkepentingan wajib menunjuk Arbiter pengganti dengan tata 
cara yang sama sebagaimana yang berlaku bagi Arbiter yang digantikannya. 
(4) Dengan diterimanya penunjukan sebagai Arbiter, yang bersangkutan 
berkewajiban untuk melaksanakan fungsinya. 
 
Pasal 26 
(1) Arbiter dalam suatu Arbitrase dapat terdiri dari Arbiter Tunggal, atau 
berbentuk Majelis Arbitrase dengan jumlah Arbiter yang selalu ganjil dan 
sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. 
(2) Sekurang-kurangnya satu orang dari anggota Majelis Arbitrase adalah 
seorang konsultan hukum yang telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar 
Modal selaku profesi penunjang pasar modal, dan menjadi anggota 
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. 
(3) Dalam menjalankan kewajibannya Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase 
berhak menunjuk seorang sekretaris atau sekretaris pengganti dalam hal 
sekretaris berhalangan, dengan tugas untuk membuat berita acara 
mengenai segala sesuatu yang terjadi selama sidang Arbitrase berlangsung. 
 
Pasal 27 
(1) Terhitung sejak tanggal penerimaan penunjukannya Arbiter baik 
sebagai Arbiter Tunggal atau anggota Majelis Arbitrase dilarang atau tidak 
diperkenankan untuk menarik diri sampai dengan selesainya seluruh 
kewajibannya selaku Arbiter dalam sengketa yang ditanganinya, kecuali 
dengan alasan berhalangan tetap atau alasan lain yang dibenarkan oleh 
peraturan perundang-undangan. 
(2) Arbiter wajib mengundurkan diri sebagai Arbiter Tunggal atau sebagai 
anggota Majelis Arbitrase, jika dari pemeriksaan sengketa diketahui 
adanya benturan kepentingan. 
(3) Arbiter yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) di atas wajib dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak 
diketahuinya adanya benturan kepentingan menyampaikan pengunduran 
diri secara tertulis: 
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a. dalam hal Arbiter Tunggal, disampaikan kepada para Pihak yang ber-
sengketa dan BAPMI; 
b. dalam hal anggota Majelis Arbitrase, disampaikan kepada Ketua 
Majelis, para Pihak yang bersengketa dan BAPMI. 
(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
Arbiter yang bersangkutan belum mengajukan pengunduran diri, 
sementara benturan kepentingan dimaksud terbukti, maka Ketua Majelis 
dapat meminta persetujuan BAPMI untuk memerintahkan pihak yang 
menunjuk Arbiter tersebut untuk mencabut penunjukannya. 
(5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dalam 
jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja dilakukan penunjukan Arbiter pengganti 
sesuai dengan tata cara sebagaimana yang berlaku bagi penunjukan 
Arbiter yang digantikan. 
(6) Jika dalam proses Arbitrase terdapat Arbiter yang meninggal dunia atau 
karena suatu alasan di luar kemampuannya berhalangan tetap, dalam 
jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja ditunjuk Arbiter pengganti dengan tata 
cara yang sama sebagaimana yang berlaku bagi Arbiter yang digantikan. 
 
Pasal 28 
(1) Dalam hal terjadi penggantian Arbiter yang merupakan Ketua Majelis 
Arbitrase, semua pemeriksaan yang telah dilakukan harus diulang kembali, 
kecuali para Pihak secara bersama-sama menyetujui sebaliknya. 
(2) Dalam hal terjadi penggantian Arbiter yang merupakan anggota Majelis 
Arbitrase, pemeriksaan sengketa tidak perlu diulang kecuali Majelis 
Arbitrase menganggap perlu untuk melakukan pemeriksaan ulang. 
 
Pasal 29 
(1) Jika para Pihak menyerahkan penunjukan Arbiter kepada BAPMI, BAPMI 
wajib menunjuk Arbiter baik selaku Arbiter Tunggal maupun anggota 
Majelis Arbitrase, dan menentukan Ketua Majelis Arbitrase, masing-masing 
dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya 
permohonan penunjukan arbiter. 
(2) Apabila dalam jangka waktu 14 hari sejak para pihak gagal atau tidak 
menunjuk Arbiter Tunggal ataupun Arbiter yang telah ditunjuk gagal 
atau tidak menunjuk Ketua Majelis, BAPMI berwenang menunjuk Arbiter 
Tunggal atau Ketua Majelis Arbiter tersebut. 
 
Pasal 30 
Arbiter Tunggal atau para Arbiter anggota Majelis Arbitrase secara bersama-
sama atau sendiri-sendiri sebagai anggota atau Ketua Majelis, tidak dapat 
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dikenakan tanggung jawab hukum atas tindakan yang dilakukan dan putusan 
yang diambil dalam rangka proses Arbitrase termasuk pelaksanaan atas putusan 
Arbitrase yang dijatuhkan, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut 






(1) Terhadap Arbiter Tunggal atau Arbiter anggota Majelis Arbitrase, dapat 
diajukan hak ingkar, jika terdapat cukup alasan dan bukti yang kuat bahwa 
Arbiter yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan 
sengketa yang ditanganinya. 
(2) Hak ingkar diajukan oleh salah satu Pihak yang bersengketa disertai 
alasan yang cukup dan bukti yang kuat kepada BAPMI dalam hal Majelis 
Arbitrase belum terbentuk, atau kepada Majelis Arbitrase dalam hal Majelis 
Arbitrase sudah terbentuk dengan tembusan kepada Pihak lain. 
(3) Tuntutan hak ingkar hanya dapat diajukan sebelum dijatuhkannya Putusan 
Arbitrase. 
(4) Jika Majelis Arbitrase telah terbentuk dan Majelis Arbitrase menerima hak 
ingkar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), bersamaan 
dengan dijatuhkannya keputusan tersebut Majelis Arbitrase wajib 
menunjuk Arbiter pengganti sesuai tata cara yang berlaku bagi penun-
jukan Arbiter yang digantikan, dan jika Majelis Arbitrase memutuskan 
menolak hak ingkar, Arbiter yang bersangkutan tetap sah sebagai Arbiter 
dan berwenang melaksanakan kewajibannya. 
(5) Dalam hal hak ingkar disetujui oleh Pihak dengan siapa Pihak yang ber-
kepentingan bersengketa, Arbiter yang bersangkutan wajib mengundur-
kan diri dan Arbiter pengganti yang akan duduk sebagai Arbiter Tunggal 
atau Majelis Arbitrase akan ditunjuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari 
Kerja sejak diterimanya hak ingkar tersebut dengan tata cara yang sama 
sebagaimana yang berlaku bagi Arbiter yang digantikannya itu. 
(6) Dalam hal hak ingkar tidak disetujui oleh Pihak dengan siapa Pihak yang 
berkepentingan bersengketa, atau Arbiter yang bersangkutan tidak ber-
sedia mengundurkan diri, Pihak yang berkepentingan berhak menyam-
paikan hak ingkar kepada BAPMI. 
(7) BAPMI berkewajiban untuk memberikan keputusannya atas hak ingkar 
sebagaimana disebutkan dalam ayat (6) di atas, dalam jangka waktu 14 
(empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan 
hak ingkar dimaksud. 
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(8) Jika Majelis Arbitrase belum terbentuk dan BAPMI memutuskan menerima 
hak ingkar sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), bersamaan dengan 
dijatuhkannya keputusan tersebut BAPMI wajib menunjuk Arbiter peng-
ganti sesuai dengan tata cara penunjukan Arbiter yang digantikan, dan 
sebaliknya jika BAPMI memutus menolak hak ingkar Arbiter yang 
bersangkutan tetap sah sebagai Arbiter dan berwenang melaksanakan 
kewajibannya. 
(9) Keputusan BAPMI atau Majelis Arbitrase atas hak ingkar termasuk 
penunjukan Arbiter pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) atau 
ayat (8) mengikat para Pihak dan tidak dapat diajukan perlawanan. 
 
Pasal 32 
(1) Dalam persidangan Arbitrase para Pihak mempunyai hak yang sama dalam 
mengemukakan dan mempertahankan pendapat serta kepentingannya. 
(2) Seluruh tahapan persidangan, termasuk tahap pemeriksaan setempat, 
pemberian keterangan saksi, dan/atau saksi ahli di Tempat Arbitrase atau 
di luar Tempat Arbitrase, dan pembacaan Putusan Arbitrase dilaksanakan 
secara tertutup dan bersifat rahasia serta untuk itu dibuatkan berita acara 
Arbitrase oleh sekretaris. 
 
Pasal 33 
(1) Bahasa yang digunakan dalam persidangan Arbiter Tunggal atau Majelis 
Arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali disetujui sebaliknya oleh Arbiter 
Tunggal atau seluruh anggota Majelis Arbitrase dan para Pihak. 




(1) Tempat Arbitrase adalah Jakarta atau kota lain di dalam wilayah Negara 
Republik Indonesia. 
(2) Pengurus BAPMI menetapkan Tempat Arbitrase, kecuali para Pihak yang 
bersengketa telah menetapkannya dalam Perjanjian Arbitrase. 
(3) Tempat Arbitrase dapat diubah sewaktu-waktu oleh Arbiter Tunggal atau 
Majelis Arbitrase, jika hal tersebut dipandang perlu oleh Arbiter Tunggal 
atau Majelis Arbitrase dengan persetujuan semua Pihak. 
(4) Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan, 
mendengar keterangan saksi dan/atau saksi ahli di Tempat Arbitrase atau 
di luar Tempat Arbitrase. 
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(5) Majelis Arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan di tempat yang berkaitan 
dengan masalah yang dipersengketakan, dengan atau tanpa dihadiri oleh 
para Pihak yang bersengketa atau kuasanya. 
 
Pasal 35 
(1) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak ditunjuknya Arbiter Tunggal 
atau terbentuknya Majelis Arbitrase, Arbiter Tunggal atau Ketua Majelis 
Arbitrase menyampaikan satu salinan surat permohonan Pemohon kepada 
Termohon dengan permintaan agar Termohon memberikan jawaban 
secara tertulis kepada Arbiter Tunggal atau Ketua Majelis Arbitrase dengan 
jumlah salinan yang cukup bagi keperluan persidangan Arbitrase disertai 
salinan dari semua dokumen termasuk perjanjian dan/atau dokumen 
yang dipandang perlu untuk keperluan alat bukti dan daftar nama calon 
saksi dan/atau saksi ahli yang diajukan Termohon. 
(2) Bersamaan dengan penyampaian salinan surat permohonan tersebut, 
Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase sekaligus memerintahkan kepada 
Pemohon dan Termohon atau kuasanya yang sah untuk menghadap di 
hadapan persidangan Arbitrase, pada hari pertama persidangan Arbitrase 
yang diadakan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung 
sejak saat disampaikannya salinan permohonan tersebut. 
(3) Dalam perintah tersebut dengan jelas harus disebutkan hari dan tanggal 
serta alamat Tempat Arbitrase. 
 
Pasal 36 
(1) Jika Termohon bermaksud mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon, 
tuntutan balik tersebut harus disampaikan bersamaan dengan jawaban 
Termohon pada hari pertama persidangan Arbitrase. 
(2) Terhadap tuntutan balik tersebut Pemohon berhak menanggapinya. 
(3) Tuntutan balik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diputus oleh 
Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase bersama-sama dengan putusan 
terhadap permohonan Pemohon. 
 
Pasal 37 
(1) Jika pada hari pertama persidangan Arbitrase, Pemohon tanpa suatu 
alasan yang sah tidak hadir meskipun kepadanya secara patut telah 
diperintahkan untuk hadir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Peraturan dan Acara, Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase memutuskan 
dengan menyatakan bahwa surat permohonan Pemohon dinyatakan gugur 
dan tugas Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase selesai. 
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(2) Keputusan yang menyatakan gugurnya surat permohonan Pemohon 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengakibatkan gugurnya 
hak Pemohon untuk mengajukan ulang tuntutannya melalui Arbitrase 
berdasarkan Peraturan dan Acara. 
 
Pasal 38 
(1) Jika Termohon tanpa suatu alasan yang sah, meskipun kepadanya telah 
diperintahkan untuk hadir dan menyampaikan jawaban sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Peraturan dan Acara tidak hadir menghadap 
atau tidak menyampaikan jawabannya pada hari pertama persidangan 
Arbitrase, Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase melakukan panggilan 
lagi dan/atau memerintahkan untuk menyampaikan jawaban Termohon 
pada hari persidangan Arbitrase yang kedua. 
(2) Jika Termohon tidak hadir menghadap atau tidak menyampaikan jawaban 
pada hari persidangan Arbitrase kedua sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) sedangkan Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase telah melakukan 
panggilan dengan patut dan waktu panggilan yang layak sesuai dengan 
Peraturan dan Acara, Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase dapat 
menetapkan putusan untuk menerima permohonan Pemohon, kecuali 
apabila tuntutan Pemohon tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum. 
 
Pasal 39 
(1) Pada hari pertama persidangan Arbitrase yang dihadiri oleh Pemohon 
dan Termohon, Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase wajib terlebih dahulu 
mengusahakan tercapainya suatu perdamaian di antara para Pihak. 
(2) Dalam upaya tercapainya perdamaian Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase 
berwenang memerintahkan kehadiran para Pihak secara langsung tanpa 
diwakili oleh kuasa yang bersangkutan. 
(3) Jika upaya perdamaian di antara dan oleh para Pihak tercapai, akan dibuat 
perjanjian perdamaian yang mencakup penyelesaian atas seluruh atau 
sebagian sengketa yang bersifat mengikat dan merupakan penyelesaian 
akhir bagi para Pihak tentang hal tersebut. 
(4) Atas dasar perjanjian perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), 
Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase menjatuhkan putusan sesuai dengan 
isi perjanjian perdamaian dan memerintahkan para Pihak mematuhi dan 
melaksanakan putusan tersebut. 
(5) Jika upaya perdamaian tidak tercapai, Arbiter Tunggal atau Majelis 







(1) Kepada Pemohon dan Termohon masing-masing diberi kesempatan 1 
(satu) kali untuk memberikan penjelasan secara tertulis atas pendiriannya 
sebagaimana tercantum dalam: 
a. surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon; 
b. tanggapan dari Pemohon terhadap jawaban dan tuntutan balik 
Termohon, serta tanggapan dari Termohon atas jawaban dan tang-
gapan dari Pemohon terhadap jawaban dan tuntutan balik Termohon. 
(2) Jika dianggap perlu Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase setiap saat 
dapat meminta tambahan penjelasan dan/atau tanggapan secara lisan 
maupun tertulis. 
(3) Untuk menguatkan pendiriannya, Pemohon dan/atau Termohon dapat 
menyampaikan perjanjian dan/atau dokumen lain yang relevan sebagai 
tambahan alat bukti. 
(4) Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase berhak untuk meminta dari Pemohon 
atau Termohon penjelasan dan/atau tanggapan tambahan sehubungan 
dengan disampaikannya perjanjian dan/atau dokumen tambahan oleh 
Pemohon dan/atau Termohon. 
 
Pasal 41 
(1) Pemohon dapat mencabut surat permohonan tanpa persetujuan Ter-
mohon hanya apabila pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon 
menyampaikan jawabannya kepada Arbiter Tunggal atau Majelis 
Arbitrase. 
(2) Perubahan atas isi surat permohonan Pemohon tanpa persetujuan 
Termohon hanya dapat dilakukan apabila Arbiter Tunggal atau Majelis 
Arbitrase belum menyampaikan surat permohonan kepada Termohon. 
(3) Dalam hal pencabutan surat permohonan Pemohon dilakukan berdasarkan 
ketentuan ayat (1), biaya dan/atau imbalan yang telah dibayarkan akan 
dikembalikan kepada Pemohon kecuali biaya pendaftaran dan biaya 
pembatalan yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan BAPMI. 
 
Pasal 42 
(1) Sengketa harus diselesaikan dalam waktu selambat–lambatnya 180 
(seratus delapan puluh) Hari Kerja terhitung sejak Arbiter Tunggal atau 
Majelis Arbitrase terbentuk. 
(2) Jika dianggap perlu dan demi kepentingan para Pihak, Arbiter Tunggal atau 
Majelis Arbitrase dengan persetujuan para Pihak serta tidak bertentangan 
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dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak memper-
panjang jangka waktu tersebut paling lama 180 (seratus delapan puluh) 
Hari Kerja. 
(3) Apabila ternyata dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) di atas, ternyata persidangan Arbitrase belum 
juga selesai, Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase hanya dapat memper-
panjang jangka waktu penyelesaian atas sengketa untuk suatu jangka 
waktu yang ditetapkan oleh Ketua BAPMI. 
(4) Ketua BAPMI wajib menetapkan perpanjangan jangka waktu penyele-
saian atas sengketa dalam waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Kerja 
terhitung sejak diterimanya permintaan perpanjangan jangka waktu 
penyelesaian sengketa dari Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). 
(5) Sebelum mengeluarkan penetapan perpanjangan jangka waktu penyele-
saian atas sengketa, Ketua BAPMI berhak meminta penjelasan dari Arbiter 
Tunggal atau Majelis Arbitrase dan para Pihak yang bersengketa. 
 
Pasal 43 
(1) Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase dapat memerintahkan kepada 
Pemohon dan/atau Termohon agar terhadap semua dokumen termasuk 
perjanjian dan/atau alat bukti lain yang disampaikan ke persidangan 
Arbitrase disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang dilakukan 
oleh penerjemah disumpah. 
(2) Jika dipandang perlu Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase dapat 
meminta pendapat dari penerjemah disumpah atau Pihak lain yang 
dianggap mampu untuk memberikan pendapatnya atas terjemahan yang 
dilakukan oleh penerjemah disumpah sebelumnya. 
(3) Penggunaan hasil terjemahan oleh penerjemah disumpah dan pendapat 
dari penerjemah disumpah atau Pihak lain sepenuhnya berada dalam 
kewenangan Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase. 
 
Pasal 44 
(1) Keterangan saksi dan/atau pendapat saksi ahli diberikan secara tertulis 
oleh saksi dan/atau saksi ahli yang sebelumnya telah diajukan oleh 
Pemohon dan/atau Termohon. 
(2) Jika dipandang perlu Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase dapat meminta 
kehadiran saksi dan/atau saksi ahli untuk memberikan kejelasan tentang 
kesaksian atau pendapat ahli yang telah diberikan sebelumnya. 
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(3) Jika saksi dan/atau saksi ahli hadir atas permintaan Arbiter Tunggal dan/ 
atau Majelis Arbitrase, biaya dan/atau imbalan yang harus dikeluarkan 
akan ditanggung oleh BAPMI. 
(4) Para Pihak yang bersengketa dapat meminta Arbiter Tunggal atau Majelis 
Arbitrase menghadirkan saksi dan/atau saksi ahli, dan semua biaya 
dan/atau imbalan yang harus dikeluarkan untuk para saksi dan/atau 
saksi ahli menjadi beban dan tanggung jawab dari Pihak yang meminta 
dihadirkannya saksi dan/atau saksi ahli dimaksud. 
(5) Sebelum memberikan keterangan di hadapan persidangan Arbitrase 
para saksi wajib mengucapkan sumpah atau berjanji untuk mengatakan 
hanya yang sebenarnya sedangkan saksi ahli wajib mengucapkan sumpah 
atau berjanji untuk hanya menyampaikan pengetahuan atau keahliannya 
yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapkan kepadanya. 
 
Pasal 45 
(1) Para Pihak yang bersengketa wajib memberikan segala keterangan dan/ 
atau bahan berupa apa pun yang diperlukan oleh saksi ahli guna dapat 
memberikan keterangan atau pendapatnya. 
(2) Salinan dari pendapat tertulis saksi ahli kepada Arbiter Tunggal atau 
Majelis Arbitrase harus disampaikan pula kepada para Pihak yang 
bersengketa dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak diterimanya pendapat 
tertulis tersebut. 
(3) Para Pihak yang bersengketa dapat menyampaikan tanggapannya secara 
tertulis atas pendapat yang disampaikan oleh saksi ahli sebanyak 1 (satu) 
kali dalam waktu tidak lebih lama dari 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal 
diterimanya salinan pendapat saksi ahli tersebut dari Arbiter Tunggal atau 
Majelis Arbitrase atau sejak tanggal disampaikannya pendapat tersebut 
secara lisan di hadapan persidangan Majelis Arbitrase. 
(4) Apabila terdapat hal yang kurang jelas mengenai isi atau sebagian dari 
isi pendapat saksi ahli tersebut, atas permintaan Pihak yang berkepen-
tingan Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase dapat meminta kehadiran 
saksi ahli bersangkutan dalam persidangan Arbitrase untuk didengar 
penjelasannya di hadapan para Pihak yang bersengketa. 
 
Pasal 46 
(1) Jika Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase berpendapat bahwa pemerik-
saan Arbitrase telah cukup, Arbiter Tunggal atau Ketua Majelis Arbitrase 
menutup pemeriksaan Arbitrase dan menetapkan satu hari sidang untuk 
membacakan Putusan Arbitrase atas sengketa tersebut. 
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(2) Putusan Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase dibacakan paling lama 
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah pemeriksaan 
Arbitrase dinyatakan cukup dan ditutup. 
(3) Putusan Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase dibacakan dengan atau 
tanpa dihadiri para Pihak atau kuasanya. 
 
Pasal 47 
(1) Putusan Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase dapat diberikan berdasarkan 
ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
atau berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan. 
(2) Putusan Majelis Arbitrase diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat. 
(3) Jika tidak tercapai musyawarah mufakat di antara para Arbiter, putusan 
diambil atas dasar suara terbanyak. 
 
Pasal 48 
(1) Putusan yang dijatuhkan oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase 
merupakan putusan yang bersifat final, mengikat dan mempunyai 
kekuatan hukum tetap bagi, dan wajib dilaksanakan oleh para Pihak. 
(2) Putusan Arbitrase harus dibuat secara tertulis dan memuat : 
a. judul putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA”; 
b. nama lengkap dan alamat Pemohon serta Termohon; 
c. uraian singkat sengketa; 
d. pendirian Pemohon dan Termohon; 
e. nama lengkap dan alamat Arbiter Tunggal atau para anggota Majelis 
Arbitrase; 
f. pertimbangan dan kesimpulan Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase 
mengenai keseluruhan sengketa; 
g. pendapat setiap Arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat 
dalam Majelis Arbitrase; 
h. amar putusan; 
i. tempat dan tanggal putusan diucapkan; dan 
j. tanda tangan Arbiter Tunggal atau seluruh anggota Majelis Arbitrase. 
(3) Tidak ditandatanganinya Putusan Arbitrase oleh seorang Arbiter karena 
alasan apa pun pada saat Putusan Arbitrase diucapkan tidak mempengaruhi 
kekuatan berlakunya Putusan Arbitrase. 
(4) Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (3) di atas harus dicantumkan dalam Putusan Arbitrase. 
(5) Dalam Putusan Arbitrase ditetapkan suatu jangka waktu di mana Putusan 






(1) Putusan Arbitrase akan didaftarkan oleh BAPMI pada kantor kepaniteraan 
pengadilan negeri setempat dalam waktu 30 hari kalender sejak ditetap-
kannya putusan Arbitrase, dan harus dilaksanakan oleh para pihak dalam 
waktu 30 hari kalender sejak pendaftaran. 
(2) Jika dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Putusan Arbitrase salah 
satu Pihak tidak mematuhi dan/atau melaksanakan Putusan Arbitrase, 
Pihak yang berkepentingan menyampaikan pemberitahuan mengenai hal 
tersebut secara tertulis kepada pengurus asosiasi, himpunan, ikatan atau 
organisasi di mana pihak-pihak menjadi anggota. 
(3) Dalam jangka waktu tertentu sejak diterimanya pemberitahuan sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (2), asosiasi, himpunan, ikatan atau organisasi 
di mana para Pihak menjadi anggota mengirimkan fotokopi dari pembe-
ritahuan tadi kepada Badan Pengawasan Pasar Modal, asosiasi, himpunan, 
ikatan atau organisasi yang tidak melaksanakan putusan Arbitrase. 
 
Bagian Kelima 
Pelaksanaan Putusan Arbitrase 
 
Pasal 50 
Atas Putusan Arbitrase dapat diajukan pembatalan oleh para Pihak jika menurut 
pendapat para Pihak putusan Arbitrase tersebut mempunyai unsur-unsur 
sebagai berikut: 
1. Surat perjanjian dan/atau dokumen dan/atau bukti-bukti yang diajukan 
dalam pemeriksaan setelah Putusan Arbitrase dijatuhkan, diakui palsu 
atau dinyatakan palsu; 
2. Setelah Putusan Arbitrase diambil, ditemukan dokumen-dokumen yang 
bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh salah satu Pihak; atau 
3. Putusan Arbitrase diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah 





Permohonan pembatalan Putusan Arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak hari penyerahan 






Biaya dan Imbalan 
 
Pasal 52 
(1) Untuk penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, para Pihak masing-masing 
dikenakan biaya dan imbalan yang besarnya ditentukan dari waktu ke 
waktu oleh BAPMI dalam daftar biaya dan imbalan BAPMI, yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan dan Acara. 
(2) Biaya dan imbalan Arbitrase terdiri dari: 
a. Biaya pendaftaran; 
b. Biaya pemeriksaan termasuk biaya untuk pemberian penilaian ahli 
dan saksi ahli; serta 
c. Imbalan Arbiter. 
(3) Biaya dan imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
harus telah dilunasi, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Biaya pendaftaran: oleh Pemohon pada saat pendaftaran permohonan 
Arbitrase ke Sekretariat BAPMI. 
b. Biaya pemeriksaan: oleh Pihak yang bersangkutan sebelum peme-
riksaan dimaksud dilakukan. 
c. Imbalan Arbiter: sebelum pemeriksaan Arbitrase dimulai. 
(4) Pembayaran biaya dan imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
dilakukan dengan cara penyetoran ke rekening atas nama BAPMI pada 
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